SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya
disebut Komisi, yang memeriksa Perkara Nomor 07 /KPPU-L/2025 tentang

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor S5 Tahun 99
terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea da:

Tahun 2024, yang dilakukan oleh: -------------cmmeme e Y
1. Terlapor I : PT Dieselindo Utama Nusa, berdomisili % di Jalan
Agung Timur IX Blok N-1 Kavhng% Sunter Jaya,
Jakarta Utara 14350;------------- —?—” ————————————————————
2. Terlapor II : PT Rolls Royce Solutions Ind , berdomisili hukum

di Gedung Secure Blok B an Raya Protokol Halim

Perdanakusuma, Ha@ rdanakusuma, Kecamatan

Makassar, Jakart 13610;------—-—mmmmmmm e
telah mengambil Putusan sebagai b%(ut ———————————————————————————————————————
Majelis Komisi: -----------=--—mmqgqo =g m oo
Setelah membaca Laporan @& Pelanggaran; --------------=-—-ommcmmcmme-
Setelah membaca Tan g%’an para Terlapor terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran; ---------% é ———————————————————————————————————————————————————————————
Setelah mende@rangan para Saksi; ----------m-mmmm o
Setelah menden®&ar keterangan para Ahli;j ------------———— oo
Setelah K\gar keterangan para Terlapor;------------=----———cmmcmmeme—
Setel mbaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------------
S membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;----------
Sirah membaca surat-surat dan dokumen dalam perkara ini; -------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dari pihak
yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) jo. ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya

disingkat “UU No. 5 Tahun 1999”) harus dirahasiakan
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identitasnya, yang berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender
Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea
Cukai Tahun 2024, -------—-—- o
Menimbang bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan
penyelidikan awal dan penyelidikan yang kemudian dinyatakan
layak dilakukan Paparan yang dalam Rapat Komisi tanggal 28
Mei 2025 memutuskan menerima Paparan tersebut,
menyepakati pembentukan majelis komisi untuk menangani
perkara, dan memerintahkan pimpinan unit kem&
menangani bidang penegakan hukum untuk menyu%%poran

dugaan pelanggaran. ---------------mmmmmm oo -

Menimbang bahwa menindaklanjuti hasil Ra omisi tanggal
28 Mei 2025, Ketua Komisi menerbitk %\éputusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor PU/Kep.3/VI/2025

tanggal 10 Juni 2025 tentang eriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 07/KPPU-L/20 iga

Pasal 22 UU Nomor 5 Tah 1999 terkait Tender Pemeliharaan
Mesin Induk MTU di Dire&ra‘c Jenderal Bea Cukai Tahun 2024
(vide bukti Al). ------go-mgl-——

ng Dugaan Pelanggaran

Menimbang bah tua Komisi membentuk Majelis Komisi
untuk mena %fv perkara melalui Keputusan Komisi Nomor
25/KPPU /VI/2025 tentang Pembentukan Majelis Komisi
Perkara@ mor O07/KPPU-L/2025 dengan susunan Majelis
KomisNAnggota Komisi Mohammad Reza sebagai Ketua Majelis,

Xnggota Komisi Hilman Pujana dan Anggota Komisi Eugenia

ardanugraha, masing-masing sebagai Anggota Majelis (vide
bukti A2). —--mmm
Menimbang bahwa Deputi Bidang Penegakan Hukum
menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum
Nomor 1130/DH/Kep/VI/2025 tentang Penugasan Satuan
Tugas Panitera dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 dengan
susunan Panitera Lugman Nurdhiansyah sebagai Koordinator
Panitera, dan Dewi Meryati dan Fajar Ardhi Saputra, masing-
masing sebagai Anggota Panitera (vide bukti A3). -------------—————
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan

Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07 /KPPU-
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L/2025, Petikan Keputusan Pembentukan Majelis Komisi
Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025, Petikan Penetapan tentang
Dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara  Nomor
07/KPPU-L/2025, dan Surat Panggilan Sidang beserta Laporan
Dugaan Pelanggaran Perkara kepada Investigator dan para
Terlapor (vide bukti A6 — A23). —---————— s
Menimbang bahwa Sidang ke-I Majelis Komisi Pemeriksaan
Pendahuluan dilaksanakan luring pada 26 Juni 2025 dengan
agenda Pembacaan dan pemaparan Laporan Dugaan
Pelanggaran. Sidang a quo dihadiri oleh Investigator %a
Hukum Terlapor I yang diwakili oleh Sdr. Adhi S , S.H.,
dan Rafky P. Ismail selaku Kuasa Hukum, dan ’J%u%o

diwakili Chrisandya Sinurat, S.H., selaku K'%a Hukum (vide

DUt B1). o A2 S A ———

Menimbang bahwa Majelis Komisi Jjutkan persidangan

r II yang

dengan agenda pemaparan Lapora ﬁ)ugaan Pelanggaran oleh
Investigator. Majelis Komisi @X‘Zkan kepada Investigator
tidak ada perubahan terh@ Laporan Dugaan Pelanggaran
yang diterima oleh Maje omisi dan Majelis Komisi juga
memastikan Terlap dan Terlapor II telah memperoleh
Laporan Dugaa &nggaran. Setelah Investigator selesai
memaparkan L%oran Dugaan Pelanggaran oleh Investigator,
Terlapor Terlapor II menyatakan memahami Laporan
Dugaar@ nggaran (vide bukti B1). -------———=——- oo
Menim$ang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-II

Xs Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Juli

25 dengan agenda Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian
alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan
Pelanggaran. Sidang ke-II dihadiri oleh Investigator, Terlapor I,
dan Terlapor II. Sesuai dengan agenda sidang, Investigator
menyerahkan alat bukti surat dan/atau dokumen kepada
Majelis Komisi dan Majelis Komisi mencatat terdapat surat
dan/atau dokumen yang menurut ketentuan UU No. 5 Tahun
1999 wajib dirahasiakan oleh Majelis Komisi. Selanjutnya
Terlapor I dan Terlapor II menyatakan akan menggunakan

haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat

bukti yang diajukan oleh Investigator (vide bukti B2).--------------
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Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-III
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 24 Juli 2025
dengan agenda penyampaian tanggapan atas laporan dugaan
pelanggaran. Sidang dihadiri oleh Investigator, Kuasa Hukum
Terlapor I, dan Kuasa Hukum Terlapor II. Terlapor I dan Terlapor
II menyatakan siap dengan tanggapan. Majelis Komisi
memastikan kepada Terlapor I dan Terlapor II tidak ada
perubahan terhadap tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran

dan memastikan Investigator memperoleh tanggapan tersgQut.
Setelah selesai memaparkan tanggapan Laporan a

n
Pelanggaran, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan @jukan
alat bukti (vide bukti B3). ----nmmeemmmeemmeemmeee Q% ----------
Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksan Sidang ke-IV
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahulua %J'a tanggal 24 Juli
2025 dengan agenda penyerahan daft bukti berupa saksi,
ahli dan surat dan/atau dokumen or. Sidang dihadiri oleh
Investigator, Terlapor I, dan or II. Pada sidang a quo,
Terlapor I menyampaikan da@%at bukti berupa 2 (dua) Saksi,
1 (satu) Ahli, dan 15 (h'% elas) surat dan/atau dokumen.
Terlapor II menyam %n daftar alat bukti berupa 1 (satu)
Saksi, 1 (satu) i\ dan 53 (lima puluh tiga) surat dan/atau
dokumen. Ol h?harena terdapat alat bukti Terlapor II yang
belum sia apor II mohon penambahan waktu dan Majelis
Komisi berikan waktu supaya surat dan/atau dokumen
dis r&an pada persidangan selanjutnya. Selanjutnya

KFigator menggunakan haknya  untuk  memeriksa

lengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh
Terlapor I (vide bukti B4).----------—-cmmmmmo o
Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-V
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 4
Agustus 2025 dengan agenda penyerahan daftar alat bukti
berupa saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen Terlapor II.
Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II.
Pada sidang a quo, Terlapor I menyampaikan daftar alat bukti 53
(lima puluh tiga) surat dan/atau dokumen, 51 (lima puluh satu)
dokumen diantaranya bersifat rahasia. Selanjutnya Investigator

menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan
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kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Terlapor I (vide bukti

13. Menimbang bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di
Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 yang pada pokoknya
sebagai berikut: (vide bukti 1.2). -----—--——c oo
13.1. Identitas Terlapor: ----------—mmmmmmm e
13.1.1. Terlapor I beralamat kantor di Jalan Agung Timur IX Blo
Kavling 1B, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 me an
badan usaha berbadan hukum yang didirikan berda Akta
Nomor 5 Tanggal 3 Maret 1986 yang dibua % Soetono
Ramlan, S.H., Notaris di Jakarta dengan kegi usaha antara

lain di bidang perdagangan umum, in@? dan jasa pada

umumnya kecuali jasa dalam bid ukum. Terlapor I

merupakan peserta dan pemenang Xer Pemeliharaan W6/QL-
4 Mesin Induk MTU Pangkalan &\a Operasi Bea Cukai Tipe A
Tanjung Balai Karimun T Anggaran 2024 (Kode Tender:
39674011) dan Tender %eliharaan W6/QL-4 Mesin Induk
MTU Pangkalan Sar %ﬁ)erasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun
Anggaran 2024 @e Tender: 39536011) (vide bukti IB7, C2,

C3). S A
13.1.2. Terlapor lamat di Gedung Secure Blok B, Jalan Raya
Protok: lim Perdanakusuma, Halim Perdana Kusuma,

Kegam§tan Makasar, Jakarta Timur 13610, merupakan badan

x berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor

tanggal 27 November 2002 yang dibuat oleh Winarti Lukman

O Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT MTU Detroit
%’ Diesel Indonesia dengan kegiatan usaha antara lain di bidang
jasa perdagangan besar (distributor utama), ekspor, impor, dan
pelayanan purna jual. Selanjutnya perseroan berubah nama
menjadi PT Rolls Royce Solutions Indonesia melalui Akta Nomor

10 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Aurelia Soesanto,

S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah
mendapatkan persetujuan dari melalui Surat Keputusan Menteri
Hukum RI Nomor AHU-0073791.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal

20 Desember 2021. Terlapor II memberikan dukungan kepada
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13.2.

13.3.

13.4.

13.4.
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Terlapor I dalam rangka keikutsertaan dalam Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana
Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode
Tender: 39536011 (vide bukti IB10, C20, C21, C22). ---------------
Obyek Perkara. --------mmmmmmmm e
Bahwa obyek perkara a quo adalah Tender Pemeliharaan
W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea
Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024
(Kode Tender: 39674011) dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4

Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai B
Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 6011)
(selanjutnya disebut “Tender Pemeliharaan Mesin@% di Ditjen
Bea dan Cukai Tahun 2024”). -----------------— % —————————————————
Dugaan Pelanggaran. ---------------=--—-———-— y
Bahwa para Terlapor diduga melaku langgaran Pasal 22

UU No. 5 Tahun 1999 yang mend?}kan pemaknaan melalui

Putusan Mahkamah Konstitusj or: 85/PUU-XIV/2016 yang
memiliki kekuatan mengik k tanggal 20 September 2017
sehingga harus dibaca laku usaha dilarang bersekongkol

dengan pelaku usah A dan/atau pihak yang terkait dengan
pelaku usaha %Z’Ltuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang te % sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persainga% a yang tidak sehat.” ------==-====-—mmmmmmmom

Kronol ender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan
Cujii hun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi
ukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. ------------—-=——--ooo——-

ngumuman Tender (23 April 2024). ---—---———————mmmmmmmme -

la@ Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan (23 April

2024). Terdapat 12 (dua belas) pelaku usaha yang mendaftar
dengan rincian sebagai berikut: -------------———omomo

1) PT Dieselindo Utama Nusa pada tanggal 23 April 2024 jam

16:33 WIB. —-mm oo
2) PT Antakesuma Inti Raharja pada tanggal 23 April 2024 jam
17:05 WIB. —mmm oo
3) PT Reksa Tarnindo Oliva pada tanggal 23 April 2024 jam
20:40 WIB. —---m oo oo



13.4.3.
13.4.4.

13.4.5.
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4) PT Pulau Bintan Lestari pada tanggal 24 April 2024 jam

04:06 WIB. —-mmm oo
5) PT Pelican Mitra Sejati pada tanggal 24 April 2024 jam
04:11 WIB. —mmmm oo
6) CV Timur Makmur pada tanggal 24 April 2024 jam 13:02.
W B - oo

7) Indonesia China Mobile pada tanggal 24 April 2024 jam

18:21 WIB. mommmm oo
8) PT Enggal Bersaudara Jaya pada tanggal 30 April 2024%&1‘?
15:13 WIB. mommmm oo Sl

9) PT Karya Unggul Bahari pada tanggal 30 Apr@lﬂ jam
20:41 WIB. ~-m-mmmmmmmm oo Q -------------

10) PT Daya Ende Pati pada tanggal 2 Mei 20243am 22:54 WIB.
11) PT Hantar Lintas Data pada tanggal C& 2024 jam 09:24

WIB. - B e e e R R e
12) CV Zulfar Pratama Jaya pada t@al 3 Mei 2024 jam 01:47

1174 1 — C@ ----------------------------------
Rapat Penjelasan (25 April 2Q24)¥------------------mmmmmmmmmm -
Pembukaan Dokumen Per@raran (3-13 Mei 2024). Peserta yang

memasukkan dokum nawaran hanya 2 (dua) yaitu: ----------
1) PT Dieselin tama Nusa dengan harga penawaran

sebesar %5893.834.340,00. -----------------------------------
2) PT suma Inti Raharja dengan harga penawaran

e@ Rp42.613.949.949 00, ------n-mmmmmmmmmmmmmemoeeee

valuasi Administrasi. ----------=-—=-—mm—mmmmmo

S
Evaligi Dokumen Penawaran (3 -13 Mei 2024). -----—--—---—--—-————-

® a. PT Dieselindo Utama Nusa dinyatakan lulus. ------------
b

O

PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan lulus. ----------

2) Evaluasi Teknis. ------——-—mmmmmmmm o
a. PT Dieselindo Utama Nusa dengan hasil evaluasi
teknisdinyatakan lulus. -----------=———-—ommmmmmmm

b. PT Antakesuma Intri Raharja dengan hasil evaluasi
teknis  dinyatakan gugur, dengan keterangan

PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan gugur karena

surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan
layanan purna serta supporting letter/letter of

intent/letter of agreement yang disampaikan oleh
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PT Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan karena

bukan dari pabrikan/prinsipal di negara asal.-----------

3) Evaluasi Harga/Biaya. ----------—-——-mmmmmr

a. PT Dieselindo Utama Nusa harga terkoreksi
Rp42.893.834.340,00 dan evaluasi dinyatakan lulus. --

b. PT Antakesuma Inti Raharja tidak dilakukan evaluasi.-

13.4.6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Tender (13 Mei 2024).
Setelah melalui tahap negosiasi harga, PT Dieselindo U%a

e

Nusa ditetapkan dan diumumkan menjadi pemenan

dengan penawaran sebesar Rp42.893.834.340,0($pu1uh

r

dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga jut pan ratus
tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh jah). ------—-----

13.4.7. Masa Sanggah (13-20 Mei 2024). Bahw %’A tanggal 16 Mei
2024, PT Antakesuma Inti Raharja paikan sanggahan
kepada Pokja yang pada pokoknya &ai berikut: ----------------
1) Ketentuan Supporting l@etter Of Intens/Letter Of

t

Agreement yang disam idak memenuhi persyaratan
yang ditentukan. Hal\ni tidak memberikan jawaban yang
secara definitif omprehensif seperti yang diinginkan
oleh Pokja %K sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (9)
Peratura esiden Nomor 16 tahun 2018 tentang

Peng éBarang/ Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun

20@$n0w Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

‘g,tang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

x% erpres No.12 Tahun 2021), Surat Edaran Kepala Lembaga

@ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik

O Indonesia Nomor S5 Tahun 2022 tentang Penegasan
%’ Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan
Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (SE Kep. LKPP No. 5 Tahun 2022)

pada angka 5 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melalui Penyedia (PerLKPP No.12 Tahun 2021). ---------------

2) Keberatan atas saat evaluasi dan penetapan tender/lelang

yang dimenangkan PT Dieselindo Utama Nusa sebagai

8
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peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir
sama ditetapkan oleh Pokja tanpa nilai negosiasi harga,
namun Pokja menyetujui berdasarkan pertimbangan alasan
tidak jelas melaksanakan perilaku rule of reason tindakan
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pedoman
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa
pada tanggal 17 Mei 2024, Pokja menjawab sanggahan yang

disampaikan oleh PT Antakesuma Inti Raharja yang pada
pokoknya berisi sebagai berikut: a. Spesifikasi te@

dokumen pemilihan yang menyebutkan memllnﬁ%bortlng
p

letter/letter of intent/letter of agreement abrik/

prinsipal mesin MTU di negara asal dala 1 barang impor

bukan merupakan penambahan p Y&fatan kualifikasi

yang diskriminatif dan tidak oby ~Besuai dengan angka

5 huruf e Surat Edaran Kepal Nomor 5 Tahun 2022

disebutkan penambahan @ ratan kualifikasi penyedia
i

dan/atau persyarata s dapat dilakukan untuk
mencapai teknis outp pekerjaan berdasarkan kajian atau
justifikasi piha berkompeten di bidangnya; b. Pokja
Pemilihan t kgéakukan klarifikasi dan negosiasi teknis
dan ha %&sebagaimama disebutkan pada dokumen
pemili Hasil klarifikasi dan negosiasi harga diinput
pa@ arga terkoreksi di Aplikasi SPSE, yaitu harga
p&pawaran Rp42.893.834.340,00 (empat puluh dua miliar

elapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga

@ puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan harga

13.5.

13.5.1.

negosiasi/harga terkoreksi Rp42.838.834.340,00 (empat
puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta
delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh
rupiah) (vide bukti IBS, IB6, IB8, C41). --------——————--mmomm
Kronologis Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan
Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi
Bea Cukai Tipe B Batam. ---------=-=—— oo
Pengumuman (23-30 April 2024). ---------——mmmmmm oo



13.5.2.

13.5.3.
13.5.4.

13.5.5.
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Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan (23-30 April
2024). Terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha yang mendaftar dengan
rincian sebagai berikut: -----------—-cm oo
1) CV Putra Cane Mandiri pada tanggal 23 April 2024 jam

14:26 WIB. —-mmm oo
2) CV Utama Karya pada tanggal 23 April 2024 jam 18:08

3) PT Reksa Tarnindo Oliva pada tanggal 23 April 2024 jam
20:45 WIB. —mmmmm oo
4) PT Dieselindo Utama Nusa pada tanggal 24 April 2@%3:m
09:00 WIB. —-mmmmmmmr oo XX
5) PT Antakesuma Inti Raharja pada tanggal 244Apyit 2024 jam
11:17 WIB. —mmm o mmmmmmmmrmmmmeee -———mmmmmmmmmm
6) PT Utomo Bangun Pratama pada tan @April 2024 jam
02:13 WIB. —------—mmmmmmm oo = 6:— ———————————————————————
7) PT Empat Saudara Berkah pac?}’&nggal 29 April 2024 jam
16:21 WIB. (vide bukti C49 %, C56). ------mmmmmm e

Rapat Penjelasan (25 April 2Q24)¥----------------————----mmm -
Pembukaan Dokumen Pen%aran (30 April 2024). Peserta yang

memasukkan dokum nawaran hanya 2 (dua) yaitu: ----------
1) PT Dieselin tama Nusa dengan harga penawaran

Rpl11.18 .%6.564,80 ----------------------------------------------
2) PT suma Int i Raharja dengan harga penawaran

R 6.510.524,00 —-----mmmmm
Evaluasi Dokumen Penawaran (30 April-7 Mei 2024). ---------—---—-

valuasi Administrasi. ----------=-—=-—mm—mmmmmo

hasil evaluasi Rp11.186.326.564,80 dinyatakan lulus.-

® a. PT Dieselindo Utama Nusa dengan harga penawaran

b. PT Antakesuma Inti Raharja dengan harga penawaran
hasil evaluasi Rp11.176.510.524,00 dinyatakan lulus.-

2) Evaluasi Teknis. -------—-=—-ommmmmmmm e
a. PT Dieselindo Utama Nusa dinyatakan lulus. ------------

PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan gugur, dengan
keterangan surat pernyataan mengenai ketentuan

garansi dan layanan purna serta supporting letter/ letter

of intent/letter of agreement yang disampaikan oleh

PT Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi
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ketentuan yang dipersyaratkan karena bukan dari

pabrikan/ prinsipal di negara asal. -----------------———-——-

3) Evaluasi Harga/Biaya Hasil. -----------—-——cmmommmmm

No. Peserta Harga Terkoreksi Evaluasi. -------------------coo-—

a. PT Dieselindo Utama Nusa dengan harga terkoreksi

evaluasi Rp11.186.326.564,80 dinyatakan lulus. -------

b. PT Antakesuma Inti Raharja tidak dilakukan evaluasi.-

13.5.6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Tender (7 Mei 2024).
Setelah melalui tahap negosiasi harga, PT Dieselindo Utgma

Nusa ditetapkan dan diumumkan menjadi pemenan %

dengan penawaran sebesar Rp11.186.326.564,80 (s milyar

seratus delapan puluh enam juta tiga ratus d %uh enam

ribu lima ratus enam puluh empat koma dela%puluh rupiah).

(vide bukti C49, C36). -------=--—-mmmmmmemmme —%’ ————————————————————

13.6. Fakta Lain. -------------=-—=-mmmmmmmmm Q ———————————————————————
13.7. Terlapor I ditunjuk sebagai Authoriz %ervlce Produk MTU.------
1) Bahwa pada 29 Novembe@ Terlapor I ditunjuk sebagai
authorized dealer un% roduk Manufacturers MTU
Friedrichshafen Gm TU America Inc., MTU Onsite

Energy GmbH ( rg), Daimler AG (off-highway), Detroit

Diesel Corp‘@ and MTU Onsite Energy Corporation

yang meli %’r MTU Engine for Marine Customs dan Detroit

for N%@Oﬂ & Gas and Industrial untuk periode jangka

Wa@ tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30

ember 2021 (vide bukti C5). ------—-———m—mmmmmmmmemm

%ahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Terlapor I ditunjuk

@ sebagai authorized dealer untuk produk the Manufacturers

O Rolls-Royce Solutions GmbH, Rolls-Royce Solutions America
%’ Inc., Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd., Rolls-Royce
Solutions Augsburg GmbH, Rolls-Royce Solutions Ruhstorf

GmbH, Daimler AG, Detroit Diesel Corporation, Rolls-Royce

Solutions Berlin GmbH, Rolls-Royce Solutions Liége S.A.

untuk periode jangka waktu sejak tanggal 1 Maret 2022

sampai dengan 29 Februari 2024 (vide bukti C6).-------------

3) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Terlapor I ditunjuk

sebagai authorized dealer untuk produk the Manufacturers

Rolls-Royce Solutions GmbH, Rolls-Royce Solutions America
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Inc., Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd., Rolls-Royce
Solutions Augsburg GmbH, Rolls-Royce Solutions Ruhstorf
GmbH, Daimler AG, Detroit Diesel Corporation, Rolls-Royce
Solutions Berlin GmbH, Rolls-Royce Solutions Liege S.A.
untuk periode jangka waktu sejak tanggal 1 Maret 2024
sampai dengan 28 Februari 2026 (vide bukti C16). -----------
Pekerjaan yang ditenderkan hanya dapat dipenuhi dengan
dukungan Terlapor I dan/atau Terlapor II. -----------—--——cmccmmeeo-
Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya b?vsva

pekerjaan yang ditenderkan pada pokoknya meliputi: ----4¢

1) Pekerjaan jasa pemeliharaan W6/QL-4 Mesin %k MTU
Tipe 12V 2000 M90 sebanyak 4 (empab@ berikut
pengadaan suku cadangnya. --------------- &=y -----------------

2) Pekerjaan jasa pemeliharaan W6/Q YM’esin Induk MTU
Tipe 16V 396 TE94 sebanya (dua) unit berikut

pengadaan suku cadangnya. ---

3) Pekerjaan jasa pemelihar 6/QL-4 Mesin Induk MTU

Tipe 16V 2000 M94. anyak 2 (dua) wunit berikut

pengadaan suku cade@nya. ——————————————————————————————————————

4) Pekerjaan jasa % iharaan W6/ QL-4 Mesin Induk MTU
Tipe 16V M

94 sebanyak 2 (dua) unit berikut

dap§l ipenuhi oleh penyedia jasa yang didukung oleh Terlapor
tersebut dikuatkan dengan fakta berikut:-----------------——-

® Persyaratan Penawaran Teknis: -----------------comcmmemme e~

O

a. Memiliki Supporting letter/letter of intent/letter of
agreement dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di
negara asal dalam hal barang impor; -------------------——-

b. Membuat dan menandatangani surat pernyataan
mengenai ketentuan garansi dan layanan purna jual
sebagaimana poin 11. GARANSI DAN LAYANAN
PURNAJUAL (vide bukti C36, C50). ---------------------——-

2) Keterangan Saksi dalam pemeriksaan tanggal 18 Desember

2024 yang antara lain menyatakan pada pokoknya Pokja
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menerangkan Certificate of Origin jika bukan Rolls Royce
maka tidak diterima (vide bukti IB1). ------------mmcmmcme -

3) Keterangan Saksi dari Investigator dalam pemeriksaan
tanggal 11 Februari 2025 yang antara lain menyatakan
pada pokoknya menanyakan ke Royce Rolls Jerman terkait
jalur distribusi, karena perlu menjamin spare part original.
Jalur distribusi spare parts originalnya melalui jalur Rolls
Royce Jerman, Rolls Royce Singapore, dan Royce Rolls
Indonesia. Dalam dokumen pengadaan disebutkan segara
tegas tentang ketentuan part harus original dari Ro %
Jerman yang dikutip dari Perka-LKPP. Sertlﬁka%gm COM
langsung dari RRSI (vide bukti IBS). -----------4-F----o-ooo—-

4) Keterangan Saksi dari Investigator d pemeriksaan
tanggal 12 Februari 2025 yang a ?ﬁain menyatakan
pada pokoknya cara Pokja ikan bahwa surat
dukungan berasal dari pr1n31p xﬁsm1 atau bukan dengan
cara memastikan r smi, sebagaimana yang
disampaikan PPK, sura@ i prinsipal mesin MTU adalah
produk impor yang d1 ksi oleh PT Rolls Royce, untuk di
Indonesia, seba na tercantum dalam struktur resmi
PT Rolls Roy; ?Tah Rolls Royce Indonesia. Dengan rantai
pasok, prigsipalnya adalah Rolls Royce Jerman, lalu
diba é% Rolls Royce Asia Pasifik, dan perwakilannya
yce Solutions Indonesia. Pokja tidak bisa menerima
t dukungan dari IMS dikarenakan dalam dokumen
@ender sudah disebutkan bahwa surat dukungan harus dari
@ prinsipal resmi, yakni RSSI. Maka selain itu tidak bisa
sesuai aturan. Ada resiko bila bukan prinsipal resmi, misal

secara umum mobil honda, yang menjamin toyota atau
yamaha, maka tidak bisa digaransikan perbaikan resminya,

karena spesifikasinya berbeda. Selain itu latar belakang

aturan juga tidak memungkinkan menggunakan selain
prinsipal resmi (vide bukti IB6). ----------—-mmmmmmrmm -

5) Keterangan Saksi dari Investigator dalam pemeriksaan
tanggal 22 April 2025 yang antara lain menyatakan pada
pokoknya menghubungi kepada account officer PT Rolls

Royce Indonesia melalui email dan dijawab oleh mereka
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yakni IMS bukan perusahaan yang ditunjuk oleh prinsipal

PT Rolls Royce Indonesia (vide bukti IB8). --------------ccceeu
Terlapor I didukung oleh Terlapor II. --------—--—-cmmmmmmmm
Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Terlapor II
menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Bea dan Cukai
yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Terlapor I
merupakan authorized service yang telah ditunjuk untuk
pekerjaan terkait MTU Marine Engines for Indonesian Customs &
Excise (Dirjen Bea & Cukai) (vide bukti C17). -----------mmmmmmmqq--—-
Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Terlapor II menya

pemberitahuan kepada Ditjen Bea dan Cukai pada
pokoknya memberitahukan bahwa memberikan l@mam dan

dukungan kepada Terlapor untuk ber 1sipasi dalam
mengikuti tender terkait dengan pembane.%’ﬂ kapal patroli di
lingkungan Bea dan Cukai FPB 28M PB 38M (vide bukti
Cl19). —mmmmmrm e A
Bahwa pada tanggal 19 Mare @4 Terlapor II memberikan
konfirmasi kepada Ditjen @%an Cukai yang antara lain
menyatakan bahwa Terla& I merupakan prinsipal distributor
yang bertanggung j di Indonesia sehingga suku cadang
resmi hanya dip ‘%h Terlapor II. Selain itu, Terlapor II juga
menegaskan %\Ua Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai
Service D ntuk memberikan layanan dan dukungan purna
jualu esin MTU di Ditjen Bea dan Cukai (vide bukti C20).
Bahwaypada tanggal 24 April 2024, Terlapor II memberikan
ngan kepada Terlapor I untuk mengikuti tender di PSO Bea
ukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan PSO Bea Cukai Tipe B
Batam (vide bukti C21, C22). ~=--—-——mmmmm oo
Permintaan Dukungan PT AIR ditolak Terlapor I dan Terlapor II.
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam rangka
mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan
Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi
Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan Pangkalan Sarana
Operasi Bea Cukai Tipe B Batam, PT Antakesuma Inti Raharja
telah mengajukan dukungan kepada Terlapor II dengan rincian

sebagai berikut: ----------mmm
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1) tanggal 13 Februari 2024: Permohonan PT Antakesuma Inti
Raharja kepada Terlapor II melalui Surat Nomor: S.059
AIR/I1/2024 perihal Surat Permohonan Dukungan Untuk
Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun
Anggaran 2024 (vide bukti C76). -------—-=——-——mmmmmmme -

2) tanggal 16 Februari 2024: Permohonan PT Antakesuma Inti
Raharja kepada Terlapor II melalui Surat Nomor: S.064
AIR/I1/2024 perihal Surat Permohonan Dukungan Ugtuk
Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Ind U
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A T@% Balai
Karimun Tahun Anggaran 2024 (vide bukti C@) —————————————

3) tanggal 24 April 2024: Permohonan takesuma Inti
Raharja kepada Terlapor II melaluj ?Pat Nomor: S.123
AIR/IV/2024 perihal Surat Per Ci
Pengadaan Pemeliharaan W@—4 Mesin Induk MTU
Pangkalan Sarana Operasi ukai Tipe A Tanjung Balai

Karimun Tahun Angga 24 (vide Bukti C78).----—----——--

n Dukungan Untuk

4) tanggal 24 April 20& ermohonan PT Antakesuma Inti
Raharja kepad apor II melalui Surat Nomor: S.125
AIR/IV /202 aXrT
Pengadairlj?ﬁemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

al Surat Permohonan Dukungan Untuk

Pang Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun

An@%l 2024 (vide bukti C79). ----=---—mmmmmm e
Bahwa\atas permohonan surat dukungan tersebut, Terlapor II
té memberikan surat dukungan dan Terlapor I
enyampaikan pemberitahuan agar PT Antakesuma Inti Raharja
menghubungi dan meminta surat dukungan kepada Terlapor I
(vide bukti C80). —----mmmmmm o
Bahwa selanjutnya, PT Antakesuma Inti Raharja menyampaikan
permohonan kepada Terlapor I untuk mendapatkan surat
dukungan dalam rangka mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin
MTU di Ditjen Bea Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai

Karimun dan di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B

Batam (vide bukti C80).--------=-— oo

15



SALINAN

13.10.4. Bahwa atas permohonan surat dukungan tersebut, Terlapor I
menolak memberikan dukungan dengan alasan yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I akan berpartisipasi
langsung menjadi peserta dalam Tender Pemeliharaan Mesin
MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai
Karimun dan Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B
Batam (vide bukti C80).------—--—mm oo

13.11. PT AIR digugurkan karena tidak mendapatkan surat dukuggan
dari Terlapor II dan Terlapor I.---------=--=-——-cmmommemme ‘\—b?i?—

13.11.1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pegerta*tender
yang menyampaikan penawaran pada Tender@ eliharaan
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2 yang berlokasi
di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Ijge”A Tanjung Balai
Karimun hanya PT AIR dan untuk Te% emeliharaan Mesin
MTU di Ditjen Bea dan Cukai tal% 0

Pangkalan Sarana Operasi

24 yang berlokasi di
kai Tipe B Batam yang
menyampaikan penawaran Terlapor I dan PT AIR.---------

13.11.2. Bahwa dalam proses eva&si dokumen Tender Pemeliharaan
Mesin MTU di Ditjen dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi

di Pangkalan Sa perasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai
Karimun dan &Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B

Batam, Q& dinyatakan gugur karena tidak memenuhi

persya teknis karena surat pernyataan mengenai
ketent§an garansi dan layanan purna serta Supporting

l%(g/ letter of intent/letter of agreement yang disampaikan oleh

®( Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi ketentuan

O sebagaimana yang dipersyaratkan karena bukan dari
%’ pabrikan/prinsipal di negara asal.-----------=-—=——ommmmmmemm
13.11.3. Bahwa gugurnya PT AIR terkait dengan persyaratan penawaran
teknis yang menyatakan: -----------=-—--—mmmmmmmmo

1) Memiliki Supporting letter/letter of intent/letter of agreement

dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam

hal barang impor. —------=-=-- oo

2) Membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai

ketentuan garansi dan layanan purna jual sebagaimana

16



13.11.4.

13.11.5.

13.11.6.

13.12.

13.12.1.

SALINAN

poin 11. Garansi dan Layanan Purnajual (vide bukti C36,

Bahwa oleh karena tidak mendapatkan dukungan dari Terlapor I
maupun Terlapor II, maka PT AIR melampirkan surat dukungan
dari IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG
(beralamat di Rubbertskath 29-31, 46539 Dinslaken, Germany)
yang merupakan pemasok brand MTU. -------—--——cmmmmmmmmme -
Bahwa penawaran PT AIR dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan terkait spesifikasi teknis setelah mendapagkan
konfirmasi dari Rolls-Royce Solutions Asia Pte., Ltd., ya:
pokoknya menyatakan bahwa produk yang arkan
PT Antakesuma Inti Raharja tidak resmi dan t1§ dijamin
garansinya oleh pihak Rolls-Royce (vide buktl Co1l). ----—----
Bahwa oleh karena hasil evaluasi doku@?enawaran hanya
penawaran Terlapor [ yang dlnyatak% lus maka tahapan
tender selanjutnya hanya diikuti Terlapor I saja hingga
pada akhirnya Terlapor I ditet menjadi pemenang tender
dan menjadi penyedia dal meliharaan Mesin Induk MTU
Bea Cukai Tanjung Balaf%rimun TA 2024 dan Pemeliharaan
Mesin Induk MTU B ai Batam TA 2024.-------—--—---—-——————
Rolls-Royce @ M paikan  Produk Yang  Ditawarkan
PT Antakesuma\Mmti Raharja Tidak Mendapatkan Garansi Dan
Layanan P Jual Dari Rolls Royce Grup. -----------—-=-—--—--——-
Bahwa@ tanggal 23 April 2024, Rolls Royce (dalam hal ini
adglahy Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd) menyampaikan
irmasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait
atus IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG yang
merupakan perusahaan pemberi dukungan kepada
PT Antakesuma Inti Raharja. Bahwa konfirmasi Rolls-Royce
Solutions Asia Pte Ltd pada pokoknya menyatakan: “ ....We
confirm that IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG —
not the manufacturer nor prinsipal for MTU engines (parts &
services).— Is not an authorized distributor nor our supply chain for
MTU engines (parts & services). — is not authorized by Rolls-Royce
Power Systems or Rolls Royce Solutions Asia to appoint and
support other companies for MTU engines (parts & services). In

Indonesia, our appointed distributor is PT Rolls-Royce Solutions
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Indonesia. They are authorized to appoint their Service Partners in
Indonesia to provide quality service and genuine spare parts for
MTU products in accordance with the exacting standards of Rolls-
Royce Power Systems. We would like to highlight that all parts
purchased from our authorized partners in their area of
responsibility will be covered by full warranty according to the
terms and conditions of Rolls -Royce Solutions Asia. Rolls-Royce
Solutions Asia will not recognize services performed nor parts
purchased from unauthorized sources. Thus, any claims ¢@nd
warranties from IMS Industrial & Marine Services Gmb. Y/ or
their appointed companies/partners in Indonesia wil e%’?jected.
Rolls-Royce Solutions Asia will not perform anyApexification on
spare parts which do not originate from the a ised partner in
their area of responsibility. Furtherm@ ny claims and
a

warranties in relation to MTU prod% lity (e.g. engines,

systems, accessories, etc.) and thei rmance, will be rejected
in the event where the usage of -genuine parts on the products
are found. It is also imper: to note that the safe, reliable

operation and performancgo MTU products may be impaired,
resulting in potential corsequential damages and compromise on
safety if non-genyg S;are parts are used”. ----------=----mmmmemmoo-

Terjemahan b b%nya: ———————————————————————————————————————————————————
. Kami askan bahwa IMS Industrial & Marine Services

GmbH Y KG: - bukan produsen maupun prinsipal untuk mesin
MT, &ku cadang & layanan), - bukan distributor resmi maupun

%n dari rantai pasokan kami untuk mesin MTU (suku cadang

layanan), - tidak diberi wewenang oleh Rolls-Royce Power
Systems atau Rolls-Royce Solutions Asia untuk menunjuk dan
mendukung perusahaan lain terkait mesin MTU (suku cadang &
layanan). Di Indonesia, distributor resmi yang kami tunjuk adalah
PT Rolls-Royce Solutions Indonesia. Mereka memiliki wewenang
untuk menunjuk Mitra Layanan (Service Partners) di Indonesia
guna menyediakan layanan berkualitas dan suku cadang asli
untuk produk MTU sesuai standar ketat Rolls-Royce Power
Systems. Kami ingin menekankan bahwa semua suku cadang
yang dibeli dari mitra resmi kami di wilayah tanggung jawab

mereka akan mendapatkan garansi penuh sesuai syarat dan
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ketentuan Rolls-Royce Solutions Asia. Rolls-Royce Solutions Asia
tidak akan mengakui layanan maupun suku cadang yang dibeli
dari sumber yang tidak resmi. Oleh karena itu, setiap klaim dan
garanst dari IMS Industrial & Marine Services GmbH dan/atau
perusahaan/mitra yang mereka tunjuk di Indonesia akan ditolak.
Rolls-Royce Solutions Asia juga tidak akan melakukan verifikasi
atas suku cadang yang tidak berasal dari mitra resmi di wilayah
tanggung jawab mereka. Lebih lanjut, setiap klaim dan garansi

terkait kualitas produk MTU (misalnya mesin, sistem, aks&sori,

dll.) serta kinerjanya akan ditolak apabila ditemukan pen an
suku cadang yang tidak asli pada produk tersebut. Penti juga
untuk dicatat bahwa penggunaan suku cadang gﬁtidak asli

dapat mengganggu pengoperasian dan kinerj duk MTU yang
aman dan andal, yang dapat mengakibat@msakan lanjutan

serta membahayakan keselamatan.” --

Bahwa atas dasar surat konﬁrma } s-Royce Solutions Asia

Pte Ltd tersebut, maka dapat an bahwa pada pokoknya
Rolls-Royce Solutions A31a menyatakan IMS Industrial &
Marine Services GmbH Q Co. KG (dalam hal ini adalah
perusahaan yan emberikan dukungan kepada
PT Antakesuma g?aharja) bukan merupakan manufaktur,
prinsipal, a h%ized distributor, pemasok mesin MTU serta
bukan m an pihak yang ditunjuk oleh Rolls-Royce Power
Syste pun Rolls Royce Solutions Asia. Bahwa dalam surat
kopggasi tersebut, Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd juga

atakan tidak akan melayani klaim dan jaminan dari IMS

@ﬁdustrial & Marine Services GmbH & Co. KG maupun

perusahaan yang ditunjuk/didukungnya (dalam hal ini adalah
PT Antakesuma Inti Raharja) (vide bukti C60, C61).-------------——-
Bahwa fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Rolls-Royce
Solutions Asia Pte Ltd pada tanggal 14 Mei 2025 yang antara
lain menyatakan pada pokoknya RRSA benar mengeluarkan
surat yang menyatakan bahwa IMS bukan merupakan partner
resmi perusahaan Rolls Royce Group (vide bukti IB11). -----------
Pemenuhan Unsur Pelanggaran Sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan

19



13.13.

13.13.1.

SALINAN

pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, --—-—-—cmmmmm e
Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. --
Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor S5 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: Pelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang
terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibc%&n

terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ------------ v\—b
Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggara ntuan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut d diuraikan

sebagai berikut: ------------m-mmm % —————————————————
Unsur Pelaku Usaha. ---------------------mmo— —%’ ————————————————————
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ang U Nomor 5 Tahun
1999 dinyatakan mengenai penge /\x pelaku usaha dengan
definisi sebagai berikut: setia ?: perorangan atau badan
usaha, baik yang berbent an hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan %1 berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wila ukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maup §~bersama—sama melalui perjanjian,
menyelenggar; I%» berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi. =% é ———————————————————————————————————————————————————————————
Bahwa@%u usaha yang dimaksud dalam perkara a quo
adﬁ Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk

hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.1.

]
@&éentitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi

O

13.13.2.

bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan
UNSUYL 1N, o m oo
Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku
Usaha dalam perkara a quo Terpenuhi. -------------=--mcmmmmemee -
Unsur Bersekongkol. —-------—-mmmmmm oo
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian

persekongkolan  dengan  menyatakan  sebagai  berikut:
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Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain
dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.----------=-------————-
Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa
Terlapor 1 terbukti melakukan kerja sama dengan Terlapor II
dalam bentuk penunjukan Terlapor I sebagai authorized service
untuk pekerjaan terkait MTU Marine Engines di Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai serta memberikan dukungan tegkait
Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai ping
Balai Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan l% n” Induk
MTU Bea Cukai Batam TA 2024 sebagaimana t@v diuraikan
pada butir 13.9. (Tentang Terlapor I Diduku eh Terlapor II)
sehingga secara mutatis mutandis menj@%&gian yang tidak

terpisahkan dengan penjelasan pemen nsur ini. ------------

Bahwa selanjutnya, baik Terlapor I pun Terlapor II terbukti

telah menolak permohonan @ an atau penerbitan surat
PT Antakesuma Inti Raharja

dukungan yang dlajukan
dalam rangka kelkutsert nya dalam Tender Pemeliharaan
Mesin Induk MTU kai Tanjung Balai Karimun TA 2024
dan Tender Pem B%m Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam
TA 2024 se a?airmana telah diuraikan pada butir 13.10.
(Tentang intaan Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja
Ditolak: apor I Dan Terlapor II) sehingga secara mutatis
mygantdlis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
asan pemenuhan unsur ini. -----------=-—-mmmmmmmmmm
ahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II telah mengetahui
dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa produk yang
ditenderkan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor I
dan/atau Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir
13.8. (Tentang Pekerjaan Yang Ditenderkan Hanya Dapat
Dipenuhi dengan dukungan Terlapor II dan/atau Terlapor I)
sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ------------
Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II telah mengetahui
dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan Terlapor I

maupun Terlapor II yang menolak atau tidak memberikan
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,{,63

&enjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan

SALINAN

dukungan kepada perusahaan tertentu termasuk
PT Antakesuma Inti Raharja akan mengakibatkan kegagalan
memenuhi persyaratan teknis atau gugur dalam tahap evaluasi
teknis. Bahwa dalam proses evaluasi teknis tender tersebut,
PT Antakesuma Inti Raharja terbukti dinyatakan gugur
dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak
memiliki dukungan dari Terlapor I maupun Terlapor II. -----------
Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka Terlapor I
dan Terlapor II terbukti melakukan kerja sama agar Tegder
Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanju lai
Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan Mesin MTU
Bea Cukai Batam TA 2024 hanya dikuas@l uti dan
dimenangkan oleh Terlapor I selaku satu—sat\%a pelaku usaha
yang didukung Terlapor II. ----------------—— T
Bahwa atas dasar hal tersebut, Cgndakan Terlapor 1
dengan Terlapor dapat dikate S&an sebagai tindakan
bersekongkol dalam proses T@ﬁmeliharaan Mesin Induk
MTU Bea Cukai Tanjung B@ Karimun TA 2024 dan Tender
Pemeliharaan Mesin Indu@ U Bea Cukai Batam TA 2024. Atas
dasar hal tersebut unsur bersekongkol dalam perkara a
quo Terpenuhi. -- n?: —————————————————————————————————————————————————
Unsur Menga u@zn /atau Menentukan Pemenang Tender. ------
Bahwa p ran dan/atau penentuan pemenang dalam
proses@ adaan yang menjadi obyek perkara a quo terbukti
dagl akan persekongkolan yang telah diuraikan pada butir

.2. (Unsur Bersekongkol) sehingga secara mutatis mutandis

pemenuhan unsur ini. ——---------—mmmmmmmm
Bahwa persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II telah
mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang
dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga selanjutnya dapat
menjadi pemenang Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea
Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Tender
Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024. Atas
dasar hal tersebut, maka wunsur Mengatur dan/atau
Menentukan Pemenang Tender dalam perkara a quo Terpenuhi.

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------------mccmmcmcemeee -



13.14.

13.1.

@%

SALINAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor
S Tahun 1999 disebutkan: persaingan usaha tidak sehat adalah
persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha. ----------==-===——cmmmmmmmmm
Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para
Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan
sebagai tindakan menghambat persaingan usaha.-------------gg—--
Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka Z?Jr
Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dala&‘%?kara a
quo Terpenuhi. —-------=-——-mmmmmmmo % —————————————
Dengan demikian berdasarkan fakta dan analigis\tersebut, maka
disimpulkan bahwa seluruh unsur keten ?’Pasal 22 Undang-
Undang Nomor S Tahun 1999 telah Te I —mmmmmmmm

Penutup. ---=-===mmmmmme e e g W e

Atas dasar uraian dugaan p aran tersebut, maka Tim

Investigator Perkara 07/ L/2025 menyimpulkan telah
terdapat cukup bukti terjad{ pelanggaran atas ketentuan dugaan
pelanggaran Pasal dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

yang dilakukan rlapor I dan Terlapor II dalam perkara a

Bahwa mendukung dalilnya, Investigator telah
menyar@%n alat bukti surat dan/atau dokumen terkait
perkary a quo kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -------------

xukti IB1: Berita Acara Penyelidikan - Direktur Utama

PT Antakesuma Inti Raharja (rahasia); --------

10 2)  bukti IB2: Berita Acara Penyelidikan - GM TQM

Department PT Antakesuma Inti Raharja
(rahasia); --------=—====m— oo
3) bukti IB3: Berita Acara Penyelidikan - GM Technical
Departement PT Antakesuma Inti Raharja
(rahasia); --------—-=—m o
4)  bukti IB4: Berita Acara Penyelidikan - Manajer Logistik
PT Antakesuma Inti Raharja (rahasia);--------
5) bukti IB5: Berita Acara Penyelidikan - Pejabat Pembuat

Komitmen, Unit Pengadaan Barang/Jasa
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Kementerian Keuangan Tahun 2024
(rahasia); --------—-mm -
6) Dbukti IB6: Berita Acara Penyelidikan - Kelompok Kerja
Pemilihan I, Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun
2024 (rahasia); ---------=—==-—mmmmmmm e
7)  bukti IB7: Berita  Acara Penyelidikan  Terlapor-PT

Dieselindo Utama Nusa (rahasia); --------------

8) bukti IBS: Berita Acara Penyelidikan - Kelompok Kerja
Pemilihan III, Unit Kerja

Pe an
Barang/Jasa Kementerian Keua%%ahun

2024 (rahasia); ------------------ »6 —————————————

9) bukti IB9: Berita Acara Penyelidik Ahli Hukum

Persaingan Usaha da@kum Perusahaan
(rahasia);

10) bukti IB10: Berita Acara Pe

Royce Solutj
11) buktiIB11: Berita
Solutio@sia Pte. Ltd (rahasia);-----------------
12) bukti IB12: Beg cara Penyelidikan - Rolls Royce Power

onesia (rahasia); ------------

Penyelidikan - Rolls Royce

em AG (rahasia);----------------------mmmmoo—-
13) bukti C2; ?&Akta Nomor: S5 tanggal 3 Maret 1986 yang
s@ dibuat oleh Soetono Ramlan, S.H., Notaris di

Jakarta dan Surat Keputusan Menteri

Q Hukum RI Nomor: AHU-0073791.AH.01.02.

@ Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021
(rahasia); --------====== o

O 14) bukti C3: Profil Perusahaan: PT Dieselindo Utama Nusa
%’ (rahasia); -------=—===—= o
15) bukti C4: Confirmation Letter PT MTU Indonesia Nomor:

002/CL/MTUID/XII/2019 Tanggal 1 Agustus
2019 (rahasia); -------==-=====—=m—mmmmmmmo
16) bukti C5: Surat Konfirmasi (To Whom It May Concern)
PT Rolls Royce Solutions Indonesia Tanggal
29 November 2019 (rahasia); --------------------
17) bukti C6: Surat Konfirmasi Nomor: 010/CL/MTUID/II/
2021 tanggal 25 Februari 2021 (rahasia); ----
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18) bukti C7: Surat Konfirmasi Nomor: 012/CL/MTUID/II/
2021 tanggal 25 Februari 2021 (rahasia); -----
19) bukti C8: Surat PT Rolls Royce Solutions Indonesia

(Letter of Acknowledgement) tanggal 11
Januari 2022 (rahasia); ---------------------——-—
20) bukti C9: Surat Konfirmasi Nomor: 006/SID-
CL/MTUID/I/ 2022 tanggal 28 Januari 2022;
21) bukti C10: Surat Konfirmasi (To Whom It May Concern)
PT Rolls Royce Solutions Indonesia Noggor:
008/SID-CL/1/2022 tanggal 31 JanuaggQ
(rahasia); ------------=--—=mmmm e XYoo
22) bukti C11: Surat PT Rolls Royce SolutiQny ¥Indonesia

Nomor: 003/SID/II/2022 %gal 3 Februari
o

2022 dan Surat PT yce Solutions

Indonesia (Letter of wledgement) tanggal
15 Februari 202 asia); -------------mmmmmm--
23) bukti C12: Confirmatio r PT Rolls Royce Solutions
Indonesi omor: 001/SID-CL/IV /2022

tangga pril 2022 (rahasia); ------------------

24) bukti C13: C ation Letter PT Rolls Royce Solutions
nesia  Nomor: 002/SID-CL/VI/2022

tanggal 13 Juni 2022 (rahasia); -----------------

25) bukt@ Surat Roll-Royce Solution GmbH Nomor:
@ TLSA/JY/22/00319 tanggal 8 September

Q 2022 (Letter of Authorization to Issue

%& Certificate of Manufacture) (rahasia); -----------
@) bukti C15: Confirmation Letter PT Rolls Royce Solutions
Indonesia  Nomor: 002 /SID-CL/III/2023

%’ tanggal 3 April 2023 (rahasia); ------------------
27) bukti Cl16: Confirmation Letter PT Rolls Royce Solutions
Indonesia  Nomor: 001/SID-CL/VI/2023

tanggal 12 Juni 2023 (rahasia); -----------------

28) bukti C17: Confirmation Letter PT Rolls Royce Solutions
Indonesia Nomor: 007/SID- CL/XII/2024

tanggal 13 Desember 2023 (rahasia); ----------

29) bukti C18: Surat Konfirmasi (To Whom It May Concern)

PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor:
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015/SID/I11/2024 tanggal 29 Februari 2024
(rahasia); --------—-mm -
30) bukti C19: Confirmation Letter PT Rolls Royce Solutions
Indonesia  Nomor: 002/SID-CL/III/2024
tanggal 18 Maret 2024 (rahasia); ---------------
31) bukti C20: Confirmation Letter PT Rolls Royce Solutions
Indonesia Nomor: 016/SID/III/2024 tanggal
19 Maret 2024 (rahasia); -------------=-----—--——-
32) bukti C21: Confirmation Letter PT Rolls Royce Solutigns
Indonesia  Nomor: 001/SID-CL/ &ng 24
tanggal 24 April 2024 (rahasia);--~X-¥-------
33) bukti C22: Confirmation Letter PT Rolls R@ Solutions
Indonesia Nomor: 002/ CL/IV/2024

tanggal 24 April 2024 Q _________________
34) bukti C23: Conﬁrmatlon Letter lIs Royce Solutions

Indonesia OO 1/SID-CL/V /2024
tanggal 16 raha31a ——————————————————
35) bukti C24: Rolls-Ro wer Systems AG Service Dealer

Agreem t Tanggal 1 Juni 2024 antara

olls Royce Solutions Indonesia
P"\Xglbutor) dengan PT Dieselindo Utama
Nusa (Dealer) (rahasia);--------------=----—=--=———-

36) bukt@ Daftar Pengalaman Pekerjaan PT Dieselindo
4@ ukti C26: Daftar Perbandingan Harga Part MTU Asia -
MDDI (MTU ID) - DUN (2018-2020) (rahasia);

Utama Nusa di Lingkungan Direktorat Bea

Cukai (rahasia); ------------=——=-—mmmmmmmmo -

O 38) bukti C27: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama
%’ Nusa 2017 (rahasia); ---------------=---=-mmmmmm-
39) bukti C28: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama

Nusa 2018 Laporan Keuangan PT Dieselindo

Utama Nusa 2018 (rahasia); ---------------------

40) bukti C29: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama

Nusa 2019 (rahasia);--------------=-—=-—mmmmmmme-

41) bukti C30: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama

Nusa 2020 (rahasia);-----------=--=—-=——-mmmmmme-
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42) bukti C31: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama
Nusa 2021 (rahasia);--------------=——=——cmmmmmme-
43) bukti C32: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama
Nusa 2022 (rahasia);--------------=—-=——-ocmmmeo-
44) bukti C33: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama
Nusa 2023 (rahasia);--------------=—-=——cmmmmee-
45) bukti C34: Profil Perusahaan: PT Rolls Royce Solutions
Indonesia (rahasia); ---------------=——=——cmmmo—-
46) bukti C35: Akta Nomor: 14 tanggal 27 November 2002
yang dibuat oleh Winarti Lukman
S.H., Notaris di Jakarta (rahasia); ~-¥-2-------
47) bukti C36: Akta Nomor: 10 tanggal 17 %ber 2021
yang dibuat oleh Aureli oesanto, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kab %@h Karawang dan

Surat Keputusan 1 Hukum RI Nomor:
AHU-0073791. A 2. Tahun 2021 tanggal
20 Desembe @ (rahasia); --------------------
48) bukti C37: Laporan an PT MTU Indonesia Tahun
2020 (r 31a —————————————————————————————————————

49) bukti C38: Lapo Keuangan PT Rolls Royce Solutions
aX;'lesia Tahun 2021 (rahasia); ---------------

50) bukti C3 :?&Laporan Keuangan PT Rolls Royce Solutions
é Indonesia Tahun 2022 (rahasia); ---------------

51) \Q@O: Laporan Keuangan PT Rolls Royce Solutions

Indonesia Tahun 2023 (rahasia); ---------------

4@ ukti C41: Partner Standards; -----------=-==-==—=——cmmmmmo—
@S bukti C42: Global Supplier Code of Conduct (Rolls Royce
54) bukti C43: Anti-Bribery And  Curruption Complience
Programme Guidance (Rolls Anti-Bribery And

Curruption Complience Programme Guidance

(Rolls Royce) --------==---mmmmmmmmmm -

55) bukti C44: Assesment For Partner (Service Workshop
Agreement); —----------mmmmm o

56) bukti C45: Global Procesure - Know Your Partner (A Rolls

Royce Solution);------------=-==-—mmmmmmmme -
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57) bukti C46: Expectations of Our Partners (Rolls-Royce
Ethics and Complience):-----------=--=--=-—---———-
58) bukti C47: Surat Dukungan PT Rolls Royce Solutions
Indonesia periode 2017 — 2024; -------------—---
59) bukti C48: Summary  Report Tender Pemeliharaan
W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan
Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung
Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode
Tender: 39415011); ---—--—--———m—mmmmmmmmmmmmgg——-

60) bukti C49: Jadwal/Tahapan Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin MTU
%al Tipe A

Pangkalan Sarana Operasi B

Tanjung Balai Karimun un Anggaran

2024 - Kode Tender: 3@ ________________
61) bukti C50: Spesifikasi (Tender Tender

Pemeliharaan -4 Mesin Induk MTU
Pangkalan Operasi Bea Cukai Tipe A
Tanjung i Karimun Tahun Anggaran

2024 —@de Tender: 39415011);----------------

62) bukti C51: Beul Acara Penjelasan (Tender Tender
?Zliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A

%Cj Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran

2024 - Kode Tender: 39415011);------------—---

63)\%&1 C52: Daftar Peserta (Tender Tender Pemeliharaan
X% W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan
@ Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung
Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode

Tender: 39415011); ----------==-————mmmmmmmmmm o

64) bukti C53: Berita Acara Evaluasi Penawaran (Tender
Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk

MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai

Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun

Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011); ---

65) bukti C54: Berita Acara Hasil Pemilihan (Tender Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A
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Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran
2024 - Kode Tender: 39415011);------------—---
66) bukti C55: Summary Report Pemeliharaan W6/QL-4
Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi
Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun
Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender:
39674011); ——--mmmmmm
67) bukti C56: Summary  Report Tender Pemeliharaan
W6/QL-4 Mesin Induk MTU Panglkgalan

Sarana Operasi Bea Cukai Tipe
Tahun Anggaran 2024 (Ko%?’?ender

39414011); ——--———--mmmmmmmmm AN
68) bukti C57: Dokumen Pemilihan (Te Pemehharaan
W6/QL-4 Mesin In TU Pangkalan
Sarana Operasi @ kai Tipe B Batam
Tahun Anggar - Kode Tender:
39414011); jmg®P---mmmmmmmmm oo

69) bukti C58: Jadwal/ %n (Tender Pemeliharaan
W6/QL- Mesm Induk MTU Pangkalan

é Operasi Bea Cukai Tipe B Batam

n Anggaran 2024 - Kode Tender:

39414011); —-—---—--=mmmmmm oo

70) bukt@ Berita Acara Penjelasan (Tender

@ Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

Q Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B

@ Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender:
39414011); ——--mmmmmmmmm oo

O 71) bukti C60: Daftar Peserta (Tender Pemeliharaan W6 /QL-
%’ 4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana
Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun

Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011); ---

72) bukti C61: Berita Acara Evaluasi Penawaran (Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B

Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender:
39414011); ——-----mmmmmmmmmm oo
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73) bukti C62: Berita Acara Hasil Pemilihan (Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B
Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender:
39414011); ——-mmmmmm
74) bukti C63: Summary  Report Tender Pemeliharaan
W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan
Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam
Tahun Anggaran 2024 (Kode Tex%srr:
39536011); ----------mmmmmmmmm oo
75) bukti C64: Spesifikasi Teknis (Tender % araan
a

W6/QL-4 Mesin Induk M ngkalan
Sarana Operasi Bea Cukesxlipe B Batam
Tahun Anggaran 2024 ?” Kode Tender:
39536011); ---------zaady ™Z--------------—-mmm-oo -
76) bukti C65: Jadwal/Tahapan ender Pemeliharaan
W6/QL-4 Induk MTU Pangkalan
Sarana efasi Bea Cukai Tipe B Batam

Tahun%nggaran 2024 - Kode Tender:

3 11); —mmmmm e

77) bukti C66: &%:;1 Acara Penjelasan (Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

%Cj Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B

@ Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender:

Q 39536011); ——--mmmmmmmmmm

@ ukti C67: Daftar Peserta (Tender Pemeliharaan W6/QL-
@ 4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana

79) bukti C68: Berita Acara Evaluasi Penawaran (Tender

Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun
Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011); ---

Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B
Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender:
39536011); ----—---mmmmmmm o
80) bukti C69: Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis
dan Harga (Tender Pemeliharaan W6/QL-4
Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi
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82)

83)
84)

85)

86)

87)

88)

89)

bukti C70:

bukti C71:

bukti C72:
bukti C73:

bukti C74:

@6:
bukti C77:

bukti C78:
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Bea Cukai Tipe B Batam TAHUN ANGGARAN
2024 - Kode Tender: 39536011);----------------
Berita Acara Hasil Pemilihan (Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B
Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender:
39536011); ——-mmmmmmm
Surat Kepala Bagian Manajemen
Pengadaan/Kepala UPPBJ Nomor: -2 /
SJ.75/2025 tanggal 3 Maret 2025

Penyampaian Data dan Info %’ atas
Permintaan Surat Nomor: @DH /S/11/
Lembar Penyerahan D ?’ ————————————————————
Data dan Dokume er Jasa Pemelihraan
Mesin Kapal X Jenderal bea Cukai
Kementeria@ngan Tahun 2018-2024;---
Surat R@ oyce Solutions Asia Pte Ltd

Nomor:NQ16/SID/III/2024 tanggal 19 Maret

Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor:
S.059 AIR/II/2024 perihal Permohonan
Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan
W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan
Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam
Tahun Anggaran 2024; ---------——-———=——--———-——-
Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor:
S.064 AIR/II/2024 perihal Permohonan
Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan
W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan
Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung
Balai Karimun Tahun Anggaran 2024; --------
Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor:

S.123 AIR/IV/2024 perihal Permohonan
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Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan

W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan

Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung

Balai Karimun Tahun Anggaran 2024; --------

90) bukti C79: Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor:

S.125 AIR/IV/2024 perihal Permohonan

Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan

W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan

Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam

Tahun Anggaran 2024; -------------—--- c &

91) bukti C80: Komunikasi Permohonan Surat %khngan

% PT Rolls

Royce Solutions Indonesia% PT Dieselindo

Utama Nusa; ----------- %’ ————————————————————

92) bukti C81: Rekapitulasi % Kompetensi
PT Antakesu

PT Antakesuma Inti Raharja

Raharja  dalam
Perawatan n Engine MTU (Partners

Engine Authorized Workshop); ----------

93) bukti C82: Reka Si Pengadaan Jasa Perbaikan
énduk MTU Tahun 2019 - 2024;--------

94) bukti C83: @) la Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU
Kapal Patroli DJBC TA 2023 tertanggal 20

Cj Januari 2023; ----------—-mmm
95) bukti £284: Dokumen Penawaran PT Antakesuma Inti

Q Raharja (Tender Pemeliharaan W6/QL-4

@ Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi

@ Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun
Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender:

%’ 39674011); ——--mmmmmmmmmm o

96) bukti C85: Dokumen Penawaran PT Antakesuma Inti
Raharja (Tender Pemeliharaan W6/QL-4
Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi
Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran
2024 - Kode Tender: 39414011);------------—---
97) bukti C86: Dokumen Penawaran PT Antakesuma Inti
Raharja (Tender Pemeliharaan W6/QL-4
Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi
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14.1.

14.2.

14.3.
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Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran

2024 - Kode Tender: 39536011).------------—---

Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 24 Juli 2025 sebagai berikut (vide bukti T1.3): ---
Dasar Hukum Penyampaian Tanggapan adalah bertitik Tolak
Dari Ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Seha§.---
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPLKzgzg
Terhormat, Bahwa ketentuan Pasal 61 Peratupan{ Xomisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 20 tang Tata
Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli=Ran Persaingan
Usaha Tidak Sehat, menyatakan sebagai r%ﬁ‘t: “Majelis Komisi
Pemeriksaan Pendahuluan sebagaima maksud dalam Pasal
59 memberikan  kesempatan ada  Terlapor  untuk
menyampaikan tanggapan %mdap laporan dugaan
pelanggaran.”---------------—- %—— ————————————————————————————————————
Bertitik tolak dari keténtuan-ketentuan pasal di atas,
penyampaian tangga cara prosesual mempunyai dasar dan
dibenarkan oleh %’an Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 2 Tahun 3, sehingga pengajuan Tanggapan ini adalah
due proce . m = m
Pokok—@ Tanggapan/Pembelaan. --------------——-comcmmemmee -
Pokok¥okok Tanggapan ini dibuat oleh Terlapor I terhadap
Kan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5
ahun 1999 dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025, tertanggal 19

O Juni 2025, dengan uraian sebagai berikut: --------------—- -
15&5 1.

Penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya agen tunggal untuk
wilayah pemasaran Bea Cukai oleh Terlapor II selaku satu-
satunya pemegang merek dagang MTU merupakan tindakan
yang sah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7
ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. ------------—-mmmmmmmcmmmm o
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU Yang
Terhormat, Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim
Investigator pada angka 8 halaman 16 sampai dengan halaman

17 Laporan Dugaan Pelanggaran, tertanggal 19 Juni 2025, yang
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pada intinya menyatakan Terlapor I didukung oleh Terlapor II
seolah-olah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan
Terlapor II sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana
Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun
Anggaran 2024 (“Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK?”)
dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun
Anggaran 2024 (“Tender Pemeliharaan Mesin Induk %’LU
Batam”), sebagaimana uraian dasar alasan sebagai berik@{A"---
1) Dalil Tim Investigator di atas merupakan dali%%z tidak
benar dan sangatlah menyesatkan, kaxeng™ faktanya
Terlapor I bukanlah suatu perusahaan y. tidak memiliki
hubungan hukum dengan Terlap wl” yang meminta
dukungan kepada Terlapor II qz pemegang merek
dagang MTU, melainkan Terla \lr merupakan pihak yang
ditunjuk oleh Terlapor II s ?‘s'
untuk wilayah terten‘a@ su pada lingkungan Bea Cukai

dalam rangka menja

atu-satunya agen tunggal

an ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Men% erdagangan No. 24 Tahun 2021,
|

sebagaiman al tersebut akan Terlapor I uraikan hal-
hal di ba atgsni: -----------------------------------------------------
a. ih dahulu Terlapor I kemukakan bahwa Terlapor

@ elaku Prinsipal Terlapor I merupakan perusahaan
penaman modal asing (PMA) yang bergerak dibidang

unit bisnis penyediaan mesin penggerak dan

@ pembangkit tenaga kapal sebagai satu-satunya pihak

yang memiliki merek dagang MTU (Motoren und
Turbinen Union) original (Genuine) dan berkantor pusat
Friedrichshafen, German.-----------=-————————-omememee
b. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri
Perdagangan No. 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan
Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau
Agen (selanjutnya disebut “Permendag No. 24 Tahun
20217), telah secara jelas menggariskan hal sebagai
berikut: “Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya

dengan satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal
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untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di
wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu
tertentu.” ----------mmmmm e
c. berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah secara
jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) diatur bahwa
Terlapor II selaku perwakilan prinsipal in casu Rolls-
Royce Solutions GmbH dan Rolls-Royce Solution Asia
Pte.Ltd. serta selaku satu-satunya pemegang hak
merek dagang MTU (Motoren und Turbinen Ugjon)
original (Genuine) dapat membuat perjanjlan%&
hanya satu agen Tunggal dalam w11ayah% saran

tertentu. -----------------o % —————————————

d. karena diperbolehkan penunjukan -satunya agen
tunggal oleh Peraturan Perund@dangan in casu
Permendag No. 24 Tahun 20 ka sejak tanggal 29
November 2019 sampai d saat ini Terlapor I telah
ditunjuk oleh Terlap @ agai Servis Dealer Resmi/
Agen Resmi ed Service Dealer) untuk
memberikan pel%nan purna jual berupa pengadaan
suku cada aupun jasa perbaikan Mesin MTU
(Motore %T urbinen Union) pada kapal-kapal di

wilaya emasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai
glmana uraian fakta-fakta di bawah ini: -----------

2) F akta Penunjukan.-----------------mmommom

Berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan, tertanggal

a
@ 29 November 2019 (vide Bukti C5), Terlapor I telah

@ ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis
O Dealer Resmi Mesin MTU Marine Customs untuk
E diantaranya melakukan penjualan suku cadang,

terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai
dengan 30 November 2021 .---------——mmmmmmmmmmmm
b. Berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan No.
008/SID-CL/1/2022, tertanggal 31 Januari 2022 (vide
Bukti C10), Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II
sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi Mesin MTU
Marine (Commercial & Yacht), Marine (O&G Off-Shore,
Oil & Gas (On-Shore), dan C&Il/ Mining/ Agriculture
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untuk diantaranya melakukan penjualan suku cadang,
terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan
29 Februari 2024. --------—--mmm o
c. Berdasarkan Surat Penunjukan No. 015/SID/II/2024,
tertanggal 29 Februari 2024, Terlapor I telah ditunjuk
oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer
Resmi Mesin MTU Marine (Commercial & Yacht), Marine
(O&G Off-Shore, Oil & Gas (On-Shore), C&I/ Mining/
Agriculture, Naval dan Defense untuk diantargnya
melakukan penjualan suku cadang, terhitun lai
tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Fe%%ﬁ 2026
(vide Bukti C18).----------=-mmcmmmm e - % —————————————
d. Surat Konfirmasi Penunjukan Terla%l dari Terlapor

II kepada Bea Cukai.-------------- gf’ ————————————————————

e. Dokumen Surat Terlapor II@ Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai No. 00 /11/2022, tertanggal 3
Februari 2022, pad &a menyampaikan bahwa
(vide Bukti C11):-- %—— ————————————————————————————————————
i. Saat ini TeNagpor I adalah Service Dealer yang

ditunj %tuk memberikan pelayanan purna jual
be en

gadaan suku cadang dan ataupun jasa
%beikan mesin MTU di kapal-kapal Direktorat

&nderal Bea dan Cukai. -----------------cmmmmmmo -

@ Terlapor II akan memberikan warranty pada

Q setiap pengadaan suku cadang mesin MTU yang

@ dilaksanakan oleh Terlapor I dengan keabsahan

@ sertifikat material Certificate of Manufacture

O (COM). mmmmmm e
%’ f.  Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai No. 007/SID-CL/XII/2023, tertanggal

13 Desember 2023 (vide bukti C17), pada intinya

Terlapor II menyampaikan konfirmasi bahwa Terlapor I

merupakan Service Dealer yang ditunjuk oleh Terlapor

II untuk melakukan servis Produk remanufaktur dan

menjual suku cadang terkait dengan pelaksanaan

Operasi Layanan berdasarkan Perjanjian untuk Mesin
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Laut MTU pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Indonesia (Dirjen Bea dan Cukai).-----------------------——-
g. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (PPK) No. 016/SID/III/2024, tertanggal
19 Maret 2024, pada intinya menyatakan hal-hal
sebagai berikut (vide Bukti C20): ------------—-cmmcmmmmeev
Struktur perusahaan dari Rolls Royce Solutions
adalah: ------------cm oo
i. Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory)-Rolls-P%c'e
Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Reg%v PT
Rolls-Royce  Solutions Indonesia %&Ronesia
Region). ——-----——--—-—mmm Y T

ii. Terlapor II adalah subsidia ri Rolls-Royce
Solutions GmbH dan Roll &?e Solutions Asia

Pte. Ltd. (Asia Pasific ) sebagai Prinsipal
Distributor dengan A \af Responsibility Country
Indonesia. Selu %{u cadang resmi hanya
dapat disuplai Terlapor II.----------—-=——=momeo
iii. Untuk DireKtorat Jenderal Bea dan Cukai,
Terlap menunjuk Terlapor I sebagai Service
De@ tuk memberikan layanan dan dukungan
a jual mesin MTU. ----——————-m oo

) ntuk menjamin keaslian barang, Terlapor II
@ mempunyai wewenang untuk menerbitkan
Q Certificate of Manufacture (COM) dan Certificate of
X% Origin (COQO). —====mmmmm oo
@ h.  Letter of Acknowledgement --------=--=-——————cmmommeme——
O Dokumen Letter of Acknowledgement dari Rolls-Royce
%’ Power Systems AG kepada Rolls-Royce Solution Asia
Pte.Ltd., tertanggal 15 Februari 2022. (vide bukti TI.1).
i. Dokumen Letter of Acknowledgement dari Rolls-Royce
Solution Asia Pte.Ltd. kepada Terlapor II, tertanggal 11
Januari 2022 (vide bukti C8). -------—-—mcmmmmmmmme -
J- Letter of Authorization To Issue Certificate Of
Manufacture. —-----=-==-==———— s
Dokumen Letter of Authorization To Issue Certificate Of

Manufacture dari Rolls-Royce Solutions GmbH kepada
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Terlapor II No. TLSA/JY/22/00319, tertanggal 8
September 2022 (vide Bukti C14), yang pada intinya
Rolls-Royce Solutions GmbH telah memberikan
konfirmasi bahwa Terlapor II adalah 100% anak
perusahaan Rolls-Royce Solutions GmbH dan
bertanggung jawab terhadap seluruh penjualan dan
purna jual dari produk MTU di Indonesia, yang oleh
karenanya Terlapor I merupakan perusahaan yang
berwenang untuk menerbitkan Certificate w_ of
Manufacture. --------==-=-mmm oo %Y:'—
k. Perjanjian Service Dealer. ---------------------- XYoo
Dokumen Perjanjian Service Dealer, ter %al 1 Juni
2024 (vide bukti C24) antara T or II dengan
Terlapor I telah setuju dan sepaltt?%ﬁuk mengikatkan

diri dalam suatu perjanji ehubungan dengan
penunjukan Tergugat I se x Service Dealer. ----------
Adapun hak Terlapor g diberikan oleh Terlapor II
salah satunya melakukan pembelian dan
penjualan kembAaquku cadang atas nama Terlapor II
sebagaima tersebut tertuang dalam ketentuan
Pasal 1 n%?

aka ’?ﬂapor I kutip di bawah ini: --------====mmmmmmmmmme-

«

A angka (3) Perjanjian tersebut, yang

ointment of Dealer and Related Rights-----------------
hts granted by Distributor.

Subject to the other terms and conditions and for the

term of this Agreement, Distributor hereby:

® (3) Authorizes Dealer to purchase and resell Parts, and

selected Products as specified under VIII., such as, for
%’ example, Reman Engines, Repowered Engines,
Exchange Engines or Swing Engines. New Engines are

explicity excluded, except MB Engines.” --------------------

Terjemahan bebas: ------------mmmm

“l. Penunjukan Dealer dan Hak Terkait.----------------—--

Hak yang diberikan oleh Distributor. ----------------------

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan lain dan

selama jangka waktu Perjanjian ini, Distributor dengan

TN —mm oo
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(3) Memberi wewenang kepada Dealer untuk membeli

dan menjual kembali Suku Cadang, dan Produk
tertentu sebagaimana ditentukan dalam VIII., seperti,
misalnya, Mesin Reman, Mesin Repowered, Mesin
Exchange, atau Mesin Swing. Mesin baru secara tegas
dikecualikan, kecuali Mesin MB. ---—-—--——————-— e~
Atas dasar penunjukan dan wuraian hubungan hukum
antara Terlapor I dengan Terlapor II tersebut di atas,
Terlapor I telah mendaftarkan penunjukan sebagai @gen
tunggal mesin MTU oleh Terlapor II kepada Kem@
Perdagangan sebagaimana dibuktikan dengan anda
Pendaftaran berikut dengan e%njangan—
perpanjangannya di bawah ini: ------------ =y --------------—--
a. Surat Tanda Pendaftaran No. STP-LN/SIPT/2/
2020, tertanggal 10 Febru 0 (Bukti TI - 2.a),
yang pada intinya telah %’ﬁelaskan hal-hal sebagai
berikut: ------mmme )
Nama Perusahaan: %eselmdo Utama Nusa.---------
Nama Penang awab Iwan Salim.------------------—-
Jabatan : %JI‘ Utama.--------------mmmmmmmm
Nama P D? MTU Friedrichshafen GMBH.-----------
asok (Supplier) : PT MTU Indonesia/PMA. ---
bBarang Part For Engines, Series 53, 71, V71,

, V149, S40, S50, S60, S2000, S4000.----------------

Merk: MTU. —--mmm oo

@. Surat Tanda Pendaftaran No. 546/STP-LN/SIPT/3/

2022, tertanggal 14 Maret 2022 (Bukti TI - 2.b), yang
pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai
berikut: ------mmm
Nama Perusahaan : PT. Dieselindo Utama Nusa. --------
Nama Penanggung Jawab : Iwan Salim.----------------——-
Jabatan : Direktur Utama.-----------—-=——-—-mmmmmemme
Nama Produsen: Rolls-Royce Power System AG. ---------
Nama Pemasok (Supplier) : PT Rolls Royce Solutions
Indonesia/PMA. —------—mmmmmm oo
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Jenis Barang :MTU Engine Series 6R099AZ51,
6R183TE93, S2000, S4000 ; Detroit Engine Series S53,
S71,V71,V92,V149, S50, S60. ----------=mmmmmm oo
Merk: MTU & Detroit Diesel. ------------------cmmmmmmom -
c. Surat Tanda Pendaftaran No. PB-UMKU:
812010586234100000003 tertanggal 19 Juni 2024
berikut dengan Lampirannya (vide bukti TI - 2.c), yang
pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai
berikut: ------------m -
Nama Pelaku Usaha: PT Diselindo Utama Nusa.\—b -
Nama Penanggung Jawab: Iwan Salim.——————@ O
Jabatan Penanggung Jawab: Direktur U T
Nama Produsen: Rolls Royce Power ms AG.--------
Nama Pemasok (Supplier) : @@yoe Solutions

Indonesia (Terlapor II). ------- N M

Jenis Barang : Reman gines, Swing Engines,
Exchange Engines, red Engines, MB Engines,
MTU Series S2000 0 and S396.------------------—---

Dengan ditunjul% erlapor I sebagai satu-satunya Servis

Dealer Resm Resmi (Authorized Service Dealer)/Agen

tunggal :a%g memberikan pelayanan purna jual berupa
peng
Me@ TU (Motoren und Turbinen Union) pada kapal-kapal

suku cadang genuine ataupun jasa perbaikan

ea dan Cukai, maka menjadikan Terlapor I sebagai satu-

x(i ilayah pemasaran tertentu in casu Direktorat Jendral

>

satunya pihak (Agen Tunggal) yang berkompeten
dibidangnya dalam hal pemeliharaan Mesin Induk MTU
untuk mencapai teknis output pekerjaan maksimal yang
dibutuhkan oleh pengguna jasa. -------------=—-———=m—cmmmm
Adapun kompetensi Terlapor [ selaku Agen Tunggal
pemeliharaan Mesin MTU dapat dibuktikan dengan
dilakukannya pelatihan-pelatihan secara berkala oleh
Terlapor II dan terus menerus diperbarui sehubungan
dengan pembaruan teknologi mesin MTU, berdasarkan
fakta-fakta sebagai berikut: --------------cmm
Tahun 2020. -----——-————mmmr e
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a) Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr. Ahmad
Abdulah Hasani, tertanggal 1 April 2020, yang pada
intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah
memberikan pelatihan kepada Sdr. Ahmad Abdulah
Hasani selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode
tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020,
berupa (vide, bukti TI.3):---------—-mmmm o
L Handling of Documentation; ---------------=--=-----——--
ii. Design and Function of the Engine; --------------gg---
iii. Explanation of oil, fuel, etc. Systems; ------- Y»

iv. Explanation of the Fluids and %?thants
Spesification; ---------------------—--- A= N T

v.  Troubleshooting; ------------------A=ad;-----------------
vi. Execution of preventive (Q nel corrective (QL2)
maintanance tasks;------zsay =r---------=--==---=------

vii. Exchange of the engin@bassemblies; --------------

viii. Disassembly of @re Engine;-----------------——---
ix. Inspection of. ponents, seperti: Crankshaft,

Camshatfts, rankcase, Geartrain, dan lain
sebagag Production of data sheets; serta -------

X. As@b of core Engine, termasuk adjusments
T S e

at (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr.

%syah Ari, tertanggal 1 April 2020 (Bukti TI - 4),

yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce

XX group telah memberikan pelatihan kepada Sdr.
@ Riansyah Ari selaku perwakilan dari Terlapor I pada
O periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 1 April
%’ 2020, berupa: ------—-mm s
i Handling of Documentation; --------------=----—-—————-

ii. Design and Function of the Engine; -------------------

ui. Explanation of oil, fuel, etc. Systems; ----------------

. Explanation of the Fluids and Lubricants

Spesification; -------------— oo

v.  Troubleshooting; -----------=========-m—mmmmmmmo e

vi. Execution of preventive (QL1) and corrective (QL2)

maintanance tasks;-----------=--=-==-—mmmmmm -
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vii. Exchange of the engine subassemblies; --------------

viii. Disassembly of the Core Engine;----------------------

ix. Inspection of Components, seperti: Crankshaft,

Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain

sebagainya; Production of data sheets; serta -------

X. Assembly of core Engine, termasuk adjusments

Final Test.----------——- oo

Tahun 2022, --------mmm oo

a. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr. ARyan

Raihan Alfarizi, tertanggal 25 Februari 202 1%c?e,

Bukti TI.5), yang pada intinya menyatakan %ﬁ'a Rolls

Royce group telah memberikan pelatih %pada Sdr.

Abyan Raihan Alfarizi selaku perwaka dari Terlapor I
pada periode tanggal 16 Februa@$

25 Februari 2022, berupa:———% ———————————————————————————

i. Initial Test; ------------ R L
ii. Handling of Doc@tiom ---------------------------
iii. Disassembly Core Engine; -----------------—---

iv. Inspection & omponents, seperti: Crankshaft,

sampai dengan

Cams Crankcase, Geartrain, dan lain
se IAYQ; ——mmmmmmm

v. :P%ﬁuction of data sheets; ---------=-=-=——===mmmmm

rta Assembly of core Engine, termasuk

@ adjusments Final Test. -----------=-—=—————omcmmemmmm

by Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr. Rendy

@ Lesmana, tertanggal 25 Februari 2022 (Bukti TI - 6),
@ yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce
O group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Rendy
%’ Lesmana selaku perwakilan dari Terlapor 1 pada
periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25

Februari 2022, berupa:-----------===-=-——mmmmmmmmmmm -

L Initial Test; -—----————-——— oo

i.  Handling of Documentation; ------------=--=--=-----—---

ui. Disassembly of the Core Engine;----------------------

. Inspection of Components, seperti: Crankshaft,

Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain

sebagainya; -------------mmmmm o
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v.  Production of data sheets; serta ---------------———————-
vi. Assembly of core Engine, termasuk adjusments
Final Test.-----------—- oo

c. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr. Rudi
Saepul Anwar Zaelani, tertanggal 25 Februari 2022
(Bukti TI - 7), yang pada intinya menyatakan bahwa
Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada
Sdr. Rudi Saepul Anwar Zaelani selaku perwakilan dari
Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari %2
sampai dengan 25 Februari 2022, berupa: ----- ‘% L
L Initial Test;——————————————————————————————————%¥3’ ———————
ii. Handling of Documentation; --------- »6 —————————————

iii. Disassembly of the Core Enginems=y.-----------------

iv. Inspection of Components rti: Crankshaft
Camshatfts, Crankcase% artrain, an lain
sebagainya; -----------f\g Y- mmmm oo oo

v.  Production of dat epts; serta ---------------—como-—-

vi. Assembly of £Lere¥ Engine, termasuk adjusments
Final Test,--3-------—=——-mm oo

d. Sertifikat @fieate) Pelatihan atas nama Sdr.
y

Sulaim id, tertanggal 25 Februari 2022 (Bukti TI

- 8) %ﬁg pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce
é telah memberikan pelatihan kepada Sdr.
&iman Rasyid selaku perwakilan dari Terlapor I
Q pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan

@ 25 Februari 2022, berupa:----------=-====-—=-mmmmmmm

@ i Initial Test; ----------====m— oo

1 O ii. Handling of Documentation; -------------=--===---------

iii. Disassembly of the Core Engine;----------------------

. Inspection of Components, seperti: Crankshaft,
Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain
sebagainya; -------------mmmmmm

v.  Production of data sheets; serta -------------------——--

vi. Assembly of core Engine, termasuk adjusments
Final Test.-—------=———mm oo

e. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr.
Suhandi Aripyanto, tertanggal 18 Maret 2022 (vide

43



SALINAN

Bukti TI.9), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls
Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr.
Suhandi Aripyanto selaku perwakilan dari Terlapor I
pada periode tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 18
Maret 2022, berupa: --------=-==-=-mmm oo
L Handling of Documentation; --------------=--=-----—---
ii. Disassembly of the Core Engine;----------------------
ui. Inspection of Components, seperti: Crankshaft,
Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan %a;i'n
sebagainya; serta ---------------------------——- Sl
iv. Assembly of core Engine, termasuk uSments
Final Test.--------------—-mmmm oo - T
Sertifikat (Certificate) Pelatihan ata a Sdr. Gilang
Noordie Swara, tertanggal 29 ??022 (vide, Bukti
TI.10), yang pada intinya takan bahwa Rolls
Royce group telah memb Xfl pelatihan kepada Sdr.
Gilang Noordie Swara u perwakilan dari Terlapor I
pada periode tang April 2022 sampai dengan 29
April 2022, beru& -------------------------------------------
i. Design %tmcture; ———————————————————————————————————
ii. H %'
E%ﬂanation of: Engine wiring and sensors/
C?ctuators, Function and Paramaters (dongle -

of Documentation and drawings; ----------

i,

@ service level), interfaces, and Diagnostic tools

(current vVersion); —-------=-==-—m—mmmmmm o
iv. Replacement of equipment/ components;-------------
v. Pengunduhan of Engine data;----------------------——--
vi. Troubleshooting; dan ---------=--=-——————cmmommem
vii. Final Test (passing the test is a prerequisite to order

a dongle).------—-—— -
Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr. Kevin
Dwiyanto Saputra, tertanggal 29 April 2022 (vide,
Bukti TI.11), yang pada intinya menyatakan bahwa
Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada
Sdr. Kevin Dwiyanto Saputra selaku perwakilan dari
Terlapor I pada periode tanggal 25 April 2022 sampai
dengan 29 April 2022, berupa:---------------=-----cmmmmmm—-
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L Design and Structure; ----------=--=-—--mmommommmm——
ii. Handling of Documentation and drawings; ----------
ui. Explanation of: Engine wiring and sensors/
actuators, Function and Paramaters (dongle -
service level), interfaces, and Diagnostic tools
(current vVersion); —-------=-==-=mm-mmm oo
iv. Replacement of equipment/ components;-------------

v. Pengunduhan of Engine data;----------------------—---
vi. Troubleshooting; dan -----------=-—-m—mmmmmmm -
vii. Final Test (passing the test is a prerequisit@%&er

a dongle).————--------------------___________q)?} _______

Tahun 2023 ----m--mmmmmm oo Q -------------

a)

&

b)

Sertifikat (Certificate) Pelatihan ata ma Sdr. Aang
Ofianto, tertanggal 8 Septemb %23 (vide, Bukti
TI.12), yang pada intinya takan bahwa Rolls
Royce group telah memb Xfl pelatihan kepada Sdr.
Aang Ofianto selaku ilan dari Terlapor I pada
periode tanggal 3 stus 2023 sampai dengan 8
September QOQS%rupa: ————————————————————————————————————
L Handli Documentation; -----------------—————————-
ii. Di %

iii. Ir%pection of Components, seperti: Crankshaft,

ly of system/ Core Engine; ----------------

sebagainya; serta -------------mmmmmmmmmm

scaamshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain

iv. Assembly of core Engine, termasuk adjusments

Final Test.-----------mm oo
Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr. Rifky
Rizaldi, tertanggal 8 September 2023 (vide, Bukti
TI.13), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls
Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr.
Ritky Rizaldi selaku perwakilan dari Terlapor I pada
periode tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8
September 2023, berupa: -------------=---mmmmmmmm
L Handling of Documentation; -----------=--==--=---------

ii. Disassembly of system/ Core Engine; ----------------

45



&

6)

7)

SALINAN

ui. Inspection of Components, seperti: Crankshaft,
Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain
sebagainya; serta ---------------mmcmmmmm

iv. Assembly of core Engine, termasuk adjusments
Final Test.-----------—- oo

c) Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama Sdr. Sonny
Mahendra, tertanggal 8 September 2023 (vide, Bukti
TI.14), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls

Royce group telah memberikan pelatihan kepada «Sdr.

Sonny Mahendra selaku perwakilan dari TW%&

pada periode tanggal 30 Agustus 2023 sar%&!engan

8 September 2023, berupa:--------------- % —————————————

i.  Handling of Documentation; -----Aasayy-----------------

ii. Disassembly of system/ Co@ne; ————————————————

iii. Inspection of Compon eperti: Crankshaft,

Camshatfts, Crankc@ Geartrain, dan lain

sebagainya; sert % ----------------------------------

iv. Assembly of @Engine, termasuk adjusments

Final Test,--3-------—=——-mm oo

Oleh karena T r I merupakan satu-satunya agen
tunggal yan %’

dagang %’: MTU genuine) di wilayah Bea Cukai, yang
mem% apabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan

njuk oleh Terlapor II (pemegang merek

utput masksimal sehubungan dengan pemeliharaan

1n MTU, maka jawaban Pokja tertanggal 17 Mei 2024

%Xtas sanggahan dari PT Antakesuma Inti Raharja

>

sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Investigator pada
huruf a halaman 10 Laporan Dugaan Pelanggaran a quo
yang pada intinya mengharuskan persyaratan dokumen-
dokumen dukungan dari prinsipal mesin MTU di negara
asal untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan
kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di
bidangnya, merupakan alasan yang dapat dibenarkan dan
sah secara hukum. -----------—————rmmr
Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas,
telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima

Facie) bahwa tindakan Terlapor II selaku pemegang merek
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dagang mesin MTU yang menunjuk Terlapor I sebagai satu-
satunya Agen Tunggal/ Servis Dealer Resmi/ Agen Resmi
(Authorized Service Dealer) yang mempunyai kapabilitas dan
kompetensi untuk memberikan pelayanan purna jual
berupa pengadaan suku cadang genuine ataupun jasa
perbaikan Mesin MTU (Motoren und Turbinen Union) pada
kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea
dan Cukai, merupakan tindakan yang sah dan dapat
dibenarkan sebagaimana diamanatkan dalam keten%in
Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 tahun 2021. ----- s S
14.3.2. Dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Tim %?tigator
adalah permasalahan yang dikecualikan dalam %g—Undang
No. 5 Tahun 1999, sehingga karenanya la%an merupakan
tindakan persekongkolan. ----------------—-- —%’ ————————————————————
Majelis Komisi Pemeriksaan Pen@uan KPPU Yang
Terhormat, --------=-—-———————— e % —————————————————————————————
Bahwa ketentuan Pasal 50 h@, b, dan d Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tenta a
Persaingan Usaha Tidakghat (selanjutnya disebut “Undang-

ngan Praktek Monopoli dan

Undang No. 5 Tah 99”) telah menggariskan hal sebagai
berikut “Yang Dj U%Ekan dari ketentuan undang-undang ini
adalah: ------5-- ?*r ———————————————————————————————————————————————————————
Perbuata atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan
peratur@ erundang-undangan yang berlaku; atau Perjanjian
ya %rkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti

@amgkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta
%’O perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau ... dst. ----------

Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat

paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri,

ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa

dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah

14.3.3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berikut Terlapor I
uraikan dasar alasan bahwa dugaan pelanggaran yang
didalilkan oleh Tim Investigator adalah permasalahan yang

dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a, b, dan d
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga karenanya bukan

merupakan tindakan persekongkolan, yaitu sebagai berikut: ----

1)

2)

3)

Tindakan Penunjukan Terlapor I Sebagai Satu-Satunya
Service Dealer Resmi (Agen Tunggal) Mesin MTU Untuk
Wilayah Pemasaran Bea Cukai Oleh Terlapor II, Merupakan
Perbuatan Yang Diperbolehkan Dan Untuk Melaksanakan
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021
Sehingga Karenanya Termasuk Dalam Ketegori
“Dikecualikan” Sebagaimana Ketentuan Pasal 50 Humyf a
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ----—-——--—-——————- - l§—?—
Dalam ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-U &g No. 5
Tahun 1999 juga telah diatur bahwa salah Ed?hal yang
tidak termasuk atau “dikecualikan” am Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan %’ﬂa Tidak Sehat,
adalah perbuatan dan/atau p ffan yang bertujuan
melaksanakan peraturan p?g’ dang-undangan yang
berlaku. ---------------mmm-— % ——————————————————————————————————
Sebagaimana telah T, r I uraikan pada angka I
Tanggapan ini di ata¥ bahwa dengan mendasarkan pada
ketentuan Pasal at (1) Permendag No. 24 Tahun 2021,
Terlapor II s erwakilan dari para prinsipal yaitu Rolls-
Royce s GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia
Pte.L ézn

sebagai satu-satunya pemegang hak merek

MTU (Motoren und Turbinen Union) original

gen Tunggal dalam wilayah pemasaran tertentu,

X nuine), dapat membuat perjanjian dengan hanya satu

>

4)

sebagaimana Terlapor I kutip ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Permendag No. 24 Tahun 2021 tersebut di bawah ini:
“Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu
Distributor Tunggal atau Agen Tunggal untuk jenis Barang
yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu
untuk jangka waktu tertentu.”------------—-——- oo
Faktanya, dalam rangka diperbolehkannya penunjukan
kepada hanya satu agen Tunggal oleh ketentuan Pasal 7
ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, sejak tanggal 29
November 2019 sampai dengan saat ini Terlapor I telah

ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer
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Resmi/ Agen Resmi (Authorized Service Dealer) untuk
memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku
cadang ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (Motoren und
Turbinen Union) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran
Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana telah
Terlapor I Buktikan pada angka I Tanggapan ini di atas. ----
S5) Lagi pula, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (selanjutnya disgbut
“PP  No. 29 Tahun 20217) secara tegas«ﬁzk
memperbolehkan Terlapor II selaku perwakila R)Husen/
prinsipal in casu Rolls-Royce Solutions C@ maupun
Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. me juk agen lain
untuk mendistribusikan barang de ?ﬁenis dan merek
yang sama, sebagaimana keten&ersebut Terlapor 1
kutip di bawah ini: --------------- /-X, —————————————————————————————
“Dalam hal Produsen tel %Y’,mjuk Distributor tunggal
atau Agen tunggal unt %distribusikan Barang di suatu
wilayah pemasaran, XProdusen tidak dapat menunjuk

Distributor ataw en lainnya untuk mendistribusikan

Barang den jehis dan merek yang sama.” -------------—--—
6) Perlu T 1%&1’ I kemukakan bahwa Permendag No. 24
Tahu 1 dan PP No. 29 Tahun 2021 adalah termasuk

eraturan perundang-undangan sebagaimana diatur

d
dadam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)
x%\lndang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
@ Peraturan Perundang-undangan yang diubah terakhir
O dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi
%’ sebagai berikut: ----------mmomm

Pasal 7 ayat (1):----=—-=-—=m—mmmm o

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; -
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; ------------
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti

Undang-Undang; ---------=-=====-—mmm oo
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d. Peraturan Pemerintah; -----—----—--—-————
e. Peraturan Presiden;------—--—-————-————mee
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan ---------—-—--—-———— -~
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” --------------ooceeu
Pasal 8 ayat (1):----------mmmmmmm o
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkaggah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Ke n,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, bad ?e?hbaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk d 66’I?Undang—
Undang atau Pemerintah atas perinta dang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerat@insi, Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat E% Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa Xyang setingkat.” ---------
Dengan diperbolehkanny ?jukan hanya satu agen
tunggal oleh Prinsipal 1@ u Terlapor II kepada Terlapor I
berdasarkan ketentu& asal 7 ayat (1) Permendag No. 24
Tahun 2021 d %rena Terlapor II tidak diperbolehkan
untuk menugf a%gen lain untuk mendistribusikan barang
dengan j n%\dan merek yang sama in casu merek dagang
MTU éne berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP
Nof Tahun 2021, maka tindakan Terlapor I yang

rgnolak pemberian surat dukungan kepada

x% Antakesuma Inti Raharja sebagaimana didalilkan oleh

N

Tim Investigator pada angka 9 Laporan Dugaan
Pelanggaran, bukanlah termasuk dalam kategori Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melainkan
untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana dikecualikan pada ketentuan Pasal 50
Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ------—-----——————
Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas,
maka terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima
Facie) bahwa tindakan penunjukan Terlapor I sebagai satu-
satunya Service Dealer Resmi (Agen Tunggal) untuk wilayah

pemasaran tertentu oleh Terlapor II, merupakan Perbuatan
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dan/ atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan In Casu Pasal 7 ayat (1)
Permendag No. 24 tahun 2021 Jo. Pasal 35 ayat (3) PP No.
29 Tahun 2021, sehingga oleh karenanya sesuai dengan
ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun
1999, demi hukum (ipso jure), tindakan tersebut termasuk
dalam kategori “dikecualikan” dan bukanlah merupakan
tindakan persekongkolan sebagaimana dituduhkan oleh
Tim Investigator. ----------=-— oo -
Permasalahan dukungan dari IMS yang dituduhkan im
Investigator sebagai Persekongkolan Terlapor I da T&Mpor I
merupakan fakta yang berkaitan dengan hak l—%«:kayaan
intelektual merek dagang Terlapor II sehingg rmasuk dalam
ketegori “dikecualikan” dalam ketentu ?QSal 50 Huruf b
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. --- aci—z ———————————————————————
1) Selain hal-hal yang dikecuali \sebagaimana Terlapor I
uraikan sebelumnya, terd gg
Undang-Undang No. %

etentuan Pasal 50 huruf b

ahun 1999 yang mengatur

pengecualian dari rangan Praktek Monopoli dan

Persaingan U% Tidak  Sehat yaitu mengenai
e

permasalah janjian yang berkaitan dengan hak atas

kekayaa a %ﬁektual salah satunya Merek Dagang. ----------

2) Bahw Investigator dalam Laporan Dugaan
e@ aran pada angka 10 dan angka 11 halaman 19

pai dengan halaman 22 pada intinya menyatakan
%X’I‘ Antakesuma Raharja dinyatakan gugur karena tidak

@ mendapatkan dukungan dari Terlapor I dan/atau Terlapor

II serta karena telah mengajukan persyaratan teknis dari
IMS Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG yang
bukan dari pabrikan/prinsipal di Negara asal sehingga
tidak dijamin garansinya.------------=-=-—-mmmmmmmmmm
3) Meskipun dalam menanggapi permasalahan IMS atau
merek dagang MTU merupakan kewenangan Terlapor II,
namun Terlapor I merasa perlu untuk menyampaikan
bantahan terhadap tuduhan yang disampaikan oleh Tim
Investigator yang ditujukan kepada Terlapor I sebagaimana

uraian di bawah ini. -------=-=-=- =
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6)
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Bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai
perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory) dan
Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region)
yang memiliki dan memegang merek dagang mesin MTU
(Motoren und Turbinen Union) yang berkantor pusat
Friedrichshafen, German.------------————-———— oo
Dengan adanya fakta bahwa Terlapor II merupakan satu-
satunya pemegang merek dagang mesin Genuine NJIU,
maka sangat beralasan secara hukum dan @h
melanggar ketentuan peraturan perunda &angan
manapun pernyataan Terlapor II yang meny% an bahwa
produk-produk MTU yang dikeluarka h selain dari
Terlapor II merupakan produk ti esmi dan tidak
dijamin garansinya oleh pihak Ro ce in casu Terlapor
II, karena Terlapor II sebagay megang merek dagang
mesin Genuine MTU. ------- g™ )
Karena bagaimana m n Terlapor II dan Terlapor I
menjamin garansi atégproduk yang dikeluarkan oleh pihak
lain yang buka gang merek dagang MTU in casu IMS
Industrial & rthe Service GmbH & Co. KG??? Sungguh
tuduhan ’%ﬁi Investigator kepada Terlapor I maupun
Terla merupakan tuduhan yang menyesatkan dan

a h mengada-ada. ----------=--=-————— oo

S
7) i tanya, dalam Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU

apal Patroli Bea dan Cukai untuk anggaran tahun 2025
telah dilakukan penunjukan langsung kepada Terlapor I
sebagai satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk Terlapor
II selaku pemegang merek dagang mesin genuine MTU oleh
Kementerian Keuangan Bea Cukai sebagaimana dibuktikan
dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Jasa Pemeliharaan
(W6) Mesin Induk MTU TA 2025 No. BA-
35/SJ/UKPBJ/POKJA.II[/2.25/2025, tertanggal 25 April
2025 (Bukti TI - 15) yang dapat diakses oleh publik pada
laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Kementerian Keuangan.--------------=-—mmmmmmommmmm
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Perlu Terlapor I kemukakan bahwa penunjukan satu-
satunya agen tunggal oleh prinsipal atau pemegang merek
dagang mesin MTU genuine merupakan hal yang
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan in casu
Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021.----------—----
Sehingga dengan ditunjuknya Terlapor [ sebagai satu-
satunya Servis Dealer Resmi/ Agen Resmi (Authorized
Service Dealer)/ Agen Tunggal untuk memberikan
pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadangsasli
(genuine) dan jasa perbaikan Mesin MTU (Moto nd
Turbinen Union) bersertifikasi update pada ka I%pal di
wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea %ukai oleh
Terlapor II, menjadikan Terlapor I se i satu-satunya
pelaku usaha yang mampu men@%kan Mesin MTU
GENUINEG. ~—-mmmmmmmmmmm oo NN
Dengan demikian, sesuai d Xn ketentuan Pasal 38
Peraturan Presiden Rep donema Nomor 46 Tahun
2025 Tentang Pembah@ edua Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2 entang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (sel ya disebut dengan “Perpres No. 46
Tahun 2025 %

rlapor I telah memenuhi kriteria untuk

dilakuk@xnunjukan langsung sehubungan dengan
peng suku cadang genuine mesin MTU sebagaimana
T I kutip Pasal 38 tersebut, yaitu sebagai berikut:----

onstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas: --------------=---———————-

X“g Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan

S

dst. -
(2)... St mmm o
(B)... A8t

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c¢ dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. ----------
(5) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) meliputi: —-----—mm o
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Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang hanya

dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;-

11) Oleh karena merek dagang Mesin MTU genuine hanya
dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan dari Rolls-Royce
Solutions GmbH (Factory) dan Rolls-Royce Solutions Asia
Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang kemudian Terla I
telah menunjuk Terlapor [ sebagai satu-satuny p%
Dealer Resmi/Agen Resmi (Authorized Service /Agen
Tunggal untuk memberikan pelayanan pur l%l berupa

pengadaan suku cadang asli (genuine) jasa perbaikan
Mesin MTU (Motoren und Turbine &?Ebn) bersertifikasi
update, maka tuduhan yang difftfgkapkan oleh Tim
Investigator mengenai PT Ant ma Raharja dinyatakan
gugur karena memasukan ngan dari IMS Industrial &
Marine Service GmbH . KG (yang bukan pemegang
suku cadang resr& genuine) mesin MTU) sebagai
persekongkolan a Terlapor 1 dan Terlapor II, adalah
tidak benar@ a Terlapor I dan Terlapor II memiliki
perjanjia lam konteks menjaga Hak Kekayaan
Intel berupa merek dagang mesin MTU yang

gi oleh peraturan perundang-undangan yang

&aku yang oleh karenanya bukanlah termasuk dalam
@ategorl Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
@ Sehat sebagaimana “dikecualikan” dalam ketentuan Pasal
50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999. --------mmmmmmmmmm -

12) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas,
telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima
Facie) bahwa permasalahan dukungan dari IMS yang
dituduhkan oleh Tim Investigator sebagai persekongkolan
Terlapor I dan Terlapor II bukanlah tindakan yang termasuk
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, melainkan hal tersebut merupakan fakta yang
berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek

Dagang Terlapor II karena Terlapor II merupakan satu-
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satunya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di
Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce Solutions
GmbH (Factory) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd.
(Asia Pasific Region) yang memiliki dan memegang merek
dagang mesin genuine MTU (Motoren und Turbinen Union),
sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50
Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, demi hukum
(ipso jure) permasalahan tersebut termasuk dalam kategori
“dikecualikan”.—----=--=-— oo oo
Tindakan Terlapor I Yang Menolak Untuk Memberika: at
Dukungan Kepada PT Antakesuma Inti Raharja K ntuk
Menjalankan Perjanjian Keagenan Merupakan aﬁan Yang
Termasuk Dalam Ketegori “Dikecualikan” m Ketentuan
Pasal 50 Huruf d Undang-Undang No. 5 T@“ﬂ 999, oo
1) Berdasarkan ketentuan Pasal 50 f d Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999, salah satu ng tidak termasuk atau
“dikecualikan” dalam L %n Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Ti %hat adalah Perjanjian dalam
rangka keagenan 1smya tidak memuat ketentuan
untuk memaso %ﬂbah barang dan/atau jasa dengan
harga yan l2»r6r1d61h dari pada harga yang telah
diperjanji %fr -------------------------------------------------------

2) Terle &hulu Terlapor I uraikan bahwa ketentuan-
an mengenai keagenan yang diberikan hak ekslusif,

‘gh digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan
%Xngka 10 Permendag No. 24 Tahun 2021, yang berbunyi

@ sebagai berikut: ----------mmomm

“Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh
Prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai
Distributor Tunggal atau Agen Tunggal.” ---------------———————
Angka 10:--—-mmmm
“Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang
mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan
perjanjian sebagai satu-satunya Agen di Indonesia atau

wilayah pemasaran tertentu.” --------------mmommmmmmm
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Sebagaimana telah Terlapor I buktikan pada angka I di
atas, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Terlapor I
telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis
Dealer Resmi (authorized service dealer) yang diberikan hak
eksklusif di Wilayah Pemasaran Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk memberikan pelayanan purna jual yang
salah satunya berupa pengadaan suku cadang Mesin MTU
(Motoren und Turbinen Union) berdasarkan perjanjian,
sehingga oleh karenanya Terlapor I termasuk kedalam
kategori Agen Tunggal sebagaimana dimaksud dal sal
1 angka 6, angka 8 dan angka 10 Permendag %%’l‘ahun
2021 di atas. ----------mm oY -

Faktanya, dalam rangka menjalankan §)ﬂan Keagenan

in casu Surat Penunjukan No. 015/ 2024, tertanggal

29 Februari 2024 (vide Buktl . Perjanjian Service

Dealer, tertanggal 1 Juni 202 e bukti C24), Terlapor I

sebagai agen tunggal ya @ uk oleh Terlapor II, tidak
t

dapat melimpahkan h anggung jawab kepada pihak

manapun, karena Ter or I bertanggung jawab penuh atas

hak-hak yang diQetikan oleh Terlapor II untuk memberikan

pelayanan I%yjual berupa pengadaan suku cadang

ataupu C? erbaikan Mesin MTU (Motoren und Turbinen
n

g kepemilikan merek dagangnya dimiliki

Unlo%
@ nya oleh Terlapor II sebagai perwakilan dari
X

dapun ketentuan untuk tidak dapat melimpahkan hak
dan tanggung jawab kepada pihak manapun (non-delegation
clause) tercantum pada ketentuan Pasal IV Perjanjian
Service Dealer, tertanggal 1 Juni 2024 (vide Bukti C24) yang
berbunyi sebagai berikut:-------------mmmm
“Transfer/ Assign of Any Right. --------—-=——--—mmmmmmmmmme -
Dealer shall not transfer, assign, delegate or subcontract any
right, obligation or responsibility of DEALER under this
Agreement unless it shall have been approved in writing by
Distributor.” -———-=——— oo
Terjemahan bebas:------------——-—mommmmm

“Pengalihan /Pengalihan Hak Apapun. ------------=——------———
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Dealer tidak boleh mengalihkan, memberikan,
mendelegasikan, atau mensubkontrakkan hak, kewajiban,
atau tanggung jawab Dealer apapun berdasarkan Perjanjian
ini kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Distributor”.--
Perlu Terlapor I sampaikan bahwa ketentuan mengenai
tidak dapat melimpahkan hak dan tanggung jawab kepada
pihak manapun (non-delegation clause) merupakan
ketentuan yang lazim digunakan dalam perjanjian
keagenan.—--------mmmmm oo -
6) Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas da YZ)I
guna memastikan bahwa agen yang ditunjuk %ﬁbenar
memenuhi standar kompetensi, reputasi, a u%edibilitas
yang disyaratkan. Selain itu klaus tersebut juga
bertujuan untuk melindungi citra @? atau hubungan

dengan pelanggan. ------------------ N M

7) Dengan tidak dapat dilimpah yva hak dan kewajiban
yang diberikan oleh Terlap epada Terlapor I yang mana

hal tersebut lazim di n dalam perjanjian keagenan,

dan karena Terlapor I merupakan agen tunggal yang
ditunjuk oleh Teglapdr II selaku pihak yang memiliki merek

dagang mes@l U untuk memberikan pelayanan purna

jual yan h satunya berupa pengadaan suku cadang

Mesi C}U, maka tindakan Terlapor [ yang tidak
m&kan surat dukungan atau pelimpahan dalam
b&atuk apapun kepada PT Antakesuma Inti Raharja,
@ukanlah merupakan tindakan persengkongkolan untuk
@ memenangkan tender manapun, sehingga oleh karenanya
O dalil Tim Investigator pada angka 9, angka 12.2, 12.3
%’ Laporan Dugaan Pelanggaran a quo yang pada intinya
menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti
menolak permohonan dukungan atau penerbitan surat
dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja
sehingga memenuhi unsur bersekongkol, dan wunsur
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
merupakan tuduhan yang mengada-ada dan sangatlah

tidak berdasar. -----------mm oo
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8) Terlebih lagi faktanya, dalam pelaksanaan maupun
perjanjian keagenan antara Terlapor I dengan Terlapor II
(vide Bukti C5, C10, C18, C11, C17, C20, TI-1, C8, C14,
dan C24) tidak ada satupun kesepakatan yang memuat
ketentuan untuk memasok kembali barang dan/ atau jasa
dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah
diperjanjikan. ----------mmmm

9) Oleh karena dalam pelaksanakan perjanjian keagenan
antara Terlapor I dengan Terlapor II tidak terdgpat

\od
kembali barang dan/ atau jasa dengan harga%% lebih

kesepakatan yang memuat ketentuan untuk

rendah dari pada harga yang telah diperj@j an, maka
pelaksanaan keagenan yang melarang u melimpahkan
hak dan tanggung jawab kepada ?k’ manapun (non-
delegation clause) bukanlah t k dalam kategori
Praktek Monopoli dan Persat X»n Usaha Tidak Sehat,
sehingga oleh karenan % rmasuk dalam ketegori
“dikecualikan” dalam an Pasal 50 huruf d Undang-
Undang No. 5Tahunﬁ9 ————————————————————————————————————————
10) Bertitik tolak d kta-fakta dan dasar hukum di atas,
telah terlih %yra jelas dan terang benderang (Prima
Facie) Y& tindakan Terlapor I yang menolak untuk
mem% n surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti

karena Terlapor I merupakan satu-satunya agen

&ggal yang ditunjuk oleh Terlapor II untuk memberikan
%elayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang

ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (Motoren und Turbinen

O Union), merupakan tindakan untuk menjalankan perjanjian
%’ keagenan mengenai non-delegation clause sebagaimana
tertuang dalam ketentuan Pasal IV Perjanjian Service

Dealer, tertanggal 1 Juni 2024, sehingga oleh karenanya

merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori
“Dikecualikan” dalam ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 (vide bukti C24). --------------o--—

14.3.6. Terlapor 1 tidak pernah melakukan persekongkolan tender

secara horizontal dengan Terlapor II untuk mengatur dan

menentukan pemenang tender, sehingga karenanya tidak
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memenuhi unsur-unsur persekongkolan sebagaimana
digariskan dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU Yang
Terhormat, ——---=-==-=—— =
1.) Terlapor I keberatan atas dugaan yang disampaikan oleh

Tim Investigator yang terdapat pada bagian Pemenuhan

Unsur Pelanggaran halaman 22 sampai dengan halaman 27

Laporan Dugaan Pelanggaran a quo, dengan dasar alasan

sebagai berikut: ----------mmom -
Dalil Tim  Investigator Mengenai Pemenuhan & hr
Bersekongkol” Sama Sekali Tidak Terbukti.------------ ?—” ———————
1) Bahwa Terlapor I menolak dengan te s%alil Tim
Investigator pada bagian pemenuhan “U Bersekongkol”
pada angka 12.2 halaman 23 samp3gi an halaman 25,
berdasarkan fakta-fakta dan dasa, n sebagai berikut: -

2) Dalil Tim Investigator yang me?énpaikan Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor Tahun 1999 mengenai
pendefinisian perseko %atau konspirasi yaitu bentuk

kerjasama yang dila&kan pelaku usaha dengan pelaku

usaha lain d maksud untuk menguasai pasar
bersangkut rupakan dalil dan dasar hukum yang
tidak relevaftydalam perkara a quo, karena faktanya baik

Terla maupun Terlapor II tidak pernah bermaksud

mengusai pasar, melainkan Terlapor II hanya

u
m8njalankan haknya untuk menggunakan dan menjual
%X’-erek dagang yang dimilikinya in casu mesin genuine MTU

@ (termasuk suku cadang) sebagaimana dilindungi oleh

Undang-Undang yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual.
& 3)

Lagi pula, tindakan Terlapor I maupun Terlapor II yang
menolak permohonan dukungan yang diajukan oleh
PT Antakesuma Inti Raharja, karena Terlapor I merupakan
Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II dan didalam
perjanjiannya memiliki ketentuan klausula “tidak dapat
melimpahkan” (non-delegation clause) sebagaimana tertuang
dalam ketentuan Pasal IV Perjanjian Service Dealer,
tertanggal 1 Juni 2024 (vide bukti C24) dan yang berbunyi

sebagai berikut: ----------mmmm e
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“Transfer/ Assign of Any Right ---------—-=——=————mmmmmcmme
Dealer shall not transfer, assign, delegate or subcontract any
right, obligation or responsibility of DEALER under this
Agreement unless it shall have been approved in writing by
Distributor.” -=---==== oo
Terjemahan bebas: ------------——cmmomm
“Pengalihan /Pengalihan Hak Apapun --------------—----ooceeo—
Dealer tidak boleh mengalihkan, memberikan,
mendelegasikan, atau mensubkontrakkan hak, kewajiQan,

atau tanggung jawab Dealer apapun berdasarkan Pegj an

ini kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Dig&mor.———

4) Selain dari pada itu, tidak diberikannya du n kepada
PT Antakesuma Inti Raharja oleh Terlap an Terlapor II,
adalah semata-mata untuk menjag itas dan kontrol

guna memastikan bahwa agen y% tunjuk benar-benar

memenuhi standar kompetenst utasi, atau kredibilitas

yang disyaratkan serta l@an untuk melindungi citra

merek atau hubungan @ pelanggan. --------------------—-
1

5) Dengan demikian, da m Investigator pada alinea kedua

halaman 24 s dengan alinea kelima halaman 25
Laporan D Pelanggaran a quo yang pada intinya
menyata a%ﬂ‘erlapor I dan Terlapor II terbukti menolak

n dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma

aharja dalam keikutsertaannya dalam tender

In
lgneliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender
%Xemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun anggaran

tindakan bersekongkol, demi hukum (ipso jure) sama sekali

@ 2024 seolah-olah Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan

14.3.8.

tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan
Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator tidak
memenuhi “Unsur Bersekongkol” dari ketentuan Pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----—---—mmmmmmmmmmm
Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan “Unsur Mengatur
dan/ atau Menentukan Pemenang Tender” Sama Sekali Tidak
Terbukti.—------m oo
Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim Investigator

pada bagian pemenuhan “Unsur Mengatur dan/ atau
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Menentukan Pemenang Tender” pada angka 12.3 halaman 25
sampai dengan halaman 26 yang pada intinya menyatakan
persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan
Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi
persyaratan teknis sehingga selanjutnya dapat menjadi
pemenang tender, berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan
sebagai berikut: ---------ommmr o
1) Terlapor I merupakan peserta tender, sehingga tidak
mungkin dapat menentukan Syarat Kualifikasi Teknis
Penyedia yang terdapat di dalam persyaratan tenders na
yang memahami dan menentukan Syarat Kuali a??l‘ eknis
Penyedia hanyalah Pokja (Kementerian Keuan%% sehingga
amatlah naif apabila Terlapor I dikategown bersekongkol
untuk menentukan pemenang tender —%’ ————————————————————
2) Bahwa Pokja (Kementerian Keua yang mensyaratkan
dukungan teknis supporting Sr hanya dari pabrikan/
prinsipal mesin MTU di ne sal dalam hal barang impor
sebagaimana diatur %{asi Teknis (Tender Tender
Pemeliharaan W6/ Q@l Mesin Induk MTU Pangkalan
Sarana Operasi% Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun
Tahun Ang 2024 - Kode Tender: 39415011) (vide
Bukti C O)?hyata-nyata hal tersebut telah sejalan dengan

kete Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga

an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12

arang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang berbunyi

@ sebagai berikut: ----------mmomm
&

K
XT%xun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

“Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang
Impor. Pengadaan barang impor adalah barang yang
diimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa.
Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang: ------------=--=-————— oo
Supporting letter/letter of intent/letter of agreement dari
pabrikan/prinsipal di negara asal; --------------=——=——- oo
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan Sertifikat
Produksi. -----—-=- -
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Persyaratan Supporting letter/letter of intent/letter of
agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal
dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan
oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan
bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran. ----
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang
oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origingan

Sertifikat Produksi dicantumkan dalam

ra an
kontrak.”--------mmm oo ?—” ———————

Ketentuan persyaratan tersebut telah ellfii  Proses
Justifikasi Teknis di dalam internal P. (Kementerian
Keuangan) untuk mencapai output y, aksimal. Hal ini
sebagaimana dimaksud di dalam uan angka 5 hurufe

Surat Edaran Kepala LKPP No.?tﬁahun 2022 sebagaimana
Terlapor I kutip di bawah ip{™-}-------------=-——-cmmmmmomo -
“Dalam hal tidak diatu@ m Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, atau Perfturan Presiden, maka penambahan

persyaratan kuglifzasi penyedia dan/atau persyaratan
teknis dap u%ukan untuk mencapai teknis output
pekerjaa %ﬁdasarkan kajian atau justifikasi pihak Yang
Berk n di bidangnya.” ----------=-——cmmmmm
Se‘l@ a dengan demikian adanya persyaratan dukungan
tekgnis supporting letter hanya dari pabrikan/ prinsipal

esin MTU di negara asal dalam hal barang impor,
bukanlah hasil dari persekongkolan antara Terlapor I dan
Terlapor II untuk menentukan pemenang tender, melainkan
persyaratan  tersebut timbul semata-mata  untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu,
angka 2.3.2.7. Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia. ------------=--=---mmmmmmm -
Lagi pula, Terlapor II bukanlah peserta tender sehubungan
dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan

W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea
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Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024
(“Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK”) dan Tender
Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan
Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran
2024 (“Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam”). ----
Oleh karena Terlapor II bukanlah merupakan peserta tender
yang mengikuti pelaksanaan tender Pemeliharaan Mesin
Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk
MTU Batam Tahun Anggaran 2024, maka telah terkykti
bahwa Terlapor [ tidaklah melakukan persekcn%an
dengan pihak manapun yang terlibat dalam p ender

tersebut. Karena bagaimana mungkin Terlapae) elakukan

persekongkolan tender sementara fak a Terlapor II
bukanlah merupakan peserta yang @Bat dalam proses

Dengan telah dibuktikannya %\ra Terlapor I bukanlah

pihak yang menentukan S@é ualifikasi Teknis Penyedia

dan karena Terlapor II lah pihak yang terlibat secara

langsung dengan oses tender, maka tuduhan

persekongkolan §z didalilkan oleh Tim Investigator nyata-

nyata tida menuhi unsur “Mengatur dan/atau
Menentuka@™y Pemenang Tender”. Sungguh dalil Tim
Investi tersebut, merupakan dalil yang NAIF dan

sa h menyesatkan. --------------momommm

8) \? in dari pada itu, seperti apa yang telah Terlapor I

uktikan pada angka II.2 Tanggapan ini di atas, bahwa
Terlapor II merupakan  satu-satunya  perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai
perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory) dan
Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region)
yang memiliki dan memegang merek dagang mesin MTU
(Motoren und Turbinen Union) yang berkantor pusat
Friedrichshafen, German.--------=-=-=——————— oo
Dalam  pelaksanaan  pendistribusian  produk-produk
dagangnya, Terlapor II telah menunjuk Terlapor I sebagai
Agen Tunggal atau satu-satunya Servis Dealer Resmi/Agen

Resmi (authorized service dealer) untuk memberikan
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pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang
ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (Motoren und Turbinen
Union) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, yang mana tindakan tersebut
diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag
No. 24 Tahun 2021 .-------—-—m—mm oo
Bahkan, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP No. 29
Tahun 2021 secara tegas tidak memperbolehkan Terlapor II
selaku perwakilan produsen/prinsipal in casu Rolls- ce
Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia

menunjuk agen lain untuk mendlstrlbusﬂ%%arang
dengan jenis dan merek yang sama. -----------4c-\"C---------—-
Dengan diperbolehkannya penunjukan A Tunggal untuk
pendistribusian produk kepada Terl Y‘r oleh Terlapor II
selaku satu-satunya pemilik mer: gang mesin Genuine
MTU berdasarkan Pasal 7 ayat ermendag No. 24 Tahun
2021 jo. Pasal 35 ayat (3) %29 Tahun 2021 sehingga
menjadikan Terlapor I ai satu-satunya pelaku usaha
yang mampu menye&kan Mesin MTU genuine, maka hal
tersebut  tida melanggar ketentuan  peraturan
perundang- 1§g:1n MaNaPUN. —---===-—===——mmmmm oo

Faktany am Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU
Kapa igh Bea dan Cukai untuk anggaran tahun 2025
ilakukan penunjukan langsung kepada Terlapor I

selaku pemegang merek dagang mesin genuine MTU oleh

N agai satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk Terlapor

>

13)

Kementerian Keuangan Bea Cukai sebagaimana dibuktikan
dengan dokumen LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Jasa
Pemeliharaan (W6) Mesin Induk MTU TA 2025 No. BA-
35/SJ/UKPBJ/POKJA.II[/2.25/2025, tertanggal 25 April
2025 (vide bukti TI.15). —----mmmmmmmmm oo
Hal tersebut dikarenakan Terlapor I telah memenuhi
kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung sehubungan
dengan pengadaan suku cadang genuine mesin MTU
sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 38 Perpres

No. 46 Tahun 2025.-------—-- oo
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Perlu Terlapor 1 jelaskan kepada Majelis Komisi yang
memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, bahwa
meskipun Terlapor I merupakan satu-satunya Agen Tunggal
yang ditunjuk oleh Terlapor II selaku pemegang merek
dagang mesin genuine MTU sejak tahun 2019, namun
untuk pengadaan mesin MTU pada tahun-tahun
sebelumnya dilakukan dengan tender dan bukanlah

penunjukan langsung. Hal tersebut dikarenakan Terlapor I
selaku satu-satunya agen tunggal mesin genuine NTU
belum dapat memenuhi Syarat Kualifikasi Teknis F%)&a
berupa pengalaman nilai pekerjaan sejenis pa@“ﬁurang

50% (lima puluh persen) dari nilai HPS/ B%)l Anggaran
sebagaimana diatur dalam ketentuan an%SA.Q. huruf a

Lampiran I Peraturan Lembaga @%’5

Barang/Jasa Pemerintah Nomor ahun 2021 Tentang

an Pengadaan

Pedoman Pelaksanaan Pengad@ arang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia, yang be@ sebagai berikut: -------------
“a. Syarat Kualifikasi Ta@ Penyedia Barang/Jasa Lainnya
Badan Usaha.—————————Q— ———————————————————————————————————————————
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa
Lainnya Ba a%Zha meliputi: -—-------—-———m
Memiliki %galaman dengan ketentuan sebagai berikut: ---

ds é ———————————————————————————————————————————————————————————
un@ﬁsaha non kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis
t

estinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

@ebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh

persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;” ---------------=--—---cmmmuuv
Barulah setelah Terlapor I mendapatkan pekerjaan Jasa
Pemeliharaan W6/QL-4 dan W5/QL-3 Mesin Induk MTU
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan
Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp24.598.758.840,00
(dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh
delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan
ratus empat puluh Rupiah) sebagaimana Daftar List
Pengalaman Terlapor I (vide bukti C25), Terlapor I telah
memenuhi kualifikasi persyaratan tender sehubungan

dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan
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Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin
Induk MTU Batam untuk tahun anggaran 2024 a quo. ------
16) Oleh karena merek dagang Mesin MTU genuine hanya
dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan dari Rolls-Royce
Solutions GmbH (Factory) dan Rolls-Royce Solutions Asia
Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang kemudian Terlapor II
telah menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya Servis
Dealer Resmi/Agen Resmi (authorized service dealer) untuk
memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan sygku
cadang asli (genuine) dan jasa perbaikan Mesi U
(Motoren wund Turbinen Union) bersertifik i?’update
sebagaimana diperbolehkan oleh ketentuan C15?7

Permendag No. 24 Tahun 2021 jo. Pasal ayat (3) PP No.

ayat (1)

29 Tahun 2021 sehingga menjadi rlapor I sebagai
satu-satunya pelaku wusaha ya% ampu menyediakan
suku cadang genuine dan ja rbaikan Mesin MTU di
wilayah tertentu in casu ) Bea dan Cukai, maka hal
tersebut bukanlah m an tindakan yang mengatur
dan/atau menentukéQpemenang tender, melainkan untuk
melaksanakan rlapor II mengenai kepemilikan merek
dagang me@uine MTU dan untuk melaksanakan
kewajiba rlapor I dalam melaksanakan perjanjian
keag C} sebagaimana  dilindungi oleh  peraturan
ng-undangan yang berlaku.--------------———cooemmm——-

p
17)&3‘ gan demikian, dalil Tim Investigator yang pada intinya
% enyatakan persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II telah

@ mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta

yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga
%’ selanjutnya dapat menjadi pemenang tender dan oleh
karenanya telah memenuhi “Unsur Mengatur dan/atau
Menentukan Pemenang Tender”, demi hukum (ipso jure)
sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya
Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim
Investigator tidak memenuhi “Unsur Mengatur dan/atau
Menentukan Pemenang Tender” dari ketentuan Pasal 22

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. --—--—-----mmmommmme -
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Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan “Unsur Persaingan
Usaha Tidak Sehat” Sama Sekali Tidak Terbukti. -------------------
Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim Investigator
pada bagian pemenuhan “Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat”
pada angka 12.4 halaman 26, berdasarkan fakta-fakta dan
dasar alasan sebagai berikut: -------------- -
1) Dalil Tim Investigator yang menyampaikan Pasal 1 angka 6

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 mengenai

pendefinisian persaingan usaha tidak sehat adglah

persaingan antar pelaku usaha dalam menj an

kegiatan produksi dan atau pemasaran bara ah atau

jasa yang dilakukan dengan cara tidak juju 1-%melawan
hukum atau menghambat persaingan a, merupakan
dalil dan dasar hukum yang tidak re v?ﬁ’dalam perkara a
quo, karena faktanya baik Terla C}maupun Terlapor II
tidak pernah melakukan tind Xx yang termasuk dalam
perbuatan melawan hukl% %iun melanggar ketentuan

peraturan perundang- an yang berlaku. ---------------
2) Justru sebaliknya, tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang

tidak memberik rat dukungan kepada PT Antakesuma

inti Raharj %Zrupakan perbuatan dalam rangka
melaksa a%ﬁ perjanjian keagenan dan melaksanakan
penu 6:21 Agen Tunggal yang salah satunya melakukan
an suku cadang genuine mesin MTU sebagaimana

p
(&ur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24
%Xf‘ahun 2021 Jo. Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021. ---

® Dengan telah dapat dibuktikannya kepemilikan merek

dagang mesin genuine MTU yaitu hanya milik Terlapor II
dan tidak ada pihak lain yang berhak atas merek dagang
tersebut kecuali diberikan hak oleh Terlapor II in casu
penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal,
maka secara hukum seharusnya tidak ada pelaku usaha
lain yang dihambat persaingan usahanya oleh tindakan
Terlapor 1 dalam mendistribusikan barang dan/atau jasa
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Terlapor II

sebagai satu-satunya pemegang merek dagang dimaksud. --
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4) Dengan demikian, dalil Tim Investigator yang pada intinya
menyatakan tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh
Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan
usaha sehingga memenuhi unsur persaingan usaha tidak
sehat, demi hukum (ipso jure) sama sekali tidak terbukti,
sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang
dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi “Unsur
Persaingan Usaha Tidak Sehat” dari ketentuan Pasa%%Q
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ----—-——--—-——————-

5) Bertitik tolak dari keseluruhan fakta-fakta dasar
hukum yang telah Terlapor I uraikan di ata % dugaan

Tim Investigator mengenai adanya perse kolan ataupun

pelanggaran Larangan Praktek Mo Ql’ dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat pada Lapo @ugaan Pelanggaran

tertanggal 19 Juni 2025, tid \erbukti secara sah dan
menyakinkan, sehingga ol enanya cukup dasar alasan

Majelis Komisi untuk k seluruh dalil Tim Investigator

dan menyatakan bgwa Terlapor [ tidak melakukan
persekongkolan.gozgs--------=-=-mmmmmm oo

14.3.10. Demikianlah Ta@hl/ Pembelaan ringkas ini disampaikan
tanpa mengu %t’rhak Terlapor I untuk mengajukan tanggapan/
pembelaa m keseluruhan proses persidangan yang lebih

kompr if apabila pemeriksaan ini dilanjutkan. ----------------

14.3.11. Bahway untuk mendukung dalilnya, Terlapor I telah

]Sampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait

erkara a quo kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -------------

O 1)  bukti TI.1: Surat Kuasa PT Dieselindo Utama Nusa
%’ kepada Hendi Gandasmiri Lawyers beserta
Lampiran kelengkapan Advokat;----------------

2) bukti TI.2: Daftar Nama Ahli dan Saksi Fakta yang akan
diajukan oleh Terlapor I dalam Perkara No.

07 /KPPU-L/2025; -------------mmmmmmm oo -

3) bukti TIL.3: Tanggapan Terlapor I (PT Dieselindo Utama
Nusa) atas Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Dalam Perkara No. 07 /KPPU-L/2025; ---------
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4)  bukti T1.4: Daftar Alat Bukti Surat/Dokumen Terlapor I
dalam Perkara No. 07 /KPPU-L/2025; ---------
5) bukti TL.5: Letter of Acknowlegement Rolls Royce Power
Systems AG berikut terjemahan dari
penerjemah tersumpah (rahasia);---------------
6) Dbukti TI.6: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor
Barang Produksi Luar Negeri; -------------------
7) bukti TL.7: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor

Barang Produksi Luar Negeri; --------------gg---

8) bukti TIL.8: Perizinan Berusaha untuk Me Ang
Kegiatan Usaha Surat Tanda ftaran
Distributor atau Agen Barang E@au Jasa;
9) bukti TI.9: Certificate Mr. Ahmad ulah Hasani
PT Dieselindo Ut Nusa  berikut
terjemahan dari pe jcrriah tersumpah;------
10) bukti TI.10: Certificate Mr. yah Ari PT Dieselindo
Utama \@ erikut terjemahan dari
penerje sumpah; -----------—---—m -
11) bukti TI.11: Cert1f1c Mr. Abyan Raihan Alfarizi

ieselindo  Utama  Nusa  berikut

PTK:'nahan dari penerjemah tersumpah;------

12) bukti TI. Q?VCertificate Mr. Rendy Lesmana PT Dieselindo
éj Utama Nusa berikut terjemahan dari

E penerjemah tersumpah; -------------——- oo
l\%{tl TI.13: Certificate Mr. Rudi Saepul Anwar Zaelani

&

1 O 14) bukti TI.14: Certificate Mr. Sulaiman Rasyid PT Dieselindo

PT Dieselindo Utama Nusa berikut

terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

Utama Nusa Dberikut terjemahan dari
penerjemah tersumpah; -----------------comcmmo-
15) bukti TI.15: Certificate Mr. Suhandi Aripyanto
PT  Dieselindo Utama Nusa  berikut
terjemahan dari penerjemah tersumpah;------
16) bukti TI.16: Certificate Mr. Gilang Noordie Swara
PT  Dieselindo Utama Nusa  berikut

terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

69



SALINAN

17) bukti TI.17: Certificate Mr. Kevin Dwiyanto Saputra
PT Dieselindo Utama Nusa  berikut
terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

18) bukti TI.18: Certificate Mr. Aang Ofianto PT Dieselindo
Utama Nusa Dberikut terjemahan dari
penerjemah tersumpah; -----------------coo—

19) bukti TI.19: Certificate Mr. Rifky Rizaldi PT Dieselindo
Utama Nusa Dberikut terjemahan dari
penerjemah tersumpah; -------------—--—-—gg -

20) bukti TI.20: Certificate Mr. Sonny
PT  Dieselindo Utama ?"ﬁerlkut
terjemahan dari penerjemah te@ ——————
21) bukti TI.21: Berita  Acara  Hasil %\ﬂlhan Jasa
Pemeliharaan (W6) ?’ duk MTU TA

22) bukti TI.22: Daftar Bukti /Dokumen Tambahan

Terlapor I;--5 % ——————————————————————————————————
23) bukti TI.23: Confirm ELetter (Surat Dukungan) dari
Terlapo]; ----------=-mm oo

24) bukti TI.24: C ation Letter (Surat Dukungan) dari

rYapor II; -----------—-—

25) bukti TI. S?VCertificate of Origin (COO) atas spare part
%&j MTU genuine yang dikeluarkan oleh Terlapor

[T

26)\%&1 TI.26: Certificate of Origin (COO) atas spare part
X% MTU genuine yang dikeluarkan oleh Terlapor
@ T
27) bukti TL.27: Certificate of Manufacture (COM); ---------------
%’ 28) bukti TI.28: Certificate of Manufacture (COM); ---------------
29) bukti TI.29: Akta Pendirian Perusahaan PT Dieselindo
Utama Nusa; --—--=--=—====-=m oo

30) bukti TI.30: Akta Perubahan PT Dieselindo Utama Nusa; -

31) bukti TI.31: Akta Pernyataan Keputusan Rapat

PT Dieselindo Utama Nusa oleh Notaris

Ediarti; ----—----————- e

32) bukti TI.32: Akta Pernyataan Keputusan Rapat

PT Dieselindo Utama Nusa. ------------------—---



15.

15.1.
15.1.1.

&

15.1.2.
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Menimbang bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis
Komisi tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:-----------------——-—
Pendahuluan (Para Terlapor). ----------=-=--—mmmmm oo
PT Rolls Royce Solutions Indonesia (PT RRSI). ----------—--—-cmceeo—-
1)  PT RRSI merupakan bagian dari Grup Rolls-Royce Power

Systems (Grup RRPS), yang memiliki spesialisasi dalam

manufaktur mesin dan layanan terkait. PT RRSI secara

tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh Rolls-Royce Pewer
Systems AG (RRPS). Entitas-entitas berikut, sebag%&;

dirujuk dalam Tanggapan ini, juga merup%% anak

perusahaan yang sepenuhuhnya dimiliki oleh@ e

a. Rolls-Royce Solutions Asia Pte. L (RRSA), suatu

perusahaan yang didirikan di?@&ﬂka; dan -----—--—-

a

b. Rolls-Royce Solutions GmbH suatu perusahaan
yang didirikan di Jerman. /-X, —————————————————————————————

2) Seperti yang dijelaskan l%@%t pada bagian 15.5.1. di
bawah ini, meskipun R engawasi kegiatan bisnis Grup
RRPS di Asia, PTQR I menjalankan sebagian besar
kegiatan bisnis RPS di Indonesia. Secara khusus: ---

a. PTRRS %1 distributor eksklusif Grup RRPS untuk

RRSI diberi wewenang oleh Grup RRPS untuk
menyediakan layanan pemeliharaan (maintenance)

sehubungan dengan mesin MTU di Indonesia. -----------

b,
@ c. PT RRSI juga berwenang untuk menunjuk, antara lain,

dealer layanan lokal (local Service Dealer) dan layanan

bengkel (service workshops) dan untuk bekerja sama

dengan pelanggan lainnya seperti integrator sistem

dalam distribusi mesin MTU dan suku cadangnya, dan
penyediaan layanan pemeliharaan sehubungan dengan

produk tersebut di Indonesia. ----------------———-oome—-

PT Dieselindo Utama Nusa. -----------=-mmmmmmmm oo
1.) PT Dieselindo Utama Nusa (PT DUN), Terlapor I dalam
proses saat ini, adalah salah satu dealer layanan resmi

(authorised Service Dealers) dari PT RRSI di Indonesia. ------



15.2.

15.2.1.
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23 Hubungan antara PT RRSI dan PT DUN diatur oleh suatu
rangkaian Perjanjian Dealer Layanan (masing-masing
disebut Perjanjian Dealer Layanan PT DUN), yang dibuat

secara berurutan dan masing-masing dengan jangka waktu

tertentuy

ﬂ

Ringkasan Dugaan KPPU. ----—--——-—ccmmmmmmm XYoo

Investigator menduga bahwa PT DUN dan SI telah
melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 T 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persamﬁ aha Tidak Sehat

(UU Persaingan Usaha Indonesia a Secara khusus,

Investigator menduga bahwa:-------- ?» —————————————————————————————
PT RRSI telah "memberikan d an" kepada PT DUN dalam
rangka  keikutsertaannya am tender berikut yang

diselenggarakan oleh Dire&r Jenderal Bea dan Cukai Republik
Indonesia (DJBC) pa un 2024 -----mm oo

C%?aan W6/QL-4 Mesin Induk MTU
%arana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung

1.) Tender pe
Pangkal

Balai mun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender:

1) (Tender A); dan ---------—-——mmmmmmm

angkalan Sarana Operasi Tipe B Batam Tahun Anggaran

\;{%der pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

@ 2024) (Kode Tender: 39536011) (Tender B). --------------—————

15.2.2.

15.3.

(secara bersama-sama disebut sebagai Tender Terkait
dalam Tanggapan ini); dan dalam hal ini, PT RRSI diduga
telah "bersekongkol' dengan PT DUN untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang Tender Terkait, yang
menyebabkan “persaingan usaha tidak sehat” (Dugaan). ----
Dalam hal ini, PT RRSI diduga telah “bersekongkol” dengan
PT DUN untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang
Tender Terkait, yang menyebabkan “persaingan usaha tidak
sehat” (Dugaan). —--—----=-————mmmmmm
Ringkasan eksekutif. --------------cocec i i i il . .} . . . - o
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15.3.1. PT RRSI dengan tegas membantah semua Dugaan sebagaimana

disampaikan dalam Tanggapan ini. Secara ringkas, sebagaimana

dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 15.5. dari Tanggapan ini:

1.

PT RRSI tidak "bersekongkol' dengan PT DUN untuk
"mengatur dan/atau menentukan" pemenang Tender
Terkait.------------cmmmmmr oo
Investigator telah gagal wuntuk menetapkan mengapa
tindakan yang ditentang berikut merupakan
"persekongkolan" untuk "mengatur dan/atau menentukan"
pemenang Tender Terkait atau bahwa merek an
menyebabkan ‘"persaingan usaha tidak s?hé (yang
semuanya ditolak): --------mmmmmm N
a. PT RRSI menerbitkan surat yang gonfirmasi (i)
identitas PT DUN sebagai sala ?ﬁi dealer layanan
resmi PT RRSI di Indonesiaﬁ@bahwa (ii) PT RRSI
akan memasok kepada x N suku cadang MTU
yang diperlukan menyediakan layanan
pemeliharaan ya iperlukan berdasarkan Tender
Terkait, jika mer@i pemenang. -------------------------—-

b. PT RRSI memutuskan secara independen menolak
permin r%Zri PT Antakesuma Inti Raharja (PT AIR)

unt k?*rmenerbitkan surat yang mendukung
Qoasinya dalam Tender Terkait, di mana PT AIR

idak lagi menjadi dealer layanan resmi (authorised

Q service dealer)y PT RRSI dan || karena

,\C:é\' I = g dlijelaskan

dalam paragraf 15.5.4 angka 1. di bawah ini, PT RRSI
telah berhenti berurusan dengan PT AIR. -----------—--——-
c. PT DUN memutuskan, secara independen, untuk
menolak permintaan serupa dari PT AIR di mana ia
cenderung untuk mengajukan penawaran untuk
Tender Terkait. ---------——-———mmmmmmmmm
d. RRSA menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DJBC
sehubungan dengan identitas IMS Industrial & Marine
Services GmbH & Co. KG (IMS), dan apakah ada

"jaminan mengenai kualitas dan keaslian mesin MTU
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&
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dan suku cadangnya yang dipasok oleh [IMS]", yang

mana untuk menanggapi hal tersebut RRSA
memberikan klarifikasi secara faktual. --------------------

3.) Dugaan Investigator mengabaikan fakta bahwa PT RRSI
tidak terlibat sama sekali dalam menentukan spesifikasi
tender yang relevan termasuk adanya persyaratan
dokumentasi pendukung dari produsen/prinsipal di negara
asal — spesifikasi tender ini ditentukan oleh DJBC sebagai

pelanggan (customer). —-------—--mm oo
4.) PT RRSI tidak terlibat dalam "perilaku tidak jujug ;au

"melanggar hukum", juga tidak terlibat dalam perifaku apa
pun yang "menghambat persaingan usah&lestiga‘tor
telah gagal membuktikan teori kerugia eory of harm)
yang timbul dari perilaku PT RRSB%’Jbungan dengan
Tender Terkait. ------------------—--- NI

Lebih lanjut, seperti yang dijelaska Xara rinci dalam paragraf

15.4. dari Tanggapan ini, PT emiliki keprihatinan serius

tentang hak-hak pembe a dalam proses ini yang

dikompromikan dan deﬁ%n hormat akan meminta Majelis

Komisi memberikan SI (sebagai satu-satunya pihak yang

dimiliki oleh asin réign-owned) dalam persidangan): -----------

1.) waktu y@%kup dalam persidangan yang tersisa untuk

meni kasus KPPU, mengambil nasihat hukum,
meQyigpkan tanggapan (termasuk argumen hukum dan
i ti) dan berkomunikasi dengan KPPU, dengan

empertimbangkan perlunya penerjemahan;----------------—-

@ akses yang wajar ke bukti KPPU dan dengan demikian

kesempatan yang adil untuk memahami (dan mungkin
menentang, sebagaimana diperlukan) dasar pembuktian
kasus KPPU; ~—-—-—-—— -
3.) kesempatan yang cukup untuk melengkapi pengajuannya;
dan bahwa proses yang tersisa dilakukan dengan cara yang
memastikan keadilan bagi semua pihak. ----------------oocmo—-
PT RRSI memohon yang terhormat Majelis Komisi untuk
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai

berikut, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 15.9. Tanggapan



15.4.

15.4.1.
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1.) Dugaan tersebut ditolak sepenuhnya.------------—-=--cceeeo—-
2.) PT RRSI dinyatakan tidak melanggar Pasal 22. -----------—--—-
3.) Pemeriksaan Pendahuluan dihentikan, tanpa perlu
melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.----------------—-
Kekhawatiran tentang pelaksanaan proses saat ini dan hak
pembelaan PT RRSI (kekhawatiran PT RRSI). -----------—-cocccceee-
PT RRSI senantiasa bersikap kooperatif selama proses
penyelidikan. Sebagai Terlapor, PT RRSI telah memenuhi semua
panggilan dan permintaan dokumen yang diajukan leh
Investigator. Hal ini dibuktikan, antara lain melalui: ----- C %-?-
1.) Kehadiran Presiden Direktur PT RRSI dalam ncara
dengan KPPU pada tanggal 6 Mei 2025, seb&% anggapan
atas Surat Panggilan KPPU No. 386/DH/ /2025 tanggal
13 Maret 2025 dan Surat No. 491/D /ﬁozs tanggal 2
Mei 2025 yang dikeluarkan ole kepada AGI Legal
(selaku kuasa hukum PT R mengenai penjadwalan
ulang wawancara menjadi %al 6 Mei 2025, pukul 10.00.
Dalam rangka memat tentuan hukum yang berlaku
dan wuntuk bekerja Ngama sepenuhnya dengan proses
penyelidikan K PT RRSI telah menunjuk seorang
penerjemah&n an biaya sendiri—untuk mendampingi
selama sgs wancara, karena Presiden Direktur PT RRSI
tidak berbahasa Indonesia. -------------------ommmce -
2.) Pe paian dokumen oleh PT RRSI kepada KPPU pada

tagggal 9 Mei 2025, sebagai tanggapan atas permintaan
&okumen oleh KPPU berdasarkan Surat No.

pengantar pengajuan PT RRSI dapat dilihat pada bukti T2-

@ 352/DH/S/III/2025 tanggal 12 Maret 2025. Salinan surat

15.4.2.

Mengingat sifat sensitif dari proses KPPU, kejelasan mengenai
substansi dan pokok perkaranya sangat penting bagi PT RRSI,
sebagai Terlapor, untuk memahami ruang lingkup Dugaan yang
tepat dan dasar di mana PT RRSI dijadikan Terlapor. Dalam hal
ini, Terlapor II akan menyoroti hal-hal berikut: -----------------——--
1.) PT RRSI merupakan satu-satunya pihak yang dimiliki oleh

asing dalam persidangan:------------=-=——=-—-mmmmmmmm
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a. Sebagai suatu perusahaan penanaman modal asing,
kemampuan PT RRSI untuk meninjau dan menanggapi
Dugaan menjadi terhambat karena kendala bahasa. ---

b. PT RRSI menyadari bahwa semua dokumen prosedural
dan persidangan diselenggarakan dalam Bahasa
Indonesia. Namun demikian, karena tidak ada
pengambil keputusan utama dalam PT RRSI dan Grup
RRPS yang memahami Bahasa Indonesia, maka untuk
memungkinkan PT RRSI memahami perkara KPPUgdan
menggunakan hak pembelaannya, semua dok %
perkara KPPU yang relevan harus terl ahulu
diterjemahkan dari Bahasa Indones& bahasa
Inggris. Demikian pula seluruh gapan resmi
PT RRSI harus terlebih da isiapkan dalam
bahasa Inggris dan kem ¢3d1terjemahkan ke
Bahasa Indonesia sebe%& disampaikan, kecuali
apabila Majelis Komi@ erikan pengecualian.------

c. Terlapor II meng ada keberatan PT RRSI yang
diajukan pada Qat sidang tanggal 26 Juni 2025,
sehubunga ngan ketidakmampuan Investigator
untuk 1hpaikan alat bukti dokumen pada sidang

tersgb yang menyebabkan waktu yang semakin

bagi PT RRSI untuk meninjau kasus dan

@ nyiapkan Tanggapannya dalam waktu yang sangat

terbatas yang diberikan kepada PT RRSI untuk

@ melakukannya. Majelis Komisi mengakui
@ permasalahan ini dan mengindikasikan bahwa PT RRSI
akan diberikan kesempatan untuk menyerahkan

%’ buktinya terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, dengan

terjemahan yang menyusul, jika diperlukan waktu
tambahan untuk terjemahan (lihat paragraf 15.4.2
angka 2 di bawah). -------=——-—mmm
d. Berdasarkan hal di atas, Terlapor II dengan hormat
memohon kebijaksanaan Majelis Komisi untuk proses
persidangan kedepan agar memberiksan waktu yang
cukup kepada PT RRSI untuk meninjau alat bukti yang

disampaikan di persidangan dan menyiapkan
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tanggapan dengan memadai, serta memberikan

fleksibilitas untuk menyerahkan alat bukti terlebih

dahulu dalam bahasa Inggris, dengan terjemahan yang

menyusul, untuk memastikan bahwa hak pembelaan

PT RRSI tidak dirugikan.-----------=—--—cmmmmmmmme

2.) Keterlambatan akses terhadap bukti KPPU:------------cocee—-

a. PT RRSI dipanggil untuk menghadiri sidang pada

tanggal 26 Juni 2025, dengan agenda pemaparan

Laporan Dugaan Pelanggaran dan kesesuaian galat

bukti, sehingga memungkinkan Para Terlapo %k

memeriksa bukti yang disampaikan oleh v?s’ﬁgator.

Namun, pada sidang tersebut, Invea@y or hanya

menyatakan bahwa alat bukti belu jap. Akibatnya,

PT RRSI tidak memiliki akse %’P[adap alat bukti

tersebut hingga 8 Juli 2025 emeriksaan (inzage)

yang belum diselesaikan fhifgga 9 Juli 2025 karena

banyaknya alat bukt@ disampaikan (lihat paragraf
15.4.2 angka 3 hu i

b. Penundaan ini m&Qgurangi waktu yang tersedia selama

8 hari k dan secara signifikan membatasi

kemam %PT RRSI untuk melakukan pengkajian

secara\imenyeluruh dan mempersiapkan Tanggapannya

ap Dugaan secara memadai. PT RRSI dengan

mat meminta agar Majelis Komisi memperhatikan

Q dampak dari penyimpangan prosedural tersebut

x% terhadap hak pembelaan PT RRSI. ----------——-coccmeeee

@ c. Mengingat adanya perpanjangan waktu yang diberikan

O kepada Investigator untuk menyiapkan bukti-buktinya,

%’ PT RRSI mencadangkan haknya untuk meminta

perpanjangan waktu serupa pada persidangan

selanjutnya demi menjamin keadilan prosedural bagi
3.) Keterbatasan akses terhadap bukti yang digunakan oleh

a. Dalam sidang kelengkapan alat bukti dan inzage yang
dilakukan pada 8 dan 9 Juli 2025, Investigator
menghadirkan total 130 barang bukti (sedangkan
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Laporan Dugaan Pelanggaran hanya menyebutkan 86
barang bukti), yang diklasifikasikan sebagai berikut:---
(1.) Kategori A: 32 dokumen yang dikeluarkan oleh

(2.) Kategori B: 12 dokumen rahasia; dan ---------------
(3.) Kategori C: 86 dokumen, terdiri dari 49 dokumen
rahasia dan hanya 37 dokumen tidak rahasia. ----
PT RRSI tidak memiliki akses atas semua dokumen
yang ditetapkan sebagai rahasia (total 61 dokumggn).
Akibatnya, PT RRSI tidak dapat sepenuhnya
materi pembuktian yang dijadikan % oleh
Investigator dan oleh karena 1tu@< dapat
memperoleh pemahaman lengkap ng kasus ini,
yang seharusnya dapat menjad?” acuan dalam
mempersiapkan Tanggapanr@ ———————————————————————————
Lebih lanjut, Investigat rdak memberikan versi
publik dari dokume @?nen tertentu —terutama
yang diklasifikasi %alam Kategori B— sehingga
membatasi kemaMpuan PT RRSI menilai muatan atau

relevansinyg» kumen yang dirahasiakan termasuk
g

dokum menyangkut PT RRSI itu sendiri
m1s Inye, Berita Acara Penyelidikan yang berkaitan

RRSI), yang  seharusnya tidak
%runtukkan sebagai dokumen rahasia bagi PT RRSI.

Selanjutnya selama proses peninjauan (inzage), dan
atas permintaan tegas PT RRSI, Investigator mengakui
bahwa terjadi kesalahan dalam SEMUA dokumen
Kategori B, khususnya mengenai tanggal yang
tercantum dalam indeks pembuktian (lihat Lampiran
). Misalnya, bukti IB10 (Kategori B) awalnya terdaftar
pada tanggal 22 Juli 2024, tetapi Investigator
kemudian mengklarifikasi bahwa tanggal yang benar
adalah 6 Mei 2025.---------mmm oo
Ketidaksesuain yang serius ini membuat PT RRSI tidak
memiliki kejelasan selama lebih dari satu minggu—
antara sidang pertama pada 26 Juni 2025 dan sesi

inzage pada 8 Juli 2025 — terkait dengan periode
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waktu pada proses penyelidikan. Terutama dimana
tidak tersedianya proses discovery, ketidakjelasan ini
secara material berdampak pada kemampuan PT RRSI
untuk menganalisis perkara ini dengan benar dan
mengumpulkan informasi yang relevan untuk
menginformasikan persiapan Tanggapannya. ------------
f. Oleh karena itu, PT RRSI dengan hormat
mencadangkan haknya untuk menyampaikan alat
bukti tambahan pada pada proses selanjutnya di tahap
ini, dan Terlapor II memohon kebijaksanaan %
Komisi memperkenankan  Terlapor untuk
menyampaikan alat bukti tambaha %a proses
berlanjut. Terlapor II juga meminta PT RRSI diberi
akses yang memadai ke alat b ?I'ﬁvestigator, guna
memastikan kesempatan ya 1 untuk memahami

(dan bila diperlukan, men an sanggahan terhadap)

alat bukti dalam per ng diajukan dalam perkara
KPPU ini. ---------- @ --------------------------------------

4.) Secara keseluruhan tu yang tidak memadai untuk
mempersiapkan nggapan atau mengurangi hak
pembelaan % ————————————————————————————————————————————————
sebagai Terlapor, berhak atas kesempatan

ikrajar untuk memahami Dugaan, untuk menilai

is alat bukti dari perkara ini, dan memberikan

tanggapan dengan tepat-dengan tetap memperhatikan

@ hak-hak pembelaannya. Keterbatasan waktu yang

@ diberikan sejauh ini telah berdampak material
terhadap kemampuan PT RRSI untuk mempersiapkan

%’ dan terlibat dalam persidangan secara bermakna. ------
b. Urgensi yang dibebankan kepada PT RRSI untuk

menyiapkan tanggapannya harus dilihat dari kendala

prosedural kumulatif yang telah disampaikan

sebelumnya, yaitu: (i) kebutuhan akan terjemahan; (ii)

akses yang tertunda ke alat bukti; dan (iii) terbatasnya

akses terhadap materi yang dijadikan acuan oleh

Investigator. Permasalahan ini telah membatasi
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kemampuan PT RRSI untuk mengevaluasi dan menguji

bukti terhadapnya.-------------=-———cmmo

c. Terlapor II dengan hormat, menegaskan kembali

permohonan PT RRSI untuk diskresi Majelis Komisi

dalam memberikan waktu yang cukup kepada PT RRSI

untuk menyiapkan tanggapannya selanjutnya. Hal ini

sangat penting untuk menjamin proses yang

sepatutnbya (due process) dan memastikan bahwa

Majelis menerima pemaparan yang lengkap dan akyrat

mengenai posisi PT RRSI, yang disusun sesuaidézzn

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesigs--¥-2-------

15.4.3. PT RRSI juga menyoroti dengan tingkat keh '—%ian yang
dilakukan Investigator selama proses penyelid.%t, sebagaimana
dijelaskan dengan contoh di bawah ini:----. —%’ ————————————————————
1.) Rujukan penyelidikan KPPU yang Q ———————————————————————
a. Terlapor II mencatat bah?lnvestigator telah keliru

merujuk kasus yan sekali tidak berterkaitan

dalam dua Sur rmintaan Data yang KPPU
terbitkan kepada%‘ RSI, khususnya: -------------------
(1.) dalam iran dari Surat Permintaan Data No.

22@ /S/X /2024 tanggal 1 Oktober 2024 (vide

biR¥i [A8); dan ---------—-—- o

% lam lampiran dari Surat Permintaan Data

@ N352/DH/S/I11/2025 tanggal 12 Maret 2025. -

& Secara khusus, surat tersebut memuat rujukan

@ kepada suatu penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU

@ sehubungan dengan pinjaman P2P, dan Surat

O Permintaan Data No. 2214/DH/S/X/2024 tanggal 1
%’ Oktober 2024 (vide bukti IA8) mencari informasi yang
tidak relevan dengan penyelidikan subjek, termasuk

rincian mengenai tingkat suku bunga. -----------------——-

15.4.4. Beberapa penyimpangan prosedural yang ditemukan selama
tahap pemeriksaan pendahuluan, antara lain sebagai berikut:---

1.) Penomoran bukti yang tidak konsisten: Terlihat terdapat
perbedaan antara bukti yang dirujuk dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran dan bukti yang disampaikan selama

persidangan. Berdasarkan tinjauan Terlapor II terhadap
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Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator
mengklasifikasikan bukti sebagai: (i) Bukti IB (IB1-IB12 dan
IB19); dan (ii) Bukti C (C1-C86). Namun, selama sidang
pada 8 Juli 2025, para Investigator menyampaikan
klasifikasi penomoran yang berbeda, yang terdiri dari: (i)
Bukti A (IA1-1A32); (ii) Bukti B (IB1-IB12); dan (iii) Bukti C
(C1-C86). ——-mmmmmmm oo
2.) Kesalahan dalam rujukan dan dokumentasi: Terlapor II
juga telah mengidentifikasi inkonsistensi dalam ruj n
dan dokumentasi yang disiapkan oleh Inv ‘%»

dalam dokumen resmi (misalnya, berita acar

termasuk kesalahan administrasi seperti tangg salah
elidikan).

Permasalahan-permasalahan memmbulkan
i %?[ dan ketekunan

dan menyebabkan

kekhawatiran mengenai akurasi, ket

atas keseluruhan proses penyeli

kerancuan terutama  saat \e

mengidentifikasi catatan y @gunakan oleh Investigator.-
3.) Ketidakakuratan dala %

Bukti yang disajikanglama sidang pada 8 Juli 2025 tidak

rlapor II  berusaha
ar Bukti Investigator: Daftar
akurat. Secara us, tanggal yang tercantum untuk

Bukti IBl—I@ emuanya salah. Silakan lihat Aneks 1
untuk t %al yang benar sebagaimana dikonfirmasi oleh

sendiri. -----m-mm
RRSI akan tetap kooperatif sepenuhnya dengan
prosesVyang berlangsung saat ini, PT RRSI berharap bahwa

%s tersebut akan dilakukan dengan kehati-hatian dan

suai dengan standar prosedur yang ditetapkan untuk
memastikan keadilan dan integritas. ----------------——cmomem——
Selain itu, paparan publik dari proses yang sedang berlangsung
ini — melalui publikasi proses ini oleh KPPU setelah setiap sidang
— berpotensi secara signifikan menghambat reputasi PT RRSI
dan Grupnya, bahkan ketika prosesnya belum selesai. Oleh
karena itu, Terlapor II dengan hormat memohon kepada Majelis
Komisi untuk memberikan diskresinya untuk membatasi sejauh
mana proses ini dipublikasikan. Mempublikasikan proses ini
secara berlebihan dapat merugikan PT RRSI dan Grupnya.-------
Pembelaan Substantif PT RRSI (Latar Belakang).-------------------—-
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15.5.1. Tinjauan umum dari jalur PT RRSI ke pasar di Indonesia ---------

1.

i9®

Terlapor II menyampaikan di bawah ini ringkasan dari jalur
PT RRSI ke pasar, untuk membantu pemahaman Majelis
Komisi tentang konteks pasar yang relevan. --------------—--—

Sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh asing,

pr Rrsl [

Oleh karena itu, untuk memperluas rute ke pasarnya dan
memastikan akses pelanggan pemerintah ke produk MTU
dan layanan purna jual yang relevan, PT RR ah
menunjuk mitra lokal yang mampu berpartisi e%’dalam
tender pemerintah dan memberikan la tp? kepada
pelanggan pemerintah. -------------- - -
Dalam hal pasokan mesin MTU dan s %?adang: ———————————
1.) PT RRSI memasok mesin dan suku cadang
melalui berbagai salura ¥ Indonesia, mulai dari
penjualan langsung k pelanggan non pemerintah,
hingga penjualan id langsung kepada pelanggan
pemerintah dan pemerintah melalui:-----------------
a. Integr sistem (system integrators), yang

me asikan mesin MTU dan suku cadang ke
d produk mereka sendiri sebelum menjual
mbali;---------

QQI)E Dealer Layanan (Service Dealers), yang berwenang

untuk menjual mesin MTU tertentu (seperti mesin

%& reman, mesin swing, mesin exchange, dll.) suku

cadang dan dan menyediakan layanan purna jual
terkait (termasuk pemeliharaan); dan ---------------
c. Bengkel Layanan (service workshop), yang
berwenang untuk menyediakan layanan
pemeliharaan sehubungan dengan produk MTU
dan menjual suku cadang yang diperlukan untuk
layanan tersebut. --------------mmmmm
(Dealer layanan dan bengkel layanan masing-
masing adalah Mitra Resmi dan secara kolektif
disebut sebagai Mitra Resmi (authorised partners)

dalam Tanggapan ini.) ----------=-==-—-mmmmmmmomme— -



4.)

2.

3.

1.)

2.
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d. PT RRSI juga memasok mesin MTU dan suku
cadang kepada pihak ketiga (Mitra Tidak Resmi),
termasuk, namun tidak terbatas pada, dealer
pihak ketiga yang dapat menjual kembali produk
tersebut kepada pelanggan mereka yang mungkin
bersaing dengan PT RRSI atau Mitra Resminya. --

Secara singkat, kebijakan umum PT RRSI adalah

memasok produk MTU kepada semua orang, secara

langsung atau tidak langsung melalui Mitra Resmigya,
tunduk pada pengecualian yang sangat t as,
khususnya jika ada masalah terkait tuhan

(misalnya, sanksi, pelanggaran aturan a@s nyuapan,

atau kejahatan keuangan lainnya). -as-----------------

Sumber pasokan alternatif: P ?ggan juga dapat

mendapatkan suku cadang ari sumber alternatif

di pasar terbuka (open ma e e

Dalam hal pasokan layane%%leliharaan: ————————————————————

PT RRSI menye layanan langsung kepada
pelanggan non peYerintah.---------------------- -
PT RRSI telah menunjuk dan memberikan
pelatih epada Mitra Resminya (khususnya service
deaé n service workshops, sebagaimana dimaksud

paragraf 15.5.1 angka 3 huruf a butir ii dan iii

@E] atas) di Indonesia, sehingga mereka mampu

4.)

memberikan layanan sehubungan dengan mesin MTU
kepada pelanggan pemerintah dan non pemerintah. ---
Integrator sistem juga menyediakan layanan
pemeliharaan sehubungan dengan produk yang
digabungkan dengan komponen MTU. -------------——-———-
Sumber pasokan alternatif: Pelanggan akhir juga bebas
untuk mendapatkan layanan pemeliharaan dari Mitra
Tidak Resmi yang mereka anggap mampu menyervis
mesin MTU. PT RRSI memahami bahwa ada berbagai
gerai bengkel layanan di Indonesia yang menawarkan
layanan pemeliharaan tersebut, meskipun PT RRSI

tidak dalam posisi untuk memberikan jaminan
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sehubungan dengan layanan dan kualitas yang mereka

berikan. -----------mmmm e

5.) Untuk memastikan kualitas layanan dan mencapai efisiensi
melalui spesialisasi: -------=-=——-m—mmmm

1.) Mitra Resmi juga ditugaskan sektor atau aplikasi
tertentu yang sehubungan dengan mana mereka
berwenang untuk menjual suku cadang MTU dan
menyediakan layanan pemeliharaan. ----------------—--——-

2.) Penugasan ini dibuat berdasarkan kemampuan tekais,
kualifikasi, dan pengalaman Mitra Resmi, \g;a
aplikasi yang berbeda melibatkan jenis meXif yang

berbeda (misalnya aplikasi kelauta %merlukan

mesin berpendingin air (water- d) sedangkan

pembangkit listrik membutuhkg %?sin berpendingin

udara), yang membutuhkan ahuan dan keahlian
yang berbeda. --------------- &‘ —————————————————————————————

3.) Penugasan tersebut @Y:kan untuk memastikan
bahwa, sepanjan nggan akhir memilih untuk
mendapatkan piQduk dan layanan dari penyedia
layanan 101% ng menampilkan diri mereka sebagai
Mitra R@i PT RRSI, mereka memiliki keahlian dan
penge an sektor yang diperlukan. Mengizinkan
lokal yang tidak memiliki keahlian dan
&galaman yang diperlukan berpotensi menyebabkan
Q konsekuensi serius (misalnya, servis yang tidak

@ memadai dapat menyebabkan kegagalan mesin yang

@ pada gilirannya dapat membahayakan keselamatan

operasional) dan pada akhirnya merusak reputasi RRS
sebagai produsen mesin. ------------—-=m—cmmmmmmmmm
4.) Untuk alasan yang sama, Mitra Resmi juga berwenang
untuk menjual dan/atau menyervis seri mesin MTU
tertentu (tetapi tidak semua) dan/atau bagian yang
terkait. Sebagaimana disebutkan dalam footnote 1 di
atas, untuk jenis mesin kelas atas tertentu, bahkan
PT RRSI tidak memiliki hak untuk menjual atau
melakukan servis di Indonesia. ----------------------c -

6.) Untuk menghindari keraguan: ------------=--=-—-mmmmmmmmee— -
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1.) Tidak ada eksklusivitas: PT RRSI tidak memasok
produk MTU ke Mitra Resmi mana pun secara
eksklusif. ---------cerre oo oo

2.) Tidak ada batasan jumlah Mitra Resmi yang
ditugaskan ke setiap sektor, aplikasi atau seri mesin
dan produk terkait : Sementara (untuk alasan yang
dijelaskan dalam paragraf 15.5.1 angka 5 di atas) Mitra

Resmi ditetapkan sektor atau aplikasi dan seri mesin
dan bagian terkait berdasarkan spesialisasi mezggka,
perjanjian dengan Mitra Resmi lainnya di Innggi'a
memuat klausul standar berikut: ------------, yGR ?—’ -------

“[Mitra Resmi] mengakui bahwa [PT RR8]], PS|, dan

[produsen MTU] memiliki hak u memilih dan
memberikan wewenang kepada usaha lain untuk
melakukan Perawatan dan si Perbaikan terkait

Produk dan Suku Cadan ta menjual Produk dan

Suku Cadang secara ng kepada pelanggan mana

pun”, —--------mmmm—- R e
Klausul standar Wi tercermin dalam Pasal I(B) dalam
Perjanjian Se r Layanan PT DUN (bukti T2-1 dan
bukti TRARN ¥~ oo

3.) Ada %persaingan di pasar hilir: Seperti yang dibahas

anjut dalam paragraf 15.5.3 di bawah ini, lebih

i satu Mitra Resmi dapat ditetapkan untuk sektor

atau aplikasi yang sama. Kisaran MTU produk yang

@ diizinkan oleh Mitra Resmi untuk dijual dan diservis

@ sebagian besar tumpang tindih. Mitra Resmi bebas

O bersaing (di antara mereka sendiri maupun dengan
%’ Mitra Tidak Resmi) dalam sektor atau aplikasi dan
cakupan produk yang dialokasikan. ------------------———-

15.5.2. Kriteria pemilihan mitra -----------—-=——=——— oo
1.) Saat ini, PT RRSI telah menunjuk tiga Mitra Resmi di
Indonesia: (i) PT DUN (layanan dealer), (ii)j PT Marmin

(layanan dealer) dan (i) |

B  Vosing-masing  dari  mereka mampu

memberikan layanan dalam kaitannya dengan berbagai seri
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mesin MTU dan prduk terkait, dan pelanggan di berbagai
Sektor. ——---mmmmm -
2.) PT RRSI mengambil pendekatan holistik dan berbasis
kinerja (merit-based) dalam memilih Mitra Resminya, yang
dinilai berdasarkan serangkaian kriteria objektif, yaitu (i)
lokasi, (i) pengalaman, (iiij kemampuan dan (iv)
pengetahuan pasar dan sektor, serta (v) nilai tambah

(misalnya, apakah mereka akan mampu melayani pasar

, sehiggga
memperluas saluran penjualan dan layanan yang ia
untuk pelanggan akhir di pasar tersebut).-------- ?—’ -------

3.) PT RRSI memiliki kebijakan tunggal (sole digcretion) untuk
memutuskan apakah akan menunjuk nas lokal sebagai
Mitra Resmi, dengan menerapkan 't&fg seleksi di atas.
Namun, semua penunjukan har eriksa dan disetujui
oleh RRSA dan RRPS untu mastikan bahwa mitra
memenuhi semua persyar ra-kualifikasi terkait Kenali
Mitra Anda (Know-Yo tner - KYP) yang berlaku di
seluruh Grup RRPS. syaratan ini tidak bersifat komersial
atau strategis, ifokuskan untuk memastikan bahwa
semua Mitr %ni RRSI memenuhi standar kepatuhan

yang diperlykan yang ditetapkan oleh Grup RRPS. ----------

4.) Sepe Cﬁuan PT RRSI, PT RRSI tidak pernah menolak

ca, itra yang memenuhi penilaian yang dijelaskan pada

payagraf 15.5.2 angka 2 di atas di Indonesia dengan alasan

@elain masalah terkait kepatuhan, sesuai dengan prosedur
GrupRRPS. —-----mmrm e

1 E@ Hubungan PT RRSI dengan mitra resminya saat ini. ---------------
% 1.) Terlapor II menetapkan secara lebih rinci di bawah ini

ruang lingkup penyediaan resmi dari masing-masing Mitra

Resmi PT RRSI. -

a. Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.1.2 di atas,
PT DUN adalah salah satu dealer layanan resmi
PT RRSI di Indonesia.----------=-—=—=——ommmmmmmmmeo
Il sccara khusus, PT DUN diberi wewenang berdasarkan

Perjanjian Dealer Layanan PT DUN untuk menjual
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suku cadang MTU dan menyediakan layanan

perawatan sehubungan dengan seri mesin yang

ditunjuk |

Dalam praktiknya, sebagaimana dibuktikan oleh
dokumen pendukung yang diterbitkan oleh PT SI
kepada PT DUN terkait dengan keikutsertaan N
dalam tender DJBC, PT RRSI mengakui b%%a’DJBC

agaimana

termasuk dalam
dimaksud dalam Perjanjian Dealer L%an PT DUN. --

3.) PT Marmin. -------------------—mmmmmmo -

a.

PT Marmin adalah Mitra Re 'Qaler layanan resmi)
PT RRSI di Indonesia.------ N S
PT Marmin ditunjuk RRSI pada atau sekitar 1
Maret 2019 (bukti L2-4Y. ----------—-—-—— oo
Pada setiap saat%,ng material, hubungan PT RRSI dan

rg» ur oleh Perjanjian Dealer Layanan
e

aler Layanan PT Marmin), yang berlaku

PT Marmin berwenang untuk menjual suku cadang
MTU dan menyediakan layanan pemeliharaan

sehubungan dengan seri mesin yang ditentukan

(berbagai jenis mesin

-. Berdasarkan catatan publik, PT Marmin
memiliki ketertarikan wuntuk berpartisipasi dalam

tender DJBC tertentu untuk layanan pemeliharaan
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mesin MTU (lihat paragraf 15.6.3 angka 2 lebih lanjut
di bawah).

RRSI dengan mitra yang tidak resmi.

@
1) « PRAIR.
X. PT AIR dulunya merupakan salah satu mitra layanan

b.

@\\

resmi PT RRSI di Indonesia.
Hubungan PT RRSI dengan PT AIR diatur oleh

Perjanjian Mitra Layanan

Sebagai Mitra Resmi, PT AIR (seperti Mitra Resmi
PT RRSI lainnya) juga diharapkan memenuhi standar
etika dan kepatuhan Grup RRPS (bukti T2-8). ------—-----

8
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B<cputusan untuk tidak memperbarui  (renew)
Perjanjian Mitra Layanan PT AIR didorong oleh

Blccrdasarkan Perjanjian Mitra Layanan PT AIR,

8
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n. Pada akhir tahun 2022, [N

PT RRSI menghentikan semua
transaksi dengan PT AIR.

9

—



SALINAN

S
J
‘.

|
|

4

»
f,
N
- 4

%,
%,
Q



2) IMS.

&
@\\

SALINAN

Seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah, PT RRSI

tidak melangkah lebih jauh untuk membatasi Mitra

Resminya di Indonesia untuk memasok produk {TU

ke, atau mendukung, PT AIR. - S\y
™
Yy
Dalam Laporan Dugaan Pelanggar vestigator
mengacu pada fakta bahwa, u mendukung

keikutsertaannya dalam T@&erkait, PT AIR

menyerahkan surat dukun i IMS, yang, dalam
kata-kata IMS sendiri, K
MTU".

pakan pemasok merek

~
Investigator  sel ya mengacu pada surat

tertanggal 23 Apﬁ 024 yvang dikeluarkan oleh RRSA

kepada Ke u dan DJBC (Surat RRSA) (bukti T2-

15), se r%

DJ Yﬁtertanggal 3 April 2024  (Pertanyaan
keu/DJBC) (bukti T2-16), yang mengklarifikasi

anggapan atas pertanyaan Kemenkeu dan

tus IMS. Terlapor II menetapkan klarifikasi di
bawah ini mengenai hubungannya dengan IMS: --------
Seperti yang dinyatakan dalam Surat RRSA, IMS

bukan:

(1) produsen atau prinsipal untuk mesin MTU (suku

cadang dan layanan);
(2) “distributor resmi Terlapor II maupun rantai

pasokan Terlapor II untuk mesin MTU (suku

cadang dan layanan)”;
(3) diberikan wewenang oleh RRPS atau RRSA untuk
menunjuk atau mendukung perusahaan lain

untuk penyediaan mesin MTU (suku cadang dan

layanan).

9
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c. Berdasarkan catatan PT RRSI, sebelum Pertanyaan
Kemenkeu/DJBC, pada tanggal 4 Maret 2024,
Kemenkeu telah menghubungi PT RRSI melalui email
untuk mengonfirmasi (1) keaslian surat pendukung
yang dikeluarkan oleh IMS (Surat Dukungan IMS) yang
disampaikan oleh ‘"peserta tender", PT AIR,
sehubungan dengan Tender B Awal (sebagaimana
didefinisikan di bawah), dan (2) apakah Surat
Dukungan IMS dikeluarkan oleh PT RRSI sehagai
prinsipal resmi mesin MTU (Pertanyaan Ken&)
(bukti T2-17). —=--mm oo XYoo

d. Sebagai tanggapan, melalui email tert S5 Maret
2024, PT RRSI mengonfirmasi bahw%rat Dukungan
IMS tidak diterbitkan oleh PT R %ﬁ ti T2-18).-------

e. Berdasarkan catatan PT RR S juga menerbitkan
surat tertanggal 21 Ma \9 24 yang menegaskan
bahwa IMS bukan resmi RRS atau anak
perusahaannya (S RPS) (bukti T2-19).--------------

f.  Singkatnya, IMQampaknya telah menyatakan diri
sebagai dis% or resmi atau mitra (atau kapasitas
serupa)$r1 Grup RRPS, yang terkait dengan hal
terseb kemenkeu dan DJBC telah meminta

asi. Grup RRPS sepenuhnya berhak untuk

@ ngoreksi pernyataan menyesatkan tersebut demi

menjaga reputasinya dan untuk menanggapi secara

% faktual permintaan klarifikasi dari pelanggan akhir. ---
® Mitra tidak resmi lainnya. --------=-==-=——=m—mmmmmmmm
O 1) Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.5.1 angka 2
%’ huruf b atas kebijakan umum PT RRSI adalah untuk
memasok produk MTU untuk semua orang, tunduk

pada pengecualian yang sangat terbatas, khususnya

jika ada masalah terkait kepatuhan (misalnya, sanksi,

pelanggaran aturan anti penyuapan, atau kejahatan

keuangan lainnya). Terlapor II melampirkan salinan

pesanan pembelian (purchase order) yang

membuktikan pasokan produk MTU kepada Mitra

Tidak Resmi (bukti T2-20). ----------mmmmmmmmmm o



2)

3)
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Sebagaimana disebutkan dalam paragraf 15.5.4. angka
1 huruf s di atas, bahkan ketika PT RRSI telah
menunjuk Mitra Resmi terkait dengan suatu sektor
atau aplikasi, merupakan kewenangan penuh Mitra
Resmi terkait untuk menyediakan suku cadang MTU
atau menerbitkan surat dukungan kepada Mitra Tidak
Resmi yang beroperasi di sektor yang sama atau

melayani aplikasi yang sama.

Berdasarkan catatan PT RRSI, sebelum PT SI
menghentikan semua transaksi dengan PT A da

akhir tahun 2022:---- o, 5

a. Pada Y\ T RRS!
menerbitkan dokumentasi mendukung
keikutsertaan
PT DUN dalam tender iselenggarakan oleh
DJBC (bukti T2-21 d -22),

b. Demikian pula, Q@a I
PT RRSI rbitkan dokumentasi yang

ikutsertaan |G

DUN dalam tender lain yang
arakan oleh DJBC (bukti T2-23 dan T2-

mendukung

di
b éenanggapi surat yang diterbitkan  oleh

QQ)E Kemenkeu pada tanggal [N vnc

meminta klarifikasi mengenai dukungan PT RRSI

kepada [l PT DUN terkait tender yang
disebutkan dalam (b) di atas (bukti T2-25), PT

RRSI menerbitkan surat pada _
- yang mengonfirmasi hal-hal berikut (bukti
T2-26):
“[PT RRSI] mendukung [PT DUN] _ dalam
tender |
|
|
B ccui surat  dukungan

sebagaimana terlampir, dan mengonfirmasi bahwa
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surat dukungan tersebut diterbitkan oleh [PT
RRSI]”; dan

“/[PT RRSI] secara terbuka dan luas memberikan

kesempatan kepada seluruh penyedia jasa yang

berminat untuk [tender di atas]”.

Selain itu, antara tahun 2018 dan 2024, PT RRSI
menerbitkan lebih dari . Surat Dukungan kepada
lebih dari ] Mitra Tidak Resmi, termasuk (namun

tidak terbatas pada) yang berikut ini (salinan sggat-

surat ini disisipkan dalam bukti T2-27): -------

@/1/‘*

O
)]
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15.5.5.

\170
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Hubungan antara PT' DUN dan PT AIR. o, 5
1) Sebagai pemasok OEM produk MTU, F@SI tidak

3)

mengganggu hubungan hilir antara Mi Resminya dan
pelanggan mereka. Oleh karena itu, %7311 pada PT DUN
(dan Mitra Resmi PT RRSI lai ntuk memutuskan

apakah akan memasok atau d ‘&1 cara lain "mendukung"
penyedia layanan lainny %masuk PT AIR. Perjanjian
Dealer Layanan PT D 2%5:

material tidak) mem%tasi kemampuan PT DUN untuk
melakukannya ( T2-1 dan bukti T2-2).
Seperti yan@ utkan dalam paragraf 15.5.4. angka 1
huruf I di %ﬁ, PT RRSI secara resmi menghentikan semua
hub ya dengan PT AIR pada akhir tahun 2022.
tahuan PT RRSI, pada dan sekitar tahun 2023,
DUN telah memasok produk MTU kepada PT AIR dan

k (dan pada setiap saat yang

S
@enerhitkan surat untuk mendukung keikutsertaan PT AIR

dalam tender DJBC, karena PT DUN belum menetapkan
rekam jejak yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk
berpartisipasi dalam hal yang sama. Seperti di atas, dari
perspektif PT RRSI, terserah pada PT' DUN untuk
melakukannya, dengan atau tanpa sepengetahuan atau

persetujuan PT RRSIL

Demikian pula, terserah pada PT DUN untuk memutuskan
apakah akan berhenti mendukung PT AIR dan
berpartisipasi dalam tender DJBC sendiri pada tahun 2024,

ketika dapat memenuhi kriteria kelayakan saat itu. ----------
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15.6.1.

15.6.2.

15.6.3.

&

>
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Keadaan Tender Terkait. --------------------mmmmmo e
Terlapor II mengacu pada kronologi peristiwa yang ditetapkan
dalam paragraf 4 hingga 11 dari Laporan Dugaan Pelanggaran.
PT RRSI di bawah ini menetapkan pemahamannya tentang
peristiwa yang relevan. ---------------mm oo
Tender sebelum Tender Terkait. ---------------------mmmmcmmo -
Berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum (bukti T2-28),
Tender Terkait adalah tender ulang dari tender berikut yang
berlangsung pada dan sekitar Februari dan Maret pada t%ﬁ
202t Sl
1) Tender pemeliharaan W6/QL-4 Mesin I MTU
e

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung
Balai Karimun Tahun Anggaran QOZQ(Kode Tender:
39415011) (Tender A Awal); dan------- T

2) Tender pemeliharaan W6/QL-4M duk MTU Pangkalan

n Anggaran 2024 (Kode

Sarana Operasi Tipe B Batam

Seperti yang ditunjL% dalam catatan publik yang relevan
(bukti T2-28): ————&— ———————————————————————————————————————————————————
1) Baik PT maupun PT AIR mendaftarkan minatnya
masi%gzsing untuk mengikuti kedua Tender Awal. -------
2) S yang disebutkan dalam paragraf 15.5.3 angka 3 di
atgs, PT Marmin juga merupakan Mitra Resmi PT RRSI yang
S

ampu melayani DJBC |

PT Marmin.

PT Marmin juga mendaftarkan minatnya untuk
berpartisipasi dalam Tender Awal. -------------———cmcmmemm
3) Beberapa perusahaan lain juga mendaftarkan minatnya
untuk berpartisipasi dalam Tender Awal. -------------—-———————-
4) Pada akhirnya, tidak ada pemenang dalam Tender Awal,
karena: —-------mm oo
a. PT DUN hanya mengagjukan penawaran sebagai
tanggapan atas Tender B Awal, tetapi (menurut catatan
publik terkait) "dianggap gagal menyerahkan data dan

dokumen yang relevan’. ------------==------mmmmmmmm o
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b. PT AIR mengajukan penawaran sebagai tanggapan atas

kedua Tender Awal. Namun, itu tidak menang karena
(menurut catatan publik yang relevan) 'gagal
memberikan Surat Dukungan / Surat Niat / Surat
Perjanjian dari produsen atau prinsipal di negara asal,
sebagaimana diperlukan untuk barang impor". -----------
c. Tidak ada perusahaan lain yang mendaftarkan
minatnya untuk berpartisipasi dalam Tender Awal yang
secara resmi mengajukan penawaran. Ugtuk
menghindari keraguan, PT RRSI tidak terlib
sekali dalam keputusan PT Marmin Ltﬁ? tidak
a

mengajukan penawaran. Setelah dim proses

pemeriksaan saat ini, PT R menghubungi

@ﬁbatannya dalam

bahwa PT Marmin

PT Marmin untuk mengetahui
Tender Awal dan menyimp

pada akhirnya tidak berp ipasi dalam Tender Awal

15.6.4. Berdasarkan catatan PT RR N e e e e

1)

2)

@

Pada tanggal 13 FebQ,ari 2024, seseorang yang bernama
“Rasita” (Rasita) PT AIR mengirim email kepada Heru
Destyanto PT RRSI (Heru Destyanto), meminta
dokumenta dari PT RRSI untuk  mendukung
keik annya dalam Tender B Awal (bukti T2-29). -------

Ur@ lasan yang diuraikan dalam paragraf 15.5.4. angka

itra Resmi PT RRSI dan PT RRSI sejak akhir 2022 telah
menghentikan hubungannya dengan PT AIR. || GTEGEGIN

\?:mruf a — s di atas, namun, PT AIR tidak lagi menjadi

Akibatnya, dalam
menghadapi permintaan Rasita, PT RRSI tidak dapat
mengeluarkan surat apa pun yang mengonfirmasi bahwa
mereka akan memasok suku cadang MTU kepada PT AIR
terkait dengan Tender B Awal. PT AIR bebas untuk
mendapatkan produk MTU dari sumber alternatif (termasuk

Mitra Resmi PT RRSI). ------—-——-m e
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15.6.5.

15.6.6.

&
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3) Oleh karena itu, dalam tanggapan Heru Destyanto, ia
meminta PT AIR untuk menghubungi PT DUN (bukti T2-30).
4) Pada tanggal 19 Februari 2025, Rasita dari PT AIR dan Heru
Destyanto melakukan korespondensi serupa sehubungan
dengan Tender A Awal (lihat bukti T2-31 dan bukti T2-32).
Tender Terkait. -----------—--m-cmmmm oo
Investigator telah ditetapkan dalam paragraf 4 — 5 dari deskripsi
Laporan Dugaan Pelanggaran tentang proses penawaran dan
hasil Tender Terkait, berdasarkan catatan publik yang t%&k
Terlapor Il ulangi di sini.---------=-====——cmmcmmmmm e~ % L -
Untuk menghindari keraguan: -------------=----—-—————— XYoo

1) Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.§, 1) angka 2 di

atas, sebagai perusahaan yang sepenuh dimiliki asing,

. Ini juga berlaku untuk
tender yang diselenggara@ h atau untuk DJBC. Oleh
karena itu, seperti y@ ijelaskan lebih lanjut dalam
paragraf 15.7.4. ang butir ii di bawah ini, PT RRSI
netral terhadap sigR@ yang memenangkan tender ini. --------
2) Sebagai pe ?»hulu, PT RRSI tidak terlibat dalam

mengatu /atau menentukan kriteria tender Tender

Terkai g dipahami oleh PT RRSI adalah kebijaksanaan

tu@ Kelompok Kerja yang bertanggung jawab atas
\’{‘ der Terkait ( Kelompok Kerja Pengadaan). ------------------

eristiwa yang terjadi selama "Masa Keberatan",

@ sebagaimana tertuang pada ayat 4.7 Periode Dugaan

Pelanggaran tidak diketahui oleh PT RRSI. Secara khusus,
sedangkan paragraf 4.7 dari Laporan Dugaan Pelanggaran
menguraikan (i) tentangan yang diajukan oleh PT AIR
terhadap Kelompok Kerja Pengadaan karena
memberlakukan persyaratan "Surat Dukungan / Surat Niat
/ Surat Perjanjian" dari produsen mesin MTU di negara
asal, dan (ii) tanggapan Kelompok Kerja Pengadaan, PT
RRSI tidak memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam

komunikasi ini. ----=--=--=-—mmmmmmmm
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15.6.8.

&

15.6.9.
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"Persyaratan Penawaran Teknis" -------------—--mmcmmmmmmmmm
Paragraf 7 dari Laporan Dugaan Pelanggaran menetapkan
"Persyaratan Penawaran Teknis", yaitu: ---------------—-cmccmmeme-
“1) Memiliki Supporting letter/letter of intent/letter of agreement
dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal
barang impor; —---—-- - s
2) membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai
ketentuan garansi dan layanan purna jual sebagaimana poin 11.
GARANSI DAN LAYANAN PURNA JUAL (lihat Bukti C36, C50)3--
PT RRSI tidak mengetahui persyaratan konten khus@g

1) Berdasarkan dokumentasi yang diminta unt eluarkan

berlaku untuk dokumentasi di atas. ------------------— )?ﬂ ?—’ ———————

biasanya "Surat Dukungan/Surat Ni

oleh PT RSSI sebelumnya, PT RRSI ahami bahwa
urat Perjanjian

dari produsen/prinsipal mesin M egara asal" (disebut

dalam Tanggapan ini sebagai & Dukungan) diharapkan
berisi konfirmasi oleh @en atau prinsipal bahwa
mereka akan memas ku cadang lengkap dengan
Sertifikat Pabrikan Qertiﬁcate of Manufacturer - COM)
untuk yang relgy mesin MTU kepada peserta tender.
Terlapor II @&u pada contoh Surat Dukungan yang

Q»leh PT RRSI

dikeluarka

x RRSI tidak mengetahui bentuk standar apa pun dari

surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan

2)
@ purna jual" meskipun Terlapor II berasumsi bahwa surat

tersebut akan mengkonfirmasi pengakuan produsen atau
prinsipal atas (i) jaminan yang melekat pada produk MTU
yang akan disediakan oleh peserta tender dan (ii) layanan
purna jual apa pun yang dapat diberikan oleh peserta
tender (disebut dalam tanggapan ini sebagai Pernyataan
Garansi). —------mmm o
Dalam memutuskan apakah akan menerbitkan Surat Dukungan
dan/atau Pernyataan Garansi tersebut: ------------—————c oo
1) Pertanyaan untuk PT RRSI adalah apakah konfirmasi yang

diperlukan akan benar secara faktual (misalnya, apakah
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PT RRSI akan mampu memasok suku cadang MTU kepada
peserta tender jika menang, dan (jika relevan) apakah
peserta tender adalah Mitra Resmi PT RRSI - ini semua
adalah pertanyaan faktual). ------------—--——cmmmmm

2) Sepanjang PT RRSI diharapkan untuk mengakui jaminan
yang melekat pada suku cadang yang dapat disediakan
peserta tender, atau untuk mendukung layanan purna jual

apa pun yang dapat diberikan peserta tender: ----------------—-

a. PT RRSI akan dapat mengonfirmasi keabsahan
jaminan yang melekat pada suku cadang yang4lj %k

oleh peserta tender hanya jika suku cad sebut
asli (baik bersumber dari PT RRSI at 8%ara tidak

langsung dari sumber pasokan la%alam jaringan

pasokan global RRPS).------------- T
b. Untuk menghindari keragu Q RRSI akan tetap

mengakui keabsahan jamjmfen yang melekat pada
mesin MTU itu sendirj ali suku cadang yang tidak
asli, atau suku yang tidak dipasarkan oleh

Grup RRPS tela@igunakan dalam servis mesin MTU
yang releva merupakan penyebab kegagalan atau
cacat i ksebut. —————————————————————————————————————————
c. Seperti’pang juga disampaikan dalam paragraf 15.7.4.

2 di bawah ini, karena kompleksitas seri mesin

U dan produk terkait, suatu dealer layanan harus

telah menerima pelatihan yang memadai dari RRSA

@ agar dapat menjadi Mitra Resmi sejak awal. PT RRSI

@ tidak dapat diharapkan secara wajar untuk

O mendukung layanan pemeliharaan yang disediakan
%’ oleh penyedia layanan yang belum menerima pelatihan
yang diperlukan atau tidak memiliki pengalaman yang

diperlukan untuk melayani yang sangat kompleks

produk MTU. ——-——-mmm oo

15.6.10. Permintaan Surat Dukungan dari PT DUN dan PT AIR,
pertanyaan dari Kemenkeu dan DJBC, dan Surat RRSA.----------

Dalam paragraf 8-11 dari Laporan Dugaan Pelanggaran,

Investigator telah menguraikan berbagai peristiwa yang

berkaitan dengan Tender Terkait. Untuk kelengkapan, PT RRSI
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menetapkan di bawah ini pemahamannya tentang peristiwa yang
relevan, dengan bukti pendukung, dalam urutan kronologis: ----
1) (Sebagaimana dirujuk oleh Investigator sebagai Bukti C17)
Pada tanggal 13 Desember 2023, PT RRSI menerbitkan
surat (No. Referensi: 007 /SID-CL/XII/2023) yang ditujukan
kepada DJBC, yang menegaskan bahwa PT DUN adalah
dealer layanan resmi yang diberi wewenang oleh PT RRSI

untuk melayani "MTU Marine Engines for Indonesian

Customs & Excise in Indonesia’, mengacu pada Perjag’ian

Dealer Layanan PT DUN ([bukti T2-34]). Dengan k in,
surat tersebut memberikan konfirmasi faktu%%?hgenai
status PT DUN sebagai Mitra Resmi. --------- % —————————————
2) (Sebagaimana dirujuk oleh Investigator ai Bukti C19)

Pada tanggal 18 Maret 2024, PT R %ﬁenerbitkan surat
(Nomor Referensi: 002/SID-CL/ 4) yang ditujukan

kepada DJBC yang men rrmasi

Bl Veskipun

Pelanggaran %@oor II mencatat bahwa surat ini tidak

relevan &%1 Tender Terkait. ----------=—————- oo~

3) (Seb% na disebut oleh Investigator sebagai Bukti C20)
Pa@ anggal 19 Maret 2024, sebagai tanggapan atas

\2 anyaan DJBC mengenai "prinsipal" mesin MTU, PT
Okr

x SI menerbitkan surat (No. Referensi: 016/SID/III/2024),
@ yang ditujukan kepada DJBC, yang menegaskan hal-hal

O berikut: -------------—-—---+--+-+------+------"-"----— -+«
% a. struktur organisasi RRS;----------—--—ccemeeee e
fakta bahwa PT RRSI adalah anak perusahaan RRS

dan RRSA, distributor utama produk MTU di Indonesia

dan pemasok “resmi” suku cadang MTU di Indonesia

(sebagaimana dijelaskan pada paragraf 15.5.1 angka 2-

3 di atas, terdapat pula sumber alternatif pasokan

mesin MTU dan suku cadang di Indonesia); --------------
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PT DUN adalah dealer layanan yang diberi wewenang
oleh PT RRSI untuk menyediakan layanan purna jual
dan dukungan mesin MTU untuk DJBC; dan------------

PT RRSI memiliki kewenangan untuk menerbitkan

4)  Surat tersebut disertai dengan:------------------mmcmmommem -

a.

ii.

iii.

iv.

dua surat pengakuan (dikeluarkan oleh RRPS masing-
masing pada 11 Januari 2022 dan oleh RRSA pada 15
Februari 2022); ----—--——- oo -
surat "Kepada Siapa Saja yang Bersangkutas ng
dikeluarkan tertanggal 29 Februari 0 dan
dikeluarkan oleh PT RRSI, yang mengon él
identitas PT DUN sebagai dea%layanan resmi
PT RRSI; ---------—-mmmmmmmo—- g%’ ————————————————————

jenis mesin MTU (ber% an aplikasi) yang
diizinkan untuk dise \oleh PT DUN, termasuk

jenis mesir&zang diizinkan untuk dijual oleh
2 N ) 6 €= —
fak@hhwa PT DUN Dberwenang untuk
n%’yediakan layanan untuk semua produk dalam
llayah tanggung jawabnya. --------------==-----coo--

Q@E surat “Kepada siapa Saja yang Bersangkutan"

biasanya dikeluarkan sebagai dokumentasi
referensi yang dapat digunakan oleh Mitra Resmi
sebagaimana mestinya, dan (tidak seperti surat
yang dimaksud dalam paragraf 15.6.10 angka 1 di
atas) tidak khusus untuk tender atau pelanggan
APA PUN. —m o m o m oo
surat otorisasi yang dikeluarkan oleh RRS kepada
PT RRSI yang mengkonfirmasi status PT RRSI sebagai
anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki RRS dan
wewenang yang diberikan kepada individu tertentu di

PT RRSI untuk menerbitkan COM. -----------—-=-—oomemo—-
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S5) Dokumentasi yang dimaksud pada paragraf 15.6.10 angka
3-4. di atas membentuk satu dokumen tunggal (bukti T2-
36) .

6) Pada tanggal 24 April 2024, PT DUN mengirim email dua
kali kepada Heru Destyanto, meminta dokumentasi
pendukung berikut dari PT RRSI sehubungan dengan
masing-masing Tender Terkait: --------------—ocmmcmmcmme -
a. "Surat Konfirmasi kepada DUN khusus untuk proyek

ini"; dan ————-————m -
b. "Konfirmasi Surat Dukungan COO & COM" (bwlty T2-
37). ?’

7) Dalam setiap permintaannya yang dim%%i dalam
paragraf 15.6.10 angka 6, PT DUN m irkan salinan
yang ditandatangani dari dua "Sura %ﬂftmen” (bukti T2-
38 dan bukti T2-39) (Komitmen N), mengkonfirmasi
hal-hal berikut: ------------------= R
1)  PT DUN akan meng 3:1’ setiap Surat Konfirmasi

yang akan diberik h PT RRSI secara ketat sebagai

jaminan keterse&an suku cadang asli untuk (antara

lain) MTU layanan purna jual yang akan

disedia DUN sesuai dengan standar MTU, untuk

kep l%n berpartisipasi dalam Tender Terkait; ---------

2) itmen PT DUN untuk "sepenuhnya mematuhi
@ ua peraturan tender dengan standar etika dan

Q integritas bisnis yang tinggi, menahan diri dari
@ tindakan korupsi atau penyuapan, dan mematuhi

@ semua peraturan dan hukum pemerintah yang berlaku
O di Republik Indonesia"; dan -------------=-——————cmcmmme—-
& 3) Pengakuan PT DUN bahwa dokumentasi pendukung

PT RRSI "akan dicabut dan tidak sah dalam hal terjadi
pelanggaran terhadap peraturan tender, etika bisnis,
integritas, keterlibatan korupsi atau penyuapan, atau
kegagalan untuk mematuhi peraturan dan hukum
pemerintah Republik Indonesia". ------------------occeeu-

8) Mengandalkan Komitmen PT DUN, pada tanggal 25 April
2024, Dede Oktria dari PT RRSI menanggapi permintaan

PT DUN melalui korespondensi email (bukti T2-40 dan bukti
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T2-41). Dokumentasi pendukung yang dikeluarkan oleh
PT RRSI kepada PT DUN berikut dilampirkan pada
korespondensi yang bersangkutan: ----------------——coccmmmm—-
a. Surat Dukungan tertanggal 24 April 2024 yang

dikeluarkan sehubungan dengan Tender A (bukti T2-

b. Surat Dukungan tertanggal 24 April 2024 yang
dikeluarkan sehubungan dengan Tender B (bukti T2-

c. surat konfirmasi (No. Referensi: 018/SID/IV20 ng
ditujukan kepada DJBC (bukti TZ%Y’ yang
mengonfirmasi bahwa: -------------—-mmc 4 - N T

i. PT DUN adalah dealer lay yang diberi

wewenang oleh PT RRSIgi?fﬁk menyediakan

layanan purna jual, te penyediaan suku

cadang dan jasa pe n mesin, untuk mesin
MTU pada k%% yang dioperasikan oleh
Direktorat Jenfigsd Bea dan Cukai.------------------

ii. PT RRSI a& mengakui jaminan yang melekat
pada cadang MTU yang akan dipasok oleh

PT ¥y dengan COM dan Surat Keterangan Asal

ificate of Origin - COO) yang menyertainya. ---

Pada Q?al 25 April 2024, Rasita dari PT AIR mengirim
em@ dua kali kepada Heru Destyanto, mencatat
képentingan PT AIR untuk berpartisipasi dalam masing-
asing Tender Terkait, dan meminta Surat Dukungan dan
penawaran untuk pembelian suku cadang dari PT RRSI

sehubungan dengan, masing-masing (bukti T2-45 dan bukti

Untuk alasan yang sama yang dijelaskan dalam paragraf
15.6.4. angka 2 di atas, Heru Destyanto mengarahkan
PT AIR ke PT DUN (bukti T2-47 dan (bukti T2-48]). -----------
Untuk menghindari keraguan: -----------=--=-——-——cmc e
1)  PT RRSI membuat keputusan independen, sepihak,

untuk tidak menerbitkan dokumentasi pendukung

kepada PT AIR sehubungan dengan Tender Terkait.
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2) Sementara pada saat ini, seperti yang dijelaskan dalam
paragraf 15.6.10. angka 6-8 di atas, PT RRSI telah
menerbitkan dokumentasi pendukung kepada PT DUN
sehubungan dengan Tender Terkait, keputusan
PT RRSI untuk menolak permintaan PT AIR konsisten
dengan tanggapannya terhadap permintaan
sebelumnya dari PT AIR pada Tender Awal (lihat
paragraf 15.6.4. angka 2 di atas) dan berdasarkan

alasan yang sama. -----------mmmmmmm o
3) PT RRSI tidak meneruskan permintaan PT AIR%&Z&L
PT DUN. —- oo XX
4) PT RRSI tidak memberitahukan ke %PT DUN
tentang kepentingan PT AIR dalam T: r Terkait. -----
5) Sekali lagi, dari perspektif PT , terserah pada

mereka untuk menerbitkan t Dukungan untuk

mendukung keikutsertaa DUN dalam Tender
Terkait. PT DUN @\;tuskan apakah akan
mendukung PT Al %—— ————————————————————————————————————
Seperti yang disebu@p dalam paragraf 15.5.4. angka 2
huruf a di atas, {e or II memahami dari Laporan Dugaan
Pelanggaran@ a PT AIR (i akhirnya tidak dapat
memperolefurat Dukungan dari PT DUN juga, mungkin
kare UN juga bermaksud untuk berpartisipasi dalam

Te Terkait dan (ii) (setidaknya sehubungan dengan

Té&ader B) akhirnya menyerahkan Surat Dukungan IMS

% epada DJBC tersebut. --------------mmmmmmo

«9@ )

Seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.4. angka 2
huruf b-d atas: -------------—cm
Pertanyaan Kemenkeu.---------------ommmommmme e
1) pada tanggal 4 Maret 2024, Kemenkeu mengirimkan
Pertanyaan Kemenkeu kepada PT RRSI untuk
mengkonfirmasi (1) keaslian Surat Dukungan IMS yang
disampaikan oleh PT AIR dan (2) apakah Surat
Dukungan IMS dikeluarkan oleh RRSI sebagai
prinsipal resmi mesin MTU (bukti T2-17). ----------—--—--
Sebagai tanggapan: -------------—mmmmmmmmm
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1) Pada tanggal 5 Maret 2024, Heru Destyanto dari
PT RRSI menanggapi Pertanyaan Kemenkeu, dengan
menegaskan bahwa Surat Dukungan IMS “tidak
berasal dari [PT RRSI| sebagai prinsipal resmi” (bukti
T2-18). mmmmm s

2) Pada tanggal 20 Maret 2024, Heru Destyanto
melaporkan Pertanyaan Kemenkeu secara internal
kepada para pemangku kepentingan lain di Grup
RRPS, ([bukti T2-49]) yang kemudian menerbi
Surat RRPS tertanggal Maret 202
menegaskan bahwa IMS bukanlah mitra se¥mi RRS
atau anak perusahaannya ([bukti T2- n T2-50).
Sebagaimana tercermin dalam kor densi internal
yang relevan ([bukti T2-50]), S Y‘RRPS diterbitkan
untuk "membalaskan [sic.jiiMfOrmasi yang salah
kepada pelanggan Terlapo@ri Indonesia". --------------

Pertanyaan Kemenkeu / ]%é ——————————————————————————————————

a. Pada tanggal 3 024, Amni Khalim dari DJBC
mengirimkan PeManyaan Kemenkeu / DJBC yang
ditujukan a RRS ke Pusat Bantuan Pelanggan
Grup R@( ukti T2-51]). —-----mmmmmmm o

b. Sete awmengklariﬁkasi sumber Pertanyaan Kemenkeu

C, pada tanggal 17 April 2024, Pusat Bantuan
anggan meneruskan Pertanyaan Kemenkeu / DJBC

Q kepada RRSA ([Bukti T2-51]). ---=----=-==-—mmmmmmmmmmm o

@ Pada tanggal 18 April 2024, merujuk pada Pertanyaan

@ Kemenkeu / DJBC, RRSA mengirimkan email kepada
Amni Khalim dari DJBC, yang mengonfirmasi bahwa

%’ IMS bukanlah: ----------—-cmmrme
1. “produsen atau prinsipal kami untuk mesin MTU

(suku cadang & layanan)”; -------------—-=——=-—-m-o———

ii. “distributor resmi kami dan rantai pasokan kami

untuk mesin MTU (suku cadang & layanan)”;------

1ii. “diberi wewenang oleh [RRSA| untuk menunjuk

atau mendukung perusahaan lain di Indonesia

untuk mesin MTU (suku cadang & layanan)”

(122072 o ) —
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d. Pada tanggal 19 April 2024, Amni Khalim dari DJBC
menanggapi email RRSA, yang mengakui konfirmasi
RRSA “mengenai status [IMS] dalam rantai pasokan
mesin MTU”. Amni Khalim dari DJBC meminta RRSA
untuk menerbitkan memo resmi yang mengonfirmasi
hal tersebut, karena “diperlukan untuk mendukung
pengadaan/tender [yang dimaksudkan DJBC| untuk
melaksanakan” ([bukti T2-52]). ------------—-=—-cmmmmmmmmv

e. Sebagai tanggapan, pada tanggal 23 April 2024, SA
mengirimkan Surat RRSA kepada Kemenk&n
DJBC melalui email, yang berisi perny, yang
dirangkum dalam paragraf 15.5.4. ayat af b butir
i di atas, yang mengklarifikasi stat@\/l ([bukti T2-
15]). - %’ ————————————————————

14) Sepengetahuan PT RRSI, PT RR mem1l1k1 interaksi
lebih lanjut dengan PT AIR d% ak lain dalam Tender
a

Terkait dalam proses Tend

Unsur Pasal 22 ICL tidak te oleh KPPU. -~

it yang tersisa. ------------

Laporan Dugaan Pelar&aran gagal membuktikan, dan
Investigator telah g embuktikan, seluruh unsur dalam
Pasal 22 ICL, y %

bersekongkol d%!gan Pelaku Usaha lain, dan/atau pihak yang
terkait de % Pelaku Usaha lain, untuk mengatur dan/atau

enen@
r

a persaingan usaha tidak sehat".------------—--—coe -

engatur bahwa "Pelaku Usaha dilarang

pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan

m

te
ﬁor II menetapkan tanggapan PT RRSI sehubungan dengan
asing-masing elemen di atas. ------------——-mmmmmmmm
"Pelaku Bisnis" ----------mmmmmm e
Dalam  Laporan Dugaan  Pelanggaran, Investigator
menyatakan bahwa PT DUN (Terlapor I) adalah "Pelaku
Usaha". Namun, Laporan Dugaan Pelanggaran tidak
menyebutkan kapasitas di mana PT RRSI sedang diperiksa
sebagai Terlapor. Investigator hanya menegaskan bahwa
unsur "Pelaku Usaha" terpenuhi. --------------mcmmmmmmmm -
2) PT RRSI menyangkal bahwa PT RRSI adalah "Pelaku Usaha"

yang relevan dalam arti Pasal 22 dalam Tender Terkait. ----
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a. Seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.1 angka 2
di atas, meskipun aktif di Indonesia, PT RRSI -

_. Oleh karena itu, PT RRSI bukan

"Pelaku Usaha" yang mampu melakukan kegiatan
bisnis dengan haknya sendiri di pasar yang relevan. --
b. PT RRSI juga bukan "Pelaku Usaha" yang terlibat
dalam Tender Terkait. Sepanjang Laporan Dugaan
Pelanggaran, PT RRSI secara longgar disebut sehagai
pihak yang "mendukung" Terlapor I, tanpa pe#j an
implikasinya terhadap kapasitas PT R% dalam
kerangka Pasal 22. ---------mmmmmmmm - N
c. "Dukungan" yang diberikan oleh RRSI kepada
PT DUN sehubungan dengan er Terkait pada
dasarnya merupakan seked irmasi faktual, yang
menegaskan bahwa (i) N adalah Mitra Resmi
PT RRSI dan (ii) PT @akan siap untuk memasok
PT DUN dengan cadang lengkap dengan COM

untuk memuné&kannya melayani mesin MTU yang

relevan ngan dengan Tender  Terkait.
Investig@ lah gagal menetapkan mengapa tindakan
me b%ikan surat tersebut akan membuat PT RRSI

sebagai suatu "Pelaku Usaha" dalam kaitannya

gan Tender Terkait berdasarkan Pasal 22. -----------

3) @skipun Investigator tidak merinci kasus KPPU dalam

>

4)

aporan Dugaan Pelanggaran, untuk menghindari
keraguan, PT RRSI lebih lanjut menyangkal bahwa mereka
adalah "pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain" yang
terlibat dalam Tender Terkait. -----------------mmmommmm
Dalam hal ini, kami mencatat panduan KPPU dalam
Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman
Larangan Persekongkolan dalam Tender (Peraturan KPPU
No. 3/2023), sebagai berikut: --------=--=——--cmmommeme
"Arti dari pihak lain ... diharapkan akan menjadi terbatas
yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan Pelaku
Usaha. Oleh karena itu, Komisi harus memiliki bukti yang

cukup untuk membuktikan keterlibatan pihak ketiga dalam
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menentukan keterkaitannya dengan Pelaku Usaha. Dengan
demikian, diperlukan  kehati-hatian ~ Komisi  dalam
menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan Pelaku
Usaha. Dengan demikian, sepanjang Komisi tidak memiliki
bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan
Pelaku Usaha lainnya, hal itu tidak dapat ditafsirkan
sebagai bentuk persekongkolan." ---------=--=-—--mmcmmemme -
Terlapor II mengemukakan bahwa rujukan "pihak yang
terkait dengan Pelaku Usaha lain" dalam Pasal 22 dituj
untuk menangkap persekongkolan yang dicapai tldakég»
secara langsung antara Pelaku Usaha ya rsaing
%d dalam
Peraturan KPPU No. 3/2023), tetapi ju ersekongkolan

yang dikoordinasikan melalui pihac%lga yang terkait
a (misalnya dalam

("persekongkolan horizontal" sebagaimana di

dengan satu atau lebih Pelaku

"persekongkolan vertikal" atau ekongkolan vertikal dan

horizontal" sebagaimana @ d dalam Peraturan KPPU

No. 3/2023). Mesklp rlapor menerima bahwa

"persekongkolan vert dapat melibatkan pihak-pihak

selain peserta t% itu sendiri, Terlapor II menekankan
n

bahwa - sep,

PT RRSI, ti

g dijelaskan lebih lanjut di bawah ini -

terlibat dalam mengatur atau menentukan

Tender Terkait, atau bahkan menentukan
asi tenter tersebut. Dengan demikian, PT RRSI tidak
h dianggap sebagai suatu "Pelaku Usaha" atau pihak

%ang "terkait dengan" Pelaku Usaha lain dalam konteks ini.

S

Berdasarkan hal tersebut di atas, Investigator belum
menetapkan dalam kapasitas apa, dalam arti Pasal 22,

PT RRSI ditetapkan sebagai Terlapor. -------------=——--ooceo—

15.7.4. Tidak Ada "Persekongkolan." -------=-----mmmmmmmmommm

1)

Analisis Investigator tentang unsur "persekongkolan" dalam
Laporan Dugaan Pelanggaran tidak memiliki substansi dan
paling spekulatif. Secara khusus, para Investigator
menegaskan bahwa unsur '"persekongkolan" telah
dibuktikan atas dasar berikut:-----------------cmmmomm
a. '"Terlapor I terbukti bekerja sama dengan Terlapor II

dalam bentuk penunjukan Terlapor I sebagai servis
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resmi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan mesin
kelautan MTU di [DJBC|] dan memberikan dukungan
terkait [Tender Terkait| ... sehingga mutatis mutandis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan
pemenuhan unsur ini." -----------m-mmmmmmm

b. "Bahwa lebih lanjut, baik Terlapor I maupun Terlapor II
terbukti telah menolak permintaan dukungan atau
penerbitan surat dukungan yang diajukan oleh [PT
AIR] dalam rangka keikutsertaannya dalam [Tegder
Terkait| ... sehingga mutatis mutandis menjad@n
yang tidak terpisahkan dari penjelasan %?huhan
unsur ini...."-----—--m-mmmmm ——2 ——————————

c. "Bahwa Terlapor I dan Terlapor II h mengetahui
dan/atau seharusnya mengetah '?e?hwa produk yang
ditender hanya dapat di 1 oleh Terlapor I
dan/atau Terlapor II... Sﬁgga mutatis mutandis,
menjadi bagian yang ti ?Zpisahkan dari penjelasan
pemenuhan unsurdyjy¥--------------------mmmmmmmm -

d. PT RRSI menolaX karakterisasi ini dan menyatakan
bahwa I e@ator telah gagal membuktikan
bagaim rh}lakan independen Para Terlapor berikut

ini mexpakan unsur "persekongkolan": ------------------

i. % RRSI menerbitkan surat dukungan yang berisi
@ konfirmasi faktual mengenai status resmi PT DUN

dan kesediaan PT RRSI untuk memasok suku

@ ii. PT RRSI memutuskan secara independen untuk

menolak permintaan surat pendukung dari PT AIR

iii. PT DUN memutuskan secara independen untuk
menolak permintaan serupa dari PT AIR; dan------

iv. RRSA menanggapi pertanyaan faktual dari
Kemenkeu dan DJBC sehubungan dengan

identitas IMS. ------——————mmmm

2) PT RRSI masing-masing menyatakan bahwa analisis
Investigator mencerminkan penerapan Pasal 22 yang salah

yang akan bertentangan dengan semangat ICL: -----------—---
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a. Pernyataan tersebut mencerminkan kesalahpahaman
mendasar tentang model distribusi PT RRSI, seperti
yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.1. angka 5 dan
15.5.2 di atas, yang melibatkan penunjukan dealer
layanan spesialis yang mampu memenuhi standar
berbasis tujuan, prestasi, dan kepatuhan PT RRSI.
Penunjukan dealer layanan resmi adalah model bisnis
umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa

pelanggan akhir dari produk yang relevan men%%d
t1

akses ke opsi layanan berkualitas tinggi, ko itif,
dan lokal untuk memelihara dan memperbei roduk
mereka dan diizinkan  berdasark peraturan

perundang-undangan yang berlaku. $— —————————————————
b. Penafsiran Pasal 22 yang u

luas yang
menyiratkan bahwa, sebagai rafaktual, PT RRSI
harus menerbitkan Surat %kungan atau Pernyataan
Garansi untuk mend @ PT AIR, akan menghambat
kebebasan pema %111, seperti PT RRSI, untuk
menunjuk dealeX layanan yang mampu memenuhi
standar obj RRSI. -

C. Terlapo@%gan hormat menyatakan bahwa setiap
penafs Pasal 22 tersebut akan melampaui batas
aan KPPU dan tidak konsisten dengan

@ angat ICL yang berfokus pada pengaturan perilaku

Q anti persaingan, dan tidak melangkah lebih jauh

@ dengan mengharuskan pemasok untuk menerbitkan

Surat Dukungan dan memasok produk ke setiap

penyedia layanan di pasar. -----------=----—mmmmmmmmmmmm
PT RRSI menolak semua pernyataan yang dibuat oleh
Investigator untuk mendukung kesimpulan bahwa,
berdasarkan fakta, unsur '"persekongkolan" terpenuhi.
Mengacu pada pedoman penafsiran "persekongkolan"
berdasarkan Peraturan KPPU No. 3/2023, PT RRSI
mengklarifikasi sebagai berikut: --------------~--- oo
a. Sedangkan "persekongkolan adalah bentuk kerja sama

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku

usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar
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bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang
bersekongkol" dan, "secara jelas dan imperatif
dipahami bahwa persekongkolan terjadi ketika
terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling
bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar
hukum demi mencapai tujuan tertentu": -------------—--
Tidak ada kerja sama: Tidak ada "kerja sama"
antara PT RRSI dan PT DUN. ---------------cmcmm -

a. Mengacu pada tindakan yang ditentang, yaitu,
keputusan PT RRSI (i) untuk men&%ﬁg

Surat Dukungan kepada PT Dl% n (i)

u

untuk tidak menerbitkan S kungan

kepada PT AIR dibuat ole RRSI secara
independen dari PT lasan PT RRSI

mengambil keputu ersebut dijelaskan
masing-masing p aragraf 15.6.9. angka 1
dan paragraf o= angka 2 di atas. ------------

b. Demikian ; sementara PT RRSI merujuk
PT AIR k DUN ketika PT AIR mendekatinya
urat Dukungan, keputusan untuk

@h PT DUN harus menerbitkan Surat

ukungan kepada PT AIR adalah

s(} kebijaksanaan PT DUN sendiri. PT RRSI

membantah adanya tuduhan bahwa PT RRSI
telah mengarahkan PT DUN wuntuk tidak
mendukung PT AIR, tetapi untuk
berpartisipasi dalam Tender Terkait sendiri. --
Tidak ada niat untuk mengendalikan pasar
bersangkutan untuk kepentingan pelaku usaha
MANA PUIL ~==— === m oo m oo oo
a. Dalam menerbitkan Surat Dukungan dan
menanggapi Pertanyaan Kemenkeu/DJBC,
satu-satunya tujuan PT RRSI adalah untuk
mengkonfirmasi fakta-fakta — apakah dealer
layanan yang bersangkutan berwenang atau

tidak; dan apakah jaminan yang melekat pada
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suku cadang yang dijual olehnya akan diakui
oleh PT RRSI atau tidak.----------------------——---
b. Bahkan, sebagai pemasok hulu yang
merupakan bagian dari grup perusahaan
produsen, tidak akan "menguntungkan" (dari
perspektif penghasil pendapatan) bagi PT RRSI
untuk mendukung satu mitra layanan dan
bukan yang lain jika, terlepas dari siapa yang
memenangkan tender, pemenang at
mendapatkan suku cadang yang dib an
dari PT RRSI. Dengan kata lain, P’% tidak
memiliki insentif komei@
mengecualikan penyedia 1 an hilir sama
sekali. Spekulasi Inves@%}’ bahwa PT RRSI

telah mendukung %

permintaan PT untuk mengendalikan

UN dan menolak

pasar yan % sangkutan mengabaikan
netralitas SI dalam model distribusinya
di mana%‘ RSI tidak bersaing dengan dealer

lay hilir dalam kaitannya dengan tender

iii. T bekerja sama untuk melakukan tindakan

S

ng melanggar hukum: Hubungan antara
PT RRSI dan PT DUN adalah hubungan yang sah
antara distributor dan dealer layanan yang
ditunjuknya. Seperti di atas, PT RRSI membantah
adanya kerja sama dengan PT DUN dan bahwa
keputusannya  mengenai  penerbitan  Surat
Dukungan diambil secara independen.
Bagaimanapun, keputusannya untuk
menerbitkan Surat Dukungan mengenai PT DUN
(yaitu pernyataan situasi faktual) adalah tindakan
yang sah. Selain itu, kecuali KPPU dapat
menetapkan bahwa hukum mengharuskan
pemasok untuk menerbitkan Surat Dukungan
dan Pernyataan Garansi yang mendukung setiap

calon pemasok layanan hilir (yang ditolak), sulit
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untuk melihat mengapa penolakan independen

untuk menerbitkan dokumentasi tersebut akan

"melanggar hukum". Terlapor II dengan hormat

menyatakan bahwa KPPU tidak memiliki

kewenangan untuk membatasi kebebasan bisnis

dalam hal ini. --------------—-cm

b. Terlapor II mengulangi pengajuan Terlapor II dalam

paragraf 15.7.3. angka 5 atas. Dalam hal ini, Terlapor

II lebih lanjut menyampaikan bahwa: ---------------—gg—--

i. Tidak ada bukti langsung atau tidak la@»
tentang persekongkolan: Hingga 2’(

Investigator belum mengajukan %apa pun

yang mendukung dugaannya b a PT RRSI dan

PT DUN '"bersekongkol" mengecualikan

PT AIR. Satu-satunya b @ng diandalkan oleh

Investigator adalah k ondensi antara PT RRSI

dan PT AIR, seba, na dimaksud pada paragraf

15.6.10. ang %a‘cas dan Surat RRSA. Tidak

ada koresp&den& tersebut (dimana PT DUN

bukan rupakan  pihak) yang mampu

me tikan bahwa PT RRSI bersekongkol

d n PT DUN dalam mengatur dan/atau

% enentukan Tender Terkait (yang, seperti di

@ bawah ini, juga tidak terbukti dan ditolak oleh

PT RRSI). Lebih jauh lagi, fakta bahwa kedua

@ Terlapor secara independen memutuskan untuk
@ tidak menerbitkan Surat Dukungan kepada

PT AIR tidak dengan cara apa pun membuktikan

adanya persekongkolan (atau bahkan kerja sama)

di antara mereka. -----------mmmmmmm

15.7.5. Tidak ada "Pengaturan dan/atau Penentuan Pemenang Tender".
a. Investigator telah gagal membuktikan bahwa PT RRSI (dan

PT DUN) bersekongkol dalam "pengaturan dan/atau

penentuan” Tender Terkait (yang ditolak). Dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran, kesimpulan Investigator bahwa unsur

ini terpenuhi semata-mata didasarkan pada: ----------------—-
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a. pernyataan Investigator bahwa ada "persekongkolan"
(yang ditolak, seperti di atas); dan -----------------——--———-

b. pernyataan bahwa "tindakan persekongkolan antara
Terlapor 1 dan Terlapor II telah mengakibatkan
Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat
memenuhi persyaratan teknis sehingga [Terlapor I
selanjutnya dapat menjadi pemenang Tender Terkait."

b. Analisis Investigator bersifat spekulatif dan mengabaikan
faktor-faktor berikut: ------------------ -

a. PT RRSI tidak terlibat sama sekali dalam men&%&;{n
spesifikasi tender yang memerlukan Sura@%ngan

atau Pernyataan Garansi dari produsen4gtay¥ prinsipal.
PT RRSI sepenuhnya reaktif dala njawab setiap
permintaan dokumentasi pen g tersebut dan
menanggapi dengan ko si  faktual atas
pertanyaan Kelompok Pengadaan mengenai
identitas PT AIR dan IMS? )------------—-mmmmmmmmmmm -
b. PT RRSI tidak %entukan siapa yang harus
mengajukan per&zvaran untuk Tender Terkait (dan,
seperti yan% askan dalam paragraf 15.7.4 angka 3
i

huruf

hul %bukanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ii di atas, sebagai pemasok suku cadang

, PT RRSI seharusnya tidak memiliki insentif

ersial untuk menentukan siapa yang harus

Q menang). Sedangkan PT RRSI mengeluarkan surat
@ dukungan kepada PT DUN atas permintaan PT DUN: -
@ i. PT RRSI tidak setuju dengan PT DUN untuk tidak
O menerbitkan dokumentasi pendukung kepada
orang lain. ----------mmmmmmm

ii. PT RRSI tidak menolak permintaan dokumentasi
pendukung dari penyedia layanan lain (selain

PT AIR karena alasan || GczcGEGEGEG - :
dijelaskan dalam paragraf 15.5.4. angka 1 huruf a
hingga huruf s di atas).-------—------———— -~

1ii. PT RRSI tidak berinteraksi dengan PT DUN atau

pihak lain mengenai siapa yang boleh atau tidak
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boleh mengajukan penawaran untuk Tender

Terkait. --------------cmmmmr e

iv. Tidak seperti dalam kasus Tender di BRIN,

PT RRSI tidak menarik surat pendukung yang

telah dikeluarkan kepada pihak mana pun dalam

upaya untuk menghalangi kemampuannya untuk

bersaing dengan PT DUN atau pihak lain. ---------

c. Spesifikasi teknis, termasuk kebutuhan akan surat

pendukung dari pabrikan, serta pemenang, ditentykan

secara eksklusif oleh Kelompok Kerja Pe n,

sesuai dengan undang-undang yang berl ereka
tidak ditentukan oleh peserta tender %?

hulu seperti PT RRSI. ---------- -y - - - - ——-——-

pemasok

i Faktanya, seperti disebutk aYam paragraf 4.7-
4.8 Laporan Dugaan nggaran, PT AIR
menentang dan K ok Kerja Pengadaan
membahas pers@ dokumentasi pendukung
dari produse g dibahas oleh Kelompok Kerja
Pengadaan, Mpencatat bahwa "spesifikasi teknis
dan l%wn penawaran yang menyebutkan
ke@ n
S

%Cginsipal di negara asal dalam hal barang impor

@ bukan merupakan persyaratan kualifikasi yang
N

x diskriminatif dan tidak objektif", dan
% "penambahan persyaratan kualifikasi dan/atau

® persyaratan  teknis bagi penyedia  dapat

akan surat pendukung / surat niat /

perjanjian dari MTU pabrik mesin /

diberlakukan untuk mencapai hasil kerja teknis
%’ berdasarkan kajian atau pembenaran pihak yang
berwenang di bidangnya." Sebagaimana
disebutkan di atas dalam paragraf 15.6.6 angka 3,
PT RRSI tidak mengetahui tentangan ini oleh

ii =~ Faktanya, persyaratan tersebut diamanatkan

berdasarkan Poin 2.3.2.7 Peraturan LKPP No.
12/2021, sebagai berikut [bukti T2-53]):------------
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"Pengadaan Barang Impor adalah barang yang
diimpor untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus
mencantumkan persyaratan kelengkapan
dokumen barang:-----------------mmmmmmm o
(1) Supporting letter/letter of intent/letter of

agreement dari pabrikan/prinsipal di negara

asal; ----mmmm e
(2) Surat Keterangan Asal; dan ----------------——gg---
(3) Sertifikat Produksi. -------------------———- - Y:'—

Persyaratan Supporting letter, %?r of

intent/ letter of agree@% dari

pabrikan /prinsipal di egara asal
dicantumkan dalam @ men pemilihan

serta tender/seleksi

dengan diserahkan Q%
kepada Pokja F@d an bersama dengan

peyampaian en penawaran.---------------
Surat Ket€sangan Asal (Certificate of Origin)
dan Ser@(at Produksi diserahkan bersamaan

deri% penyerahan barang oleh Penyedia
a Pejabat Penandatangan Kontrak.

?’Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate

%\6 of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan

dalam rancangan kontrak." -------------—-oeo—-
Dengan kata lain, persyaratan ini diberlakukan
oleh Kelompok Kerja Pengadaan, untuk dan atas
nama DJBC sebagai pelanggan, dengan
mempertimbangkan kebutuhan layanan DJBC.
PT RRSI tidak boleh dikenakan penalti atas
ketentuan tender yang diberlakukan oleh

pelanggan. ----------mmmmmm

PT DUN menjadi pemenang Tender Terkait karena

Kelompok Kerja Pengadaan memberlakukan

persyaratan relevan yang dapat dipenuhi oleh PT DUN;

bukan karena PT RRSI memiliki keterlibatan apa pun

dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang. ---
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c. Berdasarkan hal di atas, PT RRSI menolak semua
pernyataan yang dibuat oleh Investigator bahwa PT RRSI
telah bersekongkol dengan PT DUN untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang Tender Terkait. -----------

15.7.6. Tidak Ada Dampak pada "Persaingan Bisnis yang Sehat" ---------

1) Para Investigator sama sekali tidak membuktikan analisis
sehubungan dengan elemen ini dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran. Dalam laporan dugaan pelanggaran: ----------
a. Para Investigator mengacu pada definisi "Persaiggan

Usaha Tidak Sehat", sebagai berikut: ----------- %

"Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah ingan

antar Pelaku Usaha dalam menjala %keglatan

produksi dan atau pemasaran bar dan atau jasa
yang dilakukan dengan cara ti r atau melawan
hukum atau menghambat pe @an usaha." ----------
b. Tanpa analisis lebih lanj nvestigator lebih lanjut
menyimpulkan bahw, &akan bersekongkol yang
dilakukan oleh 1%} or dalam proses pengadaan
tersebut dapat ikategorikan sebagai tindakan
menghamb saingan usaha."--------------cmmmmmmo-

2) Sehubungar@-l an hal ini, Peraturan KPPU No. 3/2023
menyeb:ii ———————————————————————————————————————————————————————
"Dala% ang-Undang, persekongkolan tender dinyatakan

g

akan memerlukan pembuktian dalam menentukan

perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu suatu

@elah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha
@ yang sehat. Untuk itu, dalam persekongkolan tender, perlu
diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha." ------mmmmmmmmmmmmm

3) Sebagaimana di atas: ----------—m-mmmmmmmm
a. PT RRSI membantah Dugaan bahwa mereka
"bersekongkol" dengan PT DUN atau pihak lain
sehubungan dengan Tender Terkait — ia membuat
keputusan apakah akan menerbitkan dokumentasi
pendukung secara independen berdasarkan

pertimbangan yang tidak terkait dengan persaingan.
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b. Ia tidak terlibat dalam "mengatur dan/atau
menentukan pemenang" Tender Terkait. --------------—--

c. Oleh karena itu, PT RRSI tidak terlibat dalam "perilaku
tidak jujur" atau "melanggar hukum", juga tidak
terlibat dalam perilaku apa pun yang "menghambat
persaingan usaha". -----------mmmmmm

i. Seperti paragraf di atas 15.7.4. angka 3 huruf a
butir iii, tindakan yang diambil oleh PT RRSI

sehubungan dengan Tender Terkait (yaitu
menerbitkan Surat Dukungan kepada IQ&
dan memutuskan untuk tidak me 1%T(annya
kepada PT AIR) adalah tindakan ya r% —————————

ii. Selain itu, tidak ada keti jujuran dalam

perilaku PT RRSI. Seperti ??atas PT RRSI

menanggapi secara j dan faktual atas
Pertanyaan Pertanyaan
Kemenkeu/DJB gg»enal status PT AIR dan
IMS, serta s uku cadang yang ditawarkan

iii. Untuk an yang ditetapkan dalam paragraf
15 ﬁlgka 2 di atas, PT RRSI membantah
%p tuduhan bahwa telah menghambat

% rsaingan usaha sehubungan dengan Tender
Terkait. --------mmmm o

gPU harus membuktikan kasusnya. Namun, PT RRSI
%X'mmbantah Dugaan tersebut dan menyampaikan sebagai

@ berikut sehubungan dengan adanya persaingan usaha: -----

a. Perluasan gerai layanan (rute ke pasar): Seperti di atas,

& PT RRSI sendiri [
_ Dengan menunjuk dan memastikan
pelatihan untuk penyedia layanan lokal yang mampu
melayani [ MEEEEEEE. FT RRSI telah
menciptakan gerai layanan lokal dengan kualitas tinggi

dan kompetitif bagi pemerintah Indonesia, termasuk
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Persaingan antara dealer layanan resmi dan tidak
resmi: Seperti di atas, persyaratan untuk Surat
Dukungan dari pabrikan ditentukan oleh Kelompok
Kerja Pengadaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
PT RRSI tidak terlibat sama sekali dalam menentukan
persyaratan ini. Padahal, tunduk pada kepatuhan
terhadap hukum yang berlaku, terserah pada DJBC,
pelanggan, untuk mempertimbangkan pengadaan
layanan dari (i) dealer layanan yang saat ini fidak
diberi wewenang oleh PT RRSI, tetapi pu
menyediakan layanan perawatan yang dip ?&h atau
dari (ii) mitra resmi PT RRSI. PT RR&I \tidak boleh
dihukum atas persyaratan y diberlakukan
berdasarkan undang-undang yté rlaku, atau atas
i

preferensi pelanggan untuk%
layanan yang saat ini ditu@oleh PT RRSI. -----------
na

nstruksikan dealer

Persaingan antar deal % n resmi: ----------------—-
(1.) Seperti di at§ !%Iam kaitannya dengan XXXX
XXXXXXX)& XXXXXXXX, PT RRSI

telah rke»%hjuk tidak hanya PT DUN tetapi juga
al

PT min sebagai dealer layanan resmi.
SePpagaimana disebutkan juga dalam paragraf

.6.3. angka 2, PT Marmin juga mendaftarkan

Q@E minatnya untuk mengikuti Tender Awal di 2024,

dimana PT DUN juga berpartisipasi. --------------

%X (2.) Dengan kata lain, tanpa mengurangi pandangan

kami di atas bahwa terserah pada DJBC, sebagai
pelanggan, untuk mempertimbangkan apakah
akan mendapatkan layanan dari mitra resmi
PT RRSI atau pihak ketiga lainnya, masih ada
potensi persaingan antara dealer layanan yang
diberi wewenang oleh PT RRSI. Kebijakan PT RRSI
adalah menerbitkan Surat Dukungan kepada
semua dealer layanan resminya atas permintaan.
Hal ini tidak mengganggu keputusan masing-
masing tentang apakah akan berpartisipasi dalam

proses tender apa pun dan semua mitra PT RRSI
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bebas untuk bersaing di antara mereka sendiri

dalam sektor yang mampu mereka layani.----------

PT RRSI membantah Dugaan bahwa keputusannya untuk
menerbitkan Surat Dukungan kepada PT DUN sehubungan
dengan Tender Terkait, dan tidak menerbitkan Surat
Dukungan kepada PT AIR karena alasan yang tidak terkait
dengan persaingan, menyebabkan persaingan "tidak sehat"
di mana status peserta tender sebagai mitra resmi pabrikan
merupakan salah satu parameter objektif persaingan gang
dianggap relevan oleh pelanggan. ------------------—--- %?}-'-
a. Penunjukan Mitra Resmi memiliki efek pro %Emgan,
memberi insentif kepada mitra tegsebtit untuk
berinvestasi dalam pelatihan dan pe ahuan produk,

yang pada gilirannya memastik anan berkualitas

tinggi bagi pelanggan akhi

>

1 harus berusaha menjadi

tanya, jika status

peserta tender sebagai Mi esmi pabrikan dianggap

relevan, Mitra Tidak

berusal@e saing pada parameter kompetisi lainnya.
Itu Q‘lﬁh cerminan dari persaingan yang sedang
N KA, -

jKa otorisasi oleh pabrikan adalah syarat kelayakan,
maka dapat dikatakan, Mitra Resmi dan Mitra Tidak-

Resmi, dalam konteks tender ini, bukanlah pesaing

b,
@ sejak awal — hal ini karena Mitra Tidak Resmi tidak

mampu memenuhi kriteria tender kecuali pelanggan
mengesampingkan ketentuan tersebut. Dengan kata
lain, tidak ada persaingan untuk membatasi sejak awal
— dalam proses saat ini, KPPU tidak menuduh bahwa
PT RRSI gagal mengeluarkan surat pendukung kepada

Mitra Resmi lainnya atas permintaan. -----------------——-

6) Oleh karena itu, PT RRSI menyatakan bahwa Investigator
telah gagal membuktikan teori kerugian untuk mendukung
kasus KPPU. —----mmmmmmmmm oo

Kesimpulan ----------mmmmmmmmm e
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15.8.1. Investigator telah gagal, atau setidaknya belum dapat
membuktikan, bahwa PT RRSI telah melanggar Pasal 22 ICL.

Sesuai dengan itu: ---------mmmmm s

1) PT RRSI dengan hormat meminta agar Majelis Komisi:-------

a. menolak semua argumen yang diuraikan dalam

Laporan Dugaan Pelanggaran; dan ------------------—--——-

b. menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang

dilakukan oleh PT RRSI; ------—--—-——mmmmmmmm o=

15.8.2. Jika Majelis Komisi Yang Terhormat memutuskan ugtuk
melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor an

ini berhak untuk memanggil saksi tambahan, ah /atau
E\enksaan

menyerahkan bukti tambahan selama taha

Lanjutan sebagaimana dianggap perlu%mtuk tujuan

pembelaannya. -------------mmmmmmm —%’ ————————————————————
15.8.3. Sesuai dengan Pasal 61 dan 62 Per KPPU No. 2 Tahun
2023, PT RRSI dengan ini juga men, aikan daftar saksi, ahli,

dan barang bukti yang a gbdisampaikan pada tahap
Pemeriksaan Lanjutan se bagian dari Tanggapan atas
Laporan Dugaan Pelang a%. ——————————————————————————————————————————
15.9. Permohonan Kepada %13
15.9.1. Berdasarkan hal §»

as, Terlapor II dengan hormat meminta
Majelis Komisj 1%&11{ memberikan putusan sebagai berikut: -----
1)  Untu éznolak secara keseluruhan Laporan Dugaan
Pe@%ran dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025 tentang
aan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
@ehubungan dengan Tender Pemeliharaan Mesin Induk
@ MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024. ----
Untuk menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti
melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. ---------=—--- oo

3) Untuk menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak
melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara

No. 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22

UU No. 5 Tahun 1999 sehubungan dengan Tender
Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Tahun 2024, -------—-—mmm e
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15.9.2. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor II telah
menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait
perkara a quo kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -------------
1)  bukti TII.1: Surat Kuasa Khusus Presiden Direktur

PT Rolls Royce Solutions Indonesia kepada
kantor Persekutuan Perdata AGI LEGAL
beserta Lampiran kelengkapan Advokat;------
2) bukti TII.2:  Daftar bukti Terlapor II berikut versi bahasa
Inggrisnya; ------------— oo oo

3) bukti TII.3: Daftar Saksi dan Ahli Terlapor I m
Perkara No. 07/KPPU-L/2025 b%k}f versi

bahasa Inggrisnya; ------------- »6 —————————————

4) bukti TII.4: Tanggapan atas Laporan D n Pelanggaran
PT Rolls Royce Soluti %Thdonesia beserta
versi bahasa Inggri 6—— ———————————————————————

5) bukti TII.5: Perjanjian Deal Xeayanan (Service Dealer)

an PT DUN efektif 1 Maret

antara PT

6) bukti TII.6: Perjam& Dealer Layanan (service dealer)
antat@’/ PT RRSI dan PT DUN efektif 1 Juni
r%'(rahasia) e
7)  bukti TII 7:?\8urat pengantar tertanggal 9 Mei 2025 yang
%Cj dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan

A2

kepada Tim Investigator KPPU sehubungan

xQ dengan penyerahan dokumen  sebagai
X% tanggapan atas Surat panggilan KPPU
(rahasia); --------====== o

O 8) bukti TII.8&:  Surat tertanggal 26 November 2019 yang
%’ dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan
kepada pihak yang berkepentingan

sehubungan dengan penunjukan PT Marmin

sebagai service partner PT RRSI (rahasia); ----

9) bukti TII.9: Perjanjian dealer layanan (servce dealer)

antara PT RRSI dan PT Marmin efektif tanggal

15 Januari 2024 (rahasia);--------------------—--

10) bukti TII.10: Surat dukungan No. 001/SID-CL/X/2023

yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang
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ditujukan kepada PT Marmin sehubungan
dengan tender yang diselenggarakan oleh
DJBC (rahasia); ---------=--=-—=m—mmmmmmmme -
11) bukti TII.11: Perjanjian Mitra Layanan antara PT RRSI
dengan PT AIR yang berlaku efektif pada
tanggal 9 Januari 2014 (rahasia); --------------
12) bukti TII.12: Ekspektasi Rolls Royce terhadap Mitra
Terlapor Il yang diterbitkan pada tahun 2025;
13) bukti TII.13: Surat tertanggal 12 Januari 2018 ng
dikeluarkan oleh PT RRSI yang d@n
kepada PT AIR sehubung engan
keputusan untuk tidak ea%rpanjang
perjanjian service partner R (rahasia);---
14) bukti TII.14: Ringkasan (extrac ?”dari Laporan
Ernst&Young ter 31 Juli 2013

(rahasia); --------- &‘ —————————————————————————————
15) bukti TII.15: Slide prese &:;rnal yang disiapkan oleh

RRPS @berkaitan dengan tinjauan

(rahasi&— ———————————————————————————————————————————

16) bukti TII.16: Sl gbpresentasi internal tertanggal 24
@(%aer 2017 yang disiapkan oleh RRPS

?&sehubungan dengan Sunset Plan mengenai

Cj PT AIR (rahasia);---------==-==-==mmmmmmmmmemmee

17) b\@ 17: Daftar Pantauan (watchlist) RRPS tertanggal

Q 29 Mei 2020 mencantumkan antara lain

%X PT AIR (rahasia); -----------=-==-——--mmmmmm -
@) bukti TII.18: Permintaan untuk menambahkan PT AIR ke
O dalam Daftar  Hitam internal  yang
%’ dikeluarkan oleh Regional Ethics and
Compliance Officer, Asia Pacific, RRSA pada

tanggal 15 September 2022 (rahasia); ---------

19) bukti TII.19: Surat No. GAB/24/04/002 tertanggal 23

April 2024 yang dikeluarkan oleh RRSA yang

ditujukan kepada Kemenkeu dan DJBC

sebagai tanggapan atas permintaan

kemenkeu dan DJBC untuk mendapatkan
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klarifikasi tertentu mengenai status IMS

(rahasia); --------—-mm -

20) bukti TII.20: Surat No. S-80/BC.01/APK-APBN.2/2024
tertanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh

Kemenkeu dan DJBC yang ditujukan kepada

RRS sebagai tanggapan atas permintaan

mereka untuk mendapatkan konfirmasi

tertentu  mengenai status IMS dan

lampirannya (rahasia);---------------------——gg---

21) bukti TII.21: Email dari Andrew Setiawan SafjN\dari
Kemenkeu kepada Heru Des dari

PT RRSI sehubungan % Surat

Dukungan IMS dan lampir a (rahasia);---

22) bukti TII.22: Email dari Heru De %l’b dari PT RRSI
kepada Andrew Seti Sani dari Kemenkeu

sehubungan de@ Surat Dukungan IMS

(rahasia); --- g ¥e=)------=—-— -

23) bukti TII.23: Surat gal 21 Maret 2024 yang
d1kelue&n oleh PT RRSI yang ditujukan

siapa saja yang berkepentingan

@hungan dengan Surat Dukungan IMS

(rahasia); ---------===== o

24) bukti %& Contoh pesanan pembelian yang diterbitkan
oleh PT RRSI kepada non authorized partner

beserta lampirannya (rahasia); ------------------

@uktl TII.25: Surat dukungan No. 010/CL/MTUID/II/2019
@ tertanggal 20 Februari 2018 yang
dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan

kepada PT AIR sehubungan dengan tender

yang diselenggarakan oleh DJBC (rahasia);---

26) bukti TII.26: Surat Dukungan NO.
009/CL/MTUID/II/2019 tertanggal 20

Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT RRSI

yang ditujukan kepada PT DUN sehubungan

dengan tender yang diselenggarakan oleh

DJBC (rahasia); ---------=======-—mmmmmmmmo -
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27) bukti TII.27: Surat dukungan No.
001/CL/MTUID/VIII/2019 tertanggal 1
Agustus 2019 yang di keluarkan oleh
PT RRSI yang ditujukan kepada PT AIR
sehubungan dengan tender yang
diselenggarakan oleh DJBC (rahasia); ---------

28) bukti TII.28: Surat dukungan No. 002/CL/MTUID/VIII/
2019 tertanggal 1 Agustus 2019 yang di
keluarkan oleh PT RRSI yang dituj
kepada PT DUN sehubungan denga ‘%
yang diselenggarakan oleh DJ %&a -

29) bukti TII.29: Surat No. S—6/POKJA.IV/&19 yang
dikeluarkan oleh Kemenk ang ditujukan
kepada PT RRSI seh %an tender yang

diselenggarakan ol C dan lampirannya

(rahasia); --------- Y—; —————————————————————————————

30) bukti TII.30: Surat terte@ 20 Agustus 2019 yang
dikeluar leh PT RRSI yang ditujukan
kepad&emenkeu sebagai tanggapan atas

sutat Kemenkeu No. S-6/POKJA.IV/SJ/2019

L?Zsia) B

31) bukti TII ?&Contoh surat dukungan yang dikeluarkan
%@ oleh PT RRSI kepada Mitra Tidak Resmi
(rahasia); --------====== o

l\%tl TII.32: Catatan publik untuk Tender Awal A (kode
% tender 39415011) dan Tender Awal B (Kode
Tender 39414011) (rahasia);------------------—--

O 33) bukti TII.33: Email dari Rasita dari PT AIR yang ditujukan
%’ kepada Heru Destyanto dari PT RRSI
sehubungan dengan Tender Awal B dan

lampirannya (rahasia);--------------=--=----—————

34) bukti TII.34: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI
sehubungan dengan Tender Awal B dan

lampirannya (rahasia);--------------=--=----—————

35) bukti TII.35: Email from Rasita of PT AIR to Heru
Destyanto OF PT RRSI in relation to Initial

Tender A and its enclosure (rahasia); -----------
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bukti TII.36: Email from Rasita of PT AIR to Heru
Destyanto OF PT RRSI in relation to Initial
Tender A and its enclosure (rahasia); -----------
bukti TII.37: Surat Dukungan No. 002/SID-CL/III/2023
tertanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan
oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT DUN
(rahasia); --------—-mm -
bukti TII.38: Surat No. 007/SID-CL/XII/2023 tanggal 13
Desember 2023 yang dikeluarkan leh
PT RRSI yang ditujukan kepad C
sehubungan dengan PT DUN (rah i%” ———————
bukti TII.39: Surat No. 002/SID-CL/III/2024\tanggal 18
Maret 2024 yang dikeluar oleh PT RRSI
yang ditujukan kepa C sehubungan
dengan pembangu t'zapad patroli untuk
wilayah DJBC 28M dan FPB 38M
(rahasia); --- g ¥e=)------=—-— -
bukti TIL.40: Surat N? 6/SID/III/2024 tertanggal 14
Maret QZ yang dikeluarkan oleh PT RRSI
y tujukan kepada DJBC dalam rangka

@e anggapi pertanyaan DJBC dan

lampirannya (rahasia);--------------=--=-—--—————
bukt@ : Halaman depan (cover) dua email dari
Yulandha dari PT DUN kepada Heru
Destyanto dari PT RRSI sehubungan dengan

Tender A dan Tender B (rahasia); ---------------

@) bukti TII.42: Surat Komitmen tertanggal 23 April 2024

yang dikeluarkan oleh PT DUN sehubungan
dengan tender A (rahasia); -----------------------
bukti TII.43: Surat Komitmen tertanggal 23 April 2024
yang dikeluarkan oleh PT DUN sehubungan
dengan tender B (rahasia); -----------------------
bukti TII.44: Email dari Dede Oktria dari PT RRSI kepada
PT DUN sehubungan dengan Tender A

(rahasia); --------=—====m— oo
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45) bukti TII.45: Email dari Dede Oktria dari PT RRSI kepada
PT DUN sehubungan dengan Tender B
(rahasia); --------—-—m o
46) bukti TII.46: Surat Dukungan No. 002/SID-CL/IV/2024
tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan
oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT DUN
sehubungan dengan tender A (rahasia); -------
47) bukti TI1.47: Surat Dukungan No. 001/SID-CL/IV/2024
tertanggal 24 April 2024 yang dikeluagkan
oleh PT RRSI yang ditujukan kepada N
sehubungan dengan tender B (ra %T,’ ———————
48) bukti TII.48: Surat Konfirmasi No. 018/ 81@024 yang
dikeluarkan PT RRSI yang jukan kepada
DJBC sehubungan dti status PT DUN

sebagai authorzzed

49) bukti TII.49: Email dari Rasi r1 PT AIR kepada Heru

dealer (rahasia); ---

Destyanto d RRSI sehubungan dengan
50) bukti TII.50: Email &'1 Rasita dari PT AIR kepada Heru
D to dari PT RRSI sehubungan dengan

E:er B, dan lampirannya (rahasia); ---------

51) bukti TII S%Emaﬂ dari Heru Destyanto dari PT RRSI yang
%Cj ditujukan kepada Rasita dari PT AIR
sehubungan dengan Tender A (rahasia); ------

l\%tl TII.52: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI yang
% ditujukan kepada Rasita dari PT AIR
sehubungan dengan Tender B (rahasia); ------

O 53) bukti TII.53: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI
%’ kepada para pemangku kepentingan internal
di Grup RRPS sehubungan dengan

Penyelidikan Kemenkeu, dan lampirannya

(rahasia); --------===== =

54) bukti TII.54: Korespondensi email antara Heru Destyanto

dari PT RRSI dengan para pemangku

kepentingan internal di RRPS Grup dan

lampirannya (rahasia);--------------=--=----—————
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16.

17.

18.

O

19.
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55) bukti TII.55: Korespondensi email antara Heru Destyanto
dari PT RRSI dengan para pemangku
kepentingan internal di RRPS Grup dan
lampirannya (rahasia);----------------------———-—

56) bukti TII.56: Korespondensi email antara HRRSA dengan
Amni Khalim dari DJBC sebagai tanggapan
atas Pertanyaan Kemenkeu/DJBC dan
lampirannya (rahasia);-----------------------——-—

57) bukti TII.57: Ringkasan (extract) Peraturan LKPP %}.
12/2021 dan Lampiran I. -------------- Ol

Menimbang berdasarkan Laporan Dugaan Pelaggaran,

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggar % Terlapor

I, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan nggaran dari

Terlapor II, dan daftar alat bukti berupa ?s“,f, ahli, dan surat

dan/atau dokumen dari Terlapor I da por II, maka sesuai

dengan Pasal 61 ayat (2) huruf a. d %asal 66 ayat (2) huruf a.,

diperoleh fakta seluruh Terlapgi ¥ rasu Terlapor I dan Terlapor
II membantah Laporan Dug langgaran. -----------------------
Menimbang sesuai Pasal yat (1) huruf a. jo. Pasal 66 ayat (3)

huruf b., Majelis berkesimpulan untuk melanjutkan
Perkara No. 07 K%

Pasal 22 Un %%Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender
Pemelihar esin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea
Cukai ’@l 2024 ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan

L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran

rkom No. 2 Tahun 2023, Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan
Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional
dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari
instansi yang berwenang dan apabila diperlukan dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja ----------------
Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Melanjutkan
Perkara No. 07/KPPU-L/2025 terkait Tender Pemeliharaan
Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024
dengan Terlapor I dan Terlapor II ke tahap Sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan Lanjutan;-------------=-—-mmmmmm o
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20. Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan
memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang
ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang terhitung
sejak 5 Agustus 2025 dan bila diperlukan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (vide bukti A.27). -----------

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan
Pemberitahuan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal
Sidang Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 dan Salinan Penetgpan
Perkara No. 07/KPPU-L/2025 melalui surat dan\a&a
elektronik (email) kepada Investigator dan para T@E (vide
bukti A.28, A.29, A.30). —------—m -

22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majekis, Komisi yang
dinyatakan terbuka untuk umum, Komisi telah
melakukan pemeriksaan terhadap S @an Ahli baik yang
diajukan oleh Investigator mau \oleh Terlapor sebagai
berikut: —-----mmm Y )

22.1. Saksi Sdr. Ngonso Budion awan selaku Direktur Utama
PT Antakesuma Inti Rahalg(vide bukti B7).-----------mmmmmme e

22.2. Saksi Sdr. Yakobus to selaku karyawan PT Antakesuma
Inti Raharja (vide@%??ﬁ). ---------------------------------------------

22.3. Saksi Sdr. .%rnaﬂ selaku karyawan PT Antakesuma Inti

Raharja (y
22.4. Saksi asita PT Antakesuma Inti Raharja (vide bukti B10).
22.5. Saksi Sdr. Amni Khalim selaku PPK UKPBJ Sekretariat Jenderal
xnterian Keuangan (vide bukti B12); -----------——-=——cmemmem
22.6. @Saksi Kelompok Kerja Pemilihan I UKPBJ Kementerian
O Keuangan Tahun 2024 (vide bukti B13);-------------——-=——cmomeo
2% Saksi Kelompok Kerja Pemilihan III UKPBJ Kementerian
Keuangan Tahun 2024 (vide bukti B14);-------------——-cmmcmmmmmme
22.8. Saksi Agnes Sediana Milasari (vide bukti B15); ------------------—-—-
22.9. Saksi Sdr. Roni Rahmad (vide bukti B18); -------------—--—-cmcemeee -
22.10. Saksi Sdr. Suhandi Aripyanto (vide bukti B19); ------------------——-
22.11.  Saksi Sdr. Jasni Emery (vide bukti B20); --------------mmcmmcmcmmee o
22.12.  Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., selaku Ahli Hukum (vide
bukti B21); —---mm oo
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22.13.

22.14.

22.15.

22.16.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.
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Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI, selaku Ahli
Hukum Persaingan Usaha (vide bukti B23);---------------------——-—
Ahli Dr. Raden Ari Widianto, S.H., M.E., selaku Ahli pengadaan
barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (LKPP) (vide bukti B23);--------------—-comcmcemeee -
Terlapor I, PT Dieselindo Utama Nusa (vide bukti B24);------------
Terlapor II, PT Rolls Royce Solutions Indonesia (vide bukti B25).
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan
alat bukti tambahan dari persidangan sebagai berikut (vide %Ed
B26). ---mmmm oo
bukti C87: Certificate of Origin IMS beserta Terj %2?1'1 oleh
penerjemah tersumpah;------------- »6 —————————————
bukti C88: Certificate of Origin RRSI besert%rjemahan oleh
penerjemah tersumpah; ----sac - F-mmmmmcmmmomm -
bukti C89: LPSE Informasi Tender 2024; -------------
bukti C90: Dokumen Pemll Nomor DOK-
9/SJ/UKPBJ/P @ 1/KEP-26.23/2024 tanggal
13 Februari 2 --------------------------------------
bukti C91: Sp651ﬁka51 nls Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin
Induk Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai

9@ atam Tahun Anggaran 2024;----------------

bukti C92: Informasi Tender Tanjung Balai Karimun
% 28]

bukti C Dokumen Pemilihan Nomor DOK-05/SJ/UKPBJ/
POKJA.I/KEP-26.23/2024 tanggal 15 Februari

C‘QX D024 =mmmmmmm

23.8. @ukti C94: Spesifikasi Teknis Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin

©

23.10.

23.11.

Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai

Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran
bukti C95: LPSE Informasi Tender Pantoloan 2022; ------------
bukti C96: Dokumen Pemilihan Nomor DOK-6/SJ/UKPBJ/

POKJA.I/KEP-26.23 /2022 tanggal 24 Januari

bukti C97: Spesifikasi Teknis Pemeliharaan W5/QL-3 Mesin
Induk MTU dan General Overhaul Mesin Bantu
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MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B
Pantoloan; -------=—-—-——————— o
23.12.  bukti C98: LPSE Informasi Tender Tanjung Priok 2022; -------
23.13.  bukti C99: Dokumen Pemilihan Nomor DOK-18/SJ/UKPBJ/
POKJA.IV/KEP-12.21/2022 tanggal 6 April 2022;
23.14. bukti C100: Spesifikasi Teknis Pemeliharaan W4/QL-4 Mesin
Induk MTU Tipe 12V 2000 M90 Pangkalan Sarana
Operasi Bea Cukai Tipe B Tanjung Priok; -----------
23.15. bukti C101: Letter of  Acknowledgment MTU besgrta
Terjemahan oleh penerjemah tersumpah;--4¢ %
23.16. bukti C102: Surat Terminate the Service Partner RRSI
beserta Terjemahan oleh penerjem Eumpah -
23.17. bukti C103: Surat Permohonan Dukunga atam) kepada
RRSI tertanggal 13 FebryarX 2024 dan Email
Balasan dari RRSI; ------ —rt—z ———————————————————————
23.18. bukti C104: Surat Permohonan Xfungan (Batam) kepada
DUN tertanggal ?jbruari 2024 dan Email

Balasan dari

23.19. bukti C105: Surat Perm&)nan Dukungan (TBK) kepada RRSI

tertanggal 46 Februari 2024 dan Email Balasan
da@%ﬁ —————————————————————————————————————————————————

23.20. bukti C106: S t Permohonan Dukungan (TBK) kepada DUN
% rtanggal 16 Februari 2024 dan Email Balasan

23.21. bu% 07 Bukti Percakapan Whatsapp antara Reynardi
Gunawan dengan Randy dari pihak DUN; ----------

23.22@ukti C108: Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal
O Patroli DUBC TA 2023 tertanggal 20 Januari 2023;
2&5. bukti C109: Sertifikat 11 Tenaga Ahli PT Antakesuma Inti
Raharja dengan total 26 Sertifikat beserta

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah;-----------

23.24. bukti C110: Rekapitulasi Pengalaman Kompetensi
PT Antakesuma Inti Raharja dalam Perawatan

Perbaikan Engine MTU (Partners Engine MTU &

Authorized Workshop) Tahun 1997 sampai dengan

23.25. bukti C111: Confirmation Letter dari MTU (TBK 2019);-----------



23.26.
23.27.

23.28.

23.29.

23.30.

23.31.

23.32.

23.33.

23.34.

23.35.

23.36.

23.38.

23.39.

bukti C112:
bukti C113:

bukti C114:
bukti C115:
bukti C116:
bukti C117:
bukti C118:

bukti C119:
bukti C120:

bukti C121:

bukti C12 &

bukti C124:

bukti C125:
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Confirmation Letter dari MTU (Batam 2019); --------

Confirmation Letter dari

(Priok 2021);------------zz-=-

Confirmation Letter dari

(Sorong 2021); --------------

Confirmation Letter dari

(3214 o) 3 | ——

Confirmation Letter dari

(Batam 2021); -------------—-

Confirmation Letter dari

(TBK 2022);-------------===-

Confirmation Letter dari

4151 6T ——

DUN beserta lampiran

DUN beserta lampiran

DUN beserta 1&%5 an

DUN besgerta™ lampiran

Surat Permohonan Duku ?“’(Batam) kepada

RRSI tertanggal 13 F{’@ 2024 dan Email

Balasan dari RRSI; ---

Surat Permoho

DUN tertang

Balasan dari N; -—-——-—--
Surat %)honan Dukungan (TBK) kepada RRSI

21' 16 Februari 2024 dan Email Balasan
dafH»RRSI;---------- oo
rat Permohonan Dukungan (TBK) kepada DUN

ter

ukungan (Batam) kepada

5 Februari 2024 dan Email

tertanggal 16 Februari 2024 dan Email Balasan

dari DUN; --------mmmmmmmmm-

Surat Permohonan Dukungan (Batam 2019)

kepada MTU Indonesia tertanggal 29 Juli 2019

dan Email Balasan dari MTU Indonesia beserta

lampiran dan LPSE Informasi Tender; ---------------
Surat Permohonan Dukungan (TBK 2021) kepada
DUN Indonesia tertanggal 23 Februari 2021 dan

Email Pengiriman beserta lampiran dan LPSE

Informasi Tender;----------

Surat  Permohonan Dukungan (Batam 2021)

kepada DUN tertanggal 23 Februari 2021 dan

Email Pengiriman beserta lampiran dan LPSE

Informasi Tender;----------
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23.40. bukti C126: Surat Permohonan Dukungan (TBK 2022) kepada
DUN tertanggal 27 Januari 2022 dan Email
Balasan dari MTU Indonesia/RRSI beserta
lampiran dan LPSE Informasi Tender; ---------------
23.41. bukti C127: Surat Permohonan Dukungan (TBK 2023) kepada
RRSI tertanggal 13 Maret 2023 dan Email Balasan
dari MTU Indonesia/RRSI beserta lampiran dan
LPSE Informasi Tender; -------—----—————————eeeeee e =
23.42. bukti C128: Surat Permohonan Dukungan (Tender UlangJBK
2023) kepada DUN tertanggal 3 April 2 an
Email Pengiriman beserta lampiran %% LPSE
Informasi Tender;----------—-————————-4c-NT e
23.43. bukti C129: Surat Permohonan Dukungan 2024) kepada
RRSI tertanggal 16 Febru '%3?4 beserta Email
Balasan dari RRSI; ------ —ac—z ———————————————————————
23.44. bukti C130: Surat Permohonan x»ngan (TBK 2024) kepada
DUN tertangga % Februari 2024 Dbeserta
lampiran dan? Informasi Tender; ---------------
23.45. bukti C131: Surat  Per o

kepadzﬁ%l tertanggal 13 Februari 2024 dan
Emdh la
L

nan Dukungan (Batam 2024)

san dari RRSI beserta lampiran dan
Informasi Tender; -----—--—--——————————o e -
23.46. bukti C13 rat  Permohonan Dukungan (Batam 2024)
@ kepada DUN tertanggal 15 Februari 2024 beserta

lampiran dan LPSE Informasi Tender; ---------------

23.47. @ C133: Surat Permohonan Dukungan (Batam 2024)
@ kepada RRSI tertanggal 24 April 2024 dan Email

O Balasan dari RRSI beserta lampiran dan LPSE
%’ informasi Tender;-------------———=——c oo
23.48. bukti C134: katalog sparepart Mesin MTU Klasik tipe
16V396TE94 ;- oo

23.49. bukti C135: katalog sparepart Mesin MTU Klasik tipe
16V396TE94;----—--- oo

23.50. bukti C136: Certificate Installation& Commisionning atas nama

Yakobus Darinto beserta Terjemahan oleh

penerjemah tersumpah; -----------------mmcmmcmmm -
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23.51. bukti C137: Penyampaian Dokumen perihal Permintaan
surat/dokumen Ketua Majelis Komisi Perkara No.
07 /KPPU-L/2025 beserta Surat Pengantar; --------
23.52. bukti C138: Data perusahaan yang melakukan pemeliharaan
mesin MTU milik Bea Cukai sejak Tahun 2021
sampai tahun 2025; --------—--——cmmmmmmm
23.53. bukti C139: Data terkait Jenis dan Tipe mesin MTU yang ada
di Tanjung Balai Karimun dan Batam; --------------
23.54. bukti C140: Persyaratan apa saja dalam tender untuk bagang
IMPOT; —— - mm oo c a%
23.55. bukti C141: Permintaan Informasi dan Konfirmgsi ntang
Status Prinsipal Mesin MTU kepa impinan PT
Rolls Royce Solutions Indonesiagsa-----------------
23.56. bukti C142: Permohonan Petunjuk t%?éit Pengadaan
Pemeliharaan W6/QL-4 gg MTU Kapal Patroli
DJBC TA 2024 a Direktur Advokasi
Pemerintah Pus 1%@Lga Kebijakan Pengadaan

Barang dan emerintah beserta Tanggapan

23.57. bukti C143: Penya Informasi dan Konfirmasi terkait
1—ﬁrRolls Royce Solutions Indonesia kepada

D torat Penindakan dan Penyidikan Direktur
%&nderal Bea dan Cukai beserta dokumen
@ pendukungnya; ----------==--mmmm oo

23.58. bu% 44: Confirmation Request of MTU Engine and Parts
% Supply Chain Rolls Royce Solutions Asia Ptw. Ltd.;

23.59®ukti C145: Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Legalitas
O Surat Dukungan/Supporting letter kepada PT
%’ Antakesuma Inti Raharja;--------------=-=——- oo
23.60. bukti C146: Surat Dukungan-Confirmation Letter PT Rolls
Royce Solutions Indonesia beserta terjemahan

oleh penerjemah tersumpah; -------------------cooo—-

23.61. bukti C147: Korespondensi antara PT Dieselindo Utama Nusa
dengan PT Rolls Royce Solutions Indonesia terkait

dengan permintaan surat dukungan untuk

mengikuti tender a quo email tanggal 19 Februari



23.62.

24.

24.1.

24.2.

24.2.1.
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bukti C148: Tanggapan atas Permintaan Surat dan Dokumen
terkait Perkara No. 07/KPPU-L/2025. -----------—---

Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda
penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Investigator
menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut:
(vide bukti I.4). ——-mmmmmm s
Investigator berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dalam
persidangan tetap berpegang pada Laporan Dugaan Pelanggaran
yang berhasil mengungkapkan: -------------mmcmmommmm (-
Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan d#%tg?
bahwa terdapat fakta-fakta sebagai berikut: ----------- - X-¥- -
Terlapor I Ditunjuk Sebagai Authorized Seruzce% er Produk
L N e
1) Bahwa pada tanggal 29 November 2 rlapor I ditunjuk
@nuk produk MTU

Friedrichshafen GmbH untuk %de tanggal 1 Desember

2019 sampai dengan 3 % ember 2021 (vide bukti
B24,C5). Bahwa pada 1 31 Januari 2022, Terlapor I

sebagai authorized service de

ditunjuk sebagai authQrized service dealer untuk produk
Rolls-Royce Solutioge untuk periode tanggal 1 Maret 2022
L%F‘ebruari 2024 (vide bukti C10). Bahwa

pada tar@%9 Februari 2024, Terlapor I ditunjuk sebagai
auth service dealer untuk produk Rolls Royce
%s untuk periode tanggal 1 Maret 2024 sampai

sampai den

xigagan 28 Februari 2026 (vide bukti B24, C18). --------—--——-

erdasarkan dokumen Notula dengan agenda Persiapan

@ Pemeliharaan Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC,

Terlapor II menyampaikan terdapat 4 (empat) service
partner di Indonesia, Terlapor I ditunjuk agar fokus pada
suku cadang, perusahaan dan lain-lain untuk berdedikasi
dan mendukung Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terlapor II
menyatakan Terlapor I boleh mensupport perusahaan lain
selama hak dari Terlapor I sebagai service partner tidak
berkurang. Terlapor II menunjuk service partner yaitu
Terlapor I untuk mengerjakan di Customs Marine Indonesia

(vide bukti C108). —----=—m oo
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4)

S)

6)
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Bahwa berdasarkan dokumen Notula dengan agenda
Persiapan Pemeliharaan Mesin Induk MTU Kapal Patroli
DJBC, A Zikrullah dari BIROMADAN dalam notula
mempertanyakan kompetensi yang dinilai untuk menunjuk
Terlapor 1 sebagai service partner, apakah Terlapor II
mengetahui jika Terlapor I belum memenuhi kualifikasi
50% nilai pekerjaan.(vide bukti C108). -----------—--mmcmmemeev
Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Roni Rahmad selaku
Project Manager Terlapor I, pada pokoknya menyat
Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai authorize

dealer untuk pemasaran produk mesin MTU ktorat
Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2019 (& %ktl B18,
Cl1l1, C17, dan C20). --------------mmm ooy -~ - - -
Bahwa berdasarkan keterangan Terl , pada pokoknya

menyatakan terkait dengan pemeli n MTU segmen Bea

cukai yang dikerjakan (ﬂf&&erlapor I, merupakan

pengaturan dari Terlapor%1
sudah mengacu pada

ana dari awal pembahasan
ah Terlapor I mau di market
tersebut. Bahwa Terfgor I tidak diperbolehkan menjual di
luar Indonesia, ib an kewenangan untuk menjual suku
cadang dan j huk wilayah Indonesia (vide bukti B24). -
Bahwa t r%?at hubungan bisnis antara Terlapor II dan
Terla dimana Terlapor II menunjuk Terlapor I hanya

erdedikasi dan men-support pemeliharaan mesin

di Direktorat Bea dan Cukai, merupakan salah satu

@entuk adanya meeting of mind (kesepakatan bersama)

untuk mengatur dan menentukan pemenang tender

pemeliharaan MTU di Bea Cukai. ------------=—--——cmmcmmemee o~

2%(2. Pekerjaan Yang Ditenderkan Hanya Dapat Dipenuhi Dengan

Dukungan Terlapor II. ------=--=--mmmmmmmme oo

1)

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pekerjaan
yang ditenderkan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh
penyedia jasa yang didukung oleh Terlapor II berdasarkan
persyaratan penawaran teknis: ----------------mmmmmmmme -
Memiliki Supporting letter/ letter of intent/letter of agreement
dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam

hal barang impor; ---------===m o
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Membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai

ketentuan garansi dan layanan purna jual (vide bukti C36,

2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Amni Khalim
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tender a quo

Sdr. Amni Khalim pada pokoknya menyatakan, metode
pengadaan pada perkara a quo dilaksanakan dengan
metode tender dalam = pemeliharaan mesin MTU.
Pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea%&n

a

Cukai menyangkut keselamatan kapal dan kese n

pegawai di dalamnya, sehingga yang dibutu ak’oukan
hanya jasa pemeliharaannya saja tapi % dengan
penyediaan suku cadang resmi. Bagian krusial dalam
tender a quo adalah suku cadang r; 1Yyang merupakan

barang impor. Oleh karena itu, P us merujuk kepada

pabrikan dan/atau prinsipal%ﬁri negara asal dalam
ol

persyaratan tender a quo, Q Is Royce Solutions GmbH

di Jerman. Adapun st@ perusahaan dari Rolls Royce
Solutions GmbH @e egasikan kepada Rolls Royce
Solutions Asia % Ltd., di Singapura dan dilanjutkan
kepada Terl II untuk wilayah regional di Indonesia.
Terlapor I?‘bisa memberikan surat dukungan kepada
peru lain sepanjang mendapat izin dari prinsipal di
t %1 yaitu Terlapor II. Hal ini diperkuat juga

a
b&dasarkan alat bukti dokumen berupa surat yang
%Xikirimkan Terlapor Il kepada PPK tanggal 19 Maret 2024

@ yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II
O menunjuk Terlapor 1 sebagai authorized service dealer
%’ untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual
mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (vide

bukti B12, C74). -

3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kelompok Kerja
Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Keuangan Tahun 2024 (Pokja 1), pada

pokoknya menyatakan ada permintaan dari PPK untuk

melakukan pemilihan penyedia pemeliharaan mesin MTU di

Tanjung Balai Karimun dengan cara penunjukkan
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langsung, namun Pokja I memutuskan untuk
menggunakan metode tender. Adanya persyaratan surat
dukungan dari pabrikan atau prinsipal mesin MTU dari
negara asal dalam dokumen tender a quo, Pokja I telah
melakukan klarifikasi terkait rantai pasok mesin MTU dan
Terlapor II merupakan prinsipal mesin MTU di Indonesia
(vide bukti B13). ----mmmmm oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kelompok Kerja
Pemilihan III Unit Kerja Pengadaan Barang/dasa
Kementerian Keuangan Tahun 2024 (Pokja III da
pokoknya menyatakan Pada permintaan dari untuk
melakukan pemilihan penyedia pemeliharaa% in MTU di
Batam dengan cara penunjukkan langs namun Pokja
[II memutuskan untuk menggunaka %@ e tender dengan
adanya persyaratan surat duku dari pabrikan atau
prinsipal negara asal. Pokja III ndapat bahwa prinsipal
yang memiliki mesin m TU adalah Rolls Royce
Solutions GmbH yang 1 dari negara Jerman, sehingga
surat dukungan h&;s dari perwakilan Rolls Royce
Solutions GmbHdil#donesia, yaitu Terlapor II. Oleh karena
itu, ketika H%Zserta tender yang memasukkan surat

dukunga i prinsipal selain Terlapor II, maka peserta
tend but harus dinyatakan gugur karena tidak sesuai
d ketentuan persyaratan surat dukungan dan bukan

i Jerman (vide bukti B14). —---—--——-———mmmommem

\?1 upakan rantai pasok dari Rolls Royce Solutions GmbH

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Agnes Sediana
Milasari D selaku Kepala Bagian Manajemen Pengadaan
Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, pada
pokoknya menyatakan ada permintaan dari satuan kerja
dan PPK untuk melakukan pemilihan penyedia dengan cara
penunjukkan langsung, namun dalam diskusi internal
disarankan untuk pemilihan penyedia melalui tender. Hal
ini disebabkan berdasarkan data pemenang tender penyedia
pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Bea dan Cukai sejak

tahun 2018-2024 tidak hanya 1 (satu) perusahaan,
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melainkan ada 2 (dua) perusahaan yang berganti-ganti
menjadi pemenang tender (vide bukti B15). ---------------————
6) Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terlapor I dan
Terlapor II dalam pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan
Pokja menerangkan Certificate of Origin jika bukan Rolls
Royce maka tidak diterima. Jalur distribusi suku cadang
originalnya melalui jalur Rolls Royce Jerman, Rolls Royce
Singapore, dan Rolls Royce Indonesia. Sertifikat resmi COM
langsung dari RRSI (vide bukti B7, B12, B13, Bl4, %2;1,

7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, % n Ari
Widianto, S.H., M.E. pada pokoknya menyat Supporting
letter berdasarkan Perka LKPP Nomor 1 hun 2021 ada
dalam persiapan pengadaan, ada aiYtahap Persiapan
pengadaan, menjadi tugas PPK dQ
yang harus disiapkan dan g’}'&tapkan untuk menjadi

S

persyaratan  dalam

berbagai dokumen

S i  teknis. Persyaratan

kelengkapan barang r harus dilengkapi dengan
dokumen barang yan&jeliputi: a. Supporting letter/ letter of
intent/ letter of ent dari pabrikan/prinsipal di negara
asal; b. Sur a%angan Asal (Certificate of Origin); dan c.
Sertifika ?Broduksi. Pernyataan  supporting  harus
dica n dalam dokumen pemilihan dari pabrikan atau
ri@) 1 dari negara asal ini diserahkan oleh peserta tender

seleksi kepada Pokja bersamaan pada saat

@enyampalan dokumen penawaran. Persyaratan supporting

@

letter/ letter of intent/letter of agreement dari
pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam
dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta
tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan
penyampaian dokumen penawaran. Surat Keterangan Asal
(Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi diserahkan
bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Persyaratan Surat
Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat

Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak. Ada pada
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Halaman 32 Perka LKPP No. 12 Tahun 2021, lampiran I
(vide bukti 23).---mmmm oo
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari
Widianto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan kalau dari
awal ternyata sudah terdokumentasikan untuk
dimungkinkan tender maka sejak awal dilakukan tender
dan itu merupakan keharusan. Pokja dalam melaksanakan
pemilihan penyedia mempersyaratkan supporting letter
karena pabrik tidak bisa langsung ikut tender dan @gen
tunggalnya bisa memberikan dukungan-dukungan

pesaing peserta yang lainnya sehingga 1tu%?ﬁro1pta
kompetisi dari tender (vide bukti B23).--------4c-§F-----------
Bahwa pekerjaan yang ditenderkan pa erkara a quo,
hanya dapat dikuti dengan adanya %?gan dari Terlapor
II, sehingga pilihan penyedia untuk melakukan

proses pengadaan dengan tender, tidak dapat

terlaksana dengan adany kan Terlapor II yang tidak

mematuhi dan mene

usaha yang sehat, k(&p
dari Terlapor II. wgo==g------—-——=—— =

n prinsip-prinsip persaingan

etisi tidak terjadi karena tindakan

24.2.3. Terlapor I Diduk eh Terlapor II. -------—-—-—-cmmmmmomo

1)

@

Bahwa a?ar tanggal 13 Desember 2023, Terlapor II
meny, kan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal
n Cukai yang pada pokoknya memberitahukan

&Wa Terlapor I merupakan authorized service dealer yang

@elah ditunjuk untuk pekerjaan terkait mesin MTU di

Direktorat Bea dan Cukai (vide bukti C17, C74). ---------——---
Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan pada
pokoknya Terlapor II mengakui surat pada tanggal 13
Desember 2023 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh
Terlapor II atas inisiatif dan/atau permintaan dari Terlapor
I (vide bukti B25). -----mmm oo
Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Terlapor II
menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang pada pokoknya memberitahukan
bahwa memberikan konfirmasi dan dukungan kepada

Terlapor I untuk berpartisipasi dalam mengikuti tender
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terkait dengan pembangunan kapal patroli di lingkungan
Direktorat Bea dan Cukai (vide bukti C19). ------------coceeu-
Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terlapor II memberikan
konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
antara lain menyatakan bahwa Terlapor II merupakan
prinsipal distributor yang bertanggung jawab di Indonesia
sehingga suku cadang resmi hanya dipasok oleh Terlapor II.
Selain itu, Terlapor II juga menegaskan bahwa Terlapor II
menunjuk Terlapor I sebagai authorize Service Dealer ugtuk
memberikan layanan dan dukungan purna jua %:k
mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan % (vide
bukti C20). ------mmmmmm Y
Bahwa pengumuman Tender Pemeliha Mesin Induk
MTU Bea Cukai Tanjung Balai Kari %ﬁ 2024 dilakukan
tanggal 23 April 2024. Penda l? dan pengunduhan
3

dokumen pemilihan dalam w. April hingga 30 April

2024, dimana terdapat 1 belas perusahaan yang
mendaftar, dengan r1n bagai berikut : -------------------

No Perusahaan Pendaftar Tanggal Daftar
1  PT Dieselindo Utama Nusa 23 April 2024 16:33
2 PT Antakesuma Inti Raharja 23 April 2024 17:05
3 Reksa Tarnindo Oliva 23 April 2024 20:40
4 PT Pulau Bintan Lestari 24 April 2024 04:06
5  PT Pelican Mitra Sejati 24 April 2024 04:11
6  CV Timur Makmur 24 April 2024 13:02
7  Indonesia China Mobile 24 April 2024 18:21
8  PT Enggal Bersaudara Jaya 30 April 2024 15:13
9  PT Karya Unggul Bahari 30 April 2024 20:41
10 PT Daya Ende Pati 2 Mei 2024 22:54
11  PT Hantar Lintas Data 2 Mei 2024 09:24
12 CV Zulfar Pratama Jaya 3 Mei 2024 01:47

Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya 2
(dua) perusahaan, yakni Terlapor I dan PT Antakesuma Inti
Raharja, dimana keduanya lulus tahap evaluasi

administrasi. Namun hanya Terlapor I yang lulus tahap
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evaluasi teknis karena PT AIR dinyatakan GUGUR karena
surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan
purna serta supporting letter/letter of intent/letter of
agreement yang disampaikan oleh PT Antakesuma Inti
Raharja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang
dipersyaratkan karena bukan dari pabrikan/prinsipal di
negara asal. Penetapan dan pengumuman pemenang tender
dilakukan 13 Mei 2024, PT AIR mengajukan sanggah pada
tanggal 16 Mei 2024 dan Pokja menjawab sanggah tersgbut
pada tanggal 17 Mei 2024. Setelah melalui tahap 5%11
harga, PT Dieselindo Utama Nusa dltetapka% /atau

diumumkan menjadi pemenang tender den

sebesar Rp42.893.834.340,00 (empat h dua milyar

cnawaran

delapan ratus sembilan puluh tiga j lapan ratus tiga
puluh empat ribu tiga ratus e ﬁuluh rupiah) (vide
bukti C41,C49, C56). --------——— g Y- m oo
Bahwa pengumuman pe aan Tender Pemeliharaan
Mesin Induk MTU Be ai Batam TA 2024 dilakukan
pada tanggal 23 AprﬂQO 4. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pemiligaiidalam waktu 23 April hingga 30 April
2024, dim hrdapat 7 (tuyjuh) perusahaan yang
mendaft@*} gan rincian sebagai berikut (vide bukti C49,

C53, CRBR/- -

No Perusahaan Pendaftar Tanggal Daftar

%\ 1 CV Putra Cane Mandiri 23 April 2024 14:26
X 2 CV Utama Karya 23 April 2024 18:08

3 Reksa Tarnindo Oliva 23 April 2024 20:45
4 PT Dieselindo Utama Nusa 24 April 2024 09:00
5 PT Antakesuma Inti Raharja 24 April 2024 11:17
6 PT Utomo Bangun Pratama 29 April 2024 02:13
7  Empat Saudara Berkah 29 April 2024 16:21

Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya 2
(dua) perusahaan, yakni Terlapor I dan PT Antakesuma Inti
Raharja, dimana keduanya lulus tahap evaluasi

administrasi. Namun hanya Terlapor I yang lulus tahap
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evaluasi teknis karena PT AIR dinyatakan GUGUR karena
surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan
purna serta supporting letter/letter of intent/letter of
agreement yang disampaikan oleh PT Antakesuma Inti
Raharja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang
dipersyaratkan karena bukan dari pabrikan/prinsipal di
negara asal. Setelah melalui tahap negosiasi harga,
PT Dieselindo Utama Nusa ditetapkan dan/atau
diumumkan menjadi pemenang tender dengan penawgran
sebesar Rpl11.186.326.564,80 (sebelas milyar
delapan puluh enam juta tiga ratus dua pulu ribu
lima ratus enam puluh empat koma delapa }%h rupiah)
(vide bukti C49, C56). ---------—mmmm oo - - —— -
Bahwa berdasarkan keterangan Sa@ r. Roni Rahmad

selaku Project Manager Terl pada pokoknya

menyatakan  Terlapor I %ﬂ\ mengikuti  tender
pemeliharaan mesin MTU ¥”Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai selalu mendagatkan surat dukungan beserta
Certificate of Origin%n certificate of manufacture dari
Terlapor II sela nsipal mesin MTU sejak tahun 2019,
termasuk d %der a quo (vide bukti B18). -----------————-
Bahwa pa tanggal 24 April 2024, Terlapor II hanya
mem i?n

dukungan kepada Terlapor I untuk mengikuti

ter@ i PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan

\P Bea Cukai Tipe B Batam (vide bukti C21, C22). ---------

1)

ntaan Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja Ditolak

@Perlapor I dan Terlapor II. —------——mmmmmmm e

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I, sejak tahun
2021 sampai dengan tahun 2024, tidak ada perubahan
peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan
tender pemeliharaan mesin MTU di Bea Cukai, dari Perpres
No.16 menjadi Perpres No.12 dan diatur kembali dalam
Perlem LKPP No.12 Tahun 2021 tidak ada perubahan baik
untuk pemilihan penyedia tahun 2021 maupun pemilihan
penyedia tahun 2024. Terkait dengan kualifikasi
persyaratan peralatan utama, yakni secara dokumen

pemilihan tidak ada perubahan (vide bukti B13). -------------



2)

3)

«9®%

SALINAN

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ngonso Budiono
Gunawan selaku Direktur Utama PT Antakesuma Inti
Raharja, pada pokoknya menyatakan PT Antakesuma Inti
Raharja pernah meminta surat dukungan kepada Terlapor
II untuk mengikuti tender a quo, namun permintaan surat
tersebut ditolak dengan alasan bahwa untuk tender a quo
dapat menghubungi Terlapor 1 selaku authorized service
dealer dari Terlapor II untuk melakukan pekerjaan
pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Bea dan Cwkai.
Selanjutnya PT Antakesuma Inti Raharja juga @h
meminta surat dukungan kepada Terlapor~l amun

%glak oleh

Terlapor 1 dengan alasan bahwa Terl I yang akan

permintaan surat dukungan tersebut jug

berpartisipasi dalam tender a quo. Sej ahun 2024-2025
PT Antakesuma Inti Raharj ak pernah diberi
kesempatan lagi untuk menda Xan surat dukungan oleh
Terlapor I dan Terlapor I %s ipun PT Antakesuma Inti
Raharja merupakan p® haan yang memiliki keahlian
dan pengalaman da pemeliharaan mesin MTU (vide
bukti B7). -------rgo-mgf- -
Bahwa berd@&l keterangan Terlapor I, pada pokoknya
menyataka engetahui untuk persyaratan tender pada

perk% quo mewajibkan peserta punya supporting letter

TU dari negara asal. Terlapor I juga mengetahui

m
\b%lwa Terlapor II satu-satunya perusahaan mesin MTU di

ndonesia (vide bukti B24). -—--------—-—m oo
Bahwa berdasarkan Notula persiapan tender MTU di
Direktorat Bea dan Cukai yang dihadiri oleh Pak Heras dari
Terlapor II dan Direktur Terlapor I, Terlapor I
menyampaikan jika yang melakukan pekerjaan PT
Antakesuma Inti Raharja dan dalam surat dukungan suku
cadang atau COM maka jika terjadi cacat produk maka
PT Antakesuma Inti Raharja dapat komplain ke Terlapor I.
Terlapor 1 tidak dapat mengikuti tender karena tidak
memenuhi syarat pengalaman HPP 50% yang diharuskan

LKPP (vide bukti C108, B24). ----mnmmmmmmmmmmmmemmomeeeeee
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S5) Bahwa berdasarkan poin III. Simpulan dalam Notula
persiapan tender MTU di Bea Cukai yang dihadiri oleh Sdr.
Heras dari Terlapor II, Direktur Terlapor I, terdapat pokok
simpulan sebagai berikut (vide bukti C108): --------------—--—
1.
2.

3.  Rapat bertujuan untuk membahas mengenai mekanisme

pemilihan penyedia (penunjukan langsung atau tender)
serta pembahasan dokumen pengadaan %
mekanisme pengadaan dilaksanakan melalui teﬁ%;

Y
<D
NJ
6. PT. RRSI tidak membatasi da emperbolehkan
PT. DUN untuk memberi dukunganRepada pihak lain
selama tidak melakukan tr@ sales right kepada
pithak lain.
7. Surat dukungan ya @ ikan oleh PT RRSI/PT DUN
K

meliputi dukunga

supply suku cadang (material

supplies dan Zabo orkmanshlp)

-
Atas la %orkmanship), warranty akan ditanggung
oleh ksana pekerjaan (service partner/pihak lain)

uk apabila terjadi kesalahan pemasangan atas

u cadang (bukan karena cacat produk).

8 ...dst 15.

%ahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, pada pokoknya

O@ menyatakan PT Antakesuma Inti Raharja melalui Sdri.

Rasita meminta surat dukungan kepada Terlapor I dengan
%’ prosedur PT Antakesuma Inti Raharja mengirim email
secara resmi dengan menyebutkan untuk pekerjaan wilayah

tendernya. Namun Terlapor I tidak serta merta langsung

memberikan karena mengacu pada prinsipalnya yakni

Terlapor II (vide bukti B24). ---------——-—m—mmmmmm e

7) Bahwa Terlapor I pernah memberikan surat dukungan

kepada PT Antakesuma Inti Raharja pada tahun 2021 di

Bea Cukai Batam dan Pantolan, tahun 2022 di Bea Cukai

Pantoloan, dan tahun 2023 di Bea Cukai Tanjung Balai
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Karimun. Pemberian surat dukungan pada tahun 2021,
tahun 2022 dan tahun 2023 melalui penilaian dan asesmen
yang masuk dalam pertimbangan Terlapor I. Pada saat yang
sama pada tahun 2023, Terlapor I juga mengikuti tender
dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Mesin MTU di
pangkalan lain (vide bukti B24).-------—--——c e
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam
rangka mengikuti tender a quo, PT Antakesuma Inti Raharja
telah mengajukan dukungan kepada Terlapor II deggan
rincian sebagai berikut: -------------- - - %
a. Pada tanggal 13 Februari 2024 melalui S@%omor:

S.059 AIR/I1/2024 (vide bukti C76). -----4c-y~<-----------
b. Pada tanggal 16 Februari 2024 mel% Surat Nomor:

S.064 AIR/I1/2024 (vide bukti C ?’ ————————————————————

c. Pada tanggal 24 April 2024 Surat Nomor: S.123
AIR/IV /2024 (vide bukti \‘ —————————————————————————————
d. Pada tanggal 24 April melalui Surat Nomor: S.125
AIR/IV /2024 (vide i C79). ————mmm oo

Bahwa atas permohon¥n surat dukungan tersebut, Terlapor

II tidak membe%% surat dukungan dan menyampaikan

pemberitah agar PT Antakesuma Inti Raharja
menghuhun®» dan meminta surat dukungan kepada
Terla (vide bukti C80). Hal ini diperkuat dari

gan Saksi Sdr. Rasita selaku Manager Logistik dan
gcahsing PT Antakesuma Inti Raharja yang pada

k
P
@okoknya menyatakan bahwa Saksi telah meminta surat

dukungan melalui email kepada Terlapor II untuk
mengikuti tender a quo, namun Terlapor II tidak
memberikan surat dukungannya dengan alasan untuk
tender di Bea Cukai dapat menghubungi Terlapor I selaku
authorized dealer dari Terlapor II. Setelah mendapat email
balasan dari Terlapor II tersebut, Saksi meminta surat
dukungan melalui email kepada Sdr. Randy Hardi selaku
Direktur Utama Terlapor I, namun email tersebut awalnya
tidak direspon oleh Terlapor I. Lalu Saksi meminta bantuan
kepada atasannya yang kemudian melalui pesan Whatsapp

menanyakan kepada Sdr. Randy Hardi selaku Direktur
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Utama Terlapor [ terkait permohonan surat dukungan
PT Antakesuma Inti Raharja dan respon dari pesan tersebut
adalah Terlapor I diminta oleh Terlapor II untuk
berpartispasi dalam tender a quo, sehingga Terlapor I tidak
dapat memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma
Inti Raharja. Kemudian Terlapor I juga memberikan balasan
email dengan respon yang sama bahwa Terlapor I tidak
dapat memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma
Inti Raharja karena Terlapor I akan berpartisipasi ugtuk
tender a quo sesuai dengan kontrak dengan T erlapo&g&i;

bukti B10, C107, C119, C120, C121, dan C122)6 e

Bahwa selanjutnya, PT Antakesuma @1 Raharja
menyampaikan permohonan kepada por I wuntuk
mendapatkan surat dukungan. Atas %fohonan tersebut,
Terlapor I menolak memberikan gan dengan alasan
bahwa Terlapor I akan berp?:}ipasi langsung menjadi

peserta dalam tender a qu@ ukti C80).------mmmmmmmmem -

Bahwa berdasarkan gan Ahli Hukum Persaingan
Usaha, Sukarmi pa&pokoknya menyatakan jika suatu
perusahaan ya miliki kekuasaan menerbitkan surat
dukungan, ia memegang kunci siapa yang menjadi
pemena Ybnder, bila kunci tersebut tidak dibagikan
secar, i, maka perusahaan lain tidak bisa turut masuk

tau turut serta tender, disitulah persekongkolan

p
lgir (vide bukti B21). ~=----———m oo

@ahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari

Widianto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan tidak
menjadi permasalahan apabila agen tunggal mengikuti
tender sebagai peserta, sepanjang agen tunggal tersebut
tetap memberikan supporting letter kepada perusahaan lain
yang hendak mengikuti tender. Menjadi permasalahan
apabila agen tunggal yang mengikuti tender sebagai peserta
tersebut tetapi tidak memberikan supporting letter kepada
pelaku usaha pesaing. Berdasarkan ilustrasi yang
disampaikan kepada ahli, apabila sejak awal sudah
dinyatakan bahwa agen tunggal dapat memberikan

supporting letter maka seharusnya agen tunggal
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memberikan supporting letter kepada pelaku usaha pesaing

lain karena mereka seharusnya saling bersaing (vide bukti

Bahwa penolakan dari Terlapor I dan Terlapor II atas
permintaan surat dukungan dari PT AIR yang hendak
mengikuti tender pemeliharaan mesin MTU di DJBC
merupakan bentuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender dan tindakan anti persaingan yang
merugikan pelaku usaha lain. Tindakan ter%t
menghambat persaingan usaha yang sehat. --------- s

Antakesuma Inti Raharja Digugurkan Kaz%?” Tidak

Mendapatkan Dukungan. -------------------------——- % —————————————

1)

2)

®%

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahaiabahwa peserta
tender yang mengikuti dan menyampai ?ﬁpenawaran pada
tender a quo adalah Terlapor I Antakesuma Inti
Raharja.--------- oo G W
Bahwa dalam proses si dokumen penawaran,
Penawaran Terlapor I %kan lulus namun penawaran
PT Antakesuma Inti ]&arja dinyatakan gugur karena tidak
memenuhi per an teknis (supporting letter yang
disampaikan memenuhi ketentuan karena bukan dari
pabrika ipal di negara asal). Bahwa oleh karena tidak
men i&an dukungan dari Terlapor I maupun Terlapor II,
m@%ﬁ Antakesuma Inti Raharja melampirkan surat
dbkungan dari IMS Industrial&Marine Services GmbH&Co.

G yang merupakan pemasok merek MTU. ---------------————
Bahwa penawaran PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan
tidak memenuhi persyaratan setelah mendapatkan
konfirmasi dari Rolls-Royce Solutions Asia Pte., Ltd., yang
pada pokoknya menyatakan bahwa produk yang
ditawarkan PT Antakesuma Inti Raharja tidak resmi dan
tidak dijamin garansinya oleh pihak Rolls-Royce. Bahwa
oleh karena hasil evaluasi dokumen penawaran hanya
penawaran Terlapor I yang dinyatakan lulus, maka Terlapor

I ditetapkan menjadi pemenang tender (vide bukti C60,
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Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ngonso Budiono
Gunawan selaku Direktur Utama PT Antakesuma Inti
Raharja, pada pokoknya menyatakan PT Antakesuma Inti
Raharja dinyatakan gugur karena tidak mendapatkan surat
dukungan dari Terlapor II yang seharusnya disampaikan
sejak awal memasukkan dokumen penawaran dalam proses
tender a quo (vide bukti B7). --------—-———cmmm o
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dan Pokja III,
pada pokoknya menyatakan persyaratan surat dukuggan
harus dilengkapi oleh para peserta tender %

berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahur% pada

o
Bab II halaman 25 poin 2.3.2.7., yang m r bahwa
pengadaan barang impor adalah barang diimpor untuk
kebutuhan pengadaan barang a ?}ésa dan harus
mencantumkan persyaratan kele an dokumen barang
berupa surat dukungan (sup Xng letter) dari pabrikan
atau prinsipal di negara ‘?jrat keterangan asal atau
Certificate of Origin, dan{segtifikat produksi. PT Antakesuma
Inti Raharja dmyata tidak lulus evaluasi teknis dalam
tender a quo ka; tidak menyampaikan surat dukungan
sebagalman %aratan tender a quo (vide bukti B13,

Bahw; AIR digugurkan pada tender pemeliharaan MTU

di ng Balai Karimun dan pemeliharaan MTU di Batam

etter) ndari Terlapor I, dengan dalih PT AIR pernah

\ renakan tidak mendapatkan dukungan (supporting

>

melanggar etik kepatuhan perusahaan Terlapor II tidak
dapat dibenarkan, mengingat pada poin 4. Permintaan
Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja Ditolak Terlapor I
dan Terlapor II sudah dijelaskan terkait kemampuan juga
pengalaman yang dimiliki PT AIR, juga PT AIR masih

mendapatkan surat dukungan dari Terlapor I pada tahun

Bahwa dengan digugurkannya PT AIR merupakan salah
satu dampak dari adanya tindakan mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender pada perkara a quo oleh

Terlapor Il dan Terlapor I. ---------—mmmmmm
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Rolls-Royce Menyampaikan IMS Bukan Partner Resmi. ------------
1) Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Rolls-Royce Solutions
Asia Pte Ltd menyampaikan konfirmasi kepada Direktorat
Jenderal Bea dan  Cukai terkait status IMS
Industrial&Marine Services GmbH&Co. KG.--------------------
2) Bahwa konfirmasi Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd pada
pokoknya menyatakan bahwa IMS Industrial&Marine
Services GmbH&Co. KG bukan merupakan manufaktur,

prinsipal, authorized distributor, pemasok mesin MTU sgrta
lﬁ%&c

bukan merupakan pihak yang ditunjuk oleh Rol e

Power Systems maupun Rolls Royce Solutions Ag# ?—” ———————
3) Bahwa dalam surat konfirmasi terseb&lls—Royoe
Solutions Asia Pte Ltd juga menya tidak akan
melayani klaim dan jaminan dari IM pun perusahaan
yang ditunjuk/didukungnya (dal ini PT Antakesuma

Inti Raharja) (vide bukti C60, C

4) Bahwa Dberdasarkan p tian dan fakta dalam
persidangan, baik kete
Terlapor, dan alat bu&

I dan Terlapor I melakukan kerjasama dalam bentuk

n Para Saksi, Ahli, pengakuan

okumen, terbukti bahwa Terlapor

penunjukan gai authorized service dan pemberian
dukunga %ﬁklusif, serta menolak memberikan dukungan
kepa é‘?éerta tender lain, yang mengakibatkan hanya
T I yang dapat memenuhi persyaratan teknis dan
m8menangkan tender a quo. ----------=——=——m oo

angan Ahli Raden Ari Widianto, S.H., M.E. dari LKPP. -------

@ Identitas dan Kompetensi Ahli. --------—-———-comommemm e~

Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2025, Majelis
Komisi telah memeriksa Ahli LKPP, Raden Ari Widianto,
S.H., M.E. yang menjabat sebagai Direktur Penanganan
Permasalahan Hukum dengan pengalaman lebih dari 15
tahun sebagai pemberi keterangan Ahli. ---------------cmceeu-
2) Dasar Hukum dan Persyaratan Barang Impor. ----------------
Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Perka LKPP No. 12
Tahun 2021 Halaman 32, persyaratan barang impor
meliputi: (a) Supporting letter dari pabrikan/prinsipal

(diserahkan saat penawaran); (b) Certificate of Origin; dan
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() Sertifikat Produksi. Supporting letter merupakan
"persyaratan pokok/utama yang sangat penting" untuk
menjamin keaslian produk dan mitigasi risiko hukum. ------
Pentingnya Tahap Perencanaan (Market Sounding).-----------
Bahwa Ahli menegaskan pentingnya market sounding untuk
mengidentifikasi kondisi pasar dan komitmen
prinsipal/agen tunggal. -------------m o
Analisis Ahli terhadap [lustrasi Kasus. -------------=——----—————-
Bahwa Investigator menyajikan ilustrasi kasus di na
prinsipal dan authorized service dealer berk en
memberikan dukungan dalam perencanaan, n dalam
pelaksanaan authorized service dealer ikut t %ﬂan tidak
memberikan surat dukungan kepada %@rta lain. Ahli
memberikan pendapat: --------------——-, —%’ ————————————————————
“Menjadi permasalahan apabi Qen tunggal yang
mengikuti tender sebagai p x tersebut tetapi tidak
memberikan supporting le@

Berdasarkan ilustrasi

da pelaku usaha pesaing.
disampaikan kepada ahli,
apabila sejak awal s h dinyatakan bahwa agen tunggal
dapat memberi pporting letter maka seharusnya agen
tunggal me k%n supporting letter kepada pelaku usaha
pesaing l%ﬁr karena mereka seharusnya saling bersaing.
Hal j 'C%ak diperbolehkan karena sejak awal sudah

di ati bahwa kami, pembeli, telah dilakukan survei

séyak awal dan sudah disepakati maka dilakukan tender,

x% ukan penunjukan langsung, tentunya harus ditaati.

Pendapat saya, harusnya agen tunggal tadi bersikap fair
dalam memberikan surat dukungan.” ----------------mmmcmmeov
Hak Prinsipal/Authorized dealer. -----------=-==-==—=——cmcomcee——
Bahwa Ahli menegaskan prinsipal/authorized service dealer
BERHAK menolak memberikan surat dukungan, dengan
syarat: (a) Penolakan harus sejak tahap perencanaan
(market sounding); (b) Jika menolak sejak awal —
Penunjukan Langsung (sah); (c¢) Jika berkomitmen di awal
— HARUS DITAATI; (d) Penolakan setelah tender berjalan =
POST BIDDING (tidak diperbolehkan). -------------=--ccccmeee—-
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Bahwa Ahli menyatakan: “akan tetapi jika sudah terjadi
pada proses tender maka tidak diperbolehkan karena
merupakan tindakan post bidding. Jika di awal prinsipal
tidak boleh memberikan surat dukungan maka Terlapor II
catat dan berarti saya tidak tender, harus Terlapor II tunjuk
langsung dan itu dinyatakan pada saat perencanaan.” ------

6) Konsekuensi Hukum. ---------—--—-cmmmmmmmmm e
Bahwa Ahli menegaskan: “Dengan yang ikut hanya satu
perusahaan saja, sedangkan perusahaan lain tidak (Qisa
ikut tender karena sampai batas akhir peny
dokumen penawaran, perusahaan pesaing tid a ikut
dan tender hanya bisa diikuti oleh satu- s t %k? peserta
yang memasukkan penawaran dan dieva i, maka tender
bisa dibatalkan. Fakta dari tender Yﬂjadi penunjukan
langsung disebabkan karena kondi ormasi yang didapat
di awal saat perencanaan tida Xuai dengan pelaksanaan
di hari H yang di luar kom @%’okja untuk intervensi.” -
7) Kesimpulan Keteranga AR e
Bahwa berdasarkan Qﬁrangan Ahli dapat disimpulkan: (a)
Supporting letter @dalah persyaratan pokok untuk barang
impor; (b) ?prinsipal/ agen tunggal berkomitmen
memberikal ukungan dalam perencanaan namun tidak
mem én dalam pelaksanaan maka pelanggaran
en dan ‘'tidak fair'; (c¢) Tindakan tersebut
ghambat kompetisi dan membuat tender hanya diikuti

%Xatu peserta; (d) Prinsipal berhak menolak namun harus

@ sejak perencanaan; (e) Jika berkomitmen di awal namun

O tidak memberian dalam pelaksanaan, sama dengan post
%’ bidding yang tidak diperbolehkan dan menghambat
kompetisi. Bahwa keterangan Ahli memperkuat fakta bahwa

tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak memberikan

dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja merupakan

tindakan tidak fair, pelanggaran komitmen, dan
menghambat kompetisi dalam tender a quo, sehingga

memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5

Tahun 1999, ——--—mmmmm

24.3. Pengakuan Terlapor Dalam Persidangan. ---------------=-----cmoueu—



24.3.1.

24.4.
24.4.1.

O
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Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I dan
Terlapor II dalam persidangan diperoleh keterangan berupa
pengakuan antara lain sebagai berikut: -------------—--cmem—-
1) Pengakuan Terlapor I. ---------—-mmommmmm e
Bahwa Terlapor I memberikan keterangan dalam
persidangan yang pada pokoknya mengakui
keikutsertaannya dalam Tender Pemeliharaan Mesin Induk

MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan
Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam
TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam perkara a wz&e
bukti B24). —————————————————————————————————————————————%¥—” ———————

2) Pengakuan Terlapor II. -------------------ommmm—- % —————————————
Bahwa Terlapor II memberikan ngan dalam

persidangan yang pada pokok ?Ynengakul telah

menunjuk Terlapor I sebagal rLzed service dan

memberikan dukungan kepad apor I untuk mengikuti

tender a quo (vide bukti B@ ——————————————————————————————————
Pemenuhan Unsur-Unsur Pa§ali22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ---
Bahwa berdasarkan Pu‘&an Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XIV/2016 san MK Nomor 85/PUU-XIV/2016
menyatakan fra ak lain” dalam Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun 1999 %’us dimaknai secara bersyarat dan tidak
mempuny, kuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dlmak %

lain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku

I\ elah diubah menjadi: ---------------=————- oo

us ’, sehingga ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun
S

elaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pithak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak

Dalam proses penanganan perkara dugaan persekongkolan
tender, berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016
tersebut KPPU telah melakukan penyesuaian terhadap unsur-
unsur pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang
diatur dalam Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023

tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Tender
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(Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023).------------------—---

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut: ----------mmmr e

1)

2)

@

Unsur Pelaku Usaha. -------------------mmmmmm o
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun
1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha
dengan definisi sebagai berikut: ------------- oo
setiap orang perorangan atau badan usaha, baik ng
berbentuk badan hukum atau bukan badan huk ng
didirikan dan berkedudukan atau melakuk %giatan
dalam wilayah hukum negara Republik I ?&?sia baik
sendiri maupun  bersama-sama i perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegzatatj?@ha dalam bidang

ekonomi. —-----------mmmm e A

unsur ini. --- =
Atas dasir tentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha

ara a quo terpenuhi. -----------m-ommmm

dala% .
r@ ersekongkol. —------—-——mmm e

ndang Nomor S5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai

\BJ wa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-

pengertian persekongkolan dengan menyatakan sebagai
berikut: —------mmm
Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku
usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol. --------=—— oo
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Ketua KPPU
Nomor 3 Tahun 2023, pengertian persekongkolan yang
diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999

telah melakukan penyesuaian berdasarkan Putusan MK
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Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang tidak dapat ditafsirkan
limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus
persekongkolan tender. Merujuk definisi tersebut, secara
tegas dan imperatif diperoleh pemaknaan bahwa
persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua)
pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan
tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan
tertentu. Persekongkolan dalam bentuk lain adalah salah
satu jenis persekongkolan tender yang merupakan
persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pi@n
termasuk pihak yang tidak mengikuti proses yang
berfungsi sebagai pengatur sken@ pendana/
penghubung/calo dan/atau peran lainny%ptuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang te Y
Bahwa terkait adanya bentu rsekongkolan yang
dikategorikan sebagai perse olan bentuk lain ini
dikuatkan oleh keteranga@l Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.LI @ dalam keterangannya dalam
persidangan menyat

bentuk lain ad engembangan dari istilah pihak lain
yang diarti %a

bahwa Persekongkolan dalam

kanya bisa saja dengan distributor,
dengan a?nn pihak ini. Walaupun kalau diartikan itu
sem ubungan dengan pelaku usaha lain itu, hal

harus dibuktikan secara holistik dan hati-hati

e Bukti B22), -----mmmrm oo
%&ahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa

@\

Terlapor I terbukti melakukan kerja sama dengan Terlapor
II dalam bentuk penunjukan Terlapor I untuk melakukan
pekerjaan pemeliharaan MTU Marine Engines di Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai pada tender Pemeliharaan W6/QL-
4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai
Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 dan
Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU
Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun
Anggaran 2024 dengan memberikan dukungan dan menjadi
satu-satunya surat dukungan yang dikeluarkan oleh

Terlapor II terkait tender a quo sebagaimana telah diuraikan
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pada Tentang Terlapor I Didukung Oleh Terlapor II sehingga
secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ------
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan
Usaha, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. pada
pokoknya  menyatakan  persekongkolan itu adalah
kesepakatan bermufakat untuk sama-sama melakukan
sesuatu dan pada prinsipnya untuk mengatur kesepakatan
minimal paling tidak ada 2 (dua) pelaku usaha. Elggen
penting untuk dibuktikan dalam Pasal 22 ialah 6%

meeting of mind atau kesepakatan bersama untgg %@hgatur

a

dan menentukan pemenang tender (vide buk# B¢Z). ---------
Bahwa selanjutnya, baik Terlapor I masjpun Terlapor II
terbukti telah menolak permoho dukungan yang
diajukan oleh PT Antakesuma I arja dalam rangka
keikutsertaannya dalam tend%} quo sebagaimana telah
diuraikan pada Ten@ Permintaan Dukungan
PT Antakesuma Inti R j& Ditolak Terlapor I dan Terlapor
II. Bahwa terdapat h@mgan bisnis antara Terlapor II dan
Terlapor I, dimagaJerlapor II menunjuk Terlapor I hanya
untuk berdgdildasi dan mendukung pemeliharaan mesin
MTU di i%ktorat Jenderal Bea Cukai, merupakan salah
satu adanya meeting of mind (kesepakatan bersama)

un@ mengatur dan menentukan pemenang tender

utandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

\pl eliharaan MTU di Bea Cukai sehingga secara mutatis

penjelasan pemenuhan unsur ini.---------------———-m—omm——-
Bahwa baik Terlapor | maupun Terlapor II telah mengetahui
dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa produk yang
ditenderkan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor I
dan/atau Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada
Tentang Pekerjaan Yang Ditenderkan Hanya Dapat
Dipenuhi dengan dukungan Terlapor II dan/atau Terlapor I
sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.
Bahwa pembelaan Terlapor yang menjadi bagian bantahan

dalam persidangan bahwa keputusan diberikan atau tidak

160



@\

SALINAN

diberikannya surat dukungan adalah bersifat independen
dan merupakan bagian dari bisnis judgement perusahaan
menjadi tidak relevan dengan ditemukannya fakta-fakta
dalam persidangan yang menunjukan bahwa adanya
komunikasi melalui chat Whatsapp yang menyatakan
bahwa Terlapor I berdiskusi dengan Terlapor II sehubungan
dengan pertanyaan dari staf PT Antakesuma Inti Raharja
yang menanyakan apakah bisa diberikan surat dukungan
oleh Terlapor I, yang dijawab secara jelas bahwa Terlagor I
harus mengikuti tender mengikuti arahan Terl %,
menunjukkan ketidakindependenan keput tidak
diberikannya surat dukungan kepada pesa@ erlapor 1
dalam hal ini adalah PT Antakesuma % Raharja (vide
bukti C107).----------=mmmmmm oo —%’ ————————————————————
Bahwa sehubungan dengan pers olan tersebut pula,
semakin relevan dengan ad hubungan di antara

keduanya dimana Terlapc@mpakan authorised Service
p

Dealer dari Terlapor II. at korelasi yang jelas perihal
hubungan antara Ter[¥por I dan Terlapor II, landasan tidak
diberikannya swgrat/dukungan sebagaimana bukti chat
Whatsapp, 1§¥akta bahwa tidak diberikannya surat
dukunga Wpada PT Antakesuma Inti Raharja oleh
Terla an Terlapor II. Apa yang dilakukan oleh Terlapor
I d@ erlapor II menjadi sangat bertentangan hasil rapat

dadlam notulensi yang merupakan public hearing yang pada

x% alah satu kesimpulannya menyatakan yang pada

pokoknya Terlapor II tidak membatasi dan memperbolehkan
Terlapor I untuk memberikan dukungan kepada pihak lain
(vide bukti C108). ——---m oo
Bahwa dengan demikian baik Terlapor I maupun Terlapor II
telah mengetahui dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa
tindakan Terlapor I maupun Terlapor II yang menolak atau
tidak memberikan dukungan kepada perusahaan tertentu
termasuk PT Antakesuma Inti Raharja akan mengakibatkan
kegagalan memenuhi persyaratan teknis atau gugur dalam

tahap evaluasi teknis. -----=--—-= oo
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Bahwa dalam proses evaluasi teknis tender tersebut,
PT Antakesuma Inti Raharja terbukti dinyatakan gugur
dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak
memiliki dukungan dari Terlapor I maupun Terlapor II. -----
Bahwa keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr.
Sukarmi, S.H., M.Hum. pada pokoknya menyatakan jika
hanya satu perusahaan yang memiliki kekuasaan
menerbitkan surat dukungan, maka ia memegang kunci

tender. Bila kunci tidak dibagikan secara adil, maka Eng

lain tidak bisa ikut tender, disitulah persekongko

lahlr% o AN

Bahwa keterangan Ahli dari LKPP sebagai diuraikan

sa

dalam sub-bagian 7 memperkuat alisis  unsur
bersekongkol. Ahli menegaskan a jika dalam
perencanaan prinsipal/agen gal berkomitmen

memberikan supporting letter \aun dalam pelaksanaan
tidak memberikan kep eserta tertentu, hal ini
merupakan pelanggar itmen dan "tidak fair' yang
"menghambat kompeé€si’ dan membuat "tender yang
seharusnya komgpetidf menjadi hanya diikuti satu peserta’.
Dengan d tan, tindakan Para Terlapor yang
berkomit %ﬁdalam perencanaan namun tidak memberikan
duk kepada PT Antakesuma Inti Raharja dalam

naan, menurut Ahli merupakan tindakan tidak fair

ahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka Terlapor

p
Xy?xg memperkuat unsur bersekongkol dalam perkara a quo.

«9®

[ dan Terlapor II terbukti melakukan kerja sama agar tender
a quo hanya dikuasai/diikuti dan dimenangkan oleh
Terlapor 1 selaku satu-satunya pelaku usaha yang
didukung Terlapor II. -—-----—-=—————mmmmm e
Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam
perkara a quo terpenuhi. -----------mmmmmmm
Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait
Dengan Pelaku Usaha Lain. -----------=—-mmcmmmmmmmmm -
Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha
lain adalah sama dengan pengertian pelaku wusaha

sebagaimana telah diuraikan, sehingga secara mutatis
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mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa pelaku usaha lain
yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Terlapor II yang
merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada
Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga secara mutatis
mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
penjelasan pemenuhan unsur ini Bahwa berdasarkan
Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 pada
pokoknya mengatur arti dari pihak lain adalah pihak g
ada kaitannya dengan pelaku usaha.--------------—--- %

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II merupa ? nsipal

yang merupakan perwakilan Grup Rolls ce Power
Systems (Grup RRPS) di Indonesia, gga memiliki
kedudukan sebagai distributor eksk rup RRPS untuk

berbagai mesin dan suku cadan @ MTU di Indonesia,
dengan demikian seluruh suk ang resmi hanya dapat
disuplai oleh Terlapor I € masuk administratif yang
berkaitan dengan mesi %

of Manufacture (COﬁ dan Certificate of Origin (COO),

yaitu menerbitkan Certificate

sehingga secar% atis mutandis menjadi bagian yang

tidak terpis de

Bahwa 2 arkan keterangan Ahli Hukum Persaingan
f.

ngan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Usah% Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. pada pokoknya
e@ kan apabila prinsipal yang memiliki kekuasaan

ntuk memberikan surat dukungan yang menjadi

X aligus merupakan satu-satunya pihak yang berwenang

persyaratan dalam suatu tender, maka seharusnya
prinsipal tersebut wajib memberikan surat dukungan
kepada siapa saja yang akan mengikuti tender. Ada prinsip
di dalam tender yang harus dipegang oleh para pihak,
diantaranya adalah tidak boleh ada perilaku yang bersifat
diskriminatif kepada siapapun sepanjang peserta lain
memiliki kompetensi yang setara untuk ikut di dalam
proses tender tersebut (vide bukti B21). Bahwa berdasarkan
keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. pada pokoknya

menyatakan persekongkolan dalam bentuk lain adalah
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pengembangan dari istilah pihak lain, dimana siapa saja
yang mempunyai hubungan dengan pelaku wusaha,
distributor, prinsipal dan/atau lainnya (vide bukti 22).
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari
Widianto, S.H., M.E., pada pokoknya menyatakan
Persyaratan kelengkapan barang impor harus dilengkapi
dengan dokumen barang yang meliputi: a. Supporting
letter/ letter of  intent/letter of  agreement dari
pabrikan/prinsipal di negara asal; b. Surat KeteranganAsal
(Certificate of Origin); dan c. Sertifikat Produksi. Per@
supporting dari Prinsipal harus dicantum dalam
dokumen pemilihan dari pabrikan atau 4@1 ipal dari
negara asal ini diserahkan oleh peserta er atau seleksi
kepada Pokja bersamaan pada saat ampaian dokumen
penawaran. Maka dari itu ji t&dapat satu-satunya
Prinsipal untuk memenuhi jaan yang ditenderkan,
seharusnya Prinsipal ter bersifat fair memberikan
supporting letter pada @peserta yang akan mengikuti
tender, jika bukan péQunjukan langsung yang digunakan
menjadi metode, harus ditaati (vide bukti B23). -------
Atas dasar %m analisis tersebut maka unsur Pelaku
Usaha L ir?&an/ atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha
lain perkara a quo terpenuhi. ------------———cmmommem -

engatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.-

]%awa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam

@roses pengadaan yang menjadi objek perkara a quo

terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan
pada unsur bersekongkol sehingga secara mutatis mutandis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan
pemenuhan Unsur ini. —----------mm oo oo
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan
Usaha, Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. pada pokoknya
menyatakan unsur mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender merupakan unsur yang sangat esensial di
dalam proses tender, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh
para pihak dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing

yang memiliki potensi di dalam proses tender tersebut.
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Pelaku usaha pesaing tersebut memiliki kualifikasi namun
karena sudah ada pengaturan dalam tender berupa
persekongkolan dalam bentuk pihak lain, maka pelaku
usaha pesaing tersebut mendapatkan hambatan masuk ke
dalam pasar tender a quo (vide bukti B21).--------------oceeo—
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari
Widianto, S.H., M.E., pada pokoknya juga menegaskan
konsekuensi tindakan Terlapor I dan Terlapor II: “Dengan
yang ikut hanya satu perusahaan saja, sedangkan
perusahaan lain tidak bisa ikut tender... maka ten

dibatalkan.” Keterangan Ahli LKPP menega ahwa
tindakan Terlapor I dan Terlapor II telah s%aklbatkan
pengaturan dan/atau penentuan pemen tender karena
hanya Terlapor I yang dapat memen syaratan teknis,
sehingga secara faktual menent ghasﬂ tender a quo
(vide bukti B23). --------- - Y
Bahwa pengaturan yan%

Terlapor II telah men kan Terlapor I menjadi satu-
satunya peserta yang apat memenuhi persyaratan teknis

sehingga selanj dapat menjadi pemenang tender a

Atas dasar\fmal tersebut, maka unsur mengatur dan/atau
mene n pemenang tender dalam perkara a quo
UHI. e

ur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -------------——- -
%erdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun
@ 1999 disebutkan:--------=-—=-—mmmm
persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha. -----------=-==--=-——cmmcmmmm—
Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor

I dan Terlapor II dalam proses pengadaan tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan
usaha. Terlapor I dan Terlapor II dengan tidak memberikan

surat dukungan pada peserta tender lainnya merupakan
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bentuk bersekongkol, mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender a quOo.----------=-=--=-mmmmm oo
Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur
Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
perkara a quo terpenuhi.------------mmmmom
Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut,
maka disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. -
6) Kesimpulan.----------—mmmmmmm -
Berdasarkan wuraian Kesimpulan di atas, ma im

Investigator Perkara 07/KPPU-L/2025 m% ulkan

bahwa Terdapat bukti yang cukup bahwa@ por I (PT
Dieselindo Utama Nusa) dan Terlapor Rolls Royce
Solutions Indonesia) melanggar Pas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang L% n Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak S \ —————————————————————————————

Menimbang bahwa pada Pemeyi n Lanjutan dengan agenda

penyampaian Simpulan Persidangan, Terlapor I
menyampaikan simpulan%asil persidangan pada pokoknya
sebagai berikut (vide QUK TI.38):----------—cmmmmmmm e
Pengajuan Simp &

Ketentuan H %(Due Process Of Law): ------=-========—=——=mmmev

onklusi Ini Adalah Telah Sesuai Dengan

Bahwa be kan ketentuan Pasal 69 huruf c, Pasal 74 ayat
(3) da , serta Pasal 76 Peraturan Komisi Pengawas
Pe aggan Usaha (KPPU) No. 2 tahun 2023 menyatakan sebagai

t-— -

sal 69 hurufc:--—--------ome oo

“Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 memuat agenda sebagai berikut:---------

1) pemeriksaan alat bukti;

2) pemeriksaan setempat; dan/atau

3) penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Investigator

dan/atau Terlapor atau Kuasa Hukum.”

Pasal 74 ayat (3) dan (4):--------=-=-mmmmm oo

“(3) Berdasarkan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum

menyusun simpulan.
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(4) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
secara tertulis.” —-——----mm o

Pasal 76: -

“Investigator dan Terlapor atau Kuasa Hukum menyampaikan

simpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c kepada

Majelis Komisi sebelum berakhirnya sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan Lanjutan.” ------=--==--=--mmmmm oo
Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal di atas,
penyampaian Kesimpulan/Konklusi secara prosedual
mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 Tahun 20

pengajuan Simpulan/Konklusi ini adalah due pro s%f law. ----
Pokok-Pokok Simpulan/Konklusi. -------------- o -----------------
Pokok-pokok Simpulan/Konklusi ini dituj ?ﬁkepada Laporan

isi
ingga

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU ahun 1999 terkait
Tender Pemeliharaan Mesin Induk% di Direktorat Jenderal
Bea Cukai Tahun 2024 yang di ilka

n oleh Tim Investigator,

dapat Terlapor I jelaskan, &i lan/Konklusi ini disampaikan

secara ringkas tanpa me%u
telah disampaikan Terlapor I kepada Majelis Komisi

ﬁaha (KPPU) pada tanggal 24 Juli 2025. -
Bahwa berdasa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

rangi tanggapan/pembelaan yang
Pengawas Persai

tentang L n Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat n@r butkan: ----------mm
“Pelak®, usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
atur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
engakibatkan persaingan usaha tidak sehat.” ---------------—————
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat
dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat apabila
pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku usaha lain
(persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku usaha
bersekongkol dengan panitia tender (persekongkolan vertikal)
yang bertujuan untuk memenangkan tender. ------------------—--—
Akan tetapi, Terlapor I, PT Dieselindo Utama Nusa sebagai
pemenang Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan
Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam di lingkungan

Bea Cukai untuk tahun anggaran 2024, menolak dengan tegas
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keberadaan sebagai Terlapor I karena PT Dieselindo Utama Nusa
dinyatakan sebagai pemenang pada tender-tender tersebut sama
sekali tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak
I A A P UL~ oo oo o oo o oo s
Adapun pokok-pokok Simpulan/Konklusi yang akan diuraikan
adalah sebagai berikut: -----------—-mmm
Pernyataan Sepihak Dari Terlapor I melalui chat Whatsapp,
tidaklah membuktikan persekongkolan antara Terlapor I dengan
Terlapor II, sehingga karenanya demi hukum (ipso jure) Terlgpor
I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 U&S
Tahun 1999, - ?—” ———————
Majelis Komisi Yang Terhormat, --------------------- »65 ——————————
Berdasarkan hasil persidangan Komisi pad gkat lanjutan,
telah ditemukan fakta bahwa pernyataan @hk dari Terlapor I
melalui dokumen chat Whatsapp b merupakan bukti

persekongkolan antara Terlapor I rlapor II, sebagaimana

uraian dasar alasan sebagai beri
1) Bahwa pada persidan meriksaan lanjutan tanggal 7
Oktober 2025, Terla&

Ningrum Natas% irait, S.H., M.LI. yang diantaranya

telah mengajukan Ahli Prof. Dr.

menjelaska a “Persekongkolan harus dilakukan oleh

dua oran, %&ulebih”. ----------------------------------------------
2) Adap élah satu bukti dugaan persekongkolan yang

di oleh Tim Investigator adalah dokumen chat

m8lalui Whatsapp yang pada inti isinya sebagaimana
%Xf‘erlapor I kutip di bawah ini: ---------=—-=——- -

@ “‘kami baru saja selesai diskusi dengan RRSI Hasilnya

adalah karena ada finding audit Ernst and young salah
satunya tentang transaksi penjualan DUN ke AIR tahun lalu

dan kami sudah menjelaskan posisinya Tahun lalu seperti

Tetapi untuk tahun ini kami diharuskan untuk partisipasi
oleh RRSI untuk project TBK tsb. Maka dari itu mohon maaf
kami tidak bisa memberikan dukungan utk Lelang tsb.
Terima kasih atas pengertiannya.” -----------=-==-=——=——cmcmmeuov
Dalam dokumen bukti chat tersebut, terdapat kalimat

“diharuskan untuk partisipasi oleh RRSI” yang seolah-olah
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terdapat instruksi dari Terlapor II kepada Terlapor I untuk
menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh
PT Antakesuma Inti Raharja.--------------——- oo~
Jikalaupun benar (quad non rehctum) adanya instruksi dari
Terlapor II kepada Terlapor I untuk menolak surat
dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja,
maka merupakan kewajiban Tim Investigator untuk
membuktikan adanya konfirmasi dari Terlapor II atas
kebenaran  pernyataan melalui bukti chat ng
dikemukakan oleh Terlapor I. ------------—-=——--omo——- - %
Faktanya, dalam keseluruhan proses persid % tidak
terdapat satupun alat bukti baik dokum@s rat yang
berasal dari Terlapor II maupun keterang aksi yang pada
intinya menyatakan bahwa Terlapo enginstruksikan
kepada Terlapor I untuk menol g}at dukungan yang
diajukan oleh PT Antakesuma I Xiaharja ————————————————————
Terlebih lagi, pada ke &an proses persidangan
terungkap bahwa s Terlapor [ menolak surat
dukungan yang dimo%,n an tersebut, PT Antakesuma Inti
Raharja tidak kan konfirmasi terhadap kebenaran
pernyataan r%atsapp kepada Terlapor II. ----------------
Justru h l%vsebut digunakan oleh Tim Investigator untuk

meny, kan tuduhan yang tidak berdasar seolah-olah

I telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor

ernyataan melalui chat tersebut merupakan pernyataan

@ntuk memenangkan tender, sehingga oleh karenanya

>

sepihak yang tidak didukung oleh dokumen bukti lain.------
Dengan tidak terdapat adanya bukti lain yang mendukung
pernyataan sepihak dari Terlapor I melalui bukti chat, maka
tuduhan persekongkolan antara Termohon [ dengan
Termohon II untuk memenangkan tender yang disampaikan
oleh Tim Investigator sama sekali tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan. -----------mmm oo
Karena tidaklah mungkin dengan adanya pernyataan
sepihak dari Terlapor I, Terlapor [ melakukan
persekongkolan dengan dirinya sendiri. Sungguh dalil Tim

Investigator yang menyatakan adanya persekongkolan pada
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tender a quo merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan
sangatlah naif. -----------smme e
Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas,
telah terlihat secara jelas dan terang benderang (prima facie)
bahwa oleh karena tidak terdapat satupun alat bukti baik
dokumen surat yang berasal dari Terlapor II maupun
keterangan saksi yang pada intinya menyatakan bahwa
Terlapor II menginstruksikan kepada Terlapor I untuk
menolak surat dukungan yang diajukan oleh PT qAIR
sehingga mengakibatkan bukti chat Whatsapp %ﬂ
merupakan pernyataan sepihak dari Terlapor tidak
didukung oleh dokumen bukti lain, maka de@ um (ipso
jure) tuduhan persekongkolan antara T hon I dengan
Termohon II untuk memenangkan te ang disampaikan
oleh Tim Investigator sama sekali@gft
dan meyakinkan bersalah mela &n persekongkolan. ------
Oleh karena itu, cukup @alasan bagi Majelis Komisi
i

yang memeriksa, meng an memutus perkara a quo

erbukti secara sah

untuk menyatakan %Wa Terlapor I sama sekali tidak
melakukan pela n Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----
Telah dapat dibuki lﬁ
(mens rea) Te or I untuk memenangkan tender dalam
menolak honan surat dukungan yang diajukan oleh
PT Ant %ﬂ

bahwa tidak terdapat adanya niat jahat

a Inti Raharja. -------—---——-——-moo

Magggl(omisi Yang Terhormat, -----------—-=——- oo

sarkan keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam

@ersidangan a quo, telah dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat

sedikitpun niat jahat (mens rea) dari Terlapor I untuk
memenangkan tender dalam menolak permohonan surat
dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja
sebagaimana uraian di bawah ini: --------------------mmm -
1) Sebagaimana telah Terlapor I jelaskan sebelumnya bahwa
bukti chat yang dikemukakan oleh Terlapor I dalam
menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh
PT Antakesuma Inti Raharja merupakan pernyataan
sepihak.------mmmmmm e

Dengan demikian, pernyataan sepihak tersebut bukanlah

170



S

2)

3)

SALINAN

merupakan termasuk ke dalam alat bukti surat, melainkan
merupakan bukti petunjuk (indirect evidence) yang tidak
dapat berdiri sendiri. Bukti petunjuk harus diyakini
kebenarannya dan didukung oleh pengetahuan yang
dimiliki Majelis melalui bukti-bukti surat, keterangan Ahli
maupun saksi selama proses persidangan perkara a quo.
Bukti-bukti tersebut haruslah merupakan bukti-bukti yang
mengarah kuat dan memberikan indikasi persekongkolan
yang diduga oleh Tim Investigator. Sehingga dapat megjadi
bahan pertimbangan serta pengetahuan bagi Mageh&%&
dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. ? ———————

hli Prof.
Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M. L@a persidangan

Seperti apa yang telah dijelaskan oleh keter
pemeriksaan lanjutan tanggal 7 Ok 25, penolakan
permohonan surat dukungan PT esuma Inti Raharja
melalui pernyataan sepihak (l evidence) dari Terlapor
I yang dianggap tinda ersekongkolan oleh Tim
Investigator haruslah %kan adanya niat jahat (mens
rea) dari pihak ya yatakan hal tersebut. -------------——-
Dalam keselu %proses persidangan, tidak terdapat
satupun bu n% menunjukan niat jahat (mens rea) dari
Terlapor IY&zhubungan dengan penolakan permohonan
sura‘%&ngan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti

sebagaimana uraian di bawah ini: ------------------——-

Tidak  Diberikannya Surat Dukungan Kepada

PT Antakesuma Inti Raharja Pernah Melakukan

@ Antakesuma Inti Raharja Dikarenakan

Ketidak-Compy-an Sehingga Karenanya Terlapor I
Tidak Mau Mengambil Resiko Kembali Memberikan
Surat Dukungan Kepada PT Antakesuma Inti Raharja.
i. Bahwa tidak diberikannya surat dukungan
kepada PT Antakesuma Inti Raharja oleh Terlapor
I bukanlah bermaksud untuk mengusai pasar,
akan tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan
yang telah dilakukan oleh internal Terlapor I
secara independent terhadap kemampuan PT

Antakesuma Inti Raharja untuk memenuhi
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kepatuhan dalam melaksanakan pemeliharaan
mesin kapal MTU. --—--—---—mmmmomm e
Dalam keseluruhan proses persidangan lanjutan a
quo, telah terbukti bahwa pada saat diberikan
surat dukungan oleh Terlapor I, PT Antakesuma
Inti Raharja pernah melakukan ketidakpatuhan
dan mengambil resiko yang tinggi dalam bentuk
membeli suku cadang yang tidak genuine dari
IMS, sebagaimana keterangan-keterangan sa1$li
bawah sumpah, sebagai berikut: ----------- s
1. Pada persidangan lanjutan %&1 19

Agustus 2025, Saksi Fakta @?diajukan

oleh Tim Investigator, Sdr ongso Budiono

Gunawan telah menj pertanyaan dari

Terlapor I bahwa “ Saat PT Antakesuma

Inti Raharja dibe%}n surat dukungan oleh PT

Dieselindo Nusa, PT Antakesuma Inti
Raharja h membeli spare part (suku
cadangﬂdari IMS (bukan genuine parts)’.
N@ keterangan tersebut tidak tercatat

Panitera dalam Berita Acara

Investigator pada persidangan lanjutan

s@ Saksi Fakta yang diajukan oleh Tim

tanggal 19 Agustus 2025 yaitu Sdr. Yakobus
yang tercatat dalam angka 50 dan angka 51
Berita Acara Persidangan Lanjutan, telah
menyatakan: ---------------mmmmmm
“50. Pertanyaan Terlapor [------------=----—————
Bahwa saksi sebelumnya mengatakan bahwa
ada surat dukungan dari PT DU, kemudian
pemeliharaannya dilaksanakan oleh PT AIR,
kemudian sepengetahuan Sdr. Saksin pada
saat PT AIR ini melaksanakan pemeliharaan,
apakah pernah PT AIR itu menggunakan spare
part diluar dari produk RR atau sebut saja

produk dart IMSP-----------=mm oo
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Pada saat melakukan perawatan, sparepart-
sparepart pada saat pemeliharaan itu sudah
dipastikan dibutuhkan, sepengetahuan saya
didapatkan dari PT DUN, tetapi pada saat
pembongkaran dan pemeriksaan ditemukan
barang-barang mungkin yang tidak layak
pakai, Kembali lagi bahwa sering kali dari
MTU itu banyak part yang obsolete ba%&n
tanpa pengganti dari pengalaman. itu

melakukan repair atau menggu yang

Jadi pernah meng
bukan dari PT leéperti 1
Jawaban: --jeg¥e-)-----=----mmmmmm oo
lya.------ %—— ————————————————————————————————————
Saksi Qakta yang diajukan oleh Tim
I e%gator pada persidangan lanjutan
nzzal 19 Agustus 2025 yaitu Sdri. Rasita
yang tercatat dalam angka 65 sampai dengan
angka 67 Berita Acara Persidangan Lanjutan,
telah menyatakan: ---------------————ocmmem -
“65. Pertanyaan Terlapor [--------------—--—————
Apakah saksi tahu, pada saat DUN
memberikan surat dukungan ke PT AIR pernah

membeli sparepart selain dari RRSI atau dari

2 A 0] - —

66. Pertanyaan Terlapor I----------------———————-
Pernahkah saudara saksi menyatakan bahwa
apabila diberikan surat dukungan PT AIR
akan membeli 100% sparepart dari PT DUN
atau RRSIP-------—-—---- e

Jawaban: ----------- oo
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Pernah. Karena obsolete maka DUN tidak bisa
suplai 100%. -----=======mmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeee
67. Pertanyaan Terlapor [-----------------——————-
Lalu anda mendapat suplay dari mana?-------

Jawaban: ------------mm o

iii. Faktanya, tindakan PT Antakesuma Inti Raharja
yang membeli suku cadang tidak genuine tersebut
bukanlah  atas dasar perintah  ataypun
permintaan dari Bea Cukai selaku peng jsa.
Karena telah dijelaskan oleh PPK Bea 1%?1, Sdr.
Amni bahwa keaslian suku @ ng yang
digunakan dalam pelaksan pemeliharaan

menjadi konsen paling pe@sllntuk menjamin
operasional di laut,

keselamatan dan kelan
sebagaimana hal t \ebut dibuktikan dengan
keterangannya ( 1)fakta PPK Bea Cukai, Sdr.
Amni pada Acara Persidangan angka 68,
yang akan ’[%apor I kutip di bawah ini: ------------
“Pertimgdngan utamanya yang pertama adalah
pe ’r%:aan mesin kapal kami karena dalam
rWa melaksanakan tugas negara menjamin
%Caeselamatan dan kelancaran operasional di laut
@ dan apabila ada kendala tiba-tiba kapal kita
Q mogok di Tengah laut yang ternyata dipelajari
karena suku cadang yang tidak asli itu menjadi

® konsen kami. Jadi tugas dari patrol laut itu

pegawai kami tenang dan focus pada pekerjaan
%’ kapal tidak ada masalah, kita harus bisa kami dari
pusat untuk bisa dapat membantu terlaksananya

proses pemeliharaan yang menjamin tentunya

pertama keaslian suku cadang, keaslian sparepart

darimana datangnya? ...dst.”---------=--—mcmmmmmmm—

iv. Merujuk pada keterangan saksi PPK Bea Cukai,

Sdr. Amni di atas dan adanya fakta

ketidakpatuhan (ketidak-comply-an) PT

Antakesuma Inti Raharja dalam  bentuk
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menggunakan suku cadang yang tidak genuine
pada saat Terlapor I memberikan surat dukungan
kepada PT Antakesuma Inti Raharja, telah secara
jelas terlihat bahwa penggunaan suku cadang
yang dilakukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja
tersebut berdampak buruk bagi keselamatan
pengguna dan menimbulkan citra buruk bagi
mesin MTU yang merek dagangnya dimiliki oleh
Terlapor II, yang juga sudah dapat dipastikan
berdampak buruk pula bagi Terlapor I&u
auhorized dealer mesin MTU yang erikan
surat dukungan kepada PT An&%? uma Inti
Raharja. -----------mm oo - -
Atas dasar pengala ketidakpatuhan
PT Antakesuma Inti Ra r'r@rsebut itulah, maka
Terlapor 1 telah \apertimbangkan secara
independen un ?iec’lak memberikan surat
dukungan ya ymintakan oleh PT Antakesuma
Inti Rahar'aQ ———————————————————————————————————————————
Lagi p%glaenggunaan suku cadang yang tidak
gentireroleh PT Antakesuma Inti Raharja akibat
k%!disi obsolete, bukanlah merupakan tindakan

Cgmbenaran dan bertentangan dengan

prosedur/rekomendasi Terlapor II selaku pemiliki
merek dagang dan teknologi mesin MTU, yaitu
dalam kondisi terdapat suku cadang yang obsolete
(tidak diproduksi lagi), Terlapor II akan
memberikan rekomendasi untuk ditingkatkan ke
level yang lebih tinggi (repair kit) sehingga selalu
tersolusikan dan bukanlah mengganti suku
cadang yang tidak genuine. ---------------=----—oom-—-
Hal tersebut telah dijelaskan dalam kondisi
serupa melalui keterangan saksi fakta yang
Terlapor I ajukan yaitu Sdr. Roni dan Sdr.

Suhandi, sebagaimana Terlapor I kutip di bawah
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Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan
oleh Terlapor I, Sdr. Suhandi pada Berita
Acara Persidangan angka 39 sampai dengan
angka 41: --—--mmmmme
“39. Pertanyaan Terlapor [------------------—--—
Pernah tidak pada saat Saksi melakukan
pemeliharaan ditemukan kondisi sparepart

yang tidak diproduksi lagi atau obsolete?------
Jawaban: —---------m -
Itu Pernah. ----------------=---mcmmmee - %Y:'—
40.Pertanyaan Terlapor I: ——————————%¥—” ———————
Di tahun berapa? --------------- »6 —————————————

Jawaban: -------------------- ey -----------------

Tahun 2022 untuk gen %’ ————————————————————
41. Pertanyaan Ter]%ﬁ ———————————————————————
Rekomendasiny x ————————————————————————————
Jawaban: --jeg¥e-)-----=----mmmmmm oo
Biasany %prinsipal itu kalau ada salah
satu & ada yang obsolete biasanya naik
le éisa repair Kit tapi itu dari prinsipal juga
%’La itu haknya prinsipal, ntah itu repair kit
atau naik lagi ke IC. --------=-—=——————cmmem

s@ Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan

oleh Terlapor II, Sdr. Jasni pada Berita Acara
Persidangan angka 61: -----------——————ccceme -
“Pertanyaan Terlapor I ----------—-———--—cmmemo
Terkait kondisi obsolete, pada saat teknisi
menemukan hal tersebut bagaimana?----------
Jawaban: --------=---mmm o
Pada saat menemukan kondisi obsolete, kami
akan hire order sesuai part number, asalkan
costumer bisa menerima bahwa barangnya
obsolete atau mungkin part obsolete tersebut
kondisinya masih bagus dan bisa dipakai lagi,
solusi ada. Kondisi terburuknya adalah kami

ngambil ke high partnumber, ganti shaftnya.”
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3. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan
oleh Terlapor I, Sdr. Roni:------------------oeo—-
“Pertanyaan Terlapor I ------------——cmmcmmmmev
Pernah tidak saudara saksi menemukan
kondisi sparepart yang tidak diproduksi lagi
atau Obsolate? Mungkin bisa saudara saksi
jelaskan apabila ditemukan rekomendasinya
seperti apa, bisa saudara saksi jelaskan?-----
Jawaban: -----------mmmmm oo -
Mungkin kalau dari kami Sparep
sudah tidak produksi kalau utnya
Obsolate itu biasanya misalny@ tu sudah
tidak ada biasanya dia nad k ke-repair kit
jadi setelah dari rep it itu, kalaupun

misalnya repair klt@ ng obsolate naik ke

IC jadi dia ak penggantinya, kalau

mungkin hananya saja saksi
meneran@x botol aqua yang dibutuhkan
tutup nya saja ini yang obsolate tapi

% ari prinsipal bilang ini udah engga ada
itu digantikan dengan repair kit, repair kit

?&itu adalah semua komponennya saja, repair

kit itu engga ada naik lagi ke IC unit jadi akan

s(} kit itu adalah tutup dan botolnya ketika repair

naik kelebih besar lagi, itu selama saya kalau
ketika ada sprepare part yang tidak atau stop
produksi dia akan naik kelas repairkit
NAMANYQA. ” === === === oo
Dengan adanya fakta bahwa PT Antakesuma Inti
Raharja pernah melakukan ketidakpatuhan

(ketidak-comply-an), maka sangat beresiko apabila

Terlapor 1 tetap memberikan surat dukungan

kepada PT Antakesuma Inti Raharja. Atas dasar
pertimbangan resiko itulah Terlapor I
memutuskan secara independen untuk tidak

memberikan surat dukungan kepada
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PT Antakesuma Inti Raharja dan bukanlah seperti

apa yang telah dituduhkan oleh Tim Investigator.-

b. Karena Terlapor I Selaku Authorized dealer MTU

Bertanggung Jawab Atas Produk-Produk Yang

Menggunakan Merek Dagang MTU Sehubungan

Dengan Penggunaan Suku Cadang Asli Beserta

Pemeliharaannya dan Adanya Pembaruan Elektrikal

Yang Menjadi Satu Kesatuan Dari Pekerjaan Overhaul

Yang Tidak Dimiliki Oleh PT Antakesuma Inti Rahgrja,

Maka Terlapor I Memutuskan Untuk jdak

Memberikan Surat Dukungan Kepada PT %&k’esuma

Inti Raharja.--------------———cmmommo - »6 —————————————

i.  Terlebih dahulu Terlapor I kakan bahwa

dalam keseluruhan pros rsidangan telah

terbukti bahwa pada s t?merek dagang MTU

dimiliki oleh Terlapo \sehingga oleh karenanya

Terlapor II secar um berhak atas pembaruan

teknologi da ada siapa akses pembaruan

tersebut di&ikan. Terhadap fakta kepemilikan

merek %ng MTU yang pada saat ini dimiliki
ole i:"l

:E%hryataan seluruh saksi yang telah diperiksa

apor II, telah dibuktikan dengan

% lam perkara a quo dan Notula Persiapan W5-W6

@ Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023,

Q tertanggal 20 Januari 2023 (vide bukti TI.37)
@ sebagaimana kutipan angka 5 huruf a di bawah

O® “... MTU diganti menjadi RR sejak tahun 2019
%’ karena RR mengakuisisi 100% saham MTU
sehingga nama MTU diganti nama menjadi RR

di seluruh dunia.” -------==--===--==---mmmmmm -

ii. Dalam pelaksanaan pemasaran produk MTU yang

dimiliki oleh Terlapor II, Terlapor [ selaku

authorized dealer memiliki kewajiban untuk

memastikan bahwa user akan mendapatkan suku

cadang yang asli dan pemeliharaannya dilakukan

oleh pihak yang resmi, mengingat pembaruan
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elektrikal yang menjadi satu kesatuan dari
pekerjaan overhaul, yang mana pembaruan
tersebut tidak dimiliki oleh PT Antakesuma Inti
Raharja. ----------mmmmmr
Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa
Terlapor I merupakan salah satu dari ketiga
authorized dealer yang memiliki akses pembaruan
teknologi MTU, baik untuk pembaruan software
(refresment sistem) secara berkala maupun akses
portal bisnis dari Rolls Royce selaku p@g
merek dagang untuk melaksanakan p %ﬂiaraan
mesin kapal MTU yang berada d@l ayah Bea
Cukai sebagaimana telah di tikan melalui
keterangan saksi-saksi fal@??’bawah sumpabh,
yaitu sebagai berikut: --zsad™%-------------mmmmmmee
1. Saksi Fakta di b &a sumpah yang diajukan
oleh Terlapqg %2? Roni, pada Berita Acara
%gka 72, angka 75, angka 78,

Persidan@
dan an&a S

“ 7§. anyaan Terlapor I-----------=----——————-
kah ada pembaharuan mesin MTU dari

scj Jawaban: --------=---mmmm o
@ Setiap pembaharuan atau updating sebagai

Service Dealer kita selalu dapat updating
misalnya nanti ada updating kita memiliki
protal bisnis jadi disitu ada semua dan yang
bisa akses hanya kita misalnya ada teknologi
blueline  menjadi  bluevision itu kami

mendapatkan updating semua dari Rolls

75. Pertanyaan Terlapor [---------------cmcmmuuv
Apakah ini diupdet secara berkala? ------------
Jawaban: ----------- oo
Secara berkala tapi tidak updet per tahunnya
tapi teknologinya misalnya updating mesin A

akan ada pembaharuannya. ---------------------
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78. Pertanyaan Terlapor [------------=——cocmmuv
Apakah selain PT DUN ada perusahaan lain

yang bisa mengakses Portal Bisnis tersebut?

79.Pertanyaan Terlapor I ------------=——--—o—-——-
Apakah selain authorized dealer yang
ditunjuk oleh Rolls Royce apakah bisa
mengakses portal bisnis tersebut? ---------gg---
Jawaban: --------==--=--mmmmmmm e S Y:'—
Untuk portal bisnis ini yang bisa%?ﬁgakses

hanya authroized dealer.” ------4c-NC-----------

Saksi Fakta di bawah su yang diajukan
oleh Terlapor I, Sdr. ?&hdi, pada Berita
Acara Persidangan 18 sampai dengan

angka 21: -------- R e L
18. Pertany@)zgpor Iremmemmm oo
Apakah @ efreshment system dari Rolls
Royce (@) —————————————————————————————————————————
J L

engetahuan saya untuk refreshment

?\system itu ada, hanya lebih ke Refreshment

Software. --------=-== o
19. Pertanyaan Terlapor [------------=----——————-
Sepengetahuan saksi, bisa tidak Dieselindo
atau authorized dealer melakukan akses
untuk softwarenya? -----------=--=——=m—om—mmm———
Jawaban: -----------mmm oo
Sepengetahuan saya itu terbatas dan itu

hanya bisa di akses oleh authorized dealer

20. Pertanyaan Terlapor I:---------------------——-
Itu Softwarenya terkait apa?---------------------
Jawaban: --------------mmm o
Pertama untuk pembaruan sistemnya untuk
mengganti part-part elektrik tertentu dan

kedua biasanya untuk pengambilan data

180



g

SALINAN

sendiri, karena untuk system MTU itu
mengikuti teknologi kalau sekarang sudah
blue vision, mungkin dari tampilan layarnya
dahulu itu hitam putih biasa dan sekarang
sudah berwarna ada peningkatan visualnya.
3. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan
oleh Terlapor II, Sdr. Jasni, pada Berita Acara

Persidangan angka 58 sampai dengan angka

B0 m o
58. Pertanyaan Terlapor I:-------------- c Y:'-
Untuk teknologi software a%?k ada
perbaruan? --------------------—— AN
Jawaban: -------------------- % —————————————————
Ada.-----------mmem —%’ ————————————————————

59. Pertanyaan Terl e
Untuk yang bi@zkses update software

scj Tidak bisq.”---=--======== oo

Perlu Terlapor 1 kemukakan bahwa surat
dukungan yang dipersyaratkan dalam pengadaan
tender a quo, hanyalah terbatas pada dukungan
untuk pengadaan suku cadang saja, dan tidak
terkait dengan jasa pemeliharaan karena untuk
jasa pemeliharaannya dilakukan oleh peserta yang
memenangkan tender. ------------—--mmmmmmmem -
Oleh karena selain dari authorized dealer Terlapor
II tidak memiliki akses dalam hal pembaruan
software MTU yang menjadi satu kesatuan dari
Pekerjaan overhaul pemeliharaan kapal mesin
MTU, maka meskipun PT Antakesuma Inti
Raharja diberikan surat dukungan oleh Terlapor I,

akan tetapi PT Antakesuma Inti Raharja tidaklah
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dapat dikategorikan sebagai Perusahaan yang
dapat melakukan pemeliharaan secara penuh. ----

v. Dengan adanya faktor pembaruan software yang
hanya dapat diakses oleh Terlapor II dan
authorized dealer MTU in casu Terlapor I, maka
atas dasar hal tersebut Terlapor 1 telah
mempertimbangkan dan memutuskan secara
independen untuk tidak memberikan surat
dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja.--

c. Tidak Diberikannya Surat Dukungan da
PT Antakesuma Inti Raharja Dikarena danya
Teguran Dari Aparat Penegak Huk«@ engenai
Larangan Pemberian Surat Dukung epada Peserta
Tender Lain Pada  Saat %s’amaan Dengan
Keikutsertaan Terlapor I D aket Tender Yang
Sama. -------=-=---ememmmaeeod % —————————————————————————————
i. Bahwa pada an
W5-W6 Mesi k MTU Kapal Patroli DJBC TA
2023, terta&gal 20 Januari 2023 (vide Bukti

TI.37) tertylis pembahasan yang disampaikan oleh

huruf b Notula Persiapan

Ka #t Sarana Operasi, yaitu: ------------------—-—-
“%ﬁar belakang yang menjadi tema pembahasan
%C?aitu adanya pemeriksaaan dari APH (Polda Metro

@ Jaya), Permintaan/Permohonan PT.DUN sebagai

Q service partner dan Monev pemeliharaan W5 dan

@ W6 pada tahun sebelumnya”. -------------=-==-——--——-

@ ii. Berdasarkan pembahasan yang dinyatakan oleh
O Kasubdit Sarana Operasi di atas, telah terbukti
%’ bahwa Terlapor I yang diwakili oleh Sdr. Randy
Hardi selaku salah satu pemimpin perusahaan

pernah dilakukan pemanggilan oleh penyidik

Kepolisian Republik Indonesia sebagai saksi

sehubungan dengan pemberian surat dukungan

kepada PT Antakesuma Inti Rahardja, yaitu pada

saat Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa)

memberikan surat dukungan kepada

PT Antakesuma Inti Rahardja namun pada saat
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yang bersamaan Terlapor (PT Dieselindo Utama

Nusa) juga mengikuti tender pada paket yang

iii. Pada panggilan kepolisian tersebut, Sdr. Randy
Hardi selaku salah satu pemimpin perusahaan in
casu Direktur Terlapor I telah diberikan teguran
oleh penyedik bahwa Terlapor I (PT Dieselindo

Utama Nusa) tidak dapat memberikan surat
dukungan kepada peserta tender lain bersamaan
dengan keikutsertaan Terlapor 1 (PT D@o
Utama Nusa) dalam tender yang sa;:a@?—” ———————

iv. Oleh karena keterangan Sdr. Ran rdi dalam
persidangan tersebut di atas t@%didukung oleh
alat bukti surat yang sah a telah terbukti
bahwa dalam hal pen permohonan surat
dukungan PT Anta Xfma Inti Raharja yang
dilakukan oleh ’I@r I, tidak terdapat niat jahat
(mens rea) T I untuk mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender maupun
mengu ASAT .~ ——— = m oo

Lagi pula&%nberian surat dukungan tidaklah
digantun 1%7 kepada Terlapor [ saja, melainkan

PT suma Inti Raharja dapat mendapatkan surat

an tersebut dari authorized dealer lain. Terlebih lagi,

ntakesuma Inti Raharja untuk meminta surat dukungan

d
\’f‘glapor I sama sekali tidak pernah membatasi PT

«9®

S)

dari authorized dealer lain yang mana faktanya PT
Antakesuma Inti Raharja tidak pernah mengajukan
permohonan surat dukungan seperti halnya kepada
PT Marmin ataupun kepada PT Iso Elektra. --------------———-—
Selain dari pada itu, pernyataan sepihak melalui bukti chat
Whatsapp yang merupakan bukti petunjuk (indirect
evidence) tidaklah dapat dihubungkan dengan Perjanjian
Authorized Service Dealer antara Terlapor I dengan Terlapor
II (vide bukti C24, vide bukti TI.34 dan vide bukti TI.35).
Karena pada Perjanjian-perjanjian Authorized Service Dealer

tersebut tidak terdapat satupun klausula yang dapat
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ditafsirkan bahwa Terlapor II memerintahkan kepada
Terlapor I untuk tidak memberikan surat dukungan kepada
pelaku usaha lain. Justru pada angka (3) halaman 4
Perjanjian ini, sejak awal Terlapor I ditunjuk sebagai
authorized dealer, Terlapor II telah memberikan
kewenangan kepada Terlapor I untuk menjual kembali suku
cadang, sehingga karenanya seluruh resiko mengenai
penjualan suku cadang (termasuk pemberian surat
dukungan) ditanggung oleh Terlapor [. -------------mmmmm—gg—--
Adapun ketentuan untuk tidak dapat melimpah ak
dan tanggung jawab kepada pihak manapun (n, gation
clause) merupakan ketentuan yang lazim digq&y an dalam
perjanjian keagenan. ----------------------—- $— —————————————————
Hal tersebut bertujuan untuk menja& itas dan kontrol
guna memastikan bahwa agen y tunjuk benar-benar

memenuhi standar kompetenst utasi, atau kredibilitas
yang disyaratkan. Selai %1 klausula tersebut juga
bertujuan untuk meli& citra merek atau hubungan
dengan pelanggan. --Q— -------------------------------------------
Mengingat PT A%e; suma Inti Raharja pernah melakukan

ketidak-com
mesin M % wilayah Bea Cukai, maka Terlapor I sebagai

dalam melaksanakan pemeliharaan

agen al yang ditunjuk oleh Terlapor II selaku pihak
ya memiliki merek dagang mesin MTU untuk

rgmberikan pelayanan purna jual yang berfokus pada

@emasaran wilayah Bea Cukai yang salah satunya berupa

pengadaan suku cadang Mesin MTU, secara independen
memutuskan untuk tidak memberikan surat dukungan
pada tender a quo kepada PT Antakesuma Inti Raharja,
yang mana hal tersebut sama sekali bukanlah termasuk
tindakan persengkongkolan untuk memenangkan tender

MANAPUIN. === == oo oo

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang telah terungkap dalam

keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan di atas,

telah terlihat secara jelas dan terang benderang (prima facie)

bahwa oleh karena dalam keseluruhan proses persidangan

pemeriksaan lanjutan telah dapat dibuktikan bahwa tidak
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terdapat niat jahat (mens rea) dari Terlapor I wuntuk
memenangkan tender dalam menolak permohonan surat
dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja,
maka pernyataan sepihak dari Terlapor I melalui bukti chat
Whatsapp yang merupakan bukti petunjuk (indirect evidence)
tidaklah didukung oleh bukti lain dan tidaklah mengarah kuat
memberikan indikasi persekongkolan, sehingga oleh karenanya
demi hukum (ipso jure) bukanlah termasuk tindakan
persengkongkolan untuk memenangkan tender manapun. --eg---
Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Ko
memeriksa, menilai dan memutus perkara a untuk
menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali ti k%elakukan
pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -asy-----------------
Telah dapat dibuktikannya bahwa antara %’por I dan Terlapor
II bukanlah pesaing usaha melainka ra prinsipal dengan
authorized dealer, sehingga karen@ tidak memenuhi unsur
pelaku usaha yang bersekongk % ----------------------------------
Majelis Komisi Yang Terhor %—- ------------------------------------
1) Dalam keseluruhan%roses persidangan, telah dapat

dibuktikan tid anya persekongkolan antara pelaku

usaha kare a%

ra Terlapor I dengan Terlapor II bukanlah

pesaing 1%31’1 melainkan antara prinsipal dengan

Bahwa pada persidangan pemeriksaan lanjutan

a
@ tanggal 7 Oktober 2025, Terlapor II telah mengajukan

@ Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. yang

S

diantaranya menjelaskan unsur pelaku usaha yang
bersekongkol sebagaimana tertuang pada Berita Acara
angka 9 halaman 6 yaitu sebagai berikut: ----------------
“Jdadi Teknik membaca Pasal 22 kita uraikan unsur
siapa pelaku wusaha, apa yang dimaksud dengan
bersekongkol, siapa pihak lain dan kejahatan
pelanggarannya, perubatan melawan hukum, PMHnya
mencoba mengatur pemenang tender. ...dst. --------------
Jadi siapa pelaku usaha itu di dalam konteks ini adalah

harus sesama pesaing dan mereka mempunyai full
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commitment agreement, sehingga harus ada meeting of
mind bahwa kami bersekongkol mengatur atau
menentukan siapa pemenang tender. ...dst.---------------
Kalau anda menanyakan unsurnya tidak ada yang
berlebihan, rujuk kepada ketentuan pasal, dan yang
perlu ditekankan adalah approach di seluruh
penegakan hukum di muka bumi adalah penegakan
hukum itu adalah horizontal kolusi yang akan mengatur
menentukan pemenang tender melawan bohir Qtau
pemberi kerja. ..dst’. —-----=---mmmmmmmmme e C %-?-

b. Dari uraian keterangan ahli yang telah (%%paikan
oleh Ahli di atas, telah disampaikan sa@)a
tegas bahwa untuk memenuhi un% pelaku usaha
yang diamanatkan dalam kete %1“’

jelas dan

asal 22, harus

terdapat pelaku usaha yan pakan pesaing dan
menentukan siapa peme tender diantara pelaku
usaha tersebut de maksud untuk melawan

pemberi kerja.----- R e T

2) Merupakan fakta yargiidak terbantahkan bahwa Terlapor
I[I Bukanlah Pgs€ Tender dan Bukanlah Merupakan
Pesaing darj ?por I sehubungan dengan pengadaan
pelaksa ender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk
MTU @alan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung
arimun Tahun Anggaran 2024 dan Tender

xlgnehharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan

x arana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran
@ 2024, melainkan Terlapor I merupakan authorized dealer
dari Terlapor II selaku Prinsipal yang memiliki merek

dagang MTU. —---——mmmmmm e

3) Dengan adanya fakta bahwa Terlapor II bukanlah pesaing
dari Terlapor I, maka dapat disimpulkan bahwa dalam
tender-tender yang dipermasalahkan oleh Tim Investigator
TIDAKLAH terdapat meeting of mind untuk mengatur atau
menentukan siapa pemenang tender diantara Terlapor I atau
Terlapor Il -----—--m oo

4) Terlebih lagi dalam tender pengadaan a quo, tidak terbukti

bahwa Terlapor I secara melawan hukum melawan pemberi

186



SALINAN

kerja. Justru Terlapor I dalam mengikuti tender merupakan
bentuk menjaga fasilitas kapal yang dimiliki oleh pemberi
kerja dalam penggunaan suku cadang genuine,
pelaksanaan pemeliharaan mesin kapal yang dilakukan
oleh authorized dealer resmi yang memiliki kemampuan
dalam pembaruan teknologi dan soft ware, serta untuk
mengurangi resiko kerusakan pada kapal-kapal milik
pemberi kerja in casu Bea Cukai mengingat besarnya
ancaman yang dihadapi oleh staf-staf Bea Cukai dalam
melaksanakan tugasnya di tengah laut lepas. ------- s S
Adapun terhadap fakta keikutsertaan Terlap V’Selaku
authorized dealer resmi mesin MTU dala t%er a quo
untuk kepentingan pemberi kerja, tela at dibuktikan
melalui keterangan saksi fakta di %ﬁh sumpah dan
Notula Persiapan W5-W6 Mesin QMTU Kapal Patroli
DJBC TA 2023, tertanggal 2 uari 2023 (vide Bukti
TI.37) sebagaimana kutipa awah ini: ---------------oo——-
a. Pada angka 68 B @A

Saksi Fakta di &Nah sumpah yaitu PPK Bea Cukai,

Sdr. Amni,% menerangkan bahwa keaslian suku

a

X

cadang
pem l%aan menjadi konsen paling penting untuk

cara Persidangan Keterangan

g digunakan dalam = pelaksanaan

in keselamatan dan kelancaran operasional di

@ t, sebagaimana hal tersebut akan Terlapor I kutip di

Q bawah ini: ------==-=--mm

@ “Pertimbangan utamanya yang pertama adalah

@ pemeliharaan mesin kapal kami karena dalam rangka
O melaksanakan tugas negara menjamin keselamatan
E dan kelancaran operasional di laut dan apabila ada

kendala tiba-tiba kapal kita mogok di Tengah laut yang
ternyata dipelajari karena suku cadang yang tidak asli
itu menjadi konsen kami. Jadi tugas dari patrol laut itu
pegawai kami tenang dan fokus pada pekerjaan kapal
tidak ada masalah, kita harus bisa kami dari pusat
untuk bisa dapat membantu terlaksananya proses

pemeliharaan yang menjamin tentunya pertama
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keaslian suku cadang, keaslian sparepart darimana
datangnya? ...dSt.” —=-——-mmm oo

b. Bahwa pada angka 1 huruf a dokumen Notulensi ini
tertulis pembahasan yang disampaikan oleh Direktur
Penindakan dan Penyedikan, yaitu:------------------—--——-
“Kapal Patroli Bea Cukai sangat dibutuhkan dalam
proses bisnis pelaksanaan terkait pengawasan laut.
Sehingga jangan sampai terjadi kerusakan saat
melakukan tugas. ...dst.” —=—-=--—-mmm -

Hal tersebut membuktikan penekanan bahw pa
pentingnya penggunaan suku cadang asli ( r&?ﬂe) dan
teknisi bersertifikat update dalam pemeijhiraan mesin
MTU in casu Terlapor I untuk meng«%@lari kerusakan
pada saat melakukan tugas. ----- —%’ ————————————————————

5) Oleh karena Terlapor II bukanlah akan peserta tender
yang mengikuti pelaksanaan @er Pemeliharaan Mesin
Induk MTU Tanjung i° Karimun dan Tender
Pemeliharaan Mesin I MTU Batam Tahun Anggaran

2024, maka telah bukti bahwa Terlapor I tidaklah
melakukan pers%?@gkolan dengan pihak manapun yang
S

terlibat dala@

mungki apor I melakukan persekongkolan tender

n
seme Q faktanya Terlapor II bukanlah merupakan

es tender tersebut. Karena bagaimana

P yang terlibat dalam proses tender. --------------——————-

0) ]gtitik tolak dari fakta-fakta yang terungkap dalam
@eseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan di
@ atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (prima

O facie) bahwa oleh karena faktanya Terlapor II bukanlah
%’ pesaing usaha Terlapor I melainkan Terlapor II adalah
prinsipal yang memiliki merek dagang MTU, maka secara

hukum tidak terdapat meeting of mind untuk mengatur atau

menentukan siapa pemenang tender diantara Terlapor I atau

Terlapor II, sehingga oleh karenanya demi hukum (ipso jure)

keseluruhan tuduhan yang disampaikan oleh Tim

Investigator tidaklah memenuhi unsur pelaku usaha yang

diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun
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1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. --------------------- oo

7) Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi

yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo

untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak

melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----

25.3.4. Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa proses
pemenangan tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU di

Tanjung Balai Karimun dan di Batam Tahun Anggaran $i24

telah sesuai dengan prosedur pengadaan dan tidak at
adanya persekongkolan untuk memenangkan tender ?—” ———————
Majelis Komisi Yang Terhormat, --------------------- »65 ——————————
1) Dalam keseluruhan proses persida pemeriksaan
lanjutan, telah terungkap bahwa pro Y@I‘nenangan tender
pemeliharaan mesin kapal indu di Tanjung Balai
Karimun dan di Batam tahun aran 2024 telah sesuai
dengan prosedur pengade@ng diatur dalam ketentuan
peraturan perundang- gan, sehingga oleh karenanya
tidak terdapat persek&gkolan yang dilakukan oleh Terlapor
maupun Te untuk memenangkan tender,
sebagalman@ ersebut akan Terlapor I uraikan di bawah

a. i dahulu Terlapor I uraikan bahwa terdapat

erapa permasalahan yang dikemukakan oleh Tim

Q Investlgator dalam tuduhan persekongkolannya, yaitu:

@ Mengenai persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam
@ rangka Pengadaan Barang Impor sebagaimana
diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran [ Peraturan

%’ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia; dan ---------------—---
ii. Mengenai kemampuan Terlapor [ dalam
keikutsertaannya mengikuti tender sehubungan
dengan persyaratan kepemilikan pengalaman
penyedia sebesar 50% dari nilai HPS/Pagu

Anggaran yang digariskan dalam ketentuan Syarat
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Kualifikasi Teknis Penyedia sebagaimana tertuang

dalam ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I
Peraturan Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pedoman = Pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. --------

b. dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan
lanjutan, Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa
dalam mengikuti tender pemeliharaan Mesin Ipduk
MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Ind U
Batam Tahun Anggaran 2024 Terlap telah

1 asalahan
oleh Tim Investigator, sebagaimana%,ian fakta-fakta
di bawah ini: -----------=—-- o —%’ ————————————————————
i. Terlapor I Telah nuhi  Persyaratan
Sertifikat/ Dokumen %&m rangka Pengadaan
Barang Impor.—--5a-)------—-—-—---——-mm o

Sesuai denga %ntuan ketentuan Pasal 2.3.2.7

memenuhi seluruh persyaratan yang

Lampiran Q eraturan Lembaga Kebijakan
Pengac% Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Ta 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
P daan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
%C%nyedia, telah dinyatakan Sertifikat/ Dokumen
@ apa saja yang harus dipenuhi dalam rangka
Q pengadaan Barang Impor, yang berbunyi sebagai

@ berikut:---------cmmm
@ “Sertifikat/ Dokumen dalam rangka Pengadaan

Barang Impor. --------=-=-=—m—m oo
& Pengadaan barang impor adalah barang yang
diimpor untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus

mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen

1. Supporting letter/letter of intent/letter of

agreement dari pabrikan/prinsipal di negara
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2. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin);

3. Sertifikat Produksi. ---------=-==-==-=——comommmm—
Persyaratan Supporting letter/ letter of intent/letter
of agreement dari pabrikan/prinsipal di negara
asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan
dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi
kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan
penyampaian dokumen penawaran.-------------sg=--
Surat Keterangan Asal (Certificate of Ong@&
Sertifikat Produksi diserahkan bersa engan
penyerahan barang oleh Penyedla W%a Pejabat
Penandatangan  Kontrak. P aratan  Surat
Keterangan Asal (Certificate ?r‘!gin) dan Sertifikat
Produksi dicantumkan d ancangan kontrak.”
Faktanya dalam tender pe aan pemeliharaan Mesin
Induk MTU TBK dan @ Pemeliharaan Mesin Induk
MTU Batam Tah aran 2024, Terlapor I telah
memenuhi ruhan persyaratan  Sertifikat/
Dokumen rangka Pengadaan Barang Impor
tersebu, &arkan fakta-fakta di bawah ini: ----------

er Pemeliharaan Mesin Induk MTU di

Pemenuhan Supporting letter Dari Pabrikan/

scgnjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024. ---

Prinsipal Di Negara Asal Untuk Tender
Tanjung Balai Karimun. -----------=--=-—---—————-
Telah dapat dibuktikan bahwa dalam
mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal
induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di
Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran
2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh
persyaratan Sertifikat/ Dokumen dalam
rangka Pengadaan Barang Impor
sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7
Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

12 Tahun 2021 tentang Pedoman
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Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah
satunya adalah Surat Dukungan dalam
bentuk Confirmation Letter (Surat Dukungan)
dari Terlapor II No. 002/SID-CL/II/2024,
tertanggal 19 Februari 2024 (vide Bukti TI-
23) yang pada intinya menyatakan bahwa
Terlapor II akan memberikan dukungan
pemasokan (supply) suku cadang kepada
Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa&%v%k
mengikuti tender pekerjaan p g?haraan
W6/QL-4 Mesin Induk M U%angkalan
Sarana Operasi Bea Cukag=3dipe A Tanjung
Balai Karimun de ?’ nomor DOK-
05/SJ/UKPBJ /PO ﬁEP—26.23/2024.———

2. Pemenuhan Sur erangan Asal (Certificate

of Origin) @ Tender Tanjung Balai

Karimun@- --------------------------------------

Telah Qapat dibuktikan bahwa dalam

m @uti tender pemeliharaan mesin kapal

@%{ MTU untuk wilayah Bea Cukai di

Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran

%Cj 2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh

@ persyaratan Sertifikat/ Dokumen dalam

Q rangka Pengadaan Barang Impor
@ sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7
O@ Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
%’ 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah
satunya adalah dokumen Certificate of Origin
(COO) atas spare part MTU Genuine yang
dikeluarkan oleh Terlapor II No. 032/COO-
SID/2024 (vide Bukti TI.25) yang pada
intinya menyatakan bahwa barang-barang

(suku cadang) yang disebutkan dalam
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dokumen tersebut merupakan hasil
pembuatan atau produksi dari Jerman. -------

3. Pemenuhan Sertifikat Produksi/ Certificate of
Manufacture (COM) Untuk Tender Tanjung
Balai Karimun.---------------------—mmm
Telah dapat dibuktikan bahwa dalam
mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal
induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di
Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran
o

persyaratan Sertifikat/ Dokum%?’dalam

2024, Terlapor I telah memenuhi
rangka Pengadaan Ba. Impor
sebagaimana diatur dal Pasal 2.3.2.7
Lampiran I Peratura@hbaga Kebijakan
Pengadaan Baran Pemerintah Nomor
12 Tahun tentang  Pedoman
Pelaksanaa% engadaan Barang/Jasa

Pemerin

satuny& adalah dokumen Certificate of

elalui Penyedia, yang salah

Mgs cture (COM)/Sertifikat Produksi No.
/COM-SID/2024, tertanggal 30 Juni
2024 (vide bukti TI.27) yang pada intinya

mesin MTU adalah suku cadang baru dan

%\6 menerangkan bahwa pengadaan suku cadang

Q asli yang telah dikirimkan oleh Rolls Royce

@ Solution Gmbh. Jerman. -------------=-—--——————-

@ ii.  Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Di Batam

O Tahun Anggaran 2024. ------—————————mmmmmmomme
%’ 1. Pemenuhan Supporting letter Dari

Pabrikan/Prinsipal Di Negara Asal Untuk
Tender Batam. -------------------mmmmmmm -
Telah dapat dibuktikan bahwa dalam
mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal
induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di
Batam Tahun Anggaran 2024, Terlapor I
telah memenuhi  seluruh  persyaratan

Sertifikat/ Dokumen dalam rangka Pengadaan
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Barang Impor sebagaimana diatur dalam
Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang
salah satunya adalah Surat Dukungan dalam
bentuk Confirmation Letter (Surat Dukungan)
dari Terlapor II No. 001/SID-CL/IV/2Q24,
tertanggal 24 April 2024 (vide buk 4)
yang pada intinya menyata ahwa
Terlapor II akan memberil@ ukungan
pemasokan (supply) suk%adang kepada

PT Dieselindo Utama %’Lmtuk mengikuti

tender pekerjaan liharaan W6/QL-4
Mesin Induk MT?ngkalan Sarana Operasi
Bea Cukai Tj atam dengan nomor DOK-

21/SJ/, /POKJA.III/KEP-26.23/2024.
2. Pemen n Surat Keterangan Asal (Certificate
ofs ) Untuk Tender Batam. -------------—---
1¥h dapat dibuktikan bahwa dalam
mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal
%Cj induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di
@ Batam Tahun Anggaran 2024, Terlapor I
Q telah memenuhi  seluruh  persyaratan
@ Sertifikat/ Dokumen dalam rangka Pengadaan
@ Barang Impor sebagaimana diatur dalam
O Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga
%’ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang
salah satunya adalah Certificate of Origin
(COO) atas suku cadang MTU Genuine yang
dikeluarkan oleh Terlapor II No. 035/COO-
SID/2024 (vide Bukti TI.26) yang pada

intinya menyatakan bahwa barang-barang
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(suku cadang) yang disebutkan di atas
merupakan hasil pembuatan atau produksi
dari Jerman.------------------mmmmmmm o
3. Pemenuhan Sertifikat Produksi/ Certificate of
Manufacture (COM) Untuk Batam. -------------
Telah dapat dibuktikan bahwa dalam
mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal
induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di
Batam Tahun Anggaran 2024, Terla I
telah  memenuhi  seluruh  per p%;
Sertifikat/ Dokumen dalam rangk adaa
Barang Impor sebagaimana @i%
Pasal 2.3.2.7 Lampiran I uran Lembaga
Kebijakan Penga k" Barang/Jasa
Pemerintah Nomor%déahun 2021 tentang
Pedoman Xsanaan Pengadaan
Barang/Jas gzintah Melalui Penyedia,
yang s %satunya adalah dokumen
Certi ic& of Manufacture (COM)/Sertifikat
Pry ési No. 072/COM-SID/2024, tertanggal
@ April 2024 (vide Bukti TI.28) yang pada
?\intinya menerangkan bahwa pengadaan suku
%Cj cadang mesin MTU adalah suku cadang baru
dan ASLI yang telah dikirimkan oleh Rolls

n
n

r dalam

Royce Solution Gmbh. Jerman. -----------------
Terlapor I Telah Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Teknis Pengalaman.----------=-—--—--cmmommommm
Bahwa syarat kualifikasi teknis pengalaman telah
secara tegas diatur dalam ketentuan angka 3.4.2.
huruf a Lampiran [ Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang
berbunyi: -----------mmm
"a. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa

Lainnya Badan Usaha Persyaratan kualifikasi teknis
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untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha
meliputi:

1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai

berikut: —----=-- oo
a) e At
b) . dStimmm

c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan

sejenis tertingqgi dalam kurun waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir sebesar in
kurang sama dengan 50% (lima pulu en)

nilai HPS/ Pagu Anggaran,”--------- XYoo

e. Faktanya dalam tender pengadaan pemeijhafaan Mesin
Induk MTU TBK dan Tender Pemelih n Mesin Induk
MTU Batam Tahun Anggaran Y Terlapor I telah
memenuhi Persyaratan Kuali i Teknis Pengalaman
tersebut berdasarkan faktg&gk a sebagai berikut: ------

i. ~ Bahwa berdasar okumen Profile Terlapor I

pada laman ite Online Single Submission

(0SS) (uide&k

bahwa por I termasuk kategori usaha non-

i TI.36) pada intinya menyatakan

kegi agaimana tercantum pada bagian “Skala

B%&an Usaha” dokumen ini, yang tertulis “Usaha

% ESAL” . ==

@ Oleh karena Terlapor I merupakan termasuk

kategori non-kecil/usaha besar, maka sesuai

@ dengan ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran
@ I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
O Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
%’ tentang Pedoman = Pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dalam

mengikuti tender Terlapor I harus tunduk pada

persyaratan Kualifikasi Teknis Pengalaman yaitu

harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis

paling kurang 50% (lima puluh) persen dari nilai

HPS/Pagu Anggaran dalam kurun waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir. --------------—-cmmcmmem -
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Kualifikasi

Untuk memenuhi syarat Teknis

Pengalaman dalam mengikuti tender
pemeliharaan kapal induk mesin MTU Bea Cukai
di Tanjung Balai Karimun dan Batam, Terlapor I
telah

dibuktikan

memiliki pengalaman

Daftar List

sebagaimana
dengan Pengalaman

Terlapor I (vide bukti C25) yang akan Terlapor I

uraikan di bawah ini:

N Nama Poket Pekerjasn Tanggsl Pemberi Tuges{PPE Mo Kontrak Milai
. SPPE-
1 P‘rﬁg":'_" suky cadang MTU kapal patrali Bea | o g o0ng P30 BC Tipe & TBK 06/ WEC04/PS0/PRE. 02/SCMTUY Rp5.226 275 600
Can Lukal
2015
Pekerjaan Pengadaan jass lsinmys ©pekerjaan jass
2 [W'6 mesin induk tipe 16V2000 M34 beserta suku | 11712/2019 P50 BC Tip= B Batam SPPE-03/KPU.0Z,/PS0/PPK,/ 2019 Rp5.164. 481 410
cadsnesnys"
Pengzdazn Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli ' PSOBCTipe ATanjung | SPPE-05 WBC.0L/PS0/PPK.02/5C-
3 Bea dan Cuksi 02/10/2020 Balai Karirmun KT 2020 Rpl% 628.500.264
Pengzdazn suku cadang 12V 2000 MB0 dzn 6r
4 D99 AZ 51 Dan Pekerjaan Pengadaan Jasa 25,03,2021 P50 BC Tipe B Batam SPPE-06,BC. 105 1/PPE/1 /2021 RpE.777.0&83.000
Perbaikan Cwerhaul
Pengzdazn suku cadang 12V 2000050 dan 12V
i . 1y 1 .
5 531 Dan Jasa Pemefiharsan 25,03,2021 P50 BC Tipe B Sorong SPPE-07/BC.1051/PPE /2021 Rpl3.020.062 400
Tunjuk Langsung : Pengedasn Suku Cadang Mesin L P50 BC Tipe ATanjung | SPPE-05 WBC.0L/ PSPPI 02/5C- a
§ MTU Kapal Patroli Bea Cukad B/24/2021 Balai Karirmun KA 3021 Rpl2.579.185.140
Pemeliharaan 'W9,/0L-3 mesin Induk MTU dan
General Overhaul Mesin Bantu MTU Pangkalan SPPE-04,BC. 01 /AP
7 30,2002 P50 BC Tipe B Pant 052 680.471
Sarana Dperssi Bes Cukai Tipe B Partoloan Tahun (PR FANNOET | APBN 2/PPK.3/MTURTL2022 Rk,
Angraran 20E2
Pemelihzraan WEADL-2 Mesin Induk MTU Tipe
SPPE-01/BC.01/4PK-
- . ar - - -
8 |12V 2000 MO0 P50 Bea Cukai Tanjung Priok 5/12/2022 PS0 BC Tanjung Priok APBIN.2/PRK. 3 MTURRIOK, 2022 Rp6.749.723.520
Tahwn Ang=aran 2022
Pengzdazn Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli P50 BC Tipe A Tanjung SPPEK-03/P50.1/PPE.02,/5C-
E Tr4z0R2 e 7.263.399.330
Bea dan Cukai Balai Karirmun KT 3023 Re
Jaszi Pernelibaraan W/0OL-4 dan 1\'5_-'.1IL-3 h"e:lr SEPKBC O A5
10 |Induk MTW Pangkalan Sarana Operasi Bea Cuikci 542023 P50 BC Tipe B Pantoloan APBN.2/PPE.3/MTURTL/2023 Rp24 596,756,540
Tipe B Partoloan Tahun Angraran 2023 .
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan .
PSOBCTip= AT
11 |Suku Cadang Mesin MTU Kspal Patrof Beadan | 7/4/2023 o a.":fﬁm::"'rﬁ SPPE_PPK-08/PSI0. 1/5C-MTLY2023 Rp7.450.328.000
Cuksi B

\(Y
olé rena Terlapor I telah memiliki pengalaman
Cerjaan Jasa Pemeliharaan W6/QL-4 dan

WS5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana

iv.

S
<
&

Operasi

Anggaran 2023 senilai Rp24.598.758.840,- (dua

Bea Cukai Tipe B Pantoloan Tahun

puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh

O delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu
%' delapan ratus empat puluh Rupiah) atau sebesar
50% dari nilai HPS/Pagu Anggaran pengadaan
pemeliharaan mesin induk MTU Bea Cukai di
Tanjung Balai Karimun dan Batam, maka Terlapor

I telah memenuhi persyaratan Kualifikasi Teknis

Pengalaman sebagaimana diatur dalam ketentuan

angka 3.4.2. huruf a Lampiran [ Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
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Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia. ---------------------———-

v.  Perlu Terlapor | kemukakan bahwa pada dasarnya
Terlapor I merupakan authorized service dealer
dari Terlapor II yang difokuskan untuk wilayah
pemasaran Bea Cukai. Sehingga seharusnya pada
saat Bea Cukai membutuhkan suku cadang MTU
genuine, maka Bea Cukai harus mendapatkannya
dari Terlapor I atau langsung membelinya
Terlapor II selaku pemegang merek dagang

vi. Namun dikarenakan pada saat a % unjuk

sebagai authorized dealer yang berf i wilayah

Bea Cukai, Terlapor I tidak m iki pengalaman
dengan nilai pekerjaan sejepi ing kurang atau

e
sama dengan 50% dari @PS /Pagu Anggaran,

maka untuk pengada meliharaan mesin MTU

yang nilai HP Anggarannya di atas
pengalaman imiliki, Terlapor I memberikan
surat duku%n kepada peserta tender lain guna
melindgngl hak konsumen mendapatkan spare
pa@kyang Jenuine. —---------—=-—=-———mmommo
%‘a saat Terlapor I tidak memiliki pengalaman
% n karena Terlapor I merasa bertanggung jawab
@ atas penunjukannya sebagai authorized dealer,

maka Terlapor I merasa harus

@ mempertimbangkan secara independent kepada
@ siapa Terlapor I memberikan surat dukungan atau
kepada siapa pihak yang berkompeten untuk

melakukan pemeliharaan produk mesin MTU yang

dimiliki oleh Rolls Royce (Terlapor II) dan

melindungi citra prinsipal serta tidak memiliki

latar belakang yang buruk. Terlapor I tidak

membatasi siapa saja peserta tender untuk

meminta surat dukungan sepanjang memenuhi

syarat kompetensi. ------------mmmmmmmmmm

f.  Dengan telah terpenuhinya seluruh dokumen yang

menjadi persyaratan tender pekerjaan pemeliharaan
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W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi
Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun
Anggaran 2024, maka proses penentuan pemenangan
tender tersebut telah sesuai dengan prosedur dan
ketentuan tender yang dipersyaratkan, sehingga
karenanya pada tender tersebut tidak terbukti adanya
penentuan pemenang tender oleh peserta tender in
casu Terlapor I maupun Terlapor II. ----------—--oocmceee-
Untuk Majelis Komisi ketahui bahwa Sertifikat
Produksi/ Certificate of Manufacture (COM) ya ah
Terlapor [ penuhi dalam tender adaan

pemeliharaan mesin kapal MTU Bea Cukal @1 Tanjung

Balai Karimun dan Batam merupa dokumen yang
membuktikan keaslian (genuin sparepart MTU
yang tidak dapat diterbitka Perusahaan selain

dari grup Rolls Royce tE\gasuk Terlapor II selaku
pemilik merek dag TU. Oleh karena pada
dasarnya Terlapor Dieselindo Utama Nusa) adalah

authorized dealeX dari Terlapor II yang difokuskan

untuk pem n spare part after sales mesin kapal
MTU di itayah Bea Cukai, maka hal tersebut
membiRtikan bahwa Terlapor I telah memenuhi

“‘keadaaan tertentu” untuk dilakukan

unjukan langsung sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 38 Perpres No. 46 Tahun 2025. --------
Namun karena sebelumnya Terlapor I belum dapat
memenuhi Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia berupa
pengalaman nilai pekerjaan sejenis paling kurang 50%
(lima puluh persen) dari nilai HPS/Pagu Anggaran
sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3.4.2.
huruf a Lampiran [ Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maka
untuk pengadaan pemeliharaan mesin MTU sebelum

tahun 2024 dilakukan dengan melalui metode tender.
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i. Dengan adanya fakta persidangan melalui keterangan
saksi fakta Bea Cukai bahwa pengguna jasa (Bea
Cukai) memutuskan untuk menggunakan suku cadang
genuine yang dijual oleh Terlapor I selaku authorized
dealer atau Terlapor Il selaku pemegang merek dagang
MTU dan karena Terlapor I telah dapat memenuhi,
maka dalam perkara a quo tidak terbukti adanya
persekongkolan yang dilakukan antara Terlapor I dan
Terlapor II untuk memenangkan tender. -------------gg---

j-  Lagi pula dalam melaksanakan keseluruhan ur
tender, Terlapor I tidak pernah melaku &Ylpaya—
upaya untuk memenangkan tender@%

mesin MTU Bea Cukai tahun ang n 2024 diluar

eliharaan

prosedur seperti halnya Terlapo %?nghubungi Pokja
untuk memenangkan te atau  melakukan
pertemuan khusus denga RSI untuk membahas
proses tender, se@ana hal tersebut telah
dibuktikan denga rangan saksi fakta di bawah
sumpah, yaitu ja I dan Pokja III pada Berita Acara

Persidanga akan Terlapor I kutip di bawah ini: --
1. Sa@:%{'t
PPy
%C“}ertanyaan Terlapor I ---------——-mmmom oo
@ Setahu saksi, apakah pernah PT DUN sebagai

Q salah satu peserta tender pada tahun 2024

a Pokja I pada angka 49 Berita Acara

melakukan upaya-upaya untuk memenangkan

® tender, misalnya bawahan saudara atau saksi

pernah mendengar atau melihat upaya untuk
%’ memenangkan tender pada saat proses tender
berlangsung? ---------==--===--mmmmmm oo
Jawaban: ----------=-mm oo

Kami tidak tahu dan tidak pernah ada komunikasi
di luar system. Kami mengundang PT DUN untuk
melakukan pembuktian dengan PT DUN dan
semuanya terekam dalam system.” ----------------—--
ii.  Saksi Fakta Pokja I pada angka 49 Berita Acara

Persidangan: -----------—-mmmmmmmm
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“Pertanyaan Terlapor I: -------—--—-cmmmmmemm -
Setahu saksi, apakah pernah PT DUN sebagai
salah satu peserta tender untuk tahun 2024
melakukan upaya-upaya untuk memenangkan
tender, misalnya mencoba menghubungi saksi atau
bawahan saudara saksi atau saksi pernah
mendengar langsung bahwa PT DUN dan PT RRSI

pernah melakukan pertemuan pada saat tender ini

berlangsung? ---------=-= - - -

Jawaban: -----------mmmmmmemm o C YZ—

Tidak pernah ada komunikasi diluar s e??.’ ——————
2) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar h«@y%

telah terlihat secara jelas dan terang derang (Prima

Facie) bahwa dengan telah terp Rl?fya keseluruhan

di atas,

persyaratan oleh Terlapor I bai ngenai Persyaratan

Sertifikat/ Dokumen dalam ran% engadaan Barang Impor

maupun Persyaratan Ku@1 Teknis Pengalaman pada

pelaksanaan tender, lah terbukti bahwa penentuan

pemenangan Terlap& I sehubungan dengan tender

pemeliharaan m§%nduk MTU Bea Cukai di Tanjung Balai
a

Karimun d m untuk tahun anggaran 2024 telah
sesuai prosedur pengadaan yang diatur dalam
kete peraturan perundang-undangan, sehingga oleh

ka@ ya tidak terdapat persekongkolan yang dilakukan
\o Terlapor I maupun Terlapor II untuk memenangkan

® Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi

yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo
untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak
melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----
Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa penunjukan
Terlapor I sebagai satu-satunya authorized dealer dari Terlapor II
yang berfokus pada pemasaran produk MTU di wilayah Bea
Cukai (agen tunggal) merupakan tindakan yang sah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Permendag No. 24 Tahun 2021. -------—-——mmmmmmmmo o

Majelis Komisi Yang Terhormat, ------------=--——-mmommmmmmmmm
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Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan
lanjutan, telah terbukti bahwa penunjukan Terlapor I
sebagai satu-satunya authorized dealer dari Terlapor Il yang
berfokus pada pemasaran produk MTU di wilayah Bea
Cukai (agen tunggal) merupakan tindakan yang sah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Permendag No. 24 Tahun 2021, sebagaimana dasar alasan
sebagai berikut: ----------mmom
a. Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa dalileTim
Investigator pada angka 8 halaman 16 sampai an
halaman 17 Laporan Dugaan Pelanggarary t?r"!anggal

19 Juni 2025, yang pada intinya menyata Terlapor

I didukung oleh Terlapor II s -olah terjadi
persekongkolan antara Terlap ?"dan Terlapor 1I
sehubungan dengan penga elaksanaan Tender
Pemeliharaan Mesin Ind TU TBK dan Tender
Pemeliharaan Mesin MTU Batam, merupakan
dalil yang tidak dan sangatlah menyesatkan,
karena faktanya ®rlapor I bukanlah suatu perusahaan
yang tidak meiliki hubungan hukum dengan Terlapor

II yang @ta dukungan kepada Terlapor II selaku
pem merek dagang MTU, melainkan Terlapor I
akan pihak yang ditunjuk oleh Terlapor II

@ agai satu-satunya agen tunggal untuk wilayah
Q tertentu in casu pada lingkungan Bea Cukai dalam

@ rangka menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021.---
b. Bahwa Terlapor II selaku Prinsipal Terlapor I
merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA)
yang bergerak dibidang unit bisnis penyediaan mesin
penggerak dan pembangkit tenaga kapal sebagai satu-
satunya pihak yang memiliki merek dagang MTU
(Motoren und Turbinen Union) original (Genuine) dan
berkantor pusat Friedrichshafen, German. ---------------
Terhadap fakta kepemilikan merek dagang MTU yang
pada saat ini dimiliki oleh Terlapor II, telah dibuktikan

dengan pernyataan seluruh saksi yang telah diperiksa
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dalam perkara a quo dan Notula Persiapan W5-W6
Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023,
tertanggal 20 Januari 2023 (vide bukti TI.37)
sebagaimana kutipan angka 5 huruf a di bawah ini: ---
“... MTU diganti menjadi RR sejak tahun 2019 karena
RR mengakuisisi 100% saham MTU sehingga nama MTU
diganti nama menjadi RR di seluruh dunia.” --------------
c. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri
Perdagangan No. 24 Tahun 2021 tentang Perikgtan
Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distribu k%Zu

Agen (selanjutnya disebut “Permendag No% ahun
1

20217), telah secara jelas menggarisk@ sebagai
berikut: -----------ommr
“Prinsipal dapat membuat perjanji nya dengan satu
Distributor Tunggal atau A unggal untuk jenis
Barang yang sama dar atu merek di wilayah
pemasaran tertentu u ngka waktu tertentu.” ------
Berdasarkan kete tersebut, maka telah secara

jelas dan tegasX (ekspressis verbis) diatur bahwa

Terlapor II e%u perwakilan prinsipal in casu Rolls-

Royce @hs GmbH dan Rolls-Royce Solution Asia

Pte. t%serta selaku satu-satunya pemegang hak

dagang MTU (Motoren und Turbinen Union)

ginal (Genuine) dapat membuat perjanjian dengan

Q hanya satu agen tunggal dalam wilayah pemasaran

@ tertentu. -------------------

d. Karena diperbolehkan penunjukan satu-satunya agen

O tunggal oleh Peraturan Perundang-Undangan in casu
%’ Permendag No. 24 Tahun 2021, maka sejak tanggal 29
November 2019 sampai dengan saat ini Terlapor I telah

ditunjuk oleh Terlapor II sebagai Servis Dealer Resmi/

Agen Resmi (Authorized Service Dealer) untuk

memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan

suku cadang maupun jasa perbaikan Mesin MTU

(Motoren und Turbinen Union) pada kapal-kapal di

wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai

sebagaimana uraian fakta-fakta di bawah ini: -----------
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i. Fakta-Fakta Penunjukan Terlapor I Sebagai
Authorized dealer. ----------=--==---—mmmmm oo
1. Berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan,

tertanggal 29 November 2019 (vide bukti C5),
Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II
sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi
Mesin MTU  Marine  Customs  untuk
diantaranya melakukan penjualan suku
cadang, terhitung mulai tanggal 1 Desember
2019 sampai dengan 30 November 20 %
2. Berdasarkan Dokumen Surat jukan
No. 008/SID-CL/1/2022, %
Januari 2022 (vide Bukti 0), Terlapor I
telah ditunjuk oleh Te R)’! II sebagai satu-

satunya Servis D esmi Mesin MTU

ggal 31

Marine (Commer@ Yacht), Marine (O&G
Off-Shore, Qs Gas (On-Shore), dan C&l/

Mining/ Gture untuk diantaranya

melakt&n penjualan suku cadang, terhitung
mylaitanggal 1 Maret 2022 sampai dengan

ebruari 2024, -------—————m o
3\¥yBerdasarkan Surat Penunjukan No.
%Cj 015/SID/I1/2024, tertanggal 29 Februari
A2

2024 (vide Bukti C18), Terlapor I telah

Q ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-

@ satunya Servis Dealer Resmi Mesin MTU

@ Marine (Commercial & Yacht), Marine (O&G

O Off-Shore, Oil & Gas (On-Shore), C&l/
%’ Mining/Agriculture, Naval dan Defense untuk

diantaranya melakukan penjualan suku

cadang, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024

sampai dengan 28 Februari 2026.--------------

ii. Surat Konfirmasi Penunjukan Terlapor I dari
Terlapor II Yang Berfokus Untuk Memasarkan Di
Wilayah Bea Cukai . -----------=—-mmm oo

1. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai No. 003/SID/II/
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2022, tertanggal 3 Februari 2022 (vide Bukti
C11), pada intinya menyampaikan bahwa: ---
a) Saat ini Terlapor I adalah Service Dealer
yang ditunjuk untuk memberikan
pelayanan purna jual berupa pengadaan
suku cadang dan ataupun jasa
perbaikan mesin MTU di kapal-kapal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ------
b) Terlapor II akan memberikan warkgnty
pada setiap pengadaan suku «%&V
mesin MTU yang dilaksa oleh
Terlapor I dengan keabs@ sertifikat
material Certlﬁcate Manufacture

2. Dokumen Surat Te I kepada Direktorat

Jenderal Bea %& Cukai No. 007/SID-
CL/XII/20 an ggal 13 Desember 2023

(vide b 7) pada intinya Terlapor II

menya 1kan konfirmasi bahwa Terlapor I

m kan Service Dealer yang ditunjuk oleh

rfapor II untuk melakukan servis Produk

remanufaktur dan menjual suku cadang

%Cj terkait dengan pelaksanaan Operasi Layanan
@ berdasarkan Perjanjian untuk Mesin Laut
Q MTU pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
§ Indonesia (Dirjen Bea dan Cukai). --------------

Jenderal Bea dan Cukai (PPK) No.
& 016/SID/III/2024, tertanggal 19 Maret 2024

3. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat

(vide bukti C20), pada intinya menyatakan
hal-hal sebagai berikut: -------------—-coccmeeee-
a) Struktur perusahaan dari Rolls Royce
Solutions adalah: ----------------------————-
Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory) —
Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia
Pasific Region) — PT Rolls-Royce Solutions

Indonesia (Indonesia Region). --------------
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b) Terlapor II adalah subsidiary dari Rolls-
Royce Solutions GmbH dan Rolls-Royce
Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific
Region) sebagai Prinsipal Distributor
dengan Area of Responsibility Country
Indonesia. Seluruh suku cadang resmi
hanya dapat disuplai oleh Terlapor II. ---

c) Untuk Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Terlapor II menunjuk TerlapQr I
sebagai Service Dealer %k
memberikan layanan dan ngan
purna jual mesin MTU. -- ———% ——————————

d) Untuk menjamin %lian barang,

Terlapor II memp

1Mwewenang untuk
menerbitkan

(COM) dan

itate of Manufacture

ficate of Origin (COO). ---

iii. Perjanjian Sewic@er. ------------------------------
1. Perjanjia? uthorized Service  Dealer,

tertang Desember 2019 (vide bukti TI1.34)

ar%hr'% Terlapor II dengan Terlapor I telah
t¥ju dan sepakat untuk mengikatkan diri
dalam suatu perjanjian sehubungan dengan

penunjukan Tergugat [ sebagai Service

Perjanjian Authorized Service  Dealer,
tertanggal 1 Maret 2022 (vide bukti TI.35)
antara Terlapor II dengan Terlapor I telah
setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri
dalam suatu perjanjian sehubungan dengan
penunjukan Tergugat [ sebagai Service
Dealet. -----------=—-m oo
Perjanjian authorized service dealer,
tertanggal 1 Juni 2024 (vide bukti C24)
antara Terlapor II dengan Terlapor I telah
setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri

dalam suatu perjanjian sehubungan dengan
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penunjukan Tergugat [ sebagai Service

Dealetr. -----------=—— oo
Atas dasar penunjukan dan uraian hubungan hukum
antara Terlapor I dengan Terlapor II tersebut di atas,
Terlapor I telah mendaftarkan penunjukan sebagai
agen tunggal mesin MTU oleh Terlapor II kepada
Kementerian Perdagangan sebagaimana dibuktikan
dengan Surat Tanda Pendaftaran berikut dengan

perpanjangan-perpanjangannya di bawah ini: ------gg—--

i.  Surat Tanda Pendaftaran No. 525/STP-L /
2/2020, tertanggal 10 Februari 2020.fv bukti
TIL.6), yang pada intinya telah menj n hal-hal

sebagai berikut:--------------- -~ -

1) Nama Perusahaan: P’(Iljw)iesehndo Utama

2) Nama Penanggu Shwab: Iwan Salim.--------

3) Jabatan: Dig tama --------------mmomme -

4) Nama Pr : MTU Friedrichshafen GMBH

5) Nama %’emasok (Supplier): PT MTU

I ia/PMA -

0) &nh Barang : Part For Engines, Series 53,

71, V71, V92, V149, S40, S50, S60, S2000,

%Cj S4000. —=-—m -
@ 7)  Merk: MTU --cnmmmmmmmmmeeemmemeeemeee
Surat Tanda Pendaftaran No. 546/STP-LN/SIPT/
3/2022, tertanggal 14 Maret 2022 (vide bukti
TL.7), yang pada intinya telah menjelaskan hal-hal

sebagai berikut:--------------momo

1) Nama Perusahaan: PT. Dieselindo Utama

2) Nama Penanggung Jawab: Iwan Salim --------
3) Jabatan: Direktur Utama ------------—————————-—-
4) Nama Produsen: ROLLS-ROYCE POWER
SYSTEM AG. ——--mmmmmmmmm e
5) Nama Pemasok (Supplier): PT ROLLS ROYCE
SOLUTIONS INDONESIA /PMA ------------------
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6) Jenis Barang: MTU Engine Series
6R099AZ51, 6R183TE93, S2000, S4000;

Detroit Engine Series S53, S71, V71, V92,

V149, S50, S60 --------mmmmmmm oo

7)  Merk: MTU & Detroit Diesel ---------------—--—--

iii. Surat Tanda Pendaftaran No. PB-UMKU:
812010586234100000003 tertanggal 19 Juni
2024 berikut dengan Lampirannya (vide bukti
TL.8), yang pada intinya telah menjelaskan ha%l;lfll
sebagai berikut:--------------——-momme s

1) Nama Pelaku Usaha: PT Diselj tama

Nusa -=-==-====-=mmmmmeeceme e % —————————————

2) Nama Penanggung Jawab: %\ Salim --------

3) Jabatan Penanggung J ¥ Direktur Utama

4) Nama Produsen: @ ROYCE POWER
SYSTEMS AG. --- &‘ —————————————————————————————

5) Nama Pem ?;upplier): ROLLS ROYCE
SOLUTI DONESIA (Terlapor II) ----------

6) Jenis Qarang: Reman Engines, Swing
Ergies, Exchange Engines, Repowered

l%i;es, MB Engines, MTU Series S2000,

S4000 and S396 --------------mmmm oo

C% Merek: MTU ------mmmmm oo
gan ditunjuknya Terlapor I sebagai satu-satunya
Servis Dealer Resmi/Agen Resmi (Authorized Service
Dealer)/Agen tunggal yang berfokus memberikan
pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang
genuine ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (Motoren
und Turbinen Union) pada kapal-kapal di wilayah
pemasaran tertentu in casu Direktorat Jendral Bea dan
Cukai, maka menjadikan Terlapor I sebagai satu-
satunya pihak (Agen Tunggal) yang berkompeten
dibidangnya dalam hal pemeliharaan Mesin Induk MTU
untuk mencapai teknis output pekerjaan maksimal
yang dibutuhkan oleh pengguna jasa.--------------------—-
Adapun kompetensi Terlapor I selaku Agen Tunggal
pemeliharaan Mesin MTU dapat dibuktikan dengan
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dilakukannya pelatihan-pelatihan secara berkala oleh
Terlapor II dan terus menerus diperbarui sehubungan
dengan pembaruan teknologi mesin MTU, berdasarkan
fakta-fakta sebagai berikut: ----------------—cmoe
i.  Tahun 2020: -----------—-mmmm o
1. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama
Sdr. Ahmad Abdulah Hasani, tertanggal 1

April 2020 (vide bukti T1.9), yang pada intinya
menyatakan bahwa grup Rolls Royce tglah
memberikan pelatihan kepada Sdr.@d
Abdulah Hasani selaku perw%k?[ dari

Terlapor I pada periode tang% 16 Maret
2020 sampai dengan 1 Apri 20, berupa:---

a) Handling of Docu %’[o R

b) Design and Funclior’of the Engine;--------
c) Explanation i, fuel, etc. Systems; -----
d) Explan g;'the Fluids and Lubricants

Spe 0 —
e) Tro¥bleshooting;---------------------------——-

f) ‘ ecution of preventive (QL1) and
$ corrective (QL2) maintanance tasks;-------
g)

Exchange of the engine subassemblies; --

i)  Inspection of Components, seperti:

%Cj h) Disassembly of the Core Engine;----------

Crankshaft, Camshatfts, Crankcase,
Geartrain, dan lain sebagainya;-----------

j)  Production of data sheets; serta -----------
k) Assembly of core Engine, termasuk
adjusments Final Test. -----------------——---

2. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama
Sdr. Riansyah Ari, tertanggal 1 April 2020
(vide bukti TI.10), yang pada intinya
menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah
memberikan pelatihan kepada Sdr. Riansyah
Ari selaku perwakilan dari Terlapor I pada
periode tanggal 16 Maret 2020 sampai
dengan 1 April 2020, berupa: -------------------



SALINAN

a) Handling of Documentation; ----------------
b) Design and Function of the Engine;--------
c) Explanation of oil, fuel, etc. Systems; -----
d) Explanation of the Fluids and Lubricants
Spesification; --------==========mmmmmmmmmmmme
e) Troubleshooting;---------==--==========-------
f)  Execution of preventive (QL1) and
corrective (QL2) maintanance tasks;-------
g) Exchange of the engine subassemblieg; --
h) Disassembly of the Core Engine; 4g &
eperti:

i) Inspection of Components;
Crankshaft, Camshaftss %‘ankcase,
Geartrain, dan lain se inya; -----------
j)  Production of data %?S; serta -----------
k) Assembly of Engine, termasuk
adjusments ?@ I A e
ii. Tahun 2022. ----, % ——————————————————————————————————
1.  Sertifika ificate) Pelatihan atas nama

Sdr. AbBgan Raihan Alfarizi, tertanggal 25

F %ri 2022 (vide bukti TI.11), yang pada

@E&;’a menyatakan bahwa grup Rolls Royce

telah memberikan pelatihan kepada Sdr.

%Cj Abyan Raihan Alfarizi selaku perwakilan dari
@ Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari
Q 2022 sampai dengan 25 Februari 2022,

@ berupa: -—-----==mm e

@ a) Initial Test; --------—-=——=—————mmmmmmmme

b) Handling of Documentation; ----------------
%’ c¢) Disassembly of the Core Engine; ----------
d) Inspection of Components, seperti:
Crankshaft, Camshatfts, Crankcase,
Geartrain, dan lain sebagainya; -----------
e) Production of data sheets; serta -----------
f) Assembly of core Engine, termasuk
adjusments Final Test.
2. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama
Sdr. Rendy Lesmana, tertanggal 25 Februari
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2022 (vide Bukti TI.12), yang pada intinya
menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah
memberikan pelatihan kepada Sdr. Rendy
Lesmana selaku perwakilan dari Terlapor I
pada periode tanggal 16 Februari 2022
sampai dengan 25 Februari 2022, berupa: ---
a) Initial Test; --------—-=——-——mmmmmmome
b) Handling of Documentation; ----------------
c) Disassembly of the Core Engine;-----gg—--
d) Inspection of Components, rti:

Crankshaft, Camshafts, 6 kcase,

Geartrain, dan lain sebagak S

e) Production of data she erta ----------—-

f) Assembly of co glne, termasuk
adjusments Fm@ ______________________

3. Sertifikat (Cert Pelatihan atas nama

Sdr. Rudi @ Anwar Zaelani, tertanggal

25 Febr 022 (vide bukti TI.13), yang

pada_in 1%ya menyatakan bahwa grup Rolls

R telah memberikan pelatihan kepada

(%» Rudi Saepul Anwar Zaelani selaku

perwakilan dari Terlapor I pada periode

%Cj tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25
@ Februari 2022, berupa:--------------=-—=-———-———-

XQ a) Initial Test; --------—-=——=—————mmmmmmmmm
X% b) Handling of Documentation; ----------------

@ c) Disassembly of the Core Engine;----------
d) Inspection of Components, seperti:
& Crankshaft, Camshatfts, Crankcase,

Geartrain, dan lain sebagainya; -----------

e) Production of data sheets; serta -----------

f) Assembly of core Engine, termasuk
adjusments Final Test. ----------------—————-

4. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama
Sdr. Sulaiman Rasyid, tertanggal 25 Februari
2022 (vide bukti TI.14), yang pada intinya
menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah
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memberikan pelatihan kepada Sdr. Sulaiman
Rasyid selaku perwakilan dari Terlapor I pada
periode tanggal 16 Februari 2022 sampai
dengan 25 Februari 2022, berupa: -------------
a) Initial Test; --------—-=——=——mmmmmme e
b) Handling of Documentation; ----------------
c) Disassembly of the Core Engine;----------
d) Inspection of Components, seperti:

Crankshaft, Camshatfts, Crankegse,

Geartrain, dan lain sebagainya; -v%%
e) Production of data sheets; ser%?—” ———————

f) Assembly of core Engi termasuk

adjusments Final Testasc-----------------
5. Sertifikat (Certificate) é an atas nama
Sdr. Suhandi Arip %, tertanggal 18 Maret

15), yang pada intinya

a grup Rolls Royce telah
elatihan kepada Sdr. Suhandi
Aripyar& selaku perwakilan dari Terlapor I

p%'%eriode tanggal 9 Maret 2022 sampai

an 18 Maret 2022, berupa:-----------------
?Va) Handling of Documentation; ----------------

’s b) Disassembly of the Core Engine;----------
@ c) Inspection of Components, seperti:
Q Crankshaft, Camshatfts, Crankcase,

@ Geartrain, dan lain sebagainya; serta ----

& 6. Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama
Sdr. Gilang Noordie Swara, tertanggal 29
April 2022 (vide bukti TI.16), yang pada

d) Assembly of core Engine, termasuk

adjusments Final Test. ----------------—————-

intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce
telah memberikan pelatihan kepada Sdr.
Gilang Noordie Swara selaku perwakilan dari
Terlapor I pada periode tanggal 25 April 2022
sampai dengan 29 April 2022, berupa: --------

a) Design and Structure; --------------------—--
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b) Handling of  Documentation and
drawings; -----------=-=-m-mmmmmmmmm
c) Explanation of: Engine wiring and
sensors/ actuators, Function and
Paramaters (dongle - service level),
interfaces, and Diagnostic tools (current
VeTSION); === === mmmm oo
d) Replacement of equipment/ components;
e) Pengunduhan of Engine data;---------gg—--
f)  Troubleshooting; dan ------------- c Y:'-
g) Final Test (passing the %&” is a
prerequisite to order a dong@) —————————————
Sertifikat (Certificate) Pelagidan atas nama
Sdr. Kevin Dwiyanto %ﬁa, tertanggal 29
April 2022 (vide v TI.17), yang pada
intinya menyata ahwa grup Rolls Royce
telah mem n pelatihan kepada Sdr.
Kevin Dwi o Saputra selaku perwakilan

dari Tetd@por I pada periode tanggal 25 April

2 mpai dengan 29 April 2022, berupa:-

@ Design and Structure; -----------------------
b) Handling of  Documentation and

drawings; -----------=-====-—mmmmmmmemmo

c) Explanation of: Engine wiring and
sensors/ actuators, Function and
Paramaters (dongle - service level),
interfaces, and Diagnostic tools (current
VeTSION); —========mmmm oo oo oo

d) Replacement of equipment/ components;

e) Pengunduhan of Engine data;--------------

f)  Troubleshooting; dan ------------=-----—-———-

g) Final Test (passing the test is a

prerequisite to order a dongle). -------------

{ii. Tahun 2023, —=-mmmmmmmmem e

1.

Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama
Sdr. Aang Ofianto, tertanggal 8 September
2023 (vide bukti TI.18), yang pada intinya
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menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah
memberikan pelatihan kepada Sdr. Aang
Ofianto selaku perwakilan dari Terlapor I
pada periode tanggal 30 Agustus 2023
sampai dengan 8 September 2023, berupa: --
a) Handling of Documentation; ----------------
b) Disassembly of system/ Core Engine; ----
c) Inspection of Components, seperti:

Crankshaft, Camshatfts, Crankegse,
Geartrain, dan lain sebagainya; s&% L -

d) Assembly of core Engine%%ﬁnasuk

adjusments Final Test. ———% —————————————

Sertifikat (Certificate) Pelagidan atas nama
Sdr. Rifky Rizaldi, te %gal 8 September
2023 (vide bukti 7 yang pada intinya

menyatakan ba Xgrup Rolls Royce telah
memberika %atihan kepada Sdr. Rifky
Rizaldi s perwakilan dari Terlapor I pada
periodeQ,anggal 30 Agustus 2023 sampai
d 8 September 2023, berupa: ------------

@ Handling of Documentation; ----------------

b) Disassembly of system/ Core Engine; ----
c) Inspection of Components, seperti:

Crankshaft, Camshatfts, Crankcase,

Geartrain, dan lain sebagainya; serta ----
d) Assembly of core Engine, termasuk

adjusments Final Test. ----------------—————-
Sertifikat (Certificate) Pelatihan atas nama
Sdr. Sonny Mahendra, tertanggal 8
September 2023 (vide bukti TI.20), yang pada
intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce
telah memberikan pelatihan kepada Sdr.
Sonny Mahendra selaku perwakilan dari
Terlapor 1 pada periode tanggal 30 Agustus
2023 sampai dengan 8 September 2023,
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b) Disassembly of system/ Core Engine; ----

c) Inspection of Components, seperti:
Crankshaft, Camshatfts, Crankcase,

Geartrain, dan lain sebagainya; serta ----

d) Assembly of core Engine, termasuk
adjusments Final Test. -----------------———--

Lagi pula, Terlapor I merupakan salah satu dari ketiga
authorized dealer yang memiliki akses pembaruan
teknologi MTU, baik untuk pembaruan software
(refresment sistem) secara berkala maupun aks hl
bisnis dari Rolls Royce selaku pemegang ek?lagang
untuk melaksanakan pemeliharaan me@m%apal MTU
sebagaimana telah dibuktikan ui keterangan
saksi-saksi fakta di bawah s R&h, yaitu sebagai
berikut: -------------mmmmm 2 B—— ———————————————————————
i.  Saksi Fakta di bawa pah yang diajukan oleh

Terlapor 1, S@oni, pada Berita Acara
7

Persidangan a@

angka 79: ——Q— ———————————————————————————————————————————
“72. Peﬁ» aan Terlapor I

é@“

waban:

2, angka 75, angka 78, dan

ada pembaharuan mesin MTU dari Rolls

Q@E Setiap pembaharuan atau updating sebagai service

o)
¢9®

dealer kita selalu dapat updating misalnya nanti
ada updating kita memiliki protal bisnis jadi disitu
ada semua dan yang bisa akses hanya Kkita
misalnya ada teknologi blueline menjadi bluevision

itu kami mendapatkan updating semua dari Rolls

Royce.
75. Pertanyaan Terlapor I ---------------=--mmmmmmmm-
Apakah ini diupdet secara berkala? ------------------
Jawaban: —---------m oo
Secara berkala tapi tidak update per tahunnya tapi
teknologinya misalnya updating mesin A akan ada
pembaharuannyq. ---------=--=-====-==-—mm—mmmm oo

78. Pertanyaan Terlapor I: -------------mmcmmmmmmme -
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Apakah selain PT DUN ada perusahaan lain yang
bisa mengakses Portal Bisnis tersebut? --------------
Jawaban: ------------mmm e
Tidak. 7= == mmm o m oo
79. Pertanyaan Terlapor I: ------------—--——comemmee
Apakah selain authorized dealer yang ditunjuk oleh
Rolls Royce apakah bisa mengakses portal bisnis

terSeDUL? —— -
Jawaban: —-------- oo -
Untuk portal bisnis ini yang bisa mengaksa@a
authroized dealer.” -----------==------—--—— XYoo
Saksi Fakta di bawah sumpah yan %kan oleh
Terlapor I, Sdr. Suhandi, p Berita Acara
Persidangan angka 18 sam@?c’ﬁgan angka 21:--

(RR)? — === m e g™ ) o
Jawaban: ————@%—— ————————————————————————————————————
Sepengetah& saya untuk refreshment system itu
ada, h ebih ke Refreshment Software. ---------
19$ anyaan Terlapor I ---------------cmmmmmmmmo-
S%Qngetahuan saksi, bisa tidak Dieselindo atau

thorized dealer melakukan akses untuk
SOftwarenyar ---------=-=—— oo
Jawaban: ——----=---mm oo
Sepengetahuan saya itu terbatas dan itu hanya
bisa di akses oleh authorized dealer RR.-------------
20. Pertanyaan Terlapor I: ----------——————comommmmo
Itu Softwarenya terkait apa?-----------=--=--=---—————-
Jawaban: ----------=-mm oo
Pertama untuk pembaruan sistemnya untuk
mengganti part-part elektrik tertentu dan kedua
biasanya untuk pengambilan data sendiri, karena
untuk system MTU itu mengikuri teknologi kalua
sekarang sudah blue vision, mungkin dari tampilan

layarnya dahulu itu hitam putih biasa dan
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sekarang sudah berwarna ada peningkatan

VISUAINY Q. === === oo

iii. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh

Terlapor 1II, Sdr. Jasni, pada Berita Acara
Persidangan angka 58 sampai dengan angka 60:

“58. Pertanyaan Terlapor I: ------------—--o—comemeee—
Untuk teknologi software apakah ada perbaruan?

Jawaban: ——--------m oo
AdQ. ———mm
59. Pertanyaan Terlapor I: ------------------ S Y:'—
Untuk yang bisa akses update softwar%i P

Hanya Rolls Royce. Authorized r juga bisa. ---
60. Selain Authorized dealecsga tidakP---——--mmemv

Oleh karena Terlapo@ah ditunjuk sebagai Servis

Dealer Resmi/Age i (Authorized Service Dealer)/

Agen tunggal g berfokus pada pemasaran di

wilayah B§» kai, maka menjadikan Terlapor I
S

sebagai atunya authorized dealer yang mampu

mel k%ﬂakan pelayanan  purna jual berupa

@aan suku cadang genuine ataupun jasa

baikan Mesin MTU (Motoren und Turbinen Union)
pada kapal-kapal di wilayah pemasaran tertentu in
casu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya
dalam hal pembaruan software (refresment sistem)
elektrikal yang merupakan satu kesatuan dari
Pekerjaan Overhaul.--------=-===-—mmmmmm oo
Dengan demikian, karena Terlapor I merupakan satu-
satunya agen tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II
(pemegang merek dagang mesin MTU genuine) dan
berfokus pada pemasaran di wilayah Bea Cukai, yang
memiliki  kapabilitas dan  kompetensi  untuk
menghasilkan teknis output masksimal sehubungan
dengan pemeliharaan mesin MTU, maka jawaban Pokja

tertanggal 17 Mei 2024 atas sanggahan dari PT
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Antakesuma Inti Raharja sebagaimana yang didalilkan
oleh Tim Investigator pada huruf a halaman 10
Laporan Dugaan Pelanggaran a quo yang pada intinya
mengharuskan persyaratan dokumen-dokumen
dukungan dari prinsipal mesin MTU di negara asal
untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan
kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di
bidangnya, merupakan alasan yang dapat dibenarkan
dan sah secara hukum. ----------------mmmmmm -
Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum YSTS,
telah terlihat secara jelas dan terang benderang ,%?a facie)
bahwa tindakan Terlapor II selaku pemegan %k dagang
mesin MTU yang menunjuk Terlapor I se i satu-satunya
Agen Tunggal/Servis Dealer Resml/@ esmi (Authorized

Service Dealer) yang mempunyal tas dan kompetensi

untuk memberikan pelaya purna jual  berupa
pengadaan suku cadang ne ataupun jasa perbaikan
Mesin MTU (Motoren u binen Union) dan berfokus pada

pemasaran di wila irektorat Jendral Bea dan Cukai,
merupakan tin %\ yang sah dan dapat dibenarkan
sebagaiman ? atkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Permend w'o 24 Tahun 2021, -=--—-————mmmmmm e
Oleh éa itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi

emeriksa, menilai dan memutus perkara a quo

elakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----

xl uk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak

25.3. @erlapor I telah mampu membuktikan bahwa dugaan

©

pelanggaran yang didalilkan oleh Tim Investigator adalah

permasalahan yang dikecualikan dalam Undang-Undang No.

Tahun 1999, sehingga karenanya bukan merupakan tindakan

persekongkolan. ---------mmmm

Majelis Komisi Yang Terhormat, ------------=--—- oo oo

1)

Seperti yang Terlapor I kemukakan, baik dalam Tanggapan
yang telah disampaikan maupun dalam keseluruhan proses
persidangan pemeriksaan lanjutan, bahwa dugaan
pelanggaran yang didalilkan oleh Tim Investigator adalah

permasalahan yang dikecualikan dalam Undang-Undang
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No. 5 Tahun 1999, sehingga karenanya bukan merupakan
tindakan persekongkolan, berdasarkan dasar alasan
sebagai berikut: ---------cmmrm
a. Telah Dapat Dibuktikannya Bahwa Permasalahan
Dukungan Dari IMS Yang Dituduhkan Oleh Tim
Investigator Sebagai Persekongkolan Terlapor I Dan
Terlapor II Merupakan Fakta Yang Berkaitan Dengan
Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek Dagang Terlapor

II Sehingga Termasuk Dalam Ketegori “Dikecualidgan”
Dalam Ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang{e&g
No. 5 Tahun 1999. ---------——mmmmmmm ?—” ———————
i. Bahwa ketentuan Pasal 50 hum@b% Undang-
Undang No. 5 Tahun 199 lah mengatur
pengecualian dari Laranga ?ktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tid at yaitu mengenai
permasalahan Perjangsarly yang berkaitan dengan
hak atas keka intelektual salah satunya

Merek Dagang{acy¥-------------=-m—=mmmmmmmmm

ii. Sebagaiman& telah Terlapor I buktikan dalam
keselu proses persidangan bahwa Terlapor II
me, %n

1\&&&1 Asing (PMA) di Indonesia sebagai
s rwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH

satu-satunya perusahaan Penanaman

(Factory) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd.

(Asia Pasific Region) yang memiliki dan memegang

@ merek dagang mesin MTU (Motoren und Turbinen

Union) yang berkantor pusat Friedrichshafen,
German. -—--—-------mm oo
Terhadap fakta kepemilikan merek dagang MTU
yang pada saat ini dimiliki oleh Terlapor II, telah
dibuktikan dengan pernyataan seluruh saksi yang
telah diperiksa dalam perkara a quo dan Notula
Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli
DJBC TA 2023, tertanggal 20 Januari 2023 (vide
Bukti TI1.37) sebagaimana kutipan angka 5 huruf a

di bawah ini: ---------=-=-— o
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“... MTU diganti menjadi RR sejak tahun 2019
karena RR mengakuisisi 100% saham MTU

sehingga nama MTU diganti nama menjadi RR di
seluruh dunia.” ------======m— s
Dengan adanya fakta bahwa Terlapor I
merupakan satu-satunya pemegang merek dagang
mesin genuine MTU, maka sangat beralasan
secara hukum dan tidaklah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan manapun
pernyataan Terlapor II yang menyataka a
produk-produk MTU yang dikeluarka @?selain
dari Terlapor II merupakan prod fdak resmi
dan tidak dijamin garansinya pihak Rolls-
Royce in casu Terlapor ?&fena Terlapor 1I

sebagai pemegang mer ang mesin genuine

Faktanya, dalar@adaan Suku Cadang Mesin
MTU Kapal P ea dan Cukai untuk anggaran
tahun 202 ah dilakukan penunjukan langsung
kepad lapor I sebagai satu-satunya Agen
Tu ?’yang ditunjuk Terlapor II selaku
gang merek dagang mesin genuine MTU oleh

ementerian Keuangan Bea Cukai sebagaimana
dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan
Jasa Pemeliharaan (W6) Mesin Induk MTU TA
2025 No. BA-35/SJ/UKPBJ/POKJA.III/2.25/
2025, tertanggal 25 April 2025 (vide bukti TI.21)
yang dapat diakses oleh publik pada laman LPSE
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Kementerian Keuangan.---------------—-——cmmcmmmeeo
Bahwa penunjukan satu-satunya agen tunggal
oleh prinsipal atau pemegang merek dagang mesin
MTU genuine merupakan hal yang diperbolehkan
oleh peraturan perundang-undangan in casu Pasal
7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. ----------
Sehingga dengan ditunjuknya Terlapor I sebagai

satu-satunya Servis Dealer Resmi/Agen Resmi
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(Authorized Service Dealer)/Agen Tunggal untuk
memberikan pelayanan purna jual berupa
pengadaan suku cadang asli (genuine) dan jasa
perbaikan Mesin MTU (Motoren und Turbinen
Union) bersertifikasi update pada kapal-kapal di
wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan
Cukai oleh Terlapor II, menjadikan Terlapor I
sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu
menyediakan Mesin MTU genuine. --------------gg---

Dengan demikian, sesuai dengan ketentu
38 Peraturan Presiden Republik In omor
46 Tahun 2025 tentang Pembah&dua Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 T%p 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa P Mtah (selanjutnya
disebut dengan “Perpr 7 46 Tahun 20257),
Terlapor 1 telah Xnenuhi kriteria untuk
dilakukan pen@n langsung sehubungan
dengan peng suku cadang genuine mesin
MTU sebaé%;nana Terlapor I kutip Pasal 38
terseb tu sebagai berikut: ------------- - -
“(1 lt%;e pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan
truksi/ Jasa Lainnya terdiri atas: ---------------
&
S mo
C. Penunjukan Langsung;------------=-=-=-=-=-----—-

’\,
®c@ T,

(3)... ASt.mmmmmm e s
(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.-----------=--==--mmmmmmmmmmo
(5) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa

Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana
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d. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu)

e ..dst’ -
vi. Oleh karena merek dagang Mesin MTU genuine
hanya dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan
dari Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory) dan
Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia P<§i4ic

u

Region) yang kemudian Terlapor II telah m k

Terlapor I sebagai satu-satunya Se%%’Dealer
Resmi/Agen Resmi (Authorized S@c Dealer)/

Agen Tunggal untuk mem an pelayanan

purna jual berupa pengad ku cadang asli
(genuine) dan jasa perbai
und Turbinen Union) \s

tuduhan yang di pkan oleh Tim Investigator

ertifikasi update, maka

mengenai PT. akesuma Raharja dinyatakan

gugur kare memasukan dukungan dari IMS
Industrg Marine Service GmbH & Co. KG (yang

bu, emegang suku cadang resmi (genuine)

n%&ifn MTU) sebagai persekongkolan antara
%C%rlapor [ dan Terlapor II, adalah tidak benar
@ karena Terlapor I dan Terlapor II memiliki

N

perjanjian dalam konteks menjaga Hak Kekayaan

@ Intelektual berupa merek dagang mesin MTU yang
@ dilindungi oleh peraturan perundang-undangan
O yang berlaku, yang oleh karenanya bukanlah

%’ termasuk dalam kategori Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana
“dikecualikan” dalam ketentuan Pasal 50 huruf b
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----—-------—-—-

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di

atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang

(prima facie) bahwa permasalahan dukungan dari IMS

yang dituduhkan oleh Tim Investigator sebagai

persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II bukanlah
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tindakan yang termasuk Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melainkan hal
tersebut merupakan fakta yang berkaitan dengan Hak
Atas Kekayaan Intelektual Merek Dagang Terlapor II
karena  Terlapor II merupakan  satu-satunya
perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di
Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce

Solutions GmbH (Factory) dan Rolls-Royce Solutions
Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang memilikigdan
memegang merek dagang mesin genuine MTU @
und Turbinen Union), sehingga oleh karen %"sesual
dengan ketentuan Pasal 50 Huruf b

Undang
No. 5 Tahun 1999, demi (ipso  jure)
permasalahan tersebut term k”dalam kategori
“dikecualikan”. ----------------- @—— ———————————————————————
Oleh karena itu, cukup &ar alasan bagi Majelis
Komisi yang memeri nilai dan memutus perkara
a quo untuk meny. % bahwa Terlapor I sama sekali
tidak melakukarX pelanggaran Pasal 22 UU No. 5
Tahun 199Q  re/-—--—---—--——-—————— oo

b. Telah D kbuktikan Bahwa Tindakan Penunjukan
Terl %SI Sebagai Satu-Satunya Service Dealer Resmi
@l‘unggal) Mesin MTU Untuk Wilayah Pemasaran

a Cukai Oleh Terlapor II, Merupakan Perbuatan

Yang Diperbolehkan Dan Untuk Melaksanakan

@ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun

@ 2021 Sehingga Karenanya Termasuk Dalam Ketegori
“Dikecualikan” Sebagaimana Ketentuan Pasal 50 Huruf

%’ a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ------------mcceee -
i. Dalam ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 telah diatur bahwa

salah satu hal yang tidak termasuk atau

“dikecualikan” dalam Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah

perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan

melaksanakan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. ----------cmmmmmm
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ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Permendag No. 24 Tahun 2021, Terlapor II selaku
perwakilan dari para prinsipal yaitu Rolls-Royce
Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution
Asia Pte.Ltd. dan sebagai satu-satunya pemegang
hak merek dagang MTU (Motoren und Turbinen
Union) original (Genuine), dapat membuat
perjanjian dengan hanya satu agen Tunggal dalam
wilayah  pemasaran  tertentu, sebagaimana
Terlapor 1 kutip ketentuan Pasal 7 1-ﬁ?l)
Permendag No. 24 Tahun 2021 terseb%??bawah

¥ L — Q -------------

“Prinsipal dapat membuat perjangiedy hanya dengan
satu Distributor Tunggal at n Tunggal untuk
jenis Barang yang sa ari suatu merek di

wilayah pemasaran %ﬁu untuk jangka waktu
tertentil.” —--------jagWe=) - - oo
iii. Faktanya, rangka  diperbolehkannya

penunjukar@pada hanya satu agen Tunggal oleh

ketent %Dasal 7 ayat (1) Permendag No. 24
Ta@%Ql, sejak tanggal 29 November 2019
s%ﬁpai dengan saat ini, Terlapor II telah

%C%enggunakan haknya menunjuk Terlapor I

@ sebagai satu-satunya Service Dealer Resmi/Agen

Q Resmi  (Authorized  Service Dealer) untuk

@ memberikan pelayanan purna jual berupa

@ pengadaan suku cadang ataupun jasa perbaikan

O Mesin MTU (Motoren und Turbinen Union) pada
%’ kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat
Jendral Bea dan Cukai sebagaimana telah

Terlapor I buktikan pada angka V Simpulan ini di

iv. Lagi pula, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
(selanjutnya disebut “PP No. 29 Tahun 20217

secara tegas tidak memperbolehkan Terlapor II
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selaku perwakilan produsen/prinsipal in casu
Rolls-Royce Solutions GmbH maupun Rolls-Royce
Solution Asia Pte.Ltd. menunjuk agen lain untuk
mendistribusikan barang dengan jenis dan merek
yang sama, sebagaimana ketentuan tersebut
Terlapor I kutip di bawah ini: --------------------——-—
“Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor
tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan
Barang di suatu wilayah pemasaran, Prodysen
tidak dapat menunjuk Distributor atadé‘g:n
lainnya untuk mendistribusikan Bar engan
jenis dan merek yang sama.” ------- ) o-----------
v. Sebagaimana telah Terlapor I ukakan bahwa
Permendag No. 24 Tahun C?? dan PP No. 29
Tahun 2021 adalah te k dalam peraturan
perundang-undangan \ebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal ?’(1) dan Pasal 8 ayat (1)
Undang-Und %o. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuka Peraturan Perundang-undangan
yang di terakhir dengan Undang-Undang No.
13 3’?2022, yang berbunyi sebagai berikut:---

P
C“}enis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

Q@E terdirt atas: ——------====mm o

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik

%X Indonesia Tahun 1945; ----------————————omeo—

@ b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-
O c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
& Pengganti Undang-Undang; ----------------------

d. Peraturan Pemerintah; --------------=-=-—————————
e. Peraturan Presiden;-------------————=———————————— -
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan -----------------
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” -----------
Pasal 8 ayat (1):-----------—mmmmmm oo
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
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Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepa C%Za

atau yang setingkat.” ---------------———-— ?—” -------
vi. Dengan diperbolehkannya penunju %anya satu
agen tunggal oleh Prinsipal i su Terlapor II
kepada Terlapor I yang me f%ﬁskan pemasaran
merek yang dimilikiny wilayah pemasaran
tertentu berdasarkan %entuan Pasal 7 ayat (1)
Permendag No. ?

Terlapor II tid@ iperbolehkan untuk menunjuk

agen lain u@k mendistribusikan barang dengan

ahun 2021 dan karena

jenis d erek yang sama in casu merek dagang
MT, %Zn
b%&asarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP No. 29
%C%hun 2021, maka tindakan Terlapor I yang
@ menolak pemberian surat dukungan kepada PT
N

Antakesuma Inti Raharja sebagaimana didalilkan

uine pada wilayah yang sama

@ oleh Tim Investigator pada angka 9 Laporan

@ Dugaan Pelanggaran, bukanlah termasuk dalam

O kategori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
%’ Tidak Sehat, melainkan wuntuk menjalankan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagaimana dikecualikan pada ketentuan Pasal

50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ---

2) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas,
maka terlihat secara jelas dan terang benderang (prima
facie) bahwa tindakan penunjukan Terlapor I sebagai satu-
satunya Service Dealer Resmi (Agen Tunggal) untuk wilayah

pemasaran tertentu oleh Terlapor II, merupakan perbuatan
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dan/ atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan in casu Pasal 7 ayat (1)
Permendag No. 24 tahun 2021 jo. Pasal 35 ayat (3) PP No.
29 Tahun 2021, sehingga oleh karenanya sesuai dengan
ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun
1999, demi hukum (ipso jure), tindakan tersebut termasuk
dalam kategori “dikecualikan” dan bukanlah merupakan
tindakan persekongkolan sebagaimana dituduhkan oleh
Tim Investigator. ----------=-— oo -
3) Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis&%&\i»si
yang memeriksa, menilai dan memutus per% a quo

ali tidak
melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. hun 1999.

untuk menyatakan bahwa Terlapor I sa

Tim Investigator tidak dapat membuktika enuhinya unsur-
unsur persekongkolan sebagaimana di an dalam ketentuan
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, kar?ésantara Terlapor I dengan
Terlapor II tidak pernah m an persekongkolan untuk
memenangkan tender. ------ @% ------------------------------------
Majelis Komisi yang Terho&a ) S
1) Meskipun Terlagor telah mengemukakan baik dalam

Tanggapan a%» telah disampaikan maupun dalam

keselurufa%&proses persidangan pemeriksaan lanjutan,

nam a Konklusi/ Simpulan ini, Terlapor I kembali

ukakan bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan

m
}gsekongkolan dengan Terlapor II untuk memenangkan
%\ender sehingga karenanya seluruh tuduhan yang

@ dipersangkakan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi

unsur persekongkolan sebagaimana digariskan dalam
ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan
fakta-fakta sebagai berikut: -----------=——- -
a. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan “Unsur
Bersekongkol’ Sama Sekali Tidak Terbukti. --------------
Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan
lanjutan, telah terbukti bahwa keseluruhan dalil yang
dinyatakan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi

unsur bersekongkol, sebagai berikut: -----------------—---
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Dalil Tim Investigator yang menyampaikan Pasal 1
angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
mengenai pendefinisian persekongkolan atau
konspirasi yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan
pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan
maksud untuk menguasai pasar bersangkutan,
merupakan dalil dan dasar hukum yang tidak
relevan dalam perkara a quo, karena faktanya baik
Terlapor I maupun Terlapor II tidak peggah
bermaksud untuk mengusai pasar, m an
Terlapor II hanya menjalankan ha%"untuk
menggunakan dan menjual mere ang yang
dimilikinya in casu mesin genus TU (termasuk
suku cadang) sebagaim dilindungi oleh
Undang-Undang yaitu @nai Hak Kekayaan
Intelektual. ------------ R L
Lagi pula, tinda z;por I maupun Terlapor 1II
yang menola@ ermohonan dukungan yang
diajukan c@ PT Antakesuma Inti Raharja,
dikare % PT Antakesuma Inti Raharja pernah
me ‘?;n ketidakpatuhan dalam  bentuk
beli spare part yang tidak genuine dari IMS

lam pemeliharaan mesin kapal induk MTU milik
Bea Cukai yang mana hal tersebut bertentangan
dengan perintah ataupun permintaan Bea Cukai
selaku pengguna jasa sebagaimana hal tersebut
telah Terlapor I buktikan pada angka 25.3.2.
angka 3) huruf a Simpulan ini. -----------------—————-
Atas dasar pengalaman ketidakpatuhan
PT Antakesuma Inti Raharja tersebut itulah, maka
Terlapor I telah mempertimbangkan secara
independent untuk tidak memberikan surat
dukungan yang dimintakan oleh PT Antakesuma
Inti Raharja karena tidak mau mengambil resiko
akibat potensi diulanginya kembali ketidak-
comply-an PT Antakesuma Inti Raharja. ------------

Oleh karena itu hal tersebut telah membuktikan
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tidak adanya niat jahat (mens rea) Terlapor I
untuk menguasai pasar ataupun melakukan
persekongkolan sehubungan dengan penolakan
Terlapor I untuk memberikan surat dukungan
kepada PT Antakesuma Inti Raharja. ------------—---
iii. Selain itu, Terlapor I juga telah mampu
membuktikan ketidakadaan niat jahat (mens req)
Terlapor I dalam menolak surat dukungan yang
diajukan oleh PT Antakesuma Inti Rahaja yaitu
dikarenakan ketidakadaan akses «2§~
PT Antakesuma Inti Raharja dalam aruan
teknologi khususnya software ( %al) yang
menjadi satu kesatuan peker;j overhaul, dan
karena adanya teguran aparat penegak
hukum  mengenai @

memberikan surat ?mgan kepada peserta
yang sama. ----------------

tender lain dala@ r .
Oleh  kare alam  keseluruhan  proses

persidanga emerlksaan lanjutan telah dapat
dlbukt %b

diperbolehkannya

ahwa tidak terdapat niat jahat (mens
Terlapor I untuk memenangkan tender
menolak permohonan surat dukungan yang

’s ajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja, maka
@ unsur bersekongkol dalam perkara a quo sama

sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya

@ Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan
@ oleh Tim Investigator tidak memenuhi “Unsur
Bersekongkol” dari ketentuan Pasal 22 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, ------——mmcmmmmmmm -

b. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan “Unsur
Mengatur dan/ atau Menentukan Pemenang Tender”

Sama Sekali Tidak Terbukti. -------------------mmmm -

Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan

lanjutan, telah terbukti bahwa keseluruhan dalil yang

dinyatakan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi

unsur mengatur dan/ atau menentukan pemenang

tender, sebagai berikut: ---------------- -
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Terlapor 1 telah mampu membuktikan bahwa
pihak yang menentukan persyaratan tender
bukanlah Terlapor I ataupun Terlapor II,
melainkan adalah Pokja sebagaimana kutipan
kesaksian saksi-saksi fakta di bawah sumpah
sebagai berikut:--------------mmcmm
1. Berita Acara Persidangan Saksi Fakta Sdr.
Roni angka 51: —----=-====——mmmmmmmmmmm
“PertanyQan:-----------=--=—-mmmmmmm oo
Setau saksi siapa yang menentukan
syarat tender seperti surat du atau
persyaratan  lainnya padaé at  saksi
menjalankan tender tersebL%— —————————————————

Jawaban: --------------- Cé% ____________________

Setahu saya uanq% ntukan persyaratan
teknis itu ada N?L\ PSE dan setau saya

POKJAnya Js a persyaratan itu kami

downlod{ ; dari sana.”

2. Berita Qara Persidangan Saksi Fakta Pokja
111‘ a%(a L
&e ANYAATL — === === === === m oo

Terkait persyaratan yang tadi sudah

%\6 disebutkan dalam peraturan perundang-

undangan. Saya mengutip yang ada dalam
peraturan perundangan sebagai berikut:
menyediakan supporting letter atau letter of
intent atau letter of agreement dari pabrikan
prinsipal mesin MTU dinegara asal dalam hal
barang impor. Siapa yang dimaksud dengan
pabrikan atau prinsipal dari mesin MTU itu

SeNAUT P === oo

Kami dari POKJA III karena setahu kami
mereknya adalah MTU maka prinsipalnya
adalah MTU dan karena mereka berasal dari
jerman tadi yaitu Rolls Royce sehingga

menurut kami surat dukungan harus dari
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Rolls Royce dan dari negara Jerman. Namun
surat dukungan yang kami terima adalah dari
Rolls Royce Indonesia dan mengapa kami
terima karena kita sudah klarifikasi ke PT
DUN bahwa memang rantai pasoknya
memang seperti dari Jerman ke Asia Pasifik
baru ke Indonesia makanya memang

prinsipnya harus dari negara asal tetapi
karena rantai pasoknya seperti itu danedari
Jerman ke Asia Pasifik ada agree an

a

dari Asia Pasifik ke Indonesig@i ad

“Pertanyaan:-------- A e e
Mengenai persy%an yang ibu singgung
terkait Atur % KPP, bahwa “menyediakan
supporti %er, letter of inten dari pabrikan
atau | prinsipal mesin MTU dari negara

a lam hal barang impor”. Siapa yang

imaksud pabrikan atau prinsipal dari mesin

Karena mesin MTU maka prinsipalnya adalah
MTU, dikarenakan dia, RR, dari Jerman maka
surat dukungan dari RR. Karena surat
dukungan yang kami dapatkan dari RRSL
Kenapa RRSI bisa kita terima? Karena telah
kami klarifikasi sebelumnya bahwa rantainya
pasoknya adalah dari Jerman ke Asia Pasifik,
Singapura, baru ke Indonesia. Meskipun
secara letterlijk dari negara asal, toh, dari
Jerman ke Asia Pasifik dan dari Asia Pasifik,
Singapura, ke Indonesia pasti ada
agreementnya, maka kami terima. Selain
sudah diklarifikasi ke penyedia, kami pada

forum sebelumnya, sebelum tender kedua,
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kami sudah dalam satu forum yang difasilitasi
oleh structural kami dan disampaikan surat
dari RR Jerman dan memang sudah
disampaikan bahwa MTU sendiri menjadi
prinsipal adalah RRSI, untuk di Indonesia. ----
Oleh karena Terlapor I merupakan peserta tender,
maka tidaklah mungkin Terlapor 1 dapat
menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia
yang terdapat di dalam persyaratan tender, kagena
yang memahami dan menentukan at
Kualifikasi Teknis Penyedia hany, R’Pokja
(Kementerian Keuangan), sehingg@tlah naif

apabila Terlapor I dikategori bersekongkol

untuk menentukan pemenaé?e"ﬂder. _______________
Bahwa Pokja (Kemen«% Keuangan) yang

mensyaratkan duku } teknis supporting letter

hanva dari pabs prinsipal mesin MTU di

<

negara asal dafgnhal barang impor sebagaimana

diatur Spes%(asi Teknis (Tender Pemeliharaan

W6/ Q[%' esin Induk MTU Pangkalan Sarana
i"Be

Op a Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun
T n Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011)

ide bukti C50), nyata-nyata hal tersebut telah
sejalan dengan ketentuan Pasal 2.3.2.7 Lampiran
I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman = Pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang
berbunyi sebagai berikut: --------------- oo~
“Sertifikat/ Dokumen dalam rangka Pengadaan
Barang Impor. --------=-=-———— o
Pengadaan barang impor adalah barang yang
diimpor untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus

mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen
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1. Supporting letter/letter of intent/letter of

agreement dari pabrikan/prinsipal di negara

3.  Sertifikat Produksi. ---------=-=====-=——cmmcmmmm
Persyaratan Supporting letter/letter of intent/letter
of agreement dari pabrikan/prinsipal di negara
asal dicantumkan dalam dokumen pemilhan
dengan diserahkan oleh peserta tendeﬂ(%gzsi
kepada Pokja Pemilihan bersama Y’lengan
penyampaian dokumen penawaran. ——% ——————————

Surat Keterangan Asal (Certifi of Origin) dan
Sertifikat Produksi diserah %?rsamaan dengan

penyerahan barang ole edia kepada Pejabat
Penandatangan Ko . Persyaratan  Surat
Keterangan Asal icate of Origin) dan Sertifikat
Produksi dica an dalam rancangan kontrak.”

Ketentuan %syaratan tersebut telah melalui
Proses fikasi Teknis di dalam internal Pokja
(K i}'ian Keuangan) untuk mencapai output

maksimal. Hal ini sebagaimana dimaksud di
lam ketentuan angka 5 huruf e Surat Edaran
Kepala LKPP No. 5 Tahun 2022 sebagaimana
Terlapor I kutip di bawah ini: -----------=----—---————
“Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden,
maka  penambahan  persyaratan  kualifikasi
penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat
dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan
berdasarkan kajian atau justifikasi pihak YANG
BERKOMPETEN di bidangnya.”-----------=--=-=---—---
Sehingga dengan demikian adanya persyaratan
dukungan teknis supporting letter hanya dari
pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal
dalam hal barang impor, bukanlah hasil dari

persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II
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untuk menentukan pemenang tender, melainkan
persyaratan tersebut timbul semata-mata untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan
yaitu, angka 2.3.2.7 Lampiran [ Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia. ---------------------———-
iv. Lagi pula, Terlapor II BUKANLAH PESERTA
TENDER dan BUKANLAH PESAING &A
sehubungan dengan pengadaan I%anaan
Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesgin\[hiduk MTU

Pangkalan Sarana Operasi Cukai Tipe A
Tanjung Balai Karimun T ?n’ Anggaran 2024
(“Tender Pemeliharaan Induk MTU TBK”)

dan Tender Pemeliha Xx W6/QL-4 Mesin Induk
MTU Pangkalan ?Operasi Bea Cukai Tipe B
Batam  Ta %Anggaran 2024 (“Tender
Pemelihara&in Induk MTU Batam”). ----------
Oleh a Terlapor II bukanlah merupakan
pe ]%

P liharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender

nder yang mengikuti pelaksanaan tender

s meliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun
Q@ Anggaran 2024, maka telah terbukti bahwa

Terlapor 1 tidaklah melakukan persekongkolan

@ dengan pihak manapun yang terlibat dalam

@ proses tender tersebut. -----------—---m oo

O Terlebih lagi, karena Terlapor II bukanlah pesaing
%’ usaha dari Terlapor I, maka dalam tender-tender

yang dipermasalahkan oleh Tim Investigator
tidaklah terdapat meeting of mind untuk mengatur
atau menentukan siapa pemenang tender diantara
Terlapor I atau Terlapor II. ------------————o oo
v. Dengan telah dibuktikannya bahwa Terlapor I
bukanlah pihak yang menentukan Syarat
Kualifikasi Teknis Penyedia dan karena Terlapor II

bukanlah pihak yang terlibat secara langsung
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dengan proses tender, maka tuduhan
persekongkolan yang didalilkan oleh Tim
Investigator nyata-nyata tidak memenuhi unsur
“Mengatur dan/atau  Menentukan Pemenang
Tender”. ——=—----—mmmm oo
vi. Selain dari pada itu, dalam keseluruhan proses
persidangan telah terbukti bahwa Terlapor II
merupakan satu-satunya perusahaan Penanaman
Modal Asing (PMA) di Indonesia sehagai
perwakilan dari Rolls-Royce Solutions
(Factory) dan Rolls-Royce Solutions Agi %?'e. Ltd.
(Asia Pasific Region) yang memiliki@) emegang
merek dagang mesin MTU (Mo und Turbinen

Union) yang berkantor }t} Friedrichshafen,

vii. Dalam pelaksanaan ndistribusian produk-
produk dagangr@erlapor II telah menunjuk
Terlapor 1 ai Auhtorized dealer untuk
memberikan pelayanan purna jual berupa
pengadaan/suku cadang ataupun jasa perbaikan
Me d%’rI‘U (Motoren und Turbinen Union) yang

didkuskan pada  kapal-kapal di wilayah

%Cgmasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai,

@ yang mana tindakan tersebut diperbolehkan oleh
N

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24

%& Tahun 2021, —--—————mmm

® Bahkan, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP
10 No. 29 Tahun 2021 secara tegas tidak
memperbolehkan Terlapor II selaku perwakilan

produsen/prinsipal in casu Rolls-Royce Solutions
GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd.
menunjuk agen lain untuk mendistribusikan
barang dengan jenis dan merek yang sama pada
satu wilayah tertentu. --------------------- -
viii. Dengan diperbolehkannya penunjukan authorized
dealer untuk pendistribusian produk pada

wilayah tertentu oleh Terlapor II selaku satu-
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satunya pemilik merek dagang mesin Genuine
MTU berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag No.
24 Tahun 2021 Jo. Pasal 35 ayat (3) PP No. 29
Tahun 2021 sehingga menjadikan Terlapor I
sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu
melakukan pemeliharaan Mesin MTU genuine
pada wilayah Bea Cukai, maka hal tersebut
tidaklah melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan manapun. ----------------gg---
ix. Faktanya, dalam Pengadaan Suku Cada in
MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai unt??rﬁgaran

tahun 2025 telah dilakukan penunj langsung
kepada Terlapor I sebagai satunya Agen
Tunggal yang d1tunJuk por II selaku

pemegang merek daga @ n genuine MTU oleh
e

Kementerian Keuang a Cukai sebagaimana
dibuktikan den kumen LPSE (Layanan
Pengadaan S %

Hasil Pemi]%n Jasa Pemeliharaan (W6) Mesin
Induk TA 2025 No. BA-35/SJ/UKPBJ/

PO@. [/2.25/2025, tertanggal 25 April 2025

lektronik) berupa Berita Acara

bukti TI.21).- -

%C(Qal tersebut dikarenakan Terlapor [ telah
memenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan
langsung sehubungan dengan pengadaan suku
cadang genuine mesin MTU sebagaimana
digariskan dalam ketentuan Pasal 38 Perpres No.
46 Tahun 2025.-----—--—-— oo
x. Meskipun Terlapor I merupakan satu-satunya
Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II
selaku pemegang merek dagang mesin genuine
MTU sejak tahun 2019, namun untuk pengadaan
mesin MTU pada tahun-tahun sebelumnya
dilakukan dengan tender dan  bukanlah
penunjukan langsung. Hal tersebut dikarenakan
Terlapor I selaku satu-satunya agen tunggal mesin

genuine MTU belum dapat memenuhi Syarat
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Kualifikasi Teknis Penyedia berupa pengalaman
nilai pekerjaan sejenis paling kurang 50% (lima
puluh persen) dari nilai HPS/Pagu Anggaran
sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3.4.2.
huruf a Lampiran | Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia, yang berbunyi sebagai berikut: ------gg---
a. “Syarat Kualifikast Teknis H%S:i;a

Barang/Jasa Lainnya Badan Usa ?—” ———————

Persyaratan kualifikasi teknis 8@1 Penyedia

Barang/Jasa Lainnya Bad saha meliputi:

1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan

sebagai beriku‘%\——g— _______________________
d) ...dst %

usaha nonkecil memiliki nilai

ekerjaan sejenis tertinggi dalam

?’ kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
$ terakhir sebesar paling kurang sama

dengan 50% (lima puluh persen) nilai

Barulah setelah Terlapor [ mendapatkan

%\6 HPS/Pagu Anggaran,”

pekerjaan Jasa Pemeliharaan W6/QL-4 dan
WS5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana
Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan Tahun
Anggaran 2023 dengan nilai Rp24.598.758.840,00
(dua puluh empat milyar lima ratus sembilan
puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh
delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah)
sebagaimana Daftar List Pengalaman Terlapor I
(vide bukti C25), Terlapor I telah memenuhi
kualifikasi  persyaratan tender sehubungan
dengan pengadaan pelaksanaan Tender

Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender
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Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam untuk
tahun anggaran 2024 a quo. -------------=——--———————-
xi. Oleh karena merek dagang Mesin MTU genuine
hanya dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan
dari Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory) dan
Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific
Region) yang kemudian Terlapor II telah menunjuk

Terlapor I sebagai satu-satunya Servis Dealer
Resmi/Agen Resmi (Authorized Service Deagler)
untuk memberikan pelayanan purna jua@a
pengadaan suku cadang asli (genui ?&h jasa
perbaikan Mesin MTU (Motoren4§) Turbinen
Union) bersertifikasi upd sebagaimana
diperbolehkan oleh ketent

Permendag No. 24 Tah
(3) PP No. 29 Tahu

asal 7 ayat (1)
1 jo. Pasal 35 ayat
1 sehingga menjadikan
Terlapor I seba % tu-satunya pelaku usaha

yang mampufyeiyediakan suku cadang genuine
dan jasa e&ikan Mesin MTU di wilayah tertentu
in CQS@H Bea dan Cukai, maka hal tersebut
bu@a m

d%r/atau menentukan  pemenang  tender,
Qelainkan untuk melaksanakan hak Terlapor II

erupakan tindakan yang mengatur

Q@E mengenai kepemilikan merek dagang mesin

o)
¢9®

genuine MTU dan untuk melaksanakan kewajiban
Terlapor I dalam melaksanakan perjanjian
keagenan sebagaimana dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----------------
Oleh karena dalam keseluruhan proses persidangan
pemeriksaan lanjutan telah dapat dibuktikan bahwa
Terlapor I ataupun Terlapor II bukanlah pihak yang
menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia maka
“Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang
Tender” sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh
karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang
dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi

“Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang
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Tender’ dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999. -—----—-—mmr e
Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan “Unsur
Persaingan Usaha Tidak Sehat” Sama Sekali Tidak
Terbukti. -------------—--mrm e
i. Dalam keseluruhan proses persidangan
pemeriksaan lanjutan, telah terbukti bahwa
keseluruhan dalil yang dinyatakan oleh Tim
Investigator tidaklah memenuhi Unsur Persaiggan
Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut: ------- %

1. Dalil Tim Investigator yang alkan
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang” Nomor 5

Tahun 1999 mengenas pendefinisian
persaingan usaha %’ sehat adalah
persaingan antar Q usaha dalam

menjalankan kezq’ n produksi dan atau

pemasaran dan atau jasa yang
dilakuka ngan cara tidak jujur atau
melawd hukum atau menghambat

pé@' gan usaha, merupakan dalil dan
r hukum yang tidak relevan dalam
perkara a quo, karena faktanya baik Terlapor

%\6 I maupun Terlapor II tidak pernah

melakukan tindakan yang termasuk dalam

Q perbuatan melawan  hukum = ataupun

melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Terlebih lagi dalam
tender pengadaan a quo, tidak terbukti
bahwa Terlapor 1 secara melawan hukum
melawan pemberi kerja. ------------------ -
2. Justru sebaliknya, Terlapor I dalam
mengikuti tender merupakan bentuk menjaga
fasilitas kapal yang dimiliki oleh pemberi
kerja dalam penggunaan suku cadang
genuine, pelaksanaan pemeliharaan mesin
kapal yang dilakukan oleh authorized dealer

resmi yang memiliki kemampuan dalam

239



SALINAN

pembaruan teknologi dan software, serta
untuk mengurangi resiko kerusakan pada
kapal-kapal milik pemberi kerja in casu Bea
Cukai mengingat besarnya ancaman yang
dihadapi oleh staf-staf Bea Cukai dalam
melaksanakan tugasnya ditengah laut lepas,
sebagaimana keikutsertaan Terlapor I selaku
authorized dealer resmi mesin MTU dalam
tender a quo untuk kepentingan pemberi
kerja, telah dapat dibuktikan lui

keterangan saksi fakta di baw%?s’ﬁmpah
pada angka 68 Berita Acar

rsidangan
Keterangan Saksi Fakta P ea Cukai, Sdr.
Amni dan Notula Pertsi W5-W6 Mesin
Induk MTU Kapal%?ﬁli DJBC TA 2023,
tertanggal 20 Ja Xx 2023 (vide bukti TI.37).
Selain itu, ti n Terlapor I dan Terlapor II
yang tid@ emberikan surat dukungan

kepada
m@kan perbuatan dalam rangka
claksanakan penunjukan Agen Tunggal

vang salah satunya melakukan pengadaan

Antakesuma Inti Raharja

suku cadang genuine mesin MTU
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7
ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 jo.
Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021.------
Dengan telah dapat dibuktikannya
kepemilikan merek dagang mesin genuine
MTU yaitu hanya milik Terlapor II dan tidak
ada pihak lain yang berhak atas merek
dagang tersebut kecuali diberikan hak oleh
Terlapor II, maka secara hukum seharusnya
tidak ada pelaku usaha lain yang dihambat
persaingan usahanya oleh tindakan Terlapor
I dalam mendistribusikan barang dan/atau

jasa berdasarkan kewenangan yang diberikan
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oleh Terlapor II sebagai satu-satunya
pemegang merek dagang dimaksud. -----------

Oleh karena dalam keseluruhan proses persidangan
pemeriksaan lanjutan telah dapat dibuktikan bahwa
Terlapor II merupakan satu-satunya pihak yang berhak
atas merek dagang MTU yang dimilikinya sehingga
secara hukum seharusnya tidak ada pelaku usaha lain
yang dihambat persaingan usahanya oleh tindakan
Terlapor I dalam mendistribusikan barang dan/gqtau
jasa yang dimilikinya, maka “Unsur Persainga ha
Tidak Sehat” sama sekali tidak terbukti, s %a oleh
karenanya Laporan Dugaan Pela ?hg yang
dikemukakan oleh Tim Investigatomsidak memenuhi
“Unsur Mengatur dan/atau ntukan Pemenang
Tender’ dari ketentuan Pasa A@dang—Undang No. 5
Tahun 1999. ——---mmmm e G Y -

2) Bertitik tolak dari kese 3:1’ fakta-fakta dan dasar
hukum yang telah Terlgpoi¥ uraikan di atas, telah terlihat
secara jelas dan ter®pg benderang (prima facie) bahwa
dengan tidak t uhinya unsur-unsur persekongkolan
sebagaiman %tuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1 %maka seluruh dugaan persekongkolan yang

didalj oleh Tim Investigator, demi hukum (ipso jure)

rbukti secara sah dan menyakinkan, sehingga oleh

nanya cukup dasar alasan Majelis Komisi untuk

x%x-enolak seluruh dalil Tim Investigator dan menyatakan

bahwa Terlapor I tidak melakukan persekongkolan. ----------

2 . Terlapor I menolak dengan tegas seluruh keterangan Ahli hukum
% persaingan usaha yang dihadirkan Tim Investigator Prof. Dr.
Sukarmi, S.H., M.Hum. dikarenakan ahli tersebut pernah
menjabat sebagai Komisoner KPPU selama 2 (dua) periode,
sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan
keobjektivitasannya dalam memberikan keterangan sebagai ahli.

Majelis Komisi Yang Terhormat, ------------=-=—-- oo

1) Bahwa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan, Tim

Investigator menghadirkan Ahli Hukum Persaingan Usaha,

yang dimana Ahli yang dihadirkan dalam persidangan
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pernah menjabat dua periode/10 (sepuluh) tahun sebagai
Komisoner Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun hal
tersebut dijelaskan oleh keterangan Ahli Sdri. Prof. Dr.
Sukarmi, S.H., M.Hum pada tanggal 6 Oktober 2025, yaitu
sebagai berikut: ----------mmom e
“Pertanyaan: saudari Ahli mohon dijelaskan tentang profil
diri anda?P----------=-—-— -
Jawaban: saya sebagai dosen dan guru besar di Fakultas
Brawijaya, keahlian saya sesuai dengan apa yang tegtulis
didalam surat keputusan Menteri bahwasanny«%&a
sebagai guru besar dibidang hukum ekonomi dj salah
satunya konsentrasi saya dibidang huk ersaingan
usaha, untuk mendukung keahlian s ada beberapa
tulisan saya, saya kira bisa sear % didalam goggle
Scholler sebagai desgin karya a dibidang hukum

persaingan usaha, demikian terkait penulisan buku

terakhir saya menulis ten artel. Saya menjadi bagian

dari tim penulis buk saingan dalam konteks yang
dikeluarkan KPPU lerjasama dengan JNZ. Sebagai
pengalaman p nya saya dua Periode sebagai
Komisioner gt %E, sehingga demikian pengalaman praktis
perkara- e%&ra persaingan usaha sudah cukup banyak.

Saya b enyelesaikan dua periode di KPPU. ----------------
2) Ol rena Ahli yang dihadirkan oleh Tim Investigator
S&yi. Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum pernah menjabat
x% ebagai Komisioner KPPU, maka keterangannya tidaklah

@ objektif, sebagaimana uraian dasar alasan sebagai berikut:
O a. Adanya Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest) Yang
%’ Mendasar Dan Tidak Terelakkan. ------------------cceuuu—-
Bahwa sebagai mantan komisioner memiliki hubungan
historis dan kelembagaan yang sangat erat dengan
KPPU sebagai institusi penegak hukum dalam perkara
ini. Sebagai mantan komisioner, ia pernah menjadi
bagian dari pembentuk sikap, kebijakan, dan

yurisprudensi KPPU. Keberpihakannya kepada salah

satu pihak (dalam hal ini Tim Investigator)
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menciptakan konflik kepentingan yang nyata, baik
secara intelektual maupun institusional. --------------—--
Terlebih lagi, keterangannya sebagai ahli akan
diragukan objektivitasannya karena secara natural
diduga kuat telah dibentuk oleh loyalitas dan
perspektif institusi KPPU selama masa jabatannya,
yang secara jelas menunjukkan "keberpihakan" nya.---

b. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kerahasiaan Informasi. -
Selama menjabat sebagai komisioner, ng
bersangkutan memiliki akses penuh @t ap
informasi rahasia, strategi penyidikan, met e?emalisis,
diskusi internal, dan pertimbangan—pert}t@%gan non-
publik yang menjadi dasar KPPU m menangani
suatu perkara. -------------------——— —%’ ————————————————————
Keberadaannya berpotensi b ntuk disalahartikan
sebagai upaya peman n informasi-informasi
rahasia tersebut, un secara faktual tidak
digunakan. Hal ini %sudah cukup untuk merusak
integritas dan k&cian (sanctity) proses persidangan.
Dengan degikian, pemberian keterangan oleh ahli
yang pe e§;enjadi komisioner tidak dapat menjamin
bah a?mdodologi atau opini yang disampaikannya
merupakan derivasi dari informasi rahasia yang

jthilikinya dahulu. -------------———— -
CQ Keterangan Ahli Tidak Lagi Dapat Dianggap

%& Independen dan Netral. ---------——-———cmmmmmmmm

® Nilai keterangan seorang ahli terletak pada objektivitas
O dan independensinya. Dalam kapasitasnya sebagai
& mantan komisioner, kedua prinsip dasar ini telah

ternodai oleh konflik kepentingan yang melekat
(inherent conflict of interest). Oleh karena itu,
keterangan yang akan disampaikannya @ tidak
memenuhi syarat sebagai keterangan ahli yang murni,
independen, dan dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah tanpa prasangka. -----------=—————-mmmmmmo
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Penerimaan terhadap keterangannya  berpotensi
menyesatkan (misleading) Majelis Komisi karena
dibangun di atas fondasi yang tidak netral. -----------—--

3) Atas dasar keseluruhan alasan yang telah Terlapor I
uraikan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis
Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a

quo untuk menolak ahli yang diajukan oleh Tim
Investigator, Sdri. Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. ----------
Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agepda
penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terl II
menyampaikan simpulan hasil persidangan pad@fkoknya
sebagai berikut (vide bukti TII.58): ------------------ % —————————————
Bahwa sepanjang Pemeriksaan Pendahulua Pemeriksaan
Lanjutan, PT RRSI telah mematuhi se ?ﬂ arahan Majelis
Komisi termasuk menghadiri sel persidangan yang
dijadwalkan sebagai Terlapor II da nghadirkan pihak-pihak
PT Marmin, Ahli Prof. Dr.

seperti Saksi Dr. Jasni Emery

Ningrum Natasya Sirait, M.LI., beserta keterangan

tertulisnya dan Direkrut RRSI yang mewakili Terlapor II.
Untuk menghindari pgngulangan, PT RRSI tidak mencantumkan
kembali dalam P%ﬂan ini pernyataan-pernyataan dan
informasi  yan telah sebelumnya disampaikan dalam
Tanggapan? un dalam hal ini, PT RRSI menegaskan kembali
selum}@ yampaian yang telah diajukan dalam Tanggapan
m sepanjang proses persidangan dan mempersilahkan

a%s Komisi untuk merujuk pada : i. Tanggapan PT RRSI, ii.

eterangan Terlapor Il dan iii. Keterangan Ahli. --------------——————
Bahwa PT RRSI dengan tegas membantah semua dugaan.
Sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan, posisi
PT RSSI adalah Investigator telah gagal membuktikan unsur-
unsur yang diperlukan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat dalam tender terkait dan posisi ini tidak
berubah. PT RRSI juga menyampaikan bahwa keterangan Saksi
fakta, Ahli dan para Terlapor dalam pemeriksaan lanjutan justru

mendukung pembelaan PT RRSI. Pertanyaan serta bukti yang

disampaikan pada tahap pemeriksaan lanjutan sangat relevan
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dengan 2 (dua) unsur inti dalam Pasal 22 menurut Ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., yaitu Unsur Persekongkolan

dan Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender secara

PT RRSI tidak menetapkan (maupun berupaya mempengaruhi)
kriteria maupun pemenang tender terkait, seluruhnya
ditetapkan oleh Direktorar Jenderal Bea dan Cukai (DJBA). ------
Tidak ada niat maupun tujuan untuk membatasi persaingan
dalam tender terkait. ------------------m -
Tidak terdapat kerjasama (atau meeting of minds) antara Qg SI
dengan PT DUN untuk membatasi persaingan.-------- ?” ———————
Tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh@
Bahwa dengan demikian PT RRSI menyampai engan hormat
bahwa perkara yang diajukan oleh Investl@%ams dinyatakan
tidak terbukti. ----------mmmm o e AN
Kekhawatiran PT RRSI terkait asp@rosedural dalam proses
pembuktian Pemeriksaan Lanj bagai berikut: ---------------
Upaya Investigator mengu 1Ran bukti tambahan pada tahap
Pemeriksaan Lanjutan, a&sehamsnya telah diselesaikan pada
tahap penyelidikan.- —é ———————————————————————————————————————————————
Upaya Investigat ?Zlk memanggil 2 (dua) pihak dari Rolls
Royce seba i%&ksi fakta Investigator, meskipun tindakan
tersebut t? jelas bertentangan dengan ketentuan hukum
yang b % --------------------------------------------------------------
KekhaWatiran mengenai objektivitas ahli Investigator, yang
téﬁtt pada tahap Penyelidikan dan telah memiliki pendapat
rkait perkara a quo yaitu PT RRSI mempertanyakan
independensi dan imparsialitas yang dapat diberikan oleh Ahli
Investigator yang  berpotensi mempengaruhi integritas
keteranganya sebagai Ahli. -------—--——-——- oo
Pembelaaan subtansif PT RRSI. ----------mmmmmmmomeo
Bahwa PT RRSI mengulang seluruh penyampaiannya
sebagaimana tercantum dalam bagian Pembelaan Substansif
dalam Tanggapan namun dalam Simpulan ini, PT RRSI ingin

menegaskan beberapa aspek tambahan yang muncul pada tahap

Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: ---------------—-comcccemeee -
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Alasan penunjukan di balik struktur dan operasional jaringan
mitra resmi (authorized dealer) PT RRSI. -----------ommmmmme
Tidak ada intervensi terhadap persaingan antar mitra resmi di
Pasar Hilir termasuk dalam terkait tender. ---------------------———-—-
Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Mitra Resmi untuk
memasok suku sadang atau memberikan dukungan kepada
penyedia layanan lain di Pasar Hilir. ---------------mcmmcmmcmm
PT RRSI tidak memiliki pengaruh dalam menetapkan kriteria
tender maupun hasil tender. --------—---—-- oo
PT RRSI menjalankan kewenangannya secara sah«%&gn
memutuskan apakah akan menerbitkan dokumen p ng. -
Bahwa unsur-unsur Pasal 22 tidak dapat diQu an oleh
Investigator dengan demikian memohon kep Majelis Komisi
untuk menjatuhkan putusan sebagai beri ?’ ————————————————————
PT RRSI dan PT DUN tidak berse ol untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang t /& terkait. ----------------——-
Untuk menghindari pengulan ?nvpulan ini berfokus pada
informasi dan bukti yang r (menurut pandangan PT RRSI)
yang disampaikan pada Mahap Pemeriksaan Lanjutan serta
kaitannya dengan seldruhan pembelaan PT RRSI. Namun
demikian PT R &endapat bahwa unsur-unsur lain dari
Pasal 22 ju ?olum terbukti oleh Investigator dalam tahap
Pemeriks @njutan. ——————————————————————————————————————————————————
Permo kepada Majelis Komisi: --------------—ommmmmemme -
Inv; sgator tidak berhasil membuktikan bahwa PT RRSI telah
%ggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Dengan demikian,
RRSI dengan hormat memohon agar Majelis Komisi
menjatuhkan Putusan sebagai berikut: --------------—— -
Menyatakan untuk menolak seluruhnya Laporan Dugaan
Pelanggaran dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025 mengenai
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di
Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 . ------------—---oocmeen-
Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar
ketentuan Pasal 22 UU Persaingan Usaha.------------=-—=-—--oooo—-
Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu

Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan
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Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 07/KPPU-L/2025
tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di
Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 dengan Terlapor I,
PT Dieselindo Utama Nusa dan Terlapor II, PT Rolls Royce
Solutions Indonesia, ke tahap Musyawarah Majelis Komisi. ------
Jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor
07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 terkait Tegder
Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jend
Cukai Tahun 2024 paling lama 30 (tiga puluh)% kerja
terhitung sejak 20 November 2025 (vide bukti A74). ~<-----------
28. Menimbang bahwa setelah melaksanakan M warah Majelis

Komisi, Majelis Komisi menilai te@ﬂiki bukti dan

penilaian yang cukup untuk mengambi
TENTANG H

Setelah mempertimbangkan Lapor Dugaan Pelanggaran, tanggapan
para Terlapor terhadap LaporanJdugaan Pelanggaran, keterangan para
Saksi, keterangan para A %at—surat dan dokumen, simpulan hasil
persidangan oleh Inve r dan para Terlapor, Majelis Komisi menilai,
menganalisis, men é)kan dan memutuskan perkara No. 07/KPPU-
L/2025 berdasa alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau
tidak terjadigpe nggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga
dilakuka ]}

berikus\ Y-

Terlapor I dan Terlapor II, dalam bagian-bagian sebagai

Kerahasiaan Identitas Pelapor; -------------—-———cmmommmmmm
Dugaan Pelanggaran;------------=-—=—mmmmmmmmmmm
Identitas Para Terlapor; ---------=-=——=——o oo
Formil --------mmmmmmmmmmme e
Pasar Bersangkutan; ------------=--—mmmmmmmmmm

Industri Mesin MTU —----——-mmmmmmmm e

.\1.0‘9“:590!\3!»_!“

Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Tahun 2024; ---—-—-= == oo
Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ---—-—-—-—-—-eoen =

Analisis Sanksi; —------=-=-=- = o m o



SALINAN

10. Rekomendasi. --------------mmmmmmrm e
Berikut uraian masing-masing bagian tersebut di atas; --------------------——-
1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; --------------—--mmcmmmmmmmmm -
1.1. Bahwa Pasal 36 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 menentukan
Komisi berwenang untuk “menerima laporan dari masyarakat
dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,” dan Pasal 38
ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “setiap orang yang

mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah tegjadi
pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat mel@n
secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan %@ jelas
tentang telah terjadinya pelanggaran, denga %’Lyertakan
identitas pelapor.” Selanjutnya Pasal 38 ayat ( U No. 5 Tahun
1999 mengatur “Identitas pelapor sebagai c&a dimaksud dalam
ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi, C—z ———————————————————————
1.2. Bahwa Komisi menerima laporan t%}}mg Dugaan Pelanggaran
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 19 %ﬂkait Tender Pemeliharaan
Mesin Induk MTU di Direk %enderal Bea dan Cukai Tahun
2024 dari Pelapor yang memenuhi kriteria sebagaimana
ditentukan Pasal 38 (1) jo. ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999,
maka Komisi b ?&jiban merahasiakan identitas Pelapor

dalam perkar. i%y -------------------------------------------------------

Dugaan P 2l ) I

N

2.1. Bahwa ok permasalahan yang dilaporkan berupa adanya
dugaaty persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan

nang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II

lam Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU

O Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai
%’ Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39674011) dan
Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan

Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran

2024 (Kode Tender: 39536011) di Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat menjadi

Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun

2024 .-

2.2. Bahwa persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan

pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang
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berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan
pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XIV/2016 perihal permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disingkat “Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016%)
yang berkekuatan mengikat sejak 20 September 2017, sehingga
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi sebagai berikut: “Palgku

usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain d au
pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk atur dan
atau  menentukan  pemenang tender = seRin dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha ti sehat.” --------

Bahwa dengan demikian, laporan dugaan %?kongkolan untuk

mengatur dan/atau menentukan ang tender yang
dilakukan oleh Terlapor I dan Xkapor II dalam Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Dj '&ja dan Cukai Tahun 2024
yang diterima oleh Komisi tanggal 3 April 2024 harus
ditangani dengan ketentueQPasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang
telah mendapatkan aknaan melalui Putusan MK No.
85/PUU-XIV/20 ]@— ———————————————————————————————————————————————————
Identitas Par PO} === === oo o o

Terlapor % dudukan hukum di Jalan Agung Timur IX Blok
N-1 Ka’ 1
bagl saha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta

B, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 merupakan

r 5 Tanggal 3 Maret 1986 yang dibuat oleh Soetono
amlan, S.H., Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara
lain di bidang perdagangan umum, industri, dan jasa pada
umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum. Terlapor I telah
mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan
perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 14 April
2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
AH.01.03-0054938 tanggal 15 April 2023. Susunan pengurus
Terlapor I adalah Sdr. Iwan Salim sebagai Direktur Utama,
Sdr. Randy Trianto Thomas Hardi sebagai Direktur, Sdri. Herlina

Salim sebagai Komisaris Utama, dan Sdri. Sarianis Rosalin
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sebagai Komisaris. Terlapor I merupakan authorized service
dealer untuk produk mesin MTU Friedrichshafen GmbH periode
1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2021. Terlapor I
juga merupakan authorized service dealer untuk produk Rolls
Royce Solutions periode 1 Maret 2022 sampai dengan 29
Februari 2024 dan periode 1 Maret 2024 sampai dengan 28
Februari 2026. Terlapor I dalam menghadapi persidangan
perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni

2025 ditandatangani oleh Direktur Terlapor I yang memberikan
kqu\gd

Kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dkk., para Advo a

kantor hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, yan l%?élamat
kantor di Graha Pratama lantai 3, Jalan Letjen 3@ Haryono,

Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (vide, b%iB24, C5, C10,

C18, TI.1) ~--mmmm e T

3.2. Terlapor II berkedudukan hukum di ng Secure Blok B,
Jalan Raya Protokol Halim Perd Xiusuma, Halim Perdana
Kusuma, Kecamatan Maka %) Jakarta Timur 13610,
merupakan badan wusaha %dan hukum yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor N4 tanggal 27 November 2002 yang

dibuat oleh Winarti dudkman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta

dengan nama PT, Detroit Diesel Indonesia dengan kegiatan

usaha antara a?bdi bidang jasa perdagangan besar (distributor

utama), e » impor, dan pelayanan purna jual. Terlapor II

beruba, ma menjadi PT Rolls Royce Solutions Indonesia

me% Akta Nomor 10 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat

Aurelia Soesanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten

arawang yang telah mendapatkan persetujuan dari melalui

O Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-
%’ 0073791.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.
Terlapor II merupakan distributor eksklusif grup Rolls Royce

Power System untuk berbagai Mesin MTU dan suku cadangnya

di Indonesia. Susunan Pengurus Terlapor II adalah Joerg
Fischer-Felsberg sebagai Presiden Direktur, Kunal Arvind

Ajinkya sebagai Direktur, Jin Liu sebagai Presiden Komisaris,

Giovani Spadaro sebagai Komisaris, dan Marco Mayer sebagai

Komisaris. Terlapor II dalam menghadapi persidangan perkara

ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025 dan
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7 Juli 2025 ditandatangani oleh Presiden Direktur Terlapor II
yang memberikan Kuasa kepada Chrisandya Sinurat, S.H., dkk.,
para Advokat pada kantor hukum AGI LEGAL, yang beralamat
kantor di Sequis Tower, Level 26, Jalan Jend. Sudirman No. 71

SCBD Lot 11B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (vide, bukti B25,

Menimbang bahwa sebelum menilai, menganalisis, dan
menyimpulkan pokok perkara ini, Majelis Komisi an
menanggapi terlebih dahulu terhadap keberatan yang at

dalam Tanggapan LDP dan Simpulan dari m 'zfﬂ‘-asmg
Terlapor I dan Terlapor II. ------------—--mccmmemme - Qﬁ ——————————
Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor ada pokoknya
menolak seluruh keterangan Ahli Huk rsaingan Usaha
Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. Qg dihadirkan Tim
S&ebut pernah menjabat

a) periode sehingga sebagai

Investigator dengan alasan Ahli

sebagai Anggota Komisi selam

mantan Anggota Komisi: ————@— ——————————————————————————————————————
1) Ahli memiliki kedeka istoris dan kelembagaan dengan
Komisi sehingg imbulkan konflik kepentingan nyata
dan mera } objektivitas keterangannya, karena

pandan n%ua diduga dipengaruhi loyalitas serta perspektif
instit% 1 Komisi;----========mmm oo
2) Ah@ nah mengakses informasi rahasia dan pertimbangan

internal Komisi, oleh karena itu keterangannya berpotensi
%X’uenimbulkan dugaan pemanfaatan informasi non-publik,

@ sehingga mengancam integritas dan kerahasiaan proses

persidangan serta tidak menjamin bahwa opini yang
diberikan bebas dari pengaruh informasi rahasia tersebut; -
3) Ahli tidak lagi memiliki independensi dan netralitas yang
disyaratkan, sehingga keterangannya mengandung konflik
kepentingan inheren dan berpotensi menyesatkan Majelis

karena tidak memenuhi standar objektivitas keterangan

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai alasan-alasan

Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana tersebut dalam butir 4.2.

251



SALINAN

merupakan dugaan yang tidak berdasar dan tidak relevan,
dengan alasan: ---------mmmmmmm o
1) status Ahli sebagai Anggota Komisi yang telah berakhir
sejak 14 tahun silam yaitu pada tahun 2011 terjadi jauh
sebelum Komisi menerima laporan perkara a quo sehingga

Ahli tidak memiliki pengetahuan apa pun mengenai perkara

2) Ahli sebagai mantan Anggota Komisi tidak lagi memiliki hak
akses terhadap informasi non-publik di Komisi sejak tidak
lagi menjabat sehingga tidak terdapat informasi kag:ia
yang diketahui Ahli dalam persidangan perkara ?& —————————

3) Terlapor I dan Terlapor II dalam pers%l%n tidak
mengajukan penolakan terhadap Ahdi~\bahkan turut
mengajukan pertanyaan-pertanyaan %Yantif kepada Ahli
Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum g artinya Terlapor I
dan Terlapor II menerima keh «}an dan keterangan yang
diberikan oleh Ahli (vide b gél'). —————————————————————————————

Menimbang bahwa berdasa@ lasan-alasan tersebut di atas,

Majelis Komisi mengesa@;ngkan keberatan Terlapor I dan
Terlapor 1I terhadap%\ angan Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H.,

Menimbang l%'a Terlapor II keberatan terhadap Investigator
yang masi @mpaya mengumpulkan bukti tambahan pada
tahap eriksaan Lanjutan, yang seharusnya telah
disglesgikan pada tahap Penyelidikan. Investigator berulang kali

Snta Majelis Komisi untuk memerintahkan beberapa saksi

n para Terlapor menyampaikan dokumen-dokumen sebagai
bukti tambahan yang seharusnya telah diperoleh pada tahap
penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan alat bukti terlihat
Investigator telah memperoleh bukti tambahan tersebut,
meskipun tidak ada satupun dokumen tersebut yang mengubah
gambaran keseluruhan atas bukti yang ada. Pencarian dan
pengajuan bukti baru setelah tahap penyelidikan telah
menimbulkan ketidakpastian bukti yang dijadikan dasar
tuduhan dan memperluas cakupan pemeriksaan bukti secara

tidak perlu. -----—--mm oo
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4.6. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai alasan Terlapor II
sebagai dalam butir 4.5. tidak relevan, karena:-----------------—--—

1) pembuktian dalam perkara persaingan usaha merupakan

upaya mencari kebenaran materiil yang dilakukan dalam

tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan,

sehingga kedua belah pihak, in casu Investigator dan

Terlapor, akan berupaya meyakinkan Majelis Komisi dalam

proses tersebut. Selama masih dalam tahap Sidang Majelis

Komisi Pemeriksaan Lanjutan, Investigator dan Terlgpor

masih dapat mengajukan alat-alat bukti, dan Majeli

juga dapat mengabulkan atau menolak permint sebut

dengan menilai relevansi dengan perkara % in casu

terdapat juga permintaan dari Investigato%ng ditolak oleh
Majelis Komisi karena tidak relevan;-- —%’ ————————————————————

2) demi transparansi persidangan, Komisi memberikan
kesempatan yang sama kepac@hvestigator dan Terlapor
untuk memeriksa alat b surat dan dokumen yang
diajukan oleh Investig n Terlapor dalam tahap Sidang
Majelis Komisi Perr@jksaan Lanjutan, in casu tahap
pemeriksaan b sebagaimana diakui oleh Terlapor II
yang juga e%{&tn pemeriksaan berkas dalam sidang
pemeri erkas yang telah terselenggara luring sejak
tang angga tanggal 14 November 2025; -------------—--—-
3) mberikan keterangan dalam persidangan, beberapa

g:si tidak membawa dokumen penguat keterangannya
@ehmgga Majelis Komisi perlu memerintahkan kepada saksi

a quo untuk menyerahkan dalam persidangan, bukan

O sebagai bukti tambahan tetapi sebagai pelengkap yang
%’ menguatkan keterangan saksi. Sebagaimana Terlapor II
akui sendiri, setelah melakukan pemeriksaan dalam sidang

pemeriksaan berkas terhadap dokumen penguat tersebut,

tidak mengubah gambaran keseluruhan atas bukti yang

ada, karena memang sebagai pelengkap keterangan dari

4.7. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Terlapor II

mengenai permohonan Investigator yang meminta surat
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dan/atau dokumen dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan
Lanjutan. —-------mmmmm oo
Menimbang bahwa Terlapor II keberatan terhadap upaya
Investigator memanggil _ untuk hadir
sebagai saksi fakta Investigator pada 23 September 2025 karena
tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku yaitu Pasal 7 PerKPPU No. 2 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena keduanya sebelu

telah diperiksa dalam kapasitas perwakilan

sebagai Terlapor pada tahap penyelidi]% Terlapor 1I

mengapresiasi keputusan Majelis Kaomj yang menolak
permohonan Investigator sehingga ga tepat menjaga
integritas dan tertib admmlstram?% m proses Pemeriksaan
Lanjutan. --------mmmmmmmm g )
Menimbang bahwa terhada@%eratan ini telah terselesaikan
dalam persidangan pada September 2025 sebagaimana
pengakuan Terlapor d1r1 maka Majelis Komisi menilai tidak

perlu membahas @1 anjut dan mengesampingkan keberatan a

L7 R —
Pasar Ber gztan; —————————————————————————————————————————————————————
Bahwa % perkara persaingan usaha memiliki ciri khas
denga adanya penentuan pasar Dbersangkutan yang

Disarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999

definisikan sebagai “pasar yang berkaitan dengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang
dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang
dan atau jasa tertentu”. ——---------mm-mm oo
Bahwa definisi pasar bersangkutan a quo diuraikan lebih lanjut
dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan
(selanjutnya disingkat “Perket No. 4 Tahun 2022”) yang
menjelaskan penentuan pasar bersangkutan dilakukan untuk

mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk barang atau

jasa. Pendefinisian pasar Dbersangkutan berguna untuk
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mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai
batasan dalam mengukur luasan dampak dari tindakan anti
persaingan yang terjadi. Penentuan pasar bersangkutan
merupakan hasil analisis pasar produk dan pasar geografis,
serta dapat mencakup analisis dimensi temporal yaitu periode
yang berkaitan dengan waktu. Khusus dalam perkara dugaan
persekongkolan tender, pasar bersangkutan merupakan tender
itu sendiri dan Komisi dapat menganalisis maksud dan tujuan
tender, regulasi terkait tender, cakupan wilayah, dan waktu
tender dilakukan. ------------------mmm Sl S
Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Be RﬁCukai
Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Penda@ﬁ

Negara (APBN) Ditjen Bea dan Cukai Tahun A ran 2024 yang

Belanja

dilaksanakan melalui pengadaan de ?”mengaou pada
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor X Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pe %2;1’

“Perpres No. 12 Tahun 2021% e bukti C50). ---------------mmmo—-
Bahwa maksud dari ke ia& emeliharaan Mesin MTU di Ditjen

(selanjutnya disingkat

Bea dan Cukai tahu adalah agar kapal patroli selalu siap
dan laik laut dagi“sis?” teknis mesin sehingga dapat menunjang
kegiatan pen aﬁ&an patroli laut oleh Ditjen Bea dan Cukai
(vide buktj gdan CO4). — s
Bahwa@%q dari pekerjaan ini adalah untuk mengembalikan
fungsiWesin MTU ke kondisi awal dan menjaga performa Mesin
sehingga diharapkan dapat menjaga performa kapal patroli

lam menunjang kegiatan patroli laut Ditjen Bea dan Cukai
(vide bukti C50 dan C64). —----————mmmmmmmm o
Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
tahun 2024 diselenggarakan di 2 (dua) lokasi yaitu di Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun
dan di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam,
keduanya di Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disingkat
menjadi “Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan
Cukai Tahun 2024”) (vide bukti C50 dan C64). --------------------—
Bahwa periode dilaksanakan tahapan Tender Pemeliharaan

Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 adalah sejak
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tanggal tender diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) hingga ditetapkan dan diumumkan pemenang
tender yaitu: —-------mmmmm
pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea Cukai
yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024; dan -------------
pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cykai
yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan C@e
B Batam Tahun Anggaran 2024 (vide bukti C50 dan R
Bahwa sesuai Perket No. 4 Tahun 2022, dalam QeitKara tender
yang merupakan pasar bersangkutan adalah er itu sendiri,
oleh karena itu nilai pasar bersangkuta Wt diketahui dari
nilai pagu anggaran, nilai Harga Perki Sendiri (HPS), atau
nilai kontrak. -------------—-cmmmmmmm R
Bahwa Majelis Komisi dalam p T2 ini menggunakan nilai HPS
sebagai nilai pasar bersangKutan karena sesuai Pasal 1 angka

33 jo. Pasal 26 ayat (1) Pe&s No. 12 Tahun 2021: -----------—----
1) HPS merupak%%erkiraan harga barang/jasa yang
P

ditetapkan K yang dihitung secara keahlian dan
menggu data yang dapat dipertanggungjawabkan
deng ah memperhitungkan biaya tidak langsung,

gan, dan pajak pertambahan nilai. ----------------——-

k
2) & merupakan alat untuk menilai kewajaran harga
%enawaran/ satuan dan dasar untuk menetapkan batas
tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan serta dasar
untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi
PENAWAT AN === === = m oo
3) HPS bersifat tidak rahasia sehingga dapat diketahui oleh
para peserta tender. ----------mm- oo oo
Bahwa nilai pagu anggaran Tender Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun
sebesar Rp42.893.900.940,00 (empat puluh dua miliar delapan

ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu sembilan

ratus empat puluh  rupiah) dengan HPS  sebesar
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Rp42.893.900.940,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus
sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu sembilan ratus
empat puluh rupiah), sementara nilai pemenang tender sebesar
Rp42.838.834.340,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus
tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga
ratus empat puluh rupiah) (vide bukti C55). --------—--—-cmccmemee-
5.9. Bahwa nilai pagu anggaran Tender Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam Tahun 24
sebesar Rp22.372.653.840,00 (dua puluh dua miliar ti %
tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ré%k&élapan

S
ratus empat puluh rupiah) dengan sebesar
Rp11.186.326.920,00 (sebelas miliar serat elapan puluh
enam juta tiga ratus dua puluh enam ri ?c’lhbilan ratus dua
puluh rupiah) sementara nilai p g tender sebesar

Rp11.186.326.564,00 (sebelas milg eratus delapan puluh

enam juta tiga ratus dua pu am ribu lima ratus enam

puluh empat rupiah) (vide bil§ti €69). --------------mmmmmmm -
5.10. Bahwa dengan demikian i Tender Pemeliharaan Mesin MTU
di Ditjen Bea Cukai Tahun 2024  sebesar

Rp54.080.227 .86@ lima puluh empat miliar delapan puluh

juta dua ratu %‘n puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh

rupiah). ---% Q ———————————————————————————————————————————————————————————

S.11. Bahwa@%r Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai
TakhunYy 2024 dilakukan dengan metode tender yang
'X’nggarakan oleh Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 2024

@an menjadi pasar bagi pelaku usaha penyedia barang dan/atau

O jasa untuk bersaing satu sama lain dalam memperebutkan
%’ pekerjaan dimaksud sesuai dengan waktu dan wilayah yang
telah ditetapkan oleh penyelenggara. ------------=--=-————oomcem -

5.12. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menentukan pasar
bersangkutan dalam perkara a quo adalah Tender Pemeliharaan

Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ------------———-—

Industri Mesin MTU. —--- oo oo

6.1. Menimbang bahwa sebelum melakukan penilaian terhadap

dugaan pelanggaran dalam perkara a quo, Majelis Komisi perlu
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6.1.2.
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mempertimbangkan karakteristik industri Mesin MTU sebagai
berikut: --------mr oo oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen spesifikasi teknis
Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran
2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan operasi
patroli Ditjen Bea dan Cukai di daerah pabean sangat
bergantung pada kesiapsiagaan dan kelaiklautan armada kapal
cepat dalam melaksanakan pengawasan patroli laut sehingga
diperlukan pemeliharaan mesin pada kapal patroli yang fglah
dikategorikan sesuai dengan jumlah jam putaran mes@
yang direkomendasikan pabrikan (vide bukti C50 dag~C&#.------
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhandi A&@ to dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanj tanggal 30
September 2025 pada pokoknya menyata Wesin MTU identik
dengan mesin berkecepatan tinggi d tfgunakan pada kapal
Bea Cukai, kapal patroli perikanal?}ﬁn kapal penjagaan laut
dan pantai (vide bukti B19).----, % ——————————————————————————————————
Bahwa berdasarkan ketera aksi Ngonso Budiono Gunawan
selaku Direktur Utama P’l%takesuma Inti Raharja (selanjutnya
disebut “Saksi PT ”) dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanj X?

menyatakan&%m MTU merupakan nama merek mesin yang

anggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya

memiliki er mesin ringan dengan daya dorong yang besar
sehin@%nakan untuk menggerakkan kapal dan pesawat.
Megin \MTU diproduksi oleh MTU Jerman yang sejak lama
akan secara luas pada kapal milik pemerintah Republik
donesia, termasuk TNI Angkatan Laut dan Ditjen Bea dan
Cukai. Beberapa kapal komersial milik swasta juga
menggunakan Mesin MTU. —----—-—mmommmmmmmmm oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025
pada pokoknya menyatakan Mesin MTU cenderung memiliki
kerumitan tertentu sehingga perbaikan mesinnya membutuhkan
peralatan khusus (specials tools) dan teknisi khusus untuk
perbaikan dan pemeliharaan mesin, sehingga tidak banyak

perusahaan yang mampu menangani perbaikannya, terutama
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untuk mesin dengan seri klasik seperti seri 396, seri 493, seri
538, dan seri 595 (vide bukti B24). -------—-—mcmmo o
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025
pada pokoknya menyatakan MTU, singkatan dari Motoren Und
Turbinen Union, merupakan nama suatu perusahaan yang
berdiri dan beroperasi di Jerman, sehingga MTU tidak hanya
sebagai merek dagang tetapi juga sebagai identitas badan usaha.
Setelah MTU diakuisisi oleh RRSA dan RRPS, nama MTU tidak
lagi sebagai nama perusahaan melainkan sebagai mere ng
mesin diesel yang berada di bawah penguasaan dan %%ﬂolaan
RRSA (vide bukti B25). ~cnmeemmmeemmmeemmeemmee Q -------------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, da. Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Q?tober 2025 pada
pokoknya menyatakan pada umu mesin diesel yang
digunakan untuk kapal cepat di Xnesia merupakan Mesin
MTU dari Jerman dan mesin it Diesel yang merupakan
merek dari Amerika Seri rlapor I awalnya merupakan
authorized service dealergcsin Detroit Diesel yang kemudian
mendapatkan penung dari Terlapor II menjadi authorized

rl%esin MTU pada tahun 2019 (vide bukti

B24, bukti T Ii: Sv'bkumen rahasia). ------—---—--mmm

Bahwa b rkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang

service dealer u

Majelis isi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025
pada pekoknya menyatakan PT AIR dulunya merupakan salah
% mitra layanan resmi PT MTU Indonesia dari tahun 1997

n berakhir perjanjian mitra (terminasi) dengan PT MTU
Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017 (vide bukti B7). -------
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025
pada pokoknya menyatakan pada tahun 2014, MTU diakuisisi
oleh RRSA dan RRPS yang kemudian mengambil alih dan
menata ulang seluruh struktur layanan dan rantai pasok.
Penataan ulang ini berdampak pada pemutusan kerja sama
(terminasi) dengan service partner lama MTU di berbagai negara,
termasuk PT AIR di Indonesia, yang sebelumnya telah

menangani pemeliharaan Mesin MTU sejak 1997 (vide bukti B7).
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Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada
pokoknya menyatakan Terlapor II merupakan perusahaan modal
asing di Indonesia yang tidak dapat berbisnis langsung dengan
Pemerintah dan BUMN sehingga penjualan dan layanan kepada
Pemerintah dan BUMN dilakukan melalui mitra Terlapor II,
sedangkan untuk konsumen non-pemerintah dan non-BUMN,
dapat dilakukan secara langsung maupun melalui mitra
Terlapor II (vide bukti B25). —------—-mmmm oo -
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jasni Emery ku
Direktur PT Marmin (selanjutnya disebut “Saksi rmin”
dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanj %anggal 30
September 2025 pada pokoknya menyat Terlapor 1II
menunjuk lebih dari satu authorized servj ??aler di Indonesia.
Saksi PT Marmin mengetahui dan me @Terlapor I yang juga
sebagai authorized service dealer Xoor II. Saksi PT Marmin
berfokus di sektor angkatan %)pertahanan, perhubungan,
kelautan perikanan, dan k %mersial, seperti kapal pesiar,
sedangkan Terlapor I bert@s di sektor government marine (Bea
Cukai), oil and g0§» an naval (angkatan laut). Hal ini

berkesesuaian

Majelis Komisj %ﬁneriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025

keterangan Terlapor I dalam Sidang

yang pad nya menyatakan bahwa Terlapor I lebih fokus di

sektor Cukai karena Terlapor I memiliki kelebihan

mepangani untuk seri mesin 2000 yang banyak digunakan pada
%’ tersebut, sedangkan PT Marmin memiliki kelebihan

enangani untuk seri mesin 4000 yang banyak digunakan pada

O sektor Angkatan Laut (vide bukti B20, B24).--------——————- oo
6 k[

1.

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 yang
pada pokoknya menyatakan kegiatan usaha pemasaran Mesin
MTU dan suku cadangnya dimulai sejak tahun 1994 melalui
Detroit Diesel Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh PT
MTU Indonesia pada tahun 2007. Berdasarkan keterangan
Terlapor II, PT MTU Indonesia telah ada sebelumnya dan sejak
tahun 2021 pengelolaan MTU di Indonesia dilakukan oleh

Terlapor II. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Terlapor I
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dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24

Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor I
sebelumnya merupakan dealer beberapa merek mesin, salah

satunya mesin merek Detroit Diesel sejak tahun 2003. PT MTU

Detroit Diesel Indonesia berubah nama menjadi PT MTU
Indonesia pada tahun 2007 dan Selanjutnya PT MTU Indonesia

berganti nama menjadi Terlapor II pada tahun 2021 (vide bukti

B24, B25). —- oo

6.1.12. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 26 Oktober 20@3
pokoknya menyatakan sebelum permohonan Terlap, ebagai
authorized service dealer ditetapkan oleh Terlapo I %da tahun

2019, terdapat serangkaian proses asesme ng dilakukan
Terlapor II kepada Terlapor I untuk me %kan wilayah yang
Terlapor I mampu menangani Mesin an suku cadangnya
sehingga Terlapor II bisa menentu okus wilayah kerja dari
Terlapor I. Pada tahun 2019 %or I[I menetapkan status
dealer secara eksklusif unt flayah Indonesia dan mengatur
pembagian tiga dealer yai erlapor I, PT Marmin, dan PT Iso
Elektra, berdasarka smen teknis serta spesialisasi jenis
Mesin MTU di tia IEZL Seluruh pengaturan, fokus pasar, dan
penunjukan merupakan kebijakan langsung Terlapor II
sebagai é?al Hal ini berkesesuaian dengan alat bukti
dokum@ rlapor II yang bersifat rahasia (vide bukti B24, TII.5
(dokurhen rahasia)). ---------=-=-mmmmmmm

6.1.13. a berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis
omisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada

O pokoknya menyatakan Saksi PPK meminta klarifikasi kepada
%’ Terlapor 1II selaku prinsipal terkait permintaan informasi
jaringan distribusi suku cadang dan status prinsipal Mesin MTU

melalui Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18

Maret 2024. Dari Terlapor II, Saksi memperoleh penjelasan

bahwa rantai distribusi suku cadang Mesin MTU berasal dari
pabrikan di Jerman yaitu Rolls Royce Factory, didelegasikan

kepada RRSA di Singapura, dan selanjutnya diteruskan kepada

Terlapor II sebagai perwakilan regional di Indonesia (vide bukti

B12, C141, C143). ~-mnmmmmmmmmmmmm oo oo
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6.1.16.

O
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SALINAN

Berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada
pokoknya menyatakan setelah MTU Jerman diakuisisi oleh
RRSA dan RRPS pada tahun 2014, struktur layanan diubah dan
kewenangan distribusi dan dukungan teknis di Indonesia
dialihkan kepada Terlapor II serta pihak yang ditunjuk olehnya,
termasuk oleh Terlapor I. Perubahan ini mengakibatkan Saksi
PT AIR tidak lagi berstatus authorized services dealer walaupun

PT AIR memiliki kemampunan teknis bersertifikat ugtuk
melakukan pemeliharaan Mesin MTU termasuk mesn«%&y

MTU (vide bukti B7). ————————————————————————————————————————@ ———————
Berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam g Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 A us 2025 pada

pokoknya menyatakan salah satu perub anagemen yang
diterapkan oleh RRSI adalah tidak t}dlakan stok suku
cadang sehingga untuk memperol Xuku cadang harus per
pemesanan. Saksi PT AIR dala %—nehhara Mesin MTU pernah
terdapat suku cadang yan lagi disediakan oleh prinsipal
in casu Terlapor II, sehin Saksi PT AIR ketika memelihara
Mesin MTU juga m suku cadang dari IMS Industrial &
Marine Services H (selanjutnya disingkat “IMS”) yang
mampu me an suku cadang Mesin MTU terutama seri
klasik ya g{ lagi disediakan oleh Terlapor II (vide bukti B7).
Bahwa sarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis
KomisyPemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada
Xnya menyatakan Terlapor II sebagai distributor resmi
emiliki kewenangan resmi menunjuk authorized service dealer
MTU Dberdasarkan kapabilitas teknis, pengalaman, dan
kepatuhan, sehingga dealer berfungsi sebagai perpanjangan
tangan prinsipal dalam suku cadang dan layanan purna jual.
Terlapor II maupun authorized service dealer berwenang
menerbitkan surat dukungan (supporting letter) sebagai bukti
dukungan sah atas rantai pasok dan garansi suku cadang MTU
kepada setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan
untuk mendapatkan surat dukungan (vide bukti B25). -----------

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis

Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada
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6.1.19.

O

6.2.
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pokoknya menyatakan authorized services dealer berfungsi
sebagai mitra resmi yang berhak memberikan layanan
pemeliharaan serta dapat menerbitkan supporting letter atas
nama mereka sendiri. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam alat
bukti dokumen Terlapor II terkait Ketentuan Tambahan untuk
Perjanjian Layanan Dealer (vide bukti TII. 5 (dokumen rahasia)).

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada
pokoknya menyatakan sebagai distributor resmi, Terlapeg II
memiliki kewenangan untuk menunjuk authorized servi ler
berdasarkan evaluasi atas kapabilitas teknis, kep afi, dan
rekam jejak kerja sama. Selain itu, Terlapor I%rwenang
menerbitkan termasuk administratif yang aitan dengan
Mesin MTU yaitu menerbitkan Certificate nufacture (COM)
dan supporting letter tidak hanya k pihak yang secara
langsung ditunjuk sebagai dealer %ﬁapi juga kepada pihak
ketiga yang pernah menjalin ?sama dan dinilai layak
mewakili perusahaan. Pe n supporting letter tersebut
merupakan bentuk peneg%n bahwa pihak yang mendapatkan
dukungan dipandan sebagai representasi resmi Terlapor II
dalam konteks p ﬁan dan layanan terkait produk MTU. Hal
ini sebagaima &Suraikan dalam alat bukti dokumen Terlapor II
terkait Ke n Tambahan untuk Perjanjian Layanan Dealer
(vide buigkiyB25, TII.5 (dokumen rahasia)).-------------=-—=-—---——-——-
Ba](a erdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis

isi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada

%koknya menyatakan ketentuan mengenai penyediaan dan

penjualan suku cadang MTU diatur dalam sales agreement.
Dalam perjanjian tersebut, Terlapor I diberikan sales right
dengan pembagian kategori pasar yang jelas, yaitu untuk sektor
marine (kapal) dan sektor defense/pertahanan, sebagaimana
tercantum dalam matriks penjualan yang menjadi bagian dari
perjanjian tersebut. Sebagai authorized services dealer, Terlapor I
dapat memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain
(vide bukti B24). - -----mm oo
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai

sebagai berikut: ---------mmm
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6.2.1. Bahwa kapal cepat yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia,
pada umumnya menggunakan mesin dengan merek MTU karena
memiliki karakter berbobot relatif ringan namun memiliki tenaga
yang kuat dengan daya dorong yang besar sehingga cocok
digunakan sebagai mesin kapal patroli.--------------——-cmmcmmeme—-

6.2.2. Bahwa penjualan dan dukungan teknis Mesin MTU di Indonesia
dikuasai oleh Terlapor II sebagai prinsipal dan distributor resmi
produk Mesin MTU. Terlapor II sebagai prinsipal Mesin MTU di

usaha terkait Mesin MTU di Indonesia termasuk bermi n

Indonesia memiliki kewenangan menjalankan seluruh kegigtan

2

menunjuk perusahaan modal dalam negeri Indon '&?ebagai
authorized service dealer. -------------==----m—mcmmo—- ——% ——————————

6.2.3. Bahwa hubungan bisnis antara Terlapor I laku prinsipal
dengan Terlapor I selaku authorized seruvj ??aler diikat dalam

Service Dealer agreement/perjanjia anan dealer yang
mencakup penjualan suku cada@ esin MTU dan jasa
perawatan Mesin MTU.---—-—---- o™ )

6.2.4. Bahwa Terlapor I sebagai %ed service dealer memperoleh
sales right berdasarkan %les agreement dengan pembagian
kategori pasar yang jelag/(marine dan defense) serta berwenang
memberikan s dukungan (supporting letter) kepada

6.2.5. Bahwa d demikian, status authorized services dealer

menja entu karena berkaitan dengan penjualan Mesin MTU
da gku cadangnya dan penerbitan dokumen administratif
@suk COM dan supporting letter, baik kepada dealer

aupun pihak ketiga yang dinilai layak. ---------------cmmccmmcee—-

7.1 O Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun

7.1. Bahwa objek Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan
Cukai Tahun 2024 dalam perkara a quo diselenggarakan di 2
(dua) lokasi yaitu di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Tipe A Tanjung Balai Karimun dan di Pangkalan Sarana Operasi

Bea dan Cukai Tipe B Batam, keduanya di Provinsi Kepulauan
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Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun
2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Tipe A Tanjung Balai Karimun: --------------——-cmmommmmmm
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui tender
dilaksanakan dengan metode harga terendah sistem gugur yang
terlaksana sebagai berikut (vide bukti C55): ---------—--—-ccccmceee-
1) Pengumuman pascakualifikasi pada 23 April 2024 sampai
dengan 29 April 2024; -----—-mmmmmm

2) Pengunduhan dokumen pemilihan pada 23 April
sampai dengan 3 Mei 2024. Terdapat 12 a&%gy
perusahaan yang mendaftar;------------------—oc—> T __
3) Pemberian penjelasan pada 25 April 2024; --4A--y-------------
4) Pengunggahan dokumen penawaran pa@9 April 2024
sampai dengan 3 Mei 2024; ----------- e
5) Pembukaan dokumen penawara 3 Mei 2024 sampai
dengan 13 Mei 2024. Pada p ini terdapat 2 (dua)
peserta yang memasuk@ okumen penawaran Yyaitu
Terlapor I dan Saksi PT: R
6) Evaluasi Administrasi,\Kualifikasi, Teknis, dan Harga pada
3 Mei 2024 sa édengan 13 Mei 2024. Pada tahap ini
Terlapor 1 @(r?‘;kan lulus sedangkan Saksi PT AIR
dlnyata QUL —mmmmmmm oo o
7) Pem Kualifikasi pada 13 Mei 2024; ------------------——-
8) @ an Pemenang pada 13 Mei 2024. Pada tahap ini
apor I ditetapkan menjadi pemenang tender; --------------
engumuman Pemenang pada 13 Mei 2024. Pada tahap ini
Terlapor I diumumkan sebagai pemenang; -------------------—-
10) Masa Sanggah pada 13 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei
2024. Pada tahap ini Saksi PT AIR melakukan sanggahan
ke Pokja I; ~———=———-mmmmmmmm e
11) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada 20 Mei 2024
sampai dengan 22 Mei 2024 ;--------—-————m—mmmmmmmmm
12) Penandatanganan kontrak dengan Terlapor I pada 24 Mei

Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun
2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Tipe B Batam.-----------—— oo
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7.3.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui tender
dilaksanakan dengan metode harga terendah sistem gugur yang
terlaksana sebagai berikut (vide bukti C63): ------------——ccccmeeee-
1) Pengumuman pascakualifikasi pada 23 April 2024 sampai

dengan 30 April 2024; ----———mmmmmm o
2) Pengunduhan dokumen pemilihan pada 23 April 2024
sampai dengan 30 April 2024. Pada tahap ini terdapat 7
(tujuh) perusahaan yang mendaftar;-----------------—---occ——-
3) Pemberian penjelasan pada 25 April 2024; -----—--——-—--——gg---
4) Pengunggahan dokumen penawaran pada 25 Ap@4
sampai dengan 30 April 2024; -------------—-m--o——— ?—” ———————

5) Pembukaan dokumen penawaran pada 1@
sampai dengan 6 Mei 2024. Pada tahap imiferdapat 2 (dua)
peserta yang memasukkan doku ?’penawaran yaitu
Terlapor I dan Saksi PT AIR; ------ —rB ———————————————————————
6) Evaluasi Administrasi, Kualifi X eknis, dan Harga pada
30 April 2024 sampai de Mei 2024. Pada tahap ini
Terlapor I dinyataka s sedangkan Saksi PT AIR
dinyatakan gugur; --------------mmmmm o
7) Pembuktian Ku% si pada 2 Mei 2024 sampai dengan 7
Mei 2024, ———@— ———————————————————————————————————————————————————
8) Penetap ?ornenang pada 7 Mei 2024. Pada tahap ini
Terla itetapkan sebagai pemenang tender; --------------
9 P uman Pemenang pada 7 Mei 2024. Pada tahap ini
’I%apor I diumumkan sebagai pemenang; -------------------—-
4@\/1&8& Sanggah pada 6 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei

O 11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada 10 Mei 2024
& sampai dengan 13 Mei 2024 ;----------————m—mmmmmmmm
12) Penandatanganan kontrak dengan Terlapor [ dalam rentang

masa pada 13 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024. -------

7.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan fakta terkait tender a
quo sebagai berikut: ------------mmm
7.4.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agnes Sediana Milasari
selaku Kepala Bagian Manajemen Pengadaan (selanjutnya
disebut “Saksi Kabag Mada”) pada Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 September 2025 pada
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pokoknya menyatakan Saksi Kabag Mada menerima
permohonan dari Kantor Bea dan Cukai selaku Satuan Kerja
(Satker) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa
terkait Paket Pengadaan Pemeliharaan MTU pada Ditjen Bea dan
Cukai pada tahun 2023. Pada tahapan persiapan tender, PPK
atau  Satker terlebih dahulu menyampaikan rencana
pengadaannya melalui aplikasi Rencana Umum Pengadaan
(RUP). Selanjutnya, PPK atau Satker akan mengajukan
permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia melalwz&a
Dinas, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen e?&hkung
yang menjadi dasar pelaksanaan proses pemﬂ%ﬂ% penyedia
dimaksud. Setelah dokumen dinyatakan len , Saksi Kabag
Mada menerbitkan surat tugas kepada~Pgkja terkait. Pokja
kemudian menerima surat tugas b seluruh lampiran

dokumen, dan pada tahap itulah pemilihan menjalankan

perannya untuk melakukan reya
dimaksud (vide bukti B15).-aacq¥---------mmmmmmm o
Bahwa berdasarkan ket&ngan Saksi Amni Khalim selaku

rhadap dokumen-dokumen

Pejabat Pembuat Kogifpen Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (selanjutny. qut “Saksi PPK”) dalam Sidang Majelis
Komisi Pemergiks&an Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada
pokoknya atakan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen @ an Cukai Tahun 2024 dilakukan sesuai Perpres No.
12 Ta®un 2021 dan ketentuan LKPP, khususnya karena
atkan barang impor yang mensyaratkan dukungan
insipal untuk menjamin keaslian suku cadang demi
keselamatan operasional kapal (vide bukti B12). --------------————
Berdasarkan ketentuan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
mengatur ketentuan bahwa pengadaan barang impor wajib
dilengkapi supporting letter, letter of intent, atau letter of
agreement yang diterbitkan oleh pabrikan atau prinsipal di
negara asal. Ketentuan persyaratan ini selanjutnya diterapkan
dalam Dokumen Pemilihan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di

Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 (vide bukti C90, C93). ---------
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Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada
pokoknya menyatakan usulan pemeliharaan Mesin MTU berasal
dari satuan kerja Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang
mengacu pada data putaran Mesin MTU yang telah mencapai
batas yang ditentukan sehingga pengusulan anggarannya
dilakukan satu tahun sebelumnya sesuai ketentuan RK-KL.
Pemeliharaan Mesin MTU dilakukan agar kapal patroli dapat

berfungsi dengan baik dan menjamin keselamatan pegawai
Ditjen Bea dan Cukai yang mengoperasikan kapal t«%&:

Saksi PPK menyatakan komponen utama dan suku ?s?dkﬁg yang

diadakan harus asli (genuine) yang sehingga merujuk
kepada prinsipal pemilik merek Mesin MTU. njutnya, Saksi
PPK menyusun rencana pembiayaan ya ?e?ah direncanakan
sejak tahun sebelumnya. Saksi P t?mudian menyusun
kerangka acuan kerja, spesifikasi ?Ems pekerjaan, serta tata
cara penyediaannya. Setelah it ksi PPK mengajukan proses
tender kepada Pokja Pemili ide bukti B12). ---------mmcmmem-
Bahwa berdasarkan keter&an Saksi Kuspurwaningtiyas selaku
Ketua Kelompok K Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Ke %an Keuangan Tahun 2024 (selanjutnya
disebut “Saksi\“Pokja [”) dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriks njutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya
menyat Syarat kualifikasi dalam tender a quo antara lain
Klaiiﬁ si Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 3351

asi alat angkut, bukan kendaraan bermotor) yang masih

dan perlengkapan lainnya), Kualifikasi non kecil, memiliki
Nomor Induk Berusaha (NIB), status Konfirmasi Status Wajib
Pajak (KSWP), mempunyai penguasaan tempat kerja atau kantor
sendiri atau sewa, secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikat diri dengan kontrak yang dibuktikan dengan akta atau
surat kuasa, menyetujui pernyataan pakta integritas, apabila
melakukan  konsorsium maka harus ada  perjanjian
konsorsiumnya. Kerja sama operasional (KSO) misalnya, antara
konsorsium usaha non-kecil dengan non-kecil, usaha non-kecil

dengan kualifikasi kecil, usaha non-kecil dengan koperasi,
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usaha kecil dengan kualifikasi kecil, dan usaha kecil dengan
koperasi dan/atau koperasi dengan koperasi. Persyaratan
kualifikasi teknis mencakup memiliki pengalaman pekerjaan a)
penyediaan barang yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta; dan b) penyediaan barang
sekurang-kurangnya yang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu
mempunyai pengalaman pekerjaan pembongkaran besar (gegeral
overhaul) mesin kapal dalam kurun 10 tahun, untuk us %
kecil paling kurang sama dengan 50% dari yaitu
Rp21.445.862.115,00 (dua puluh satu miliar em %us empat
puluh lima juta delapan ratus enam puluh duassihbu seratus lima
belas rupiah) dibuktikan dengan beri ??ara, mempunyai
bengkel baik sendiri atau sewa. teknis mencakup
menyampaikan fasilitas penunj \r dan lain-lain, surat
pernyataan, tenaga ahli, dan ﬁsupporting letter/ letter of
agreement dari pabrikan at msipal di negara asal dalam hal
impor, sebagaimana keten®dan yang ada di Peraturan LKPP No.
12 Tahun 2021 tegqt Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa meg e%;e

No.12 Tahun i% (vide bukti B13). —-=-----————— oo

Bahwa b rkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang

nyedia (selanjutnya disingkat “Perlem

Majelis si Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025
pada okoknya menyatakan persyaratan dalam proses
xdaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu administrasi,
ualifikasi, teknis, dan harga. Tidak ada persyaratan yang
dianggap utama karena seluruhnya memiliki fungsi dan tahapan
evaluasi yang berurutan. Peserta yang lolos evaluasi
administrasi akan melanjutkan ke evaluasi kualifikasi, peserta
yang lolos akan melanjutkan ke evaluasi teknis, dan peserta

yang lolos teknis akan melanjutkan ke evaluasi harga (vide bukti

Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun
2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Tipe A Tanjung Balai Karimun dinyatakan gagal oleh Pokja I

karena hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha memasukkan
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dokumen penawaran yaitu Saksi PT AIR yang kemudian
dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis sebab tidak menyerahkan
supporting letter yang merupakan persyaratan tender a quo (vide
bukti C48). —-mmm oo
Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan
Cukai Tipe B Batam dinyatakan gagal oleh Pokja III meskipun
terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang memasukkan dokumen
yaitu Terlapor I dan Saksi PT AIR. Terlapor I dinyatakan g

karena tidak mengunggah sebagian dokumen data kualj si,

dan data peralatan/perlengkapan pada fasilit % nggah
d

penawaran sehingga tidak dianggap seb okumen
penawaran, sedangkan Saksi PT AIR dinyat gugur karena
tidak memiliki supporting letter/letter of in tter of agreement

dari pabrikan/prinsipal di negara asa% hal barang impor
k

yang sesuai sebagaimana dlper an dalam dokumen
pemilihan (vide bukti C56).-----sag®F= )= mmmmmmmmmmm
Bahwa berdasarkan ketera Sak31 PPK dan didukung alat
bukti dokumen, pada pokoknya menyatakan Tender
Pemeliharaan Mesin %\ di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024

yang telah berla@

gagal karena ada peserta yang mengajukan penawaran
(vide buktj C48 dan 56). ----m-mmmmmmm
Bahwa sarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis

Kog emeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada

pada bulan Februari 2024 dinyatakan

nya menyatakan Saksi PPK meminta klarifikasi kepada

&erlapor II selaku prinsipal terkait permintaan informasi

jaringan distribusi suku cadang dan status prinsipal Mesin MTU

melalui Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18
Maret 2024. Dari Terlapor II, Saksi PPK memperoleh penjelasan
bahwa rantai distribusi suku cadang Mesin MTU berasal dari
pabrikan di Jerman (Rolls Royce Factory), didelegasikan kepada
RRSA di Singapura, dan selanjutnya diteruskan kepada Terlapor
II sebagai perwakilan regional di Indonesia (vide bukti B12,
Cl41, Cl43). ~mmmmmmmm e
Bahwa terhadap penjelasan tertulis Terlapor II yang menyatakan

seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II
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sebagaimana butir 7.4.10. tersebut, Saksi PPK kemudian
bersurat ke Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP tanggal
22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan
petunjuk apakah jalur rantai pasok suku cadang resmi yang
ditunjuk Terlapor II yaitu Terlapor I telah memenuhi persyaratan
sebagai pelaku usaha yang dapat dipilih dengan metode
Penunjukan Langsung sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun
2021 (vide bukti C142). —---mmmmmm oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat LKPP (No.
9197/D.4.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 mev\'&
tanggapan atas surat Saksi PPK yang pada%koknya
menyatakan apabila analisis terhadap model is/skema
rantai pasok beserta data dukungnya njukkan jasa
pemeliharaan dan penyediaan suku cad ?@Smi hanya dapat
disediakan oleh 1 (satu) penyedi g mampu, maka
pengadaan dapat dilakukan de metode penunjukan
langsung, namun surat terse %ga menegaskan keputusan
pilihan metode pemiliha ng akan ditempuh terkait
permasalahan di atas meMpakan tanggung jawab para pihak
sesuai kewenangann ide bukti C142). -—----—mmmmmmmmmme -
Bahwa berdasar )%Zterangan Pokja I dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriks&an Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada
pokokny. Qatakan oleh karena LKPP belum menegaskan
boleh ﬁdaknya untuk dilakukan penunjukkan langsung,
m kJa I mengambil langkah berhati-hati dengan memilih
elenggarakan tender terbuka dan bersaing daripada
nunjukkan langsung dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU
di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, mengingat secara teknis
terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku usaha yang memasukkan
dokumen penawaran. Hal ini berkesuaian dengan keterangan
Saksi El Riyan selaku Ketua Kelompok Kerja Pemilihan III Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun
2024 (selanjutnya disebut “Saksi Pokja III”) dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada
pokoknya menyatakan Pokja III memutuskan untuk melakukan
tender agar persaingan lebih terbuka dan meminimalkan resiko

hukum bagi Pokja III (vide bukti B13). -----------mmmmmmmmmmme -
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Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja III pada pokoknya
menyatakan dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea
dan Cukai Tahun 2024, merek mesin yang dimaksud adalah
MTU, sehingga prinsipal yang relevan adalah MTU atau Rolls
Royce yang berkedudukan di Jerman. Saksi Pokja III
berpendapat surat dukungan semestinya berasal dari Rolls
Royce di negara asal sedangkan dalam Tender a quo, Terlapor I
menyerahkan surat dukungan yang berasal dari Terlapor II.
Setelah Pokja III melakukan klarifikasi, diketahui rantai pasok
resmi Mesin MTU berasal dari pabrikan di Jerman ber %e
Asia Pasifik hingga ke Indonesia melalui perjanjia njang.
Pokja III menilai alur distribusi tersebut sa n%(a surat
dukungan dari Terlapor II pun dianggap %nenuhi syarat

Tender a quo (vide bukti B14). -------------- gf’ ————————————————————

Berdasarkan keterangan Saksi Pokj am Sidang Majelis

Komisi Pemeriksaan Lanjutan tan September 2025 pada
pokoknya menyatakan pada er tahun 2024, PT AIR
melampirkan surat dukung g diterbitkan oleh IMS. Setelah

Saksi Pokja I melakukaeremeriksaan dan klarifikasi, surat
dukungan tersebut %1» i tidak memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan d dokumen pemilihan sehingga tidak dapat
diterima ole %{si Pokja I dan oleh karena itu PT AIR
dinyataka r. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan
Saksi j& III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan
Lanju tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan
IIT menetapkan PT AIR sebagai peserta yang gugur karena

rat dukungan yang diajukan tidak berasal dari pabrikan atau
prinsipal. Pokja I dan Pokja III setelah melakukan klarifikasi
kepada Terlapor II selaku pemegang merek dan prinsipal resmi
yang memastikan bahwa surat dukungan dari IMS tersebut
bukan diterbitkan oleh pabrikan (vide bukti B13, B14). -----------
Bahwa Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan
Lanjutan pada 19 Agustus 2025 membenarkan meminta dan
memperoleh surat dukungan dari IMS karena sebelumnya telah
berusaha meminta kepada Terlapor I tetapi Terlapor I tidak
bersedia memberikan surat dukungan tanpa alasan yang jelas

dan mengarahkan agar meminta kepada Terlapor II selaku
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authorized service dealer. Atas arahan tersebut, Saksi PT AIR
kemudian meminta surat dukungan kepada Terlapor II namun
Terlapor II juga tidak bersedia memberikan surat dukungan
dengan alasan Terlapor II juga akan mengikuti Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.-
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor I ditetapkan
sebagai pemenang pada Tender Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Fakta tersebut berkesesuaian
dengan keterangan Saksi PPK, keterangan Saksi Pokja I,
keterangan Saksi Pokja III, dan keterangan Saksi Kab da
dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjut %ﬁggal 9
September 2025 yang menyatakan bahwa Terlap a%erupakan
pemenang pada kedua paket tender perkara@uo (vide bukti
B12, B13, dan B14). -----———————— oo —%’ ————————————————————
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di Aripyanto selaku
Tim Teknis Terlapor I dalam Sidan yelis Komisi Pemeriksaan
Lanjutan tanggal 30 Sept 2025 pada pokoknya
menyatakan ruang lingkup jaan pemeliharaan Mesin MTU
dimulai dengan menguji in di kapal dengan memperhatikan
revolution per menit % dan beban maksimal untuk melihat
kondisi awal. Se memperoleh data awal kemudian mesin
dibongkar u t%memeriksa dan mengukur komponen dan
dilakukan aikan atau penggantian dan mesin dirakit
kembald uruh tahapan pekerjaan pemeliharaan Mesin MTU
umumflya memerlukan waktu 4 - 5 hari. Setelah mesin selesai

wakit kembali, selanjutnya dilakukan uji coba di dermaga,

ngan menyalakan mesin dan menaikkan RPM mesin secara
bertahap sambil memantau semua parameternya. Jika uji ini
lulus, dilanjutkan dengan uji di lapangan yang mencakup
sandar, tambat, dan alih, termasuk uji ketahanan, yaitu mesin
dijalankan 2 (dua) jam penuh dengan RPM maksimum dan 2
(dua) jam di 1.800 RPM tanpa berhenti. Tahapan ini
berkesesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam Sidang
Majelis Komisi tanggal 23 September 2025, ---------——-———- oo
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis

Komisi menilai sebagai berikut: ---------------mmmmmmmm
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Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
Tahun 2024 merupakan tender ulang dari tender yang sama
yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 namun gagal
karena tidak terdapat peserta yang memenuhi persyaratan,
dengan rincian sebagai berikut: ------------——-cmmommm
1) Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi
Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun gagal karena
terdapat hanya 1 (satu) pelaku usaha yang menawar
namun dinyatakan tidak lulus karena tidak mela@%&n
surat dukungan yang dipersyaratkan dalam Te quo;-

2) Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen %r%an Cukai
tahun 2024 yang berlokasi di Pangkal arana Operasi
Bea dan Cukai Tipe B Batam yanéﬁkhti oleh 2 (dua)
pelaku usaha yang menawar na eduanya dinyatakan
tidak lulus. Terlapor I tida ngunggah kelengkapan
dokumen sedangkan PT tidak melampirkan surat
dukungan yang dipersy@ n dalam Tender a quo.. -------
Bahwa Tender Pemeliharaa' esin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
Tahun 2024 mensy n suku cadang asli (genuine), resmi,
dan bergaransi af?insipal Mesin MTU untuk memastikan
kapal patroli %Ditjen Bea dan Cukai tetap dapat beroperasi
dengan se @ya. Untuk membuktikan para peserta Tender a
quo m: nakan suku cadang asli (genuine), resmi, dan
bergardnsi maka pelaku usaha yang berminat untuk mengikuti
ﬁr a quo harus memiliki dokumen-dokumen yang
enunjukkan hal tersebut, diantaranya adalah surat dukungan
(supporting letter). Keberadaan surat dukungan menjadi
persyaratan mutlak administratif dan ketidakmampuan
menunjukkan surat dukungan dari prinsipal Mesin MTU
mengakibatkan pelaku usaha yang mengikuti tender akan gugur
pada tahap awal yaitu administrasi. Pokja I dan Pokja III juga
aktif melakukan klarifikasi kepada Terlapor II selaku prinsipal
resmi guna memastikan surat/dokumen dukungan yang
diserahkan oleh pelaku usaha peserta tender benar diterbitkan

oleh produsen suku cadang asli (genuine), resmi, dan bergaransi

274



7.5.3.

8.2.

SALINAN

Mesin MTU sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan
tender. --------mmmmmm
Bahwa dengan demikian, keberadaan dokumen/surat dukungan
untuk penyediaan suku cadang asli (genuine), resmi, dan
bergaransi Mesin MTU dalam Tender Pemeliharan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang hanya dapat diterbitkan
oleh Terlapor I selaku authorized sevice dealer dan Terlapor II
selaku prinsipal Mesin MTU di Indonesia merupakan instrumen
esensial yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk at
bersaing dalam pasar Tender Pemeliharaan Mesin MTU dﬁn
Bea dan Cukai Tahun 2024. ——————————————————————————————%¥3’ ———————
Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ---4--S-------———-
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU D%S Tahun 1999
yang berlaku saat ini dan diterapkan d@\yerkara ini yaitu
yang telah mendapatkan pemakna elalui Putusan MK
No. 85/PUU-XIV/2016 yang berk
20 September 2017 dengan

an hukum tetap sejak

1 “Pelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pela ha lain dan/atau pihak yang
terkait dengan pelaku u&a lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemen nder sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persai a%aha tidak sehat.--------------=-cccmcmeeee -
Bahwa denga nya frasa “dan/atau” dalam bunyi ketentuan
Pasal 22 % o maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan pola
a

persek n yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: ---

1) X};%a pertama yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan

elaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan

@ pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya

O

persaingan usaha tidak sehat; -------------------ommcmmm
2) pola kedua yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pihak
yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---
3) pola ketiga yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku
usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain
untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender

sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
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Bahwa Perket No. 3 Tahun 2023 membedakan persekongkolan
tender menjadi 4 (empat) jenis yaitu: --------------mmmmmmmmmmem
1) persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang
terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa
dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan
jasa PeSAINGNYa; ~---=-== == oo oo
2) persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi
antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau

penyedia barang dan jasa dengan panitia Tender gtau
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau@

atau pemberi pekerjaan. ----------------------------6 ———————

3) persekongkolan vertikal dan hori

persekongkolan antara panitia Tender a$ panitia lelang
atau pengguna barang dan jasa ata %ﬂ ik atau pemberi
pekerjaan dengan Pelaku Usaha &nyedia barang dan
jasa; —---mmmmmmmm oo R e
4) persekongkolan dalam b@::in, persekongkolan yang

melibatkan satu atau 1 ihak lain termasuk pihak yang

yaitu

tidak mengikuti pro Tender yang berfungsi sebagai
pengatur skenagid/pendana/penghubung/calo, dan/atau
peran lain ?ytuk mengatur dan/atau menentukan

pemena G R e LR e
Bahwa I étor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan
s1mp1§?1 enyakini telah terjadi persekongkolan tender dengan
membayasi akses dukungan teknis kepada pelaku usaha lain,

gga hanya Terlapor I yang dapat memenuhi persyaratan

@ender dan memenangkan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di

Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dengan dukungan eksklusif
dari Terlapor II sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat. ------------mmommm o
Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan tidak
terdapat mens rea atau niat jahat Terlapor I untuk
mengecualikan pesaing, sebab keputusan menolak memberikan
surat dukungan kepada Saksi PT AIR didasarkan pada
pengalaman sebelumnya terkait ketidakpatuhan Saksi PT AIR

menggunakan suku cadang non-genuine, yang berpotensi
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8.6.

8.7

SALINAN

membahayakan keselamatan operasional kapal Bea dan Cukai
serta merusak reputasi merek MTU. Terlapor I juga menegaskan
bahwa hubungannya dengan Terlapor II bukan hubungan antar-
pesaing, melainkan hubungan prinsipal-authorized services
dealer, sehingga tidak mungkin memenuhi  unsur
persekongkolan horizontal. Terlapor I juga telah memenuhi
seluruh persyaratan administrasi, dokumen impor, dan
kualifikasi teknis tender, serta tidak terdapat komunikasi atau
koordinasi dengan pihak mana pun di luar sistem pengadaa
Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan an
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya bah %éluruh
tindakan Terlapor II terkait pemberian atau peno k%dokumen
dukungan (supporting letter, sertifikat teknigssdan dokumen
impor) dilakukan secara mandiri, obje@!an berdasarkan
pertimbangan teknis, tanpa ada koo 1 dengan Terlapor I
atau pihak lain. Terlapor II menya Xrn bahwa tidak memiliki
kewenangan maupun peran enentukan kriteria tender,
pemenang tender, atau m %me evaluasi, karena seluruh
proses ditetapkan oleh D1 Bea dan Cukai sebagai pengguna
jasa. Terlapor II jug egaskan bahwa penolakan Terlapor II
terhadap permi dukungan Saksi PT AIR tidak terkait
dengan tende %&pl didasarkan pada riwayat penggunaan non-
genuine oleh Saksi PT AIR yang dianggap berpotensi
memsa@ utasi dan keselamatan operasional Mesin MTU dan
an keputusan bisnis yang wajar, bukan tindakan anti-
I AT, —mmm oo oo
enimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi
pelanggaran, maka Majelis Komisi menguraikan ketentuan Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi: ------------=—==-—=-mmmmmomme
1) unsur Pelaku Usaha; ----------—-———=m—mmmmmmmm e
2) unsur Bersekongkol;-------------mmmm
3) unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait
dengan pelaku usaha lain; -------------—--mmmmmmm

4) unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -

5) unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.--------
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8.8.

8.9.
8.9.1.

8.9.2.

8.9.3.

O

8.9.4.

SALINAN

Menimbang selanjutnya Majelis Komisi menilai dan menganalisis
unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut apakah
terpenuhi atau tidak terpenuhi dalam perkara a quo. --------------
Unsur Pelaku Usaha;-------—--—-——-—---ommmme e e e e
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang
dimaksud dengan pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Injﬁl’
a

baik sendiri maupun bersama-sama melalui pef@hjtan,

Bahwa pelaku usaha dalam perkara a quo menuxut\hvestigator

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang @%’.’ ——————

adalah Terlapor I yang merupakan badan ha berbentuk
badan hukum yang didirikan dan ber R&ukan di wilayah
hukum negara Republik Indonesi menyelenggarakan

kegiatan usaha di bidang perdagang?l\/lmum, industri, dan jasa
pada umumnya kecuali jasa zﬁ bidang hukum. Terlapor I
merupakan pemenang Ten@ Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai Tahu¥ 2024; ---------mmmmmmmmmmm e
Bahwa Terlapor I :§§\» ggapan dan simpulan pada pokoknya

menyatakan tid embantah unsur pelaku usaha dalam
perkara a o?bkan tetapi Terlapor I menegaskan bahwa
tindakan jukan Terlapor I sebagai satu-satunya Service
Dealer i dan agen tunggal Mesin MTU untuk wilayah
pemasiran di Ditjen Bea dan Cukai oleh Terlapor II merupakan

IX&ttan yang diperbolehkan dan untuk melaksanakan

tentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 yang
mengatur “Prinsipal dapat menunjuk satu Distributor Tunggal
atau Agen Tunggal untuk satu jenis Barang dalam satu merek
pada wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu”,
oleh karenanya termasuk dalam kategori dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun
1999 (vide bukti TI.3). ~=----mm oo oo
Bahwa untuk menilai unsur pelaku usaha, Majelis Komisi
mempertimbangkan terhadap kedudukan Terlapor I sebagai

berikut: ------mm o
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1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui Terlapor
I merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang
didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal
14 April 2023 dan Akta Perubahan menjalankan usaha-
usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor
impor alat-alat teknik dan suku cadang mesin,
menjalankan usaha dalam bidang industri, dan
menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya,
kecuali jasa dalam bidang hukum (vide bukti C2).-------gg---

2) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam. ng
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal Wtober
2025 pada pokoknya menyatakan Terlapa@’@s berstatus
sebagai authorized service dealer T or II untuk
penjualan secara ekslusif suku cada@@gin MTU dan jasa
terkait Mesin MTU di wilayah Ind  Hal ini berkesuaian
dengan keterangan Terlapor II Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan t@ 24 Oktober 2025, pada
pokoknya menyataka apor II melakukan penjualan
kepada partner danXauthorized service dealer dengan
mekanisme penjyua kepada end user, baik atas produk
yang dijual %Ijli partner maupun authorized service

dealer, ada akhirnya disalurkan kepada end user

(vide QB24, B25). —mm o

3) Ba@ erlapor I tidak membantah kedudukannya sebagai

p&aku usaha namun Terlapor I berdalih kedudukannya
%Xikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun

@ 1999 karena sebagai distributor yang menjalankan Pasal 7

O ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. Majelis Komisi
%’ berpendapat alasan ini tidak relevan dalam perkara a quo
karena yang menjadi pokok permasalahan bukan

kedudukan Terlapor I sebagai authorized service dealer

Mesin MTU melainkan mengenai dugaan persekongkolan

tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. ------

4) Bahwa kedudukan Terlapor I sebagai authorized service

dealer resmi dan agen tunggal Mesin MTU juga tidak

dikecualikan dan imun terhadap keberlakukan UU No. 5

Tahun 1999 karena penunjukan Terlapor 1 sebagai
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authorized service dealer bukan oleh Permendag No. 24

Tahun 2021 melainkan penunjukkan dari Terlapor II yang

diizinkan oleh peraturan tersebut untuk menunjuk

authorized service dealer. Terlapor I yang berkedudukan

sebagai satu-satunya authorized service dealer resmi Mesin

MTU di Ditjen Bea dan Cukai justru harus memperhatikan
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak
menyalahgunakan posisi monopoli, dan tidak melakukan
praktik-praktik monopoli. —-------=--=-mmmmmm -

8.9.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi mengesamping lil
Terlapor I yang menyatakan dirinya dikecualikan r?a!arkan

Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 sehi %erlapor I
memenuhi unsur pelaku usaha. ------------——-— = ----------------—-

8.9.6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut &%?s, unsur pelaku
usaha terpenuhi. --------------——c oo % ———————————————————————————

8.10. Unsur Bersekongkol; ------------------ % —————————————————————————————
8.10.1. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU @ Tahun 1999 memberikan
definisi persekongkolan y isamakan dengan konspirasi

usaha sebagai “bentuk keNg sama yang dilakukan oleh pelaku

usaha dengan pel saha lain dengan maksud untuk
menguasai pasar, C%(;’Lgkutan bagi kepentingan pelaku usaha

yang berseko %&” ------------------------------------------------------

8.10.2. Bahwa be kan Perket No. 3 Tahun 2023 Persekongkolan
dalam r dapat terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua)

Pel&k saha yang saling bekerja sama melakukan tindakan

@ melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu yang
akukan secara terang-terangan maupun diam-diam yang

O dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum
%’ dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui
dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. ---------

8.10.3. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Simpulannya berkeyakinan telah terjadi persekongkolan yaitu
Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara bersama-sama
melakukan persekongkolan dengan membatasi akses dukungan

teknis kepada pelaku usaha lain, sehingga hanya Terlapor I yang

dapat memenuhi persyaratan tender dan memenangkan Tender

Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
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O
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dengan dukungan eksklusif dari Terlapor II sehingga
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (vide
bukti I2 dan I5). —-----—m oo
Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor
menegaskan bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999
tentang persekongkolan tidak relevan karena tidak pernah ada
niat menguasai pasar karena Terlapor I hanya menjalankan hak
atas merek dagang MTU. Terlapor I pernah menolak memberikan
dukungan kepada Saksi PT AIR dilakukan semata
riwayat ketidakpatuhan Saksi PT AIR terkait peng suku
cadang non-genuine, bukan untuk tujuan g%ongkolan
Selain itu, penolakan tersebut didasarkan pertlmbangan
independen terkait keterbatasan akses t¢)§fogi Saksi PT AIR
dan adanya teguran aparat penega um. Dengan tidak
adanya niat jahat (mens rea) u menguasal pasar atau
mengatur pemenang tender, 1@ ersekongkol” dalam Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 ti bukti (vide bukti T1.2).----------
Bahwa Terlapor II dala tanggapan dan simpulan pada
pokoknya menyatak rlapor II tidak bersekongkol dengan
Terlapor I karen %uh tindakan tersebut dilakukan secara
independen a%ﬂ hal penerbitan surat konfirmasi status
Terlapor gai authorized service dealer dan dukungan
pasoka; ku cadang. Penolakan Terlapor II terhadap
per{i an dukungan dari Saksi PT AIR yang sudah tidak
atus dealer resmi dilakukan secara mandiri dan
rdasarkan pertimbangan teknis, tanpa koordinasi dengan
Terlapor I atau pihak lain. Penolakan dukungan dari Terlapor II
kepada Saksi PT AIR didasarkan pada riwayat penggunaan non-
genuine parts yang dinilai berisiko, sehingga merupakan
keputusan bisnis yang wajar dan tidak berkaitan dengan upaya
membatasi persaingan. Terlapor II menyatakan Pemberian
klarifikasi faktual oleh RRSA kepada Kemenkeu dan Ditjen Bea

dan Cukai terkait identitas IMS dan jaminan kualitas serta

keaslian produk MTU dilakukan secara independen (vide bukti
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8.14.

8.14.1.

8.14.2.

8.14.3.

O

8.14.4.

SALINAN

Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhi atau tidak
terpenuhi unsur bersekongkol dalam perkara a quo, Majelis
Komisi terlebih dahulu melakukan analisis terhadap: -------------
1) Penguasaan Suku Cadang dan Mesin MTU oleh Terlapor II.
2) Penunjukan Terlapor | sebagai Authorized Service Dealer
Mesin MTU; ——---————m oo
3) Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
Tahun 2024 hanya dapat diikuti bila mendapatkan surat
dukungan dari Terlapor II dan/atau Terlapor I; ----------gg---
4) Hanya Terlapor I yang lulus kualifikasi er
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan %’I‘ahun
2024 karena memperoleh surat dukungan da&%apor II; -
5) Terlapor I dan Terlapor II tidak membess permohonan

Saksi PT AIR untuk mendapatkan su;t?ﬁkungan. ——————————

Analisis terhadap Penguasaan suku g dan Mesin MTU
oleh Terlapor II.-----------——=——- oo R
Bahwa layanan penjualan su %an dan dukungan purna
jual atas Mesin MTU di sia hanya bisa dilaksanakan
melalui jalur distribusi &g secara struktur terkait dengan
prinsipal RRPS untukwildyah Indonesia (vide bukti C141).-------
Bahwa Terlapor lz¥upakan bagian dari Grup RRPS yang
memiliki spes'a%bsi dalam manufaktur Mesin MTU dan layanan
terkait lai karena Terlapor II merupakan distributor
eksklu p RRPS untuk berbagai Mesin MTU dan suku
cadanguya di Indonesia (vide bukti C143, TIL.4). -------------——————
a Terlapor II diberi wewenang oleh Grup RRPS untuk
enyediakan berbagai Mesin MTU dan suku cadang MTU di
Indonesia serta berwenang menyediakan layanan pemeliharaan
Mesin MTU di Indonesia (vide bukti TIIL.5). -----------—-———cmmemmee
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor II juga
berwenang menunjuk dealer layanan lokal (local Service Dealer),
layanan bengkel (service workshops), dan bekerja sama dengan
pelanggan lainnya seperti integrator sistem dalam distribusi
Mesin MTU dan suku cadangnya dan penyediaan layanan

pemeliharaan produk tersebut di Indonesia (vide bukti TII.4). ----
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8.14.5.

8.14.6.

8.15.

8.15.1.

8.15.2.

O

SALINAN

Bahwa Terlapor II dalam praktiknya menunjuk perusahaan
dalam negeri Indonesia selaku authorized service dealer yang
melayani penjualan suku cadang dan Mesin MTU di Indonesia. -
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat penjualan
Mesin MTU dan suku cadang asli (genuine), resmi, dan
bergaransi dikuasai hanya oleh Terlapor II sebagai prinsipal
Mesin MTU di Indonesia. ------------------mmmmmm oo
Analisis terhadap Penunjukan Terlapor I sebagai Authorized
Service Dealer Mesin MTU. --------mmmmmmmmmmm oo -
Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelangga an
simpulan pada pokoknya menyatakan berdasarka bukti
terdapat hubungan bisnis antara Terlapor II 12A?erlapor I
sehingga Terlapor II menunjuk Terlapor hanya untuk

berdedikasi dan men-support pemelih %ﬁ’ Mesin MTU di

Direktorat Bea dan Cukai. Hal terseb rupakan salah satu

bentuk adanya meeting of mind (kesepakatan bersama) untuk
mengatur dan menentukan ang tender pemeliharaan
Mesin MTU di Ditjen Bea d kai Tahun 2024 (vide bukti 12
dan I5). ——--—mmmmmmm e
Bahwa Terlapor I d anggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan a§»1€;t1'1 pada pokoknya menyatakan bahwa
dalil Investigato dalah keliru karena Terlapor I bukan pihak
yang megh dukungan kepada Terlapor II, melainkan
mempa@ agen tunggal resmi yang ditunjuk oleh Terlapor II
selx,l emegang merek dagang MTU berdasarkan Pasal 7 ayat

ermendag No. 24 Tahun 2021, yang membolehkan

@enunjukan satu agen tunggal dalam satu wilayah. Terlapor II

sebagai prinsipal dan pemilik merek MTU telah menunjuk
Terlapor I sejak 29 November 2019 sebagai authorized service
dealer untuk wilayah pemasaran Ditjen Bea dan Cukai, dan
penunjukan tersebut telah didaftarkan ke Kementerian
Perdagangan. Dengan status tersebut, Terlapor I menjadi satu-
satunya pihak yang memiliki kompetensi teknis untuk
pemeliharaan Mesin MTU, dibuktikan melalui pelatihan berkala
dari Terlapor II. Oleh karena itu, persyaratan Pokja yang
mensyaratkan dukungan resmi dari prinsipal MTU adalah sah

dan dapat dibenarkan. Secara keseluruhan, tindakan Terlapor II
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8.15.3.

8.15.4.

O

8.15.5.

SALINAN

dalam menunjuk Terlapor I sebagai agen tunggal adalah legal,
sesuai regulasi, dan didukung dasar hukum yang jelas. ----------
Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor
II adalah bagian dari Grup RRPS dan dimiliki sepenuhnya secara
tidak langsung oleh RRPS, bersama dengan dua entitas lain,
yaitu RRSA di Singapura dan RRS di Jerman. RRSA mengawasi
bisnis RRPS di Asia, namun Terlapor II menjalankan sebagian
besar kegiatan RRPS di Indonesia. Terlapor II bertindak sehagai
distributor eksklusif Mesin MTU dan suku -ca a,
berwenang memberikan layanan pemeliharaan Mesi , serta
memiliki kewenangan menunjuk dealer layanan@ , bengkel
layanan, dan bekerja sama dengan pihak lai@lam distribusi
dan layanan produk MTU di Indonesia. ---;ac-3-¥----——-mmmmmmmmmm -
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi C?armin dalam Sidang

Majelis Komisi Pemeriksaan Lanj tanggal 30 September

2025 pada pokoknya menyat erlapor II menunjuk lebih
dari satu authorized service di Indonesia, karena Saksi PT
Marmin mengetahui dan %genal Terlapor I yang juga sebagai
authorized service c% Terlapor II. Saksi menyatakan PT
Marmin berfok ng sektor angkatan laut, pertahanan,

perhubungan

kapal pg&angkan Terlapor I berfokus di sektor government

utan perikanan, dan kapal komersial, seperti
marine Cukai), oil and gas, dan naval (angkatan laut). Hal
ini betesesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam Sidang

}s Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025

ng pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I lebih fokus di
sektor Bea Cukai karena Terlapor I memiliki kelebihan
menangani untuk seri mesin 2000 yang banyak dipergunakan
pada sektor tersebut, sedangkan PT Marmin memiliki kelebihan
menangani untuk seri mesin 4000 yang banyak dipergunakan
pada sektor Angkatan Laut (vide bukti B20, B24). ------------——--—-
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada
pokoknya menyatakan Terlapor 1 sebagai authorized service
dealer dari Terlapor II, tidak pernah bersaing baik dengan PT

Marmin maupun PT Iso Elektra pada sektor yang telah
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ditentukan oleh Terlapor II. Namun sebaliknya Terlapor I
menyatakan bersaing dengan PT AIR pada Tender Pemeliharaan
Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 (vide bukti B24).--

8.15.6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roni Rahmad selaku
Project Manager Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 September 2025 pada
pokoknya menyatakan Terlapor I mendapatkan penunjukan dari
Terlapor II sebagai authorized service dealer untuk pemasaran
produk Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai sejak tahun %9
(vide bukti B18).------—-————m oo

8.15.7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Si ajelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Okto %25 pada

pokoknya menyatakan terkait dengan p 1haraan MTU

segmen Ditjen Bea dan Cukai yang dike &“ﬂ oleh Terlapor I,
y

merupakan pengaturan dari Terla ang dari awal

pembahasan kerja sama sudah m has apakah Terlapor I
berminat di segmen pasar Di Bea dan Cukai tersebut.
Selanjutnya Terlapor I diun dan diasesmen oleh Terlapor II

terkait kesanggupan Ter@or [ dalam melakukan penjualan

100% (seratus pers sin MTU dan suku cadangnya yang
dituangkan dalq@?janjian (sales agreement) dan dalam
perjanjian tegs , Terlapor I diberikan kewenangan untuk
menjual s Qdang Mesin MTU dan jasa terkait untuk wilayah
Indone@%ja dan tidak diperbolehkan menjual suku cadang

Megin MITU dan jasa terkait di luar Indonesia (vide bukti B24). --

8.15.8. a berdasarkan keterangan Terlapor II, dalam Sidang
ajelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025

O pada pokoknya menyatakan Terlapor II menunjuk 3 (tiga)
%’ authorized service dealer di Indonesia, yaitu Terlapor I dan PT
Marmin untuk sektor kelautan (marine), serta PT Iso Elektra

untuk sektor energi. Penunjukan tersebut dilakukan
berdasarkan sebaran populasi mesin dan pengalaman masing-

masing perusahaan pada sektornya. Ketiga authorized service

dealer tersebut wajib bekerja sesuai penugasan dan pengaturan

yang ditetapkan oleh Terlapor II dan tidak diperkenankan
mengerjakan pekerjaan di luar sektor atau ruang lingkup yang

telah ditentukan (vide bukti B25). ----------—-mmommmmmm



8.15.9.

8.15.10.

SALINAN

Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor II sebagaimana butir 15
Duduk Perkara di atas, authorized service dealer juga berwenang
untuk menerbitkan surat dukungan kepada pelaku usaha lain
yang beroperasi di sektor yang sama dan hal ini juga terlihat
dari sikap Terlapor II kepada pelaku usaha yang meminta surat
dukungan kepada Terlapor II yang kemudian dalam jawaban

Terlapor II mengarahkan pelaku usaha tersebut agar meminta

kepada Terlapor I. --------mmmmmmm e
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat: -------g5---
1) Terlapor I mendapatkan penunjukan dari Ter YsII
berdasarkan pada Permendag No. 24 Tahun 2 ebagai
authorized service dealer Mesin MTU dan su@%dangnya
di Indonesia termasuk kewenangan be sama dengan
pihak lain dalam distribusi dan la %produk MTU di
Indonesia dan kewenangan u menerbitkan surat

dukungan kepada pelaku usah?}ng berusaha pada sektor
VaNg Sama. —--------= o= g W) e

2) Terlapor II selaku p %1 Mesin MTU di Indonesia
menunjuk 3 (tiga) e@u usaha sebagai authorized service
dealer Mesin M éi Indonesia namun Terlapor II sejak
awal penuyy n authorized service dealer telah
menentukal sektor  eksklusif dari masing-masing
auth i&semioe dealer, in casu Terlapor I memperoleh
be’@% sektor salah satunya sektor eksklusif di Ditjen
,\B% dan Cukai yang tidak Terlapor II berikan kepada

authorized service dealer lainnya. Penentuan sektor

mengakibatkan pasar Mesin MTU dan suku cadangnya di

@ eksklusif di Ditjen Bea dan Cukai hanya kepada Terlapor I

8.16.

8.16.1.

Ditjen Bea dan Cukai terkonsentrasi penuh kepada Terlapor
I saja dan tidak akan bersaing dengan authorized service
dealer lainnya. -------------—=— -
Analisis Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai hanya dapat diikuti apabila mendapatkan surat
dukungan dari Terlapor II dan/atau Terlapor I. ----------------—--—
Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Simpulan pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti

pengadaan dalam perkara a quo, peserta tender diwajibkan
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8.16.3.

O

8.16.4.
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memiliki supporting letter/letter of intent/letter of agreement dari
pabrikan atau prinsipal Mesin MTU di negara asal untuk barang
impor. Dengan demikian, hanya penyedia yang mendapat
dukungan dari Terlapor II yang dapat mengikuti tender.
Akibatnya, pilihan Ditjen Bea dan Cukai untuk melaksanakan
pengadaan melalui mekanisme tender menjadi tidak dapat
berjalan karena Terlapor II tidak mematuhi prinsip persaingan
usaha yang sehat, sehingga kompetisi tidak terjadi akibat
tindakan Terlapor II (vide bukti I2 dan 15). ----------—--mmmmmmmgg---
Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan an
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya takan
persyaratan dukungan teknis supporting lett %
pabrikan/ prinsipal Mesin MTU di negara asa. am hal barang
impor, bukanlah hasil dari persekongkola %!ra Terlapor I dan
Terlapor II untuk menentukan pem tender, melainkan
persyaratan tersebut timbul semat@ a untuk melaksanakan
peraturan perundang-undanga , angka 2.3.2.7 Lampiran I
Perlem No. 12 Tahun 20 ng mempersyaratkan adanya
Supporting letter/letter intent/letter of agreement dari
pabrikan/prinsipal i Jegara asal, surat keterangan asal
(Certificate of Origg h sertifikat produksi. ----------------ommo—-
Bahwa Terla dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggar &1

Terlapa@ tidak terlibat sama sekali dalam menentukan

speii; si tender yang relevan termasuk adanya persyaratan

Simpulan pada pokoknya menyatakan bahwa

entasi pendukung dari produsen/prinsipal di negara asal

rena spesifikasi ini ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai
sebagai pelanggan (customer). Terlapor II tidak memiliki
pengetahuan maupun keterlibatan terkait keberatan Saksi PT
AIR atas persyaratan Surat Dukungan/Surat Niat/Surat
Perjanjian dari produsen Mesin MTU di negara asal maupun
terhadap tanggapan Pokja Pemilihan atas keberatan tersebut. ---
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK pada tender a quo
dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9
September 2025 pada pokoknya menyatakan pengadaan pada
perkara a quo dilaksanakan dengan metode tender.

Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
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8.16.5.

8.16.6.

O

8.16.7.
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menyangkut keselamatan kapal dan keselamatan pegawai di
dalamnya, sehingga yang dibutuhkan bukan hanya jasa
pemeliharaannya saja tapi juga dengan penyediaan suku cadang
resmi. Bagian yang krusial dalam tender a quo adalah suku
cadang resmi yang merupakan barang impor harus merujuk
kepada pabrikan dan/atau prinsipal dari negara asal dalam
persyaratan tender a quo, yaitu RRPS di Jerman (vide bukti
Bl mmm o
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 20

pokoknya menyatakan Saksi PPK meminta klaﬁ epada

Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU terk rmintaan

informasi jaringan distribusi suku cadang d tatus prinsipal

Mesin MTU melalui Surat No. S-62/BC @—APBN.2/2024

tanggal 18 Maret 2024. Dari Terlapor si PPK memperoleh

penjelasan bahwa rantai dlstrlbu u cadang Mesin MTU

berasal dari pabrikan yaitu @ ang didelegasikan kepada
RR

RRSA di Singapura, dan SA selanjutnya diteruskan
kepada Terlapor II sebagai rwakllan regional di Indonesia (vide
bukti B12, C141, C143) /- mmmmmmm oo
Bahwa atas penj tertulis Terlapor II terhadap Surat No. S-
62/BC.01/A1§%F)BN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang

menyatak. uruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai
oleh Te@% II sebagaimana butir 8.16.6. tersebut, Saksi PPK
n bersurat ke Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP
Sal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan

@ermohonan petunjuk apakah jalur rantai pasok suku cadang

resmi yang ditunjuk Terlapor II yaitu Terlapor I telah memenuhi
persyaratan sebagai pelaku usaha yang dapat dipilih dengan
metode Penunjukan Langsung sesuai dengan Perpres No. 12
Tahun 2021 (vide bukti C142). —--—-—mmmmmmmmmmmm e
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat LKPP No.
9197/D.4.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 memberikan
tanggapan atas surat Saksi PPK yang pada pokoknya
menyatakan antara lain, apabila berdasarkan analisa pasar
terhadap model bisnis/skema rantai pasok beserta data

dukungnya menunjukkan bahwa penyedia jasa pemeliharaan
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dan penyediaan suku cadang resmi kapal patroli hanya dapat
disediakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu, meliputi
diantaranya aspek kompetensi, legalitas, jaminan keaslian,
layanan dan garansi resmi, maka metode pemilihan
pengadaannya dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.
Keputusan yang diambil terkait permasalahan tersebut
merupakan tanggung jawab para pihak sesuai kewenangannya
(vide bukti C142). —-mmmmmmmm oo
8.16.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang

Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Septemb

pada pokoknya menyatakan bahwa setelah te a  quo
dinyatakan gagal, ada permintaan dari Saksj untuk
melakukan pemilihan penyedia pemelihara esin MTU di

Tanjung Balai Karimun dengan cara p %ukkan langsung
mengingat suku cadang resmi h &isa disuplai oleh
Terlapor II dan mendesaknya keb@han pemeliharaan kapal
dan lamanya waktu pemehhar@ 1 ini berkesesuaian dengan
keterangan Saksi Kabag \\@ dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan pa September 2025, pada pokoknya
menyatakan ada pergiitaan dari satuan kerja dan PPK untuk
melakukan pe ?penyedia dengan cara penunjukkan
langsung, n dalam diskusi internal disarankan untuk
pemilihan dia melalui tender (vide bukti B15). ----------—--—-

8.16.9. Bahwa %sarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang
a,)\ omlsl Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025

@ pokoknya menyatakan setelah berdiskusi dengan Saksi

K, Saksi Pokja I mengambil sikap kehati-hatian dengan

O menyelenggarakan pemilihan penyedia melalui metode tender,
%’ guna memastikan proses pengadaan berlangsung secara terbuka
dan kompetitif. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi

Pokja III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan pada 9
September 2025 yang pada pokoknya menyatakan Saksi Pokja

III mengambil sikap kehati-hatian dengan memutuskan untuk
melaksanakan tender ulang melalui mekanisme tender, karena
mekanisme tersebut dinilai lebih terbuka dan menjamin

persaingan yang lebih sehat. Oleh karena itu, Saksi Pokja I dan
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Saksi Pokja III menyarankan kepada PPK untuk menggunakan
mekanisme tender (vide bukti B13, B14).--—------——-———cmmcmme -

8.16.10. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui persyaratan
dalam rangka pengadaan Barang Impor harus mencantumkan
persyaratan  kelengkapan dokumen  barang: Supporting

letter/ letter of intent/letter of agreement dari pabrikan/prinsipal

di negara asal; surat keterangan Asal (Certification of Origin); dan
Sertifikat Produksi (vide bukti C140). -------—-=——--—mmmmmmmmme -

8.16.11. Bahwa terhadap persyaratan tersebut, Saksi PPK lah
melakukan klarifikasi melalui surat tanggal 18 Mar

terkait rantai pasok Mesin MTU kepada Terlapor II jawab

oleh Terlapor II melalui surat tanggal 19 Maret %ang pada
pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II m akan prinsipal
distributor dengan area di negara di Indo ?ﬁUntuk Ditjen Bea
dan Cukai, Terlapor II menunjuk Ter r@ sebagai authorized
service dealer untuk memberikan 1 S)an dan dukungan purna
jual Mesin MTU. Hal ini berkes n dengan keterangan Saksi
Pokja I dan Saksi Pokja I % pada pokoknya menyatakan
bahwa surat dukungan ng disampaikan oleh Terlapor I
dinyatakan diterima Ql€/Saksi Pokja I dan oleh Saksi Pokja III
karena telah %? dengan persyaratan tender yaitu
melampirkan dukungan yang berasal dari prinsipal Mesin
MTU, yan Qﬂ hal ini adalah Terlapor II (vide bukti B13, B14,
C143) ————————————————————————————————————————————————————————————————

8.16.12. Bahw erdasarkan keterangan Saksi PT AIR, dalam mengikuti
]xr Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun

24, tidak mendapatkan surat dukungan dari Terlapor I yang

O tidak memberikan surat dukungan dengan alasan akan
%’ mengikuti tender atas perintah dari Terlapor II dan juga tidak
mendapatkan surat dukungan dari Terlapor II tanpa alasan yang

jelas hanya diarahkan untuk meminta kepada Terlapor 1. Saksi

PT AIR kemudian mendapatkan surat dukungan dari IMS

namun tidak dapat diterima oleh Pokja I dan Pokja III karena

IMS bukan prinsipal suku cadang asli (genuine), resmi, dan
bergaransi di Indonesia. Pokja I dan Pokja III mengetahui IMS

bukan prinsipal Mesin MTU setelah melakukan klarifikasi

kepada Terlapor II (vide bukti B7). ----------—--——c o



8.16.13.

8.16.14.

8.16.15.

pAS

8.17.1.

SALINAN

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan
Jasa, Raden Ari Widianto, S.H., M.E. dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 7 Oktober 2025, pada
pokoknya menyatakan kalau dari awal ternyata sudah
terdokumentasikan untuk dimungkinkan tender maka sejak
awal dilakukan tender dan itu merupakan keharusan. Pokja
dalam melaksanakan pemilihan penyedia mempersyaratkan
supporting letter karena pabrik tidak bisa langsung ikut tender

dan agen tunggalnya bisa memberikan dukungan-duku
kepada pesaing peserta yang lainnya sehingga itulah Qvi

kompetisi dari tender (vide bukti B23). ——————————————————@ ———————
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komi pendapat
tidak cukup bukti yang menunjukkan bah erlapor I dan

Terlapor II terlibat dalam penentu esifikasi tender
sebagaimana pembelaan Terlapor d at? anggapan terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran da?ﬁﬁmpulan, tetapi dalam
perkara a quo isu permasalah memang bukan mengenai
spesifikasi tender yang dit n oleh Ditjen Bea dan Cukai,
tetapi pada tindakan y& dilakukan oleh Terlapor I dan
Terlapor II memanf n persyaratan Tender Pemeliharaan
Mesin MTU di % Bea dan Cukai tahun 2024 yang
mengharuska %‘anya surat dukungan in casu hanya Terlapor I
dan Terla i?ang berwenang untuk menerbitkan.---------------
Bahwa sarkan uraian di atas, Majelis Komisi berpendapat
Telﬁ emeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun
hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha bila mendapatkan

rat dukungan dari Terlapor I selaku authorized service dealer
dan/atau Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU. ------------——-—
Analisis Hanya Terlapor I yang lulus kualifikasi Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
karena memperoleh surat dukungan dari Terlapor II. --------------
Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II hanya
memberikan dukungan kepada Terlapor I untuk mengikuti
Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun

Anggaran 2024. ----—---mmmmmm e
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8.17.4.

O
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Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan
tindakan Terlapor II selaku pemegang merek dagang Mesin MTU
yang menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal/
Servis Dealer Resmi/ Agen Resmi (authorized service dealer) yang
mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk memberikan
pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang genuine
ataupun jasa perbaikan Mesin MTU pada kapal-kapal di wilayah
pemasaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan
tindakan yang sah dan dapat dibenarkan sebagaityina
diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Per%kaég No.
24 tahun 2021. ------—--—-mmmm o % —————————————

Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhada poran Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokokny atakan Terlapor
II yang sepenuhnya dimiliki oleh asi k memenuhi syarat

untuk berpartisipasi dalam tender Xrintah atau memberikan
layanan kepada pelanggan pem E?vdi Indonesia. Oleh karena
itu, untuk memperluas rut sarnya dan memastikan akses
pelanggan pemerintah ke@oduk MTU dan layanan purna jual
yang relevan, Terla telah menunjuk mitra lokal yang
mampu  berpar; i dalam tender pemerintah dan
memberikan@mn kepada pelanggan pemerintah. --------------
Bahwa be kan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis
Komisi eriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada
po ol%a mendapatkan surat dukungan untuk mendapatkan

xr Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun

24 mengakui surat Confirmation Letter Terlapor II Nomor:
007/SID- CL/XII/2023 pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut
merupakan surat yang dibuat oleh Terlapor II atas inisiatif
dan/atau permintaan dari Terlapor I (vide bukti B25, C17). ------
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tanggal 13 Februari
2024 Saksi PT AIR bersurat kepada Terlapor II mengajukan
permohonan surat dukungan untuk mengikuti Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B
Batam dan mendapatkan balasan dari Terlapor II melalui surat

elektronik tanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan agar
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8.17.6.

8.17.7.

8.17.8.

O

8.17.9.
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Saksi PT AIR untuk mengikuti tender a quo agar menghubungi
Partner Terlapor II, yaitu PT Dieselindo Utama Nusa in casu
Terlapor I (vide bukti C131). —------mmmmm oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tanggal 15 Februari
2024 Saksi PT AIR bersurat kepada Terlapor I mengajukan
permohonan surat dukungan untuk mengikuti Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B
Batam dan mendapatkan balasan dari Terlapor I melalui syrat
elektronik tanggal 19 Februari 2024 yang menyatakan T S%Z"I
tidak dapat mengabulkan permohonan Saksi PT Al arena
Terlapor I akan berpartisipasi untuk tender t@%

dengan kontrak Terlapor I dengan prinsipal 1\%—1 MTU in casu
Terlapor II (vide bukti C132).------------——--- —%’ ————————————————————
Bahwa setelah permohonan Saksi AIR mendapatkan

penolakan dukungan dari Terlapor %ﬁ Terlapor II, selanjutnya

t sesuai

Saksi PT AIR menggunakan s ukungan dari IMS. Hal ini
berkesesuaian dengan kete Saksi Pokja I dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaal Lanjutan tanggal 9 September 2025
pada pokoknya men an pada tender tahun 2024, PT AIR
melampirkan su %

bukti C87). Q?* _______________________________________________________

Bahwa be kan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis

kungan yang diterbitkan oleh IMS (vide

Komisi riksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada
pokokfiya menyatakan Saksi PPK meminta klarifikasi kepada

xor II selaku prinsipal terkait permintaan informasi

ringan distribusi suku cadang dan status prinsipal Mesin MTU
melalui Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18
Maret 2024. Dari Terlapor II, Saksi PPK memperoleh penjelasan
bahwa rantai distribusi suku cadang Mesin MTU berasal dari
pabrikan di Jerman (Rolls Royce Factory), didelegasikan kepada
RRSA di Singapura, dan selanjutnya diteruskan kepada Terlapor
II sebagai perwakilan regional di Indonesia (vide bukti B12,
Cl41, Cl43). ~mmmmmmmm oo
Bahwa terhadap penjelasan tertulis Terlapor II yang menyatakan
seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II

sebagaimana butir 8.17.8. di atas, Saksi PPK kemudian bersurat
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8.17.11.

8.17.12.
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ke Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP tanggal 22 Maret
2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan petunjuk
apakah jalur rantai pasok suku cadang resmi yang ditunjuk
Terlapor II yaitu Terlapor I telah memenuhi persyaratan sebagai
pelaku usaha yang dapat dipilih dengan metode Penunjukan

Langsung sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 (vide bukti

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat LKPP No.
9197/D.4.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 memberkan
tanggapan atas surat Saksi PPK yang pada p %a
menyatakan apabila analisis terhadap model bj skema
rantai pasok beserta data dukungnya menu@\ an jasa
pemeliharaan dan penyediaan suku cadang i hanya dapat

disediakan oleh 1 (satu) penyedia @”’ mampu, maka
eto

pengadaan dapat dilakukan den de penunjukan
langsung, namun surat tersebut j%@ menegaskan keputusan
pilihan metode pemilihan akan ditempuh terkait
permasalahan di atas mer n tanggung jawab para pihak
sesuai kewenangannya v&bukti C142). ----—mmmmmm e
Bahwa berdasarkan %»%

a

Komisi Pemeriks

angan Pokja I dalam Sidang Majelis
njutan tanggal 9 September 2025 pada

pokoknya m kan oleh karena LKPP belum menegaskan

nya untuk dilakukan penunjukkan langsung,
maka jp” I mengambil langkah berhati-hati dengan memilih
me y&nggarakan tender terbuka dan bersaing daripada

Xjukkan langsung terhadap pekerjaan pemeliharaan Mesin

U di Ditjen Bea dan Cukai, mengingat secara teknis terdapat
lebih dari 1 (satu) pelaku usaha yang memasukkan dokumen
penawaran. Hal ini berkesuaian dengan keterangan Saksi Pokja
III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9
September 2025 pada pokoknya menyatakan Pokja III
memutuskan untuk melakukan tender agar persaingan lebih
terbuka dan meminimalkan resiko hukum bagi Pokja III (vide
bukti B13, B14). —--mmmm oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja III pada pokoknya
menyatakan dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea

dan Cukai Tahun 2024, merek mesin yang dimaksud adalah
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O

8.17.15.
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MTU, sehingga prinsipal yang relevan adalah MTU atau Rolls
Royce yang berkedudukan di Jerman. Saksi Pokja III
berpendapat surat dukungan semestinya berasal dari Rolls
Royce di negara asal sedangkan dalam Tender a quo, Terlapor I
menyerahkan surat dukungan yang berasal dari Terlapor II.
Setelah Pokja III melakukan klarifikasi, diketahui rantai pasok
resmi Mesin MTU berasal dari pabrikan di Jerman berantai ke
Asia Pasifik hingga ke Indonesia melalui perjanjian berjenjang.

Pokja III menilai alur distribusi tersebut sah maka rat
dukungan dari Terlapor II pun dianggap memenuhi\%E:;t
Tender a quo (vide bukti B14). ---------=—-mcmmmmme XYoo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketadqu} Saksi PPK
berkirim surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2 4 tanggal 18
Maret 2024 ke Pimpinan Terlapor II hal %[mtaan Informasi
dan Konfirmasi tentang Status Prinsi sin MTU yang pada
pokoknya menanyakan terkait 1 Terlapor II sebagai
prinsipal serta hierarki Terl ?? sampai dengan RRPS,
Jerman, jalur distribusi, 1 penjualan suku cadang, dan
kewenangan Terlapor II un¥ik mengeluarkan Certificate of Origin
(vide bukti C141). -—-go-=gl--——-——==mmm oo
Bahwa berdasar zllt bukti dokumen, Terlapor II melalui
Surat No. 01 /%‘D/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 menjawab
surat Sak No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18
Maret , pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II
megxupakan prinsipal distributor yang bertanggung jawab di

%esia sehingga suku cadang resmi hanya dipasok oleh

rlapor II. Selain itu, Terlapor II juga menegaskan bahwa
Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai authorized service dealer
untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual untuk
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai (vide bukti C20).--------------
Berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada
pokoknya menyatakan Saksi Pokja I melakukan pemeriksaan
dan klarifikasi, surat dukungan tersebut dinilai tidak memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
sehingga tidak dapat diterima oleh Saksi Pokja I dan oleh karena

itu PT AIR dinyatakan gugur. Hal ini berkesesuaian dengan
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8.18.1.

8.18.2.

O
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keterangan Saksi Pokja III dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya
menyatakan Pokja III menetapkan PT AIR sebagai peserta yang
gugur karena surat dukungan yang diajukan tidak berasal dari
pabrikan atau prinsipal. Pokja I dan Pokja III setelah melakukan
klarifikasi kepada Terlapor II selaku pemegang merek dan
prinsipal resmi yang memastikan bahwa surat dukungan dari
IMS tersebut bukan diterbitkan oleh pabrikan (vide bukti B13). -
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi berpen at
hanya Terlapor I yang lulus kualifikasi Tender Peme an
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 k a”hanya
Terlapor I yang memperoleh surat dukungan dari@ ipal resmi
Mesin MTU in casu Terlapor II. -------------- -y ------------—--—-
Analisis Terlapor I dan Terlapor I k memberikan
permohonan Saksi PT AIR untuk men C?an surat dukungan.
Bahwa Investigator dalam Lapora gaan Pelanggaran dan
Simpulan pada pokoknya men&n penolakan dari Terlapor I
dan Terlapor II atas permi surat dukungan dari PT AIR
yang hendak mengikuti Qnder Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukaifablin 2024 merupakan bentuk mengatur
dan/atau men 32; pemenang tender, tindakan anti
persaingan y rugikan pelaku usaha lain dan menghambat
persainga aa yang sehat. ---------—-ommmomm
Bahwa@%por I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelang§aran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan dengan
olehkannya penunjukan hanya satu agen tunggal oleh
insipal in casu Terlapor II kepada Terlapor I dan karena
Terlapor II tidak diperbolehkan untuk menunjuk agen lain untuk
mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama in
casu merek dagang MTU genuine berdasarkan ketentuan Pasal
35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 jo. Pasal 7 ayat (1) Permendag
No. 24 Tahun 2021, maka tindakan Terlapor I yang menolak
pemberian surat dukungan kepada Saksi PT AIR, bukanlah
termasuk dalam kategori praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat, melainkan untuk menjalankan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikecualikan

pada ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, ----------



8.18.3.

8.18.4.

8.18.5.

&

SALINAN

Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor
II dan Terlapor I memiliki hubungan sah sebagai distributor dan
dealer layanan. Keputusan penerbitan atau penolakan Surat
Dukungan dilakukan Terlapor II secara independen dan
merupakan tindakan yang sah. Karena hukum tidak
mewajibkan pemberian Surat Dukungan kepada setiap calon
penyedia layanan hilir, penolakan Terlapor II tidak dapat
dianggap melanggar hukum, dan KPPU tidak berwe g
membatasi kebebasan bisnis dalam hal tersebut. --------- %
Bahwa sebelum tender Pemeliharaan Mesin MTU d n Bea
dan Cukai Tahun 2024 terdapat dokumen Ri %

ersiapan

tanggal 20 Januari 2023 terkait pemeliharaa sin induk W5-

W6 MTU untuk Kapal Patroli DJBC TA ang pada salah
satu bagian dari risalah tersebut Ter I menyatakan pada
pokoknya Terlapor II tidak me Xfasi dan membolehkan
Terlapor I untuk memberika &;gan kepada pihak lain
selama tidak melakukan tr@ sales right kepada pihak lain.

(vide bukti C83, ClOS).————Q— ———————————————————————————————————————————
Bahwa sebelum tendgr Reémeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea
dan Cukai Tahu Terlapor I dan Terlapor II masing-masing
pernah mene b%n surat dukungan pada tahun 2021, tahun
2022, da izn 2023 untuk pelaku usaha selain Terlapor I
untuk \@ﬂ{uti tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea
dap C8kai, contohnya di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai

x Pantoloan pada tahun 2022, sehingga tercipta persaingan

lam tender tersebut. ------------m oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rasita selaku Manager
Logistik dan Purchasing PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan pada 19 Agustus 2025 pada pokoknya
menyatakan bahwa Saksi Rasita telah meminta surat dukungan
melalui surat elektronik kepada Terlapor II untuk mengikuti
tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun
2024 pada tanggal 13 Februari 2024 dan mendapatkan balasan
surat elektronik dari Terlapor II tanggal 15 Februari 2024 yang

menyatakan agar Saksi PT AIR untuk mengikuti tender a quo
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8.18.7.

8.18.8.

8.18.9.

O

8.18.10.

SALINAN

agar menghubungi Partner Terlapor II, yaitu PT Dieselindo
Utama Nusa in casu Terlapor I (vide bukti B10, C119). ------------
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Pada tanggal
13 Februari 2024, Saksi Rasita mengirim surat elektronik
kepada Heru Destyanto, karyawan Terlapor II untuk meminta
surat dukungan dari Terlapor II kepada PT AIR untuk mengikuti
tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun
2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai
Tipe B di Batam (vide bukti TII-29). ------- - oo
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dala

mengikuti tender a quo, saksi PT AIR telah %?honan
mengajukan dukungan kepada Terlapor II pada t % —————————
a. 13 Februari 2024 melalui Surat Nomor: @9 AIR/11/2024

(vide bukti C76) ------------------mmmmm- C;’ ————————————————————

b. 16 Februari 2024 melalui Surat S.064 AIR/I1/2024

(vide bukti C77) —----mmmmmmm e Yoo
c. 24 April 2024 melalui S gwmor S.123 AIR/IV /2024

(vide bukti C78) -------- %) ---------------------------------------
d. 24 April 2024 mela rat Nomor: S.125 AIR/IV/2024

(vide bukti C79).go-~g?--—---————————— =
Bahwa berdasar@(ztserangan Terlapor I dalam Sidang Majelis
Komisi Peme i].%’mn pada 24 Oktober 2025 pada pokoknya
menyatak. @ AIR melalui Saksi Rasita meminta surat
dukun epada Terlapor I dengan prosedur PT AIR mengirim

su:%t lektronik secara resmi dengan menyebutkan untuk
J

jaan wilayah tendernya. Namun Terlapor I tidak serta

@nerta langsung memberikan karena mengacu pada prosedur di

prinsipalnya yakni Terlapor II yaitu harus membuat surat
pernyataan dari direktur PT AIR yang menyatakan kesanggupan
akan membeli suku cadang dari Terlapor I karena untuk
menjaga kualitas dari pekerjaan tersebut (vide bukti B24). -------
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rasita dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 19 Agustus 2025
pada pokoknya menyatakan Saksi pernah meminta bantuan
kepada atasannya yang kemudian melalui pesan aplikasi
Whatsapp menanyakan kepada Sdr. Randy Hardi selaku

Direktur Utama Terlapor I terkait permohonan surat dukungan
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8.18.11.

8.18.12.

O
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PT AIR. Respon Sdr. Randy Hardi terhadap pesan tersebut
adalah Terlapor I diminta oleh Terlapor II untuk berpartispasi
dalam tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
Tahun 2024, sehingga Terlapor I tidak dapat memberikan surat
dukungan kepada PT AIR yang kemudian Terlapor I
menindaklanjuti mengirimkan surat elektronik dengan respon
yang sama bahwa Terlapor I tidak dapat memberikan surat
dukungan kepada PT AIR karena Terlapor I akan berpartisipasi
untuk tender a quo sesuai dengan kontrak dengan Terla II
(vide bukti B10).------=-=—— oo - p§—?—
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketa '??fdapat
percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Te a}%l dengan
PT AIR yang pada pokoknya menyatakan lapor I telah
berdiskusi dengan Terlapor II yang saltzga“funya membahas

mengenai temuan audit dari Ernst g dalam transaksi

penjualan Terlapor I ke PT AIR pad un 2023. Dalam diskusi
tersebut Terlapor II memerinta @ erlapor I pada tahun 2024
P

harus untuk mengikuti T emeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai Ta n 2024 khususnya di Pangkalan
Sarana Operasi Bea i Tipa A di Tanjung Balai Karimun.
Terlapor I me aikan permohonan maaf tidak bisa
memberikan %gan kepada Saksi PT AIR untuk mengikuti
tender a ’6 ———————————————————————————————————————————————————————————
Bahwa sarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis
Komisiy Pemeriksaan Lanjutan pada 24 Oktober 2025 pada

Xnya menyatakan alasan Terlapor II tidak memberikan

rat dukungan kepada PT AIR karena ada masalah dengan
kepatuhan atau compliance PT AIR sebagai partner Terlapor II
terdahulu dan kemitraannya tidak dilanjutkan pada tahun 2018
dan Sdr. Randy Hardi selaku salah satu pemimpin perusahaan
in casu Direktur Terlapor I telah diberikan teguran oleh penyidik
pada panggilan kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan
pemberian surat dukungan kepada PT AIR tersebut yang
menyatakan Terlapor I tidak dapat memberikan surat dukungan
kepada peserta tender lain bersamaan dengan keikutsertaan

Terlapor I dalam tender yang sama (vide bukti B25). ---------------
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8.18.13.

8.18.14.

O

8.18.15.

SALINAN

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.LI. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan
Lanjutan tanggal 7 Oktober 2025, menyatakan pada pokoknya: -
1) penolakan permohonan surat dukungan Saksi PT AIR
melalui pernyataan sepihak dari Terlapor I merupakan aksi
natural suatu perusahaan yang tentunya @ ingin
memenangkan persaingan terhadap pesaingnya. -------------
2) penilaian atas penghentian hubungan atau pemberian
dukungan wajib merujuk pada ketentuan kontraktual Qara
pihak. Dalam hal jangka waktu perjanjian telah b%k%'r

penghentian dimaksud merupakan konsekuens wajar.

)

Apabila terdapat dugaan wanprestasi atau k@ cukupan
kinerja, mekanisme penilaiannya ha engacu pada
prosedur sebagaimana diatur dala %ﬁnjian, termasuk
proses klarifikasi atau tanya j =~’Tidak diberikannya
dukungan pada periode beri a harus disertai dasar
atau alasan yang dapat di %nggungjawabkan dan telah
dituangkan dalam konu% belumnya (vide bukti B22).----
Bahwa berdasarkan keter&gan Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H.,
M.Hum. dalam Sid ajelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan
tanggal 6 Oktob S5 pada pokoknya menyatakan jika suatu
perusahaan e%ﬂviki kekuasaan menerbitkan surat dukungan,
maka ia Ezzgang kunci penentu pelaku usaha yang akan
menja enang tender, bila kunci tersebut tidak dibagikan
se rgadil, in casu hanya memberikan kepada satu pelaku
qx tertentu saja dan pelaku usaha lain tidak mendapatkan
rat dukungan untuk mengikuti suatu tender, maka saat
itulah terjadi persekongkolan untuk memenangkan tender (vide
bukti B21). —--mm oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025
pada pokoknya menyatakan PT AIR gugur pada Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
dikarenakan PT AIR melampirkan surat dukungan (supporting
letter) dari IMS yang bukan manufaktur, prinsipal, authorized
distributor, pemasok Mesin MTU, yang ditunjuk oleh RRPS
maupun RRSA (vide bukti B7). ----------—-mmmr e
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8.18.16. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Penawaran Terlapor I
dinyatakan lulus, sedangkan penawaran PT AIR dinyatakan
gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis, khususnya
karena Supporting letter yang diajukan tidak berasal dari
pabrikan atau prinsipal di negara asal. -------------——mcmmcmmem -

8.18.17. Bahwa Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan
Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan

melampirkan surat dukungan dari IMS karena tidak

memperoleh surat dukungan dari Terlapor I selaku authogzed
saegn

service dealer dan Terlapor II selaku prinsipal tanpa ala g
jelas (vide bukti B7). -------=-mmm oo ?—” ———————
8.18.18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I da@ Pokja III

dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan jutan tanggal 9
September 2025 pada pokoknya menyat %ersyaratan surat
dukungan harus dilengkapi oleh p serta tender a quo
berdasarkan Peraturan LKPP Nomo ahun 2021 pada Bab II
halaman 25 poin 2.3.2.7., y engatur bahwa pengadaan
barang impor adalah bar ng diimpor untuk kebutuhan
pengadaan barang atau jasa dan harus mencantumkan
persyaratan keleng dokumen barang berupa surat
dukungan (sup letter) dari pabrikan atau prinsipal di
negara asal, eterangan asal atau Certificate of Origin, dan
sertifikat §s1 PT AIR dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis
dalam @% a quo karena tidak menyampaikan surat
du% n sebagaimana persyaratan tender a quo (vide bukti

8.18. ahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan
O Jasa Raden Ari Widianto, S.H., M.E. dalam Sidang Majelis
%’ Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Oktober 2025 pada
pokoknya menyatakan permasalahan timbul karena perusahaan

yang berwenang memberikan surat dukungan turut serta dalam

tender namun tidak menerbitkan supporting letter bagi peserta

lain, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan sehat

yang melekat pada mekanisme tender. Dengan demikian, agen

tunggal seharusnya bertindak fair dalam penerbitan surat

dukungan (vide bukti B23). ----------—-mmr o
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8.18.20.

8.18.21.

8.19.

8.19.1.

O

8.19.2.

SALINAN

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat dalil
Terlapor II yang mendalilkan hanya menunjuk kepada Terlapor I
sebagai distributor tunggal atau agen tunggal berdasarkan Pasal
7 ayat (1) Permendag Nomor 24 Tahun 2021 sehingga terikat
dengan peraturan tersebut tidak dapat diterima karena dalam
Pasal 7 ayat (1) a quo terdapat frasa “dapat” yang maknanya
tidak mengikat, sehingga bila Terlapor II menginginkan, maka
dapat menunjuk lebih dari satu pelaku usaha sebagai
distributor tunggal atau agen tunggal. --------------mmmmmmmmgg -
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat TQ@? I
dan Terlapor II bersama-sama tidak memenuhi I onan
surat dukungan dari Saksi PT AIR tanpa alaz@ ang jelas
sehingga Saksi PT AIR sebagai pesaing dari lapor I gugur

sejak tahap awal dalam tender Pemelilt%“ﬂ Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ---— ™~ -----—--—-mmmommmmm

Menimbang bahwa berdasarkan «bn analisis sebagaimana
diuraikan pada butir 8.14., but L?:., butir 8.16., butir 8.17.
dan butir 8.18. di atas, Maj misi menilai sebagai berikut: --
Bahwa Tender Pemelihara& esin MTU di Ditjen Bea dan Cukai

Tahun 2024 terr@» alamnya pengadaan suku cadang asli

(genuine) merek yang tidak diproduksi di dalam negeri
Indonesia sehin harus diimpor dari luar negeri. Suku cadang

asli (genyt ang diimpor dari luar negeri mensyaratkan

dokumen  yaitu surat dukungan dari
pahrikdn /prinsipal, surat keterangan asal (Certification of

x), dan sertifikat produksi dari prinsipal. Dokumen-

kumen a quo terutama surat dukungan merupakan syarat
administratif guna memastikan keaslian dan kualitas
pemeliharaan Mesin MTU, sehingga tersedianya dokumen-
dokumen a quo merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki
oleh pelaku usaha yang akan mengikuti Tender Pemeliharaan
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. -------------—--—
Bahwa persyaratan adanya dokumen yaitu surat dukungan dari
pabrikan/prinsipal, surat keterangan asal (Certification of
Origin), dan sertifikat produksi dari prinsipal untuk Mesin MTU
di Ditjen Bea dan Cukai hanya dapat diterbitkan Terlapor I

selaku authorized service dealer dan Terlapor II sebagai prinsipal
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8.19.3.

8.19.4.

O

8.19.5.

SALINAN

Mesin MTU di Indonesia, oleh karena itu pasar Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
dikuasai dan dapat dikendalikan oleh Terlapor 1 selaku
authorized service dealer dan Terlapor II sebagai prinsipal Mesin
MTU di Indonesia.---------==--=--mmmm oo
Bahwa dokumen-dokumen a quo untuk Tender Pemeliharaan
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dikuasai oleh

Terlapor 1 selaku authorized service dealer Mesin MTU dan

Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU di Indonesia, sehiggga
bagi pelaku usaha yang akan mengikuti Tender Pemel‘%&
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun harus
mendapatkan dokumen-dokumen a quo dari Terl %dan /atau
Terlapor II. Tanpa dokumen-dokumen a g erutama surat
dukungan (supporting letter) tidak mungki gi suatu pelaku
usaha mengikuti Tender Pemeliharaa g@ MTU di Ditjen Bea
dan Cukai Tahun 2024, atau Sgan kata lain, Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Dj '@a dan Cukai Tahun 2024
hanya dapat diikuti ole %ku usaha yang mendapat
dokumen-dokumen a quo:%rutama surat dukungan (supporting
letter) dari Terlapor u authorized service dealer dan/atau
Terlapor II selak liz)al Mesin MTU di Indonesia. --------------
Bahwa ketia dokumen dokumen a quo, terutama surat
dukunga orting letter) dari Terlapor I dan/atau Terlapor II
menga rj%

Pe e raan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.

an peserta gugur sejak tahap awal Tender

an demikian, kedudukan Terlapor [ sebagai authorized
rvice dealer dan Terlapor II sebagai prinsipal Mesin MTU
menjadi penentu bagi pelaku usaha yang akan mengikuti Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.
Kewenangan menerbitkan surat dukungan menjadi fasilitas
esensial yang menentukan persaingan dalam = Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.-
Bahwa untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan
Cukai Tahun 2024, Terlapor II hanya menerbitkan surat
dukungan bagi Terlapor I tetapi tidak bersedia menerbitkan
surat dukungan bagi pelaku usaha lain tanpa alasan yang jelas

dan tidak transparan serta hanya mengarahkan pelaku usaha
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8.19.6.

8.19.7.

8.19.8.
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yang mengajukan permohonan surat dukungan untuk meminta
kepada Terlapor II (vide bukti B7). --------—-cmmcmmmmmmmme -
Bahwa Terlapor I juga tidak bersedia menerbitkan surat
dukungan bagi pelaku usaha lain walaupun Terlapor II telah
mengarahkan pelaku usaha yang meminta surat dukungan
kepada Terlapor II untuk meminta dukungan kepada Terlapor I,
dengan alasan bahwa Terlapor I juga akan mengikuti tender
yang akan diikuti oleh pelaku wusaha yang mengajukan
permohonan dukungan tersebut (vide bukti B7).-------—-----——gg---
Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak bersedia men an
surat dukungan bagi pelaku usaha lain p ender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cu iaﬁun 2024
berkebalikan dengan tindakan Terlapor pada tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Pangk arana Operasi
Pantoloan pada tahun 2023 yang ma% ersedia memberikan
surat dukungan bagi pelaku usaha X —————————————————————————————
Bahwa Majelis Komisi berpe %?Qperlu dibedakan dengan
tegas antara kedudukan T r I sebagai authorized service
dealer dan kewenangan%emberikan surat dukungan dari
Terlapor I. Keduduka apor I selaku authorized service dealer
merupakan penyry t; dalam kerangka kerja sama layanan
purna jual, s d%’gkan pemberian surat dukungan merupakan
kewenan C?pisah terlebih berdasarkan keterangan Terlapor I
pada S@ Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24
@) olg 2025 yang menyatakan bahwa dalam Service Dealer

ment tidak memuat klausul yang melarang Terlapor I

ntuk memberikan surat dukungan kepada pihak lain. -----------

81@ Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II yang

8.20.

mengarahkan dukungan kepada Terlapor I sebagai authorized
service dealer dari Terlapor Il pada Tender Pemeliharaan Mesin
MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 menjadikan Terlapor I
sebagai satu-satunya peserta tender yang dinyatakan lulus
kualifikasi oleh Pokja Pemilihan. ------------—-——cmmmmmmmmm -
Menimbang bahwa berdasarkan uraian analisis dalam butir
8.19.1. sampai dengan butir 8.19.9. di atas, Majelis Komisi

berpendapat telah terjadi serangkaian peristiwa berupa: ----------
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8.20.1. Terlapor II tidak bersedia menerbitkan surat dukungan untuk
pelaku usaha calon peserta Tender Pemeliharaan Mesin MTU di

Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 tanpa alasan yang jelas dan
mendorong pelaku usaha calon peserta tender tersebut meminta

ke Terlapor I sebagai authorized service dealer, yang sebenarnya
merupakan pesaing dari pelaku usaha calon peserta tersebut. ---

8.20.2. Terlapor II pada kenyataannya menerbitkan surat dukungan
hanya bagi Terlapor I untuk mengikuti Tender Pemeliharaan

Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 sehiggga
Terlapor I menjadi satu-satunya peserta tender yang m %ﬁ
persyaratan dan memenangkan Tender Pemeliha@?’Mesin

MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ------- % —————————————

8.20.3. Terlapor I tidak bersedia menebitkan surat ungan kepada
pelaku usaha calon peserta Tender Pemeli ?emn Mesin MTU di

Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 y, @lah diarahkan oleh
Terlapor II untuk meminta kepad?bzrlapor I, padahal pada

tender sebelumnya ditemp ng berbeda, Terlapor I
memberikan surat dukung apun alasan Terlapor I tidak
bersedia memberikan du gan karena juga akan mengikuti

Tender Pemeliharaan MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun

2024, artinya Te@ I mengakui bahwa pelaku usaha yang
mengajukan pe honan surat dukungan merupakan pesaing

yang signi terlebih dalam tender serupa sebelumnya

ditem g berbeda, pelaku usaha tersebut memenangkan

te e&engan surat dukungan dari Terlapor I.-----------------————-

8.21. a sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
rsekongkolan merupakan “bentuk kerja sama yang dilakukan

O oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud
%’ untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku
usaha yang bersekongkol” dan Persekongkolan dalam Tender

dapat terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha

yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar

hukum demi mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara
terang-terangan maupun diam-diam yang dilakukan melalui
penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan
persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian

kesempatan ekslusif. --------=--—— o oo



8.21.

8.21.2.

8.21.3.

8.22.

1.
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Bahwa Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan Terlapor I
dan Terlapor II merupakan tindakan 2 (dua) pelaku usaha yang
bekerja sama melakukan tindakan menghambat pelaku usaha
lain demi mencapai tujuan yaitu Terlapor I memenangkan
Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun
2024 yang dilakukan terang-terangan berupa penyesuaian sikap
tidak memberikan surat dukungan kepada pesaing potensial
bagi Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi dan memberikan
kesempatan eksklusif kepada Terlapor I sebagai satu-satwanya
pelaku usaha yang mendapatkan surat dukungan. A%E'
demikian, tindakan tidak memberikan surat du bagi
pelaku usaha yang dapat menjadi pesaing ]qaéslal bagi

Terlapor I merupakan bentuk kerja sam ng dilakukan

Terlapor I dengan Terlapor II dengan ma ?’intuk menguasai

pasar bersangkutan bagi kepenti Terlapor I yaitu
memenangkan Tender Pemeliharaa sin MTU di Ditjen Bea
dan Cukai Tahun 2024.---------, % ——————————————————————————————————
Bahwa dengan demikian d ajelis Komisi simpulkan telah

terjadi pola pertama perse gkolan pelaku usaha bersekongkol
dengan pelaku u lain untuk mengatur dan/atau
menentukan pe ?; tender, dan termasuk dalam jenis
persekongkolan \@alam bentuk lain, yaitu persekongkolan yang
melibatka iHak yang tidak mengikuti proses tender tetapi
memﬂﬂ@ an sebagai pihak yang dapat menentukan pemenang
tenderye----—---------------------”i i\t .t il i b b b b b o

a dengan demikian, unsur Bersekongkol terpenuhi. ---------

nsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan

O pelaku usaha lain. -------—-=---mmm
8.&

1.

Bahwa Investigator dalam Simpulannya menyatakan Unsur
Pelaku Usaha Lain dimaksud adalah Terlapor II yang merupakan
badan usaha sebagai pihak yang ada kaitannya dengan pelaku
usaha. Dalam praktiknya, Terlapor II adalah prinsipal yang
merupakan perwakilan Grup RRPS di Indonesia, sehingga
memiliki kedudukan sebagai distributor eksklusif Grup RRPS
untuk berbagai mesin dan suku cadang Mesin MTU di

Indonesia. Dengan demikian seluruh suku cadang resmi hanya
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8.22.2.

8.22.3.

8.22.4.

O

8.22.5.

&
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dapat disuplai oleh Terlapor II, termasuk administrasi yang
berkaitan dengan Mesin MTU yaitu menerbitkan COM dan COO.
Bahwa Terlapor I dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor
I tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang
terlibat dalam proses tender tersebut. Terlapor II bukanlah
merupakan peserta tender sehingga bukanlah pesaing usaha
dari Terlapor I dalam tender-tender yang dipermasalahkan maka
tidaklah terdapat meeting of mind untuk mengatur

menentukan siapa pemenang tender di antara Terlapoa\%g%»
Terlapor II. —-----—-—mmmm A Y
Bahwa Terlapor II dalam tanggapan terhadap L é Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya m takan Terlapor
II mempermasalahkan Laporan Dugaan P. ?ggaran yang tidak

menyebutkan dalam kapasitas apa T II dalam kerangka

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 \agal Terlapor, sehingga
Terlapor II menyangkal sebe@nbak yang terkait dengan

pelaku usaha lain” yang terli alam tender terkait. Terlapor II
tidak memenuhi syarat ngikuti tender dan tidak terlibat
dalam tender terkalt ungan” yang diberikan hanya berupa

konfirmasi faktu@ s status Terlapor I sebagai mitra resmi,
tanpa peran m pengaturan pemenang atau spesifikasi
tender. K itu, Terlapor II tidak dapat dianggap sebagai
pelak %” dalam konteks Pasal 22 (vide bukti TIL.3). --------
Ba]xa pada unsur “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang
it dengan pelaku usaha lain” terdapat frasa “dan/atau”
hingga sebagaimana telah teridentifikasi yang terjadi adalah
pola pertama persekongkolan yang telah diuraikan sebelumnya
maka terhadap unsur “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang
terkait dengan pelaku usaha lain”, Majelis Komisi menentukan
analisis dilakukan terbatas pada unsur “pelaku usaha lain” dan
tidak melakukan analisis terhadap “pihak yang terkait dengan
pelaku usaha lain” karena tidak relevan. -------------——=——- oo
Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 maupun Perket No. 3 Tahun 2023
tidak memberikan definisi Pelaku Usaha Lain, tetapi menurut
penafsiran gramatikal, pelaku usaha lain dapat dimaknai lebih

luas tidak terbatas kepada pelaku usaha pesaing tetapi juga
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mencakup kepada pelaku usaha yang bukan pesaing, dapat
berupa pelaku usaha pada tingkat pasar hulu (upstream)
maupun pasar hilir (downstream), atau bahkan pelaku usaha
yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses produksi. ----------
8.22.6. Bahwa dalam pembuktian pola pertama persekongkolan dan
jenis persekongkolan dalam bentuk lain, tidak mensyaratkan
persekongkolan dilakukan oleh sesama pesaing, justru dalam

pola pertama persekongkolan dengan jenis persekongkolan

pelaku usaha peserta tender yang saling bersaings

dalam bentuk lain, persekongkolan dilakukan bukan oleh gara
«%&pfl
persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usahaX dengan

pelaku usaha lain yang berkepentingan denga@e enangan
tender. ------mmmmm AN
8.22.7. Bahwa Terlapor II merupakan pelak !@ lain karena
sebagaimana telah diuraikan sebelum erlapor II berbentuk
badan usaha yang merupakan u Usaha perwakilan/
prinsipal Mesin MTU yang njuk Terlapor I sebagai
authorized service dealer n fokus pada sektor marine
komersial, oil and gas, dar&aval. ——————————————————————————————————————
8.22.8. Bahwa dalam pemb pola pertama persekongkolan yaitu
persekongkolan &saha dengan pelaku usaha lain dengan

jenis perseko n dalam bentuk lain, tidak mensyaratkan

persekon dilakukan oleh sesama pesaing, justru pola

pertam sekongkolan dengan jenis persekongkolan dalam
be t&ain, persekongkolan dilakukan bukan oleh para pelaku

%\X peserta tender yang saling bersaing, tetapi memiliki ciri

as persekongkolan dilakukan oleh pelaku usaha dengan

O pelaku usaha lain yang termasuk didalamnya pihak yang tidak
%’ mengikuti tender tetapi memiliki kemampuan berperan
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. --------------—-

8.22.9. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha lain yang berada
pada pasar hulu (upstream) yaitu sebagai pelaku usaha yang
memberikan surat dukungan untuk mengikuti tender hanya

kepada Terlapor I sehingga hanya Terlapor I yang memenuhi
persyaratan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan

Cukai Tahun 2024, —----mmmmm e

8.22.10. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi. ---
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8.23.2.

8.23.3.

8.23.

©

8.23.5.
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Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -------
Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender
adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu
pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau wuntuk
menyediakan jasa. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK Nomor
85/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan pengertian tender
tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
a. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
b. mengadakan barang dan/atau jasa; c. membeli suatu b g
dan/atau jasa; atau d. menjual suatu barang dan/atau J a%
Bahwa Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, menjelagkal akna
mengatur dan atau menentukan pemenang r adalah
“merancang, mempersiapkan, merencanak memfasilitasi,
‘suatu perbuatan para pihak yang terlib@am proses Tender
secara bersekongkol yang bertujuan u enyingkirkan pelaku
usaha lain sebagai pesaingnya da u untuk memenangkan
peserta tender tertentu denga agai cara’. Pengaturan dan
atau penentuan pemenang T, tersebut antara lain: penetapan
kriteria pemenang, persydfgtan teknik, keuangan, spesifikasi,

proses tender, dan se«Sa NYQ” . === mmm oo
Bahwa Investiga 1

am Laporan Dugaan Pelanggaran dan
simpulan p koknya menyatakan bahwa persekongkolan
Terlapor ézan Terlapor II telah mengakibatkan Terlapor I
menjad@ -satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan
hlngga menjadi pemenang tender Pemeliharaan Mesin

di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------—-———cmommee—
ahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor
[ atau Terlapor II bukanlah pihak yang menentukan syarat
kualifikasi teknis penyedia dengan demikian unsur mengatur
dan menentukan pemenang tender tidak terbukti. ----------------—-
Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor
I menjadi pemenang tender karena Pokja menerapkan
persyaratan yang relevan yang dapat dipenuhi oleh Terlapor I

dan bukan karena Terlapor II memiliki keterlibatan apapun

dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -------



8.23.6.

8.23.7.
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Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Oktober 2025 pada pokoknya
menyatakan bahwa ketika pelaku usaha dihadapkan pada
pilihan antara menjaga fair competition atau memenangkan
pasar, kecenderungannya adalah memilih untuk menang, dan
sikap tersebut merupakan realitas dalam praktik bisnis. Namun
demikian, pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa
keinginan atau strategi untuk menang dalam tender tidak sgrta-

merta dapat dikualifikasikan sebagai persekongkolan, s

ng
tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan @dakan
e

bersama dengan pelaku usaha lain untuk tur atau

menentukan pemenang tender (vide bukti B2 2%sa;-----------------
Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persai 2&1‘1 Usaha Prof. Dr.
Sukarmi, S.H., M.Hum. dalam @ Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Xer 2025 pada pokoknya
menyatakan unsur mengatur O%::l menentukan pemenang
tender merupakan uns ng sangat esensial untuk
membuktikan dugaan %‘sekongkolan tender. Unsur ini
merupakan aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh para
pihak yang ber@g untuk menyingkirkan pelaku usaha
pesaing yan %«miliki potensi menjadi pemenang di tender
tersebut. usaha pesaing tersebut memiliki kualifikasi
untuk enuhi persyaratan tender namun karena tender
su@@iiatur maka peluang pelaku usaha tersebut menjadi
mbat (barrier to entry) untuk bisa masuk ke dalam pasar
rsangkutan in casu tender itu sendiri (vide bukti B21). ---------
Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II
menyadari sepenuhnya bahwa dalam Tender Pemeliharaan
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 memerlukan
surat dukungan yang hanya dapat diterbitkan oleh Terlapor I
sebagai authorized services dealer atau Terlapor II sebagai
prinsipal pemegang lisensi Mesin MTU di Indonesia sehingga
surat dukungan merupakan dokumen esensial yang menjadi
penentu apakah suatu pelaku usaha dapat mengikuti Tender

Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024

atau tidak.---------mmmm
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8.23.10.

O

8.23.11.
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Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak bersedia menerbitkan
surat dukungan terhadap pelaku usaha yang mengajukan
permohonan surat dukungan yang merupakan pesaing utama
Terlapor I dengan alasan Terlapor I juga akan mengikuti tender
tersebut merupakan tindakan semena-mena Terlapor I sebagai
satu-satunya authorized service dealer Mesin MTU di Indonesia
yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat dukungan
yang dapat diterima dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Tindakan Terlapor I gang
tidak bersedia menerbitkan surat dukungan dengan«%?
tersebut di atas dilakukan dengan penuh kesad ahwa
Terlapor I mengetahui tanpa dokumen pendukun %{u usaha
pesaing akan gugur pada sejak tahap awal tealer, dan pelaku
usaha yang memenuhi persyaratan sebagai ?s“érta tender hanya
Terlapor I dan tidak ada pilihan bagi @ I maupun Pokja III
selain memenangkan Terlapor [. ----fag-Y----------—-—-mmmmmmmmmm o
Bahwa Terlapor I tidak kuati@ku usaha pesaingnya akan
mendapatkan surat duku dari Terlapor II karena telah
terjadi persekongkolan a%ra Terlapor I dengan Terlapor II
untuk tidak menerbi% surat dukungan untuk pelaku usaha
1

pesaing Terlapor ini tampak pada penolakan Terlapor I

kepada pelaku aha yang mengajukan permohonan surat
dukunga gan alasan berdasarkan hasil rapat/diskusi
antara apor I dengan Terlapor II yang mengharuskan

Terlapdy I berpartisipasi dalam tender Pemeliharaan Mesin MTU
xjen Bea dan Cukai Tahun 2024 padahal dalam tanggapan
rlapor II terhadap laporan dugaan pelanggaran menyatakan

tindakan bisnis Terlapor I merupakan kewenangan sepenuhnya

Terlapor I ——----mmmmmmmmr e

Bahwa tindakan Terlapor II yang tidak menerbitkan surat

dukungan kepada pelaku usaha pesaing Terlapor I tanpa alasan

yang jelas dan hanya mengarahkan meminta kepada Terlapor I

karena Terlapor I sebagai authorized service dealer merupakan

bentuk upaya mengatur dan menentukan pemenang tender

karena Terlapor II menerbitkan surat dukungan bagi Terlapor I.

Tindakan Terlapor II yang mengarahkan agar pelaku usaha

pesaing Terlapor I meminta surat dukungan kepada Terlapor I
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8.23.13.

8.23.14.

O

8.23.15.

&
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merupakan konspirasi kerja sama Terlapor I dengan Terlapor II
untuk menguasai pasar Tender Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024.---------——--m oo
Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terlapor II dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025
tidak memberikan surat dukungan kepada pelaku usaha
pesaing Terlapor I sebagai hasil evaluasi perilaku pelaku usaha
tersebut di masa lalu, tidak dapat diterima karena alasan ini
baru diungkapkan di hadapan Majelis Komisi yang harugpya
UA, %gh

hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada pelak a

pesaing Terlapor 1 sebagai peringatan adanya %?ﬁggaran

kontrak dan penyelesaian permasalahan peril

harusnya diselesaikan dengan prosedur telah diatur
terlebih dahulu dalam kontrak antara Te@ I

asa lalu
dengan pelaku
usaha tersebut.--------------mmmmmee é ———————————————————————————
Bahwa alasan yang dikemukakan erlapor II dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan L tanggal 24 Oktober 2025

tidak memberikan surat ngan kepada pelaku wusaha

pesaing Terlapor I kareng,mendapatkan teguran dari Aparat

penegak hukum tid pat diterima karena alasan ini baru
diungkapkan di n Majelis Komisi, dalam konteks hukum,
teguran yang at lisan dalam suatu kasus tidak serta merta

menjadi p ATAI. === m oo
Bahwa@% yang dikemukakan Terlapor II yang mendalilkan
tindak®n menunjuk hanya kepada Terlapor I sebagai distributor

gal atau agen tunggal berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

rmendag No. 24 Tahun 2021 sehingga terikat pada peraturan
tersebut tidak dapat diterima karena dalam Pasal a quo
menggunakan frasa “dapat” untuk melakukan penunjukan, yang
maknanya tidak mengikat, sehingga Dbila Terlapor II
menginginkan maka bisa menunjuk lebih dari satu pelaku
usaha sebagai distributor atau agen tunggal. ------------------——--—-
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengetahui berdasarkan data
Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
sebelum tahun 2024, pernah diikuti bahkan dimenangkan oleh
pelaku usaha pesaing Terlapor I yang mendapatkan surat

dukungan baik dari Terlapor I maupun Terlapor II sehingga bila
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Terlapor I atau Terlapor II memberikan surat dukungan kepada
pelaku usaha pesaing Terlapor I maka akan ada kemungkinan
pelaku usaha pesaing tersebut memenangkan Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.
Oleh karena itu melalui rapat/diskusi antara Terlapor I dengan
Terlapor II disepakati bahwa Terlapor I harus berpartisipasi
dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
Tahun 2024, padahal sebagaimana diakui oleh Terlapor II dalam

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Perlanggaran, Terlagor I
&a

selaku authorized service dealer juga memiliki kew n
secara mandiri untuk menerbitkan surat dukun epada
mitra yang tidak resmi yang beroperasi pada seh@%ang sama

atau melayani aplikasi yang sama. ------------- sy -----------------
8.23.16. Bahwa tindakan Terlapor I yang tid %mberikan surat

dukungan kepada pelaku usaha yan aige‘ljukan permohonan

surat dukungan yang juga me i@n pesaingnya dengan
alasan  sesuai hasil rapa ngan Terlapor II yang
mengharuskan Terlapor I %‘ci Tender Pemeliharaan Mesin
MTU di Ditjen Bea dan C@i Tahun 2024 dan Terlapor II yang
tidak menerbitkan S;Sa ukungan tanpa alasan yang jelas bagi

pelaku usaha y engajukan permohonan surat dukungan
padahal di W%fu lalu telah pernah menerbitkan surat
dukunga da pelaku usaha tersebut, merupakan tindakan
mengat@ an menentukan pemenang Tender Pemeliharaan

Megin WITU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ------------——-—

8.23.17. a dengan demikian, unsur mengatur dan menentukan
menang tender terpenuhi ---------------mmmmrmmmm

8. O Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -------------
8&( 1. Bahwa Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, mendefinisikan
persaingan usaha tidak sehat sebagai “persaingan antar pelaku

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan

usaha,” sehingga untuk membuktikan unsur persaingan usaha

tidak sehat maka harus terbukti sekurangnya salah satu dari

unsur tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat

persaingan usaha. Pemenuhan unsur yang bersifat alternatif

313



8.24.2.

8.24.3.

O

8.24.4.
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tersebut merupakan konsekuensi logis terhadap keberadaan
frasa “atau” di antara unsur tidak jujur, melawan hukum, atau
menghambat persaingan usaha, sehingga terpenuhi salah satu
dari tiga unsur sudah cukup untuk menyatakan telah terjadi
persaingan usaha tidak sehat.---------------coo
Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Simpulan pada pokoknya menyatakan tindakan bersekongkol
yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses
Tender a quo dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat
persaingan usaha. Terlapor I dan Terlapor II denga@k
memberikan surat dukungan pada peserta ten% innya
merupakan  bentuk  bersekongkol, mengau@

menentukan pemenang Tender a quo. ---------&=;-----------------

dan/atau

Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terh aporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada po a menyatakan baik
Terlapor I maupun Terlapor II tidak Shah melakukan tindakan
yang termasuk dalam perbu@ melawan hukum ataupun
melanggar ketentuan per@ perundang-undangan yang
berlaku. Terlebih lagi dala& ender a quo, tidak terbukti bahwa
Terlapor I secara me%% hukum dan melawan pemberi kerja.
e

Justru sebalik rlapor [ dalam mengikuti tender

merupakan menjaga fasilitas kapal yang dimiliki oleh
pemberi yo/ dalam penggunaan suku cadang genuine,
pelaks pemeliharaan mesin kapal yang dilakukan oleh

authorged services dealer resmi yang memiliki kemampuan
pembaruan teknologi dan software, serta untuk
engurangi resiko kerusakan pada kapal-kapal milik pemberi
kerja in casu Ditjen Bea dan Cukai mengingat besarnya
ancaman yang dihadapi oleh personel Ditjen Bea dan Cukai

dalam melaksanakan tugasnya di tengah laut lepas (vide Bukti

Bahwa Terlapor II dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan bahwa
penunjukan dan pemberian Surat Dukungan kepada mitra
resmi Terlapor II justru memperluas pilihan layanan berkualitas
bagi Ditjen Bea dan Cukai, karena Terlapor II sendiri tidak

memenuhi syarat mengikuti tender pemerintah. Persyaratan
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O

8.24.6.
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Surat Dukungan ditetapkan oleh Pokja sesuai regulasi, bukan
oleh Terlapor II, sehingga keputusan Ditjen Bea dan Cukai
untuk memilih dealer resmi atau tidak resmi sepenuhnya
merupakan preferensi pelanggan. Di sektor Kelautan
Pemerintah, Terlapor II memiliki lebih dari satu dealer resmi
(Terlapor I dan PT Marmin) yang bebas bersaing, dan Terlapor II
selalu siap menerbitkan Surat Dukungan bagi seluruh mitra
resminya. Penunjukan Mitra Resmi memiliki efek pro-
persaingan, memberi insentif kepada mitra tersebut untuk
berinvestasi dalam pelatihan dan pengetahuan prod ng
pada gilirannya memastikan layanan berkualitas %%E’l bagi
pelanggan akhir. —--------mmmmmm o N
Bahwa Tindakan Terlapor I yang tidak rbitkan surat
dukungan bagi pelaku usaha yang menj ’%E’saingnya dengan
alasan merupakan tindakan alami aku usaha dalam
berbisnis, justru dalam hal ini k xiran hukum persaingan
usaha untuk menciptakan pel&n usaha yang sehat antara
pelaku usaha yang s bersaing. Surat dukungan
sesungguhnya hanya me kan persyaratan bagi pelaku usaha
untuk dapat bersai ngan pelaku usaha lainnya in casu

%aan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai
Tahun 2024. %arn hal terdapat lebih dari satu pelaku usaha

memiliki dukungan, maka akan tercipta persaingan di

dalam Tender Pe

antara a pelaku wusaha tersebut untuk memberikan
penawiran harga dan layanan terbaik sehingga Ditjen Bea dan
1 akan memperoleh nilai manfaat dari persaingan tersebut
rupa harga yang relatif lebih rendah dan layanan yang relatif
lebih baik. Bahwa Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang
berkonspirasi tidak menerbitkan surat dukungan bagi pelaku
usaha yang menjadi pesaing Terlapor I mengakibatkan pasar
Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun
2024 terkonsentrasi penuh kepada Terlapor I dan tidak lagi
kompetitif karena pelaku wusaha pesaing Terlapor [ telah
disingkirkan dari pasar bersangkutan melalui persekongkolan
antara Terlapor I dan Terlapor II.-----------————m oo
Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, HPS tidak

bersifat rahasia sehingga dapat dengan mudah diketahui oleh
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peserta tender dan oleh karena Terlapor I merupakan pelaku
usaha satu-satunya yang memenuhi persyaratan administrasi
Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun
2024, Terlapor I dapat mengajukan penawaran yang mendekati
nilai HPS yang diumumkan oleh Pokja I Tender Pemeliharaan
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi
di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A di Tanjung Balai
Karimun dan HPS yang diumumkan oleh Pokja III Tender
Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024
yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai
Batam tanpa kuatir adanya penawaran harga dari p usaha
pesaing karena memang tidak terdapat pelaku % pesaing
yang telah gugur sejak awal karena tidak apatkan surat
dukungan dari Terlapor I atau Terlapor II. —%’ ————————————————————

8.24.7. Bahwa HPS Tender Pemeliharaan Mesi di Ditjen Bea dan
Cukai Tahun 2024 yang berlokasi daPangkalan Sarana Operasi

Bea dan Cukai Tipe A T Balai Karimun sebesar
Rp42.893.900.940,00 (emp luh dua miliar delapan ratus
sembilan puluh tiga juta embilan ratus ribu sembilan ratus

empat puluh rupiah)gang kemudian dimenangkan oleh Terlapor

I dengan nilai s %Ep42 838.834.340,00 (empat puluh dua

miliar delapa s tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga
puluh em Cﬁu tiga ratus empat puluh rupiah).------------------
8.24.8. Bahwa asarkan butir 8.24.7. di atas, diketahui persentase
hagga Y penawaran Terlapor [ selaku pemenang Tender

iharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun

24 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A

O Tanjung Balai Karimun sebesar 99,99% (sembilan puluh
%’ sembilan koma sembilan sembilan persen) terhadap HPS. --------
8.24.9. Bahwa HPS Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan
Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi

Tipe B Batam sebesar Rpl11.186.326.920,00 (sebelas miliar

seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam

ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang kemudian

dimenangkan oleh Terlapor [ dengan  nilai sebesar

Rp11.186.326.564,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh
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8.24.10.

8.24.11.

8.24.12.

8.24.

©
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enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam
puluh empat rupiah).-----------—mmm
Bahwa berdasarkan butir 8.24.9. di atas, diketahui persentase
harga penawaran Terlapor [ selaku pemenang Tender
Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun
2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Tipe B Batam sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) terhadap HPS.-----------———ccccc e

Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I ig&g
g

masih berada di bawah HPS sehingga tampak sebagad a

yang wajar tetapi harga penawaran yang telah terla%?ﬁ yang

sangat mendekati HPS tersebut dapat diajukan @ erlapor I
tanpa rasa kuatir karena Pokja I dan Pokja tidak memiliki
pilihan lain selain Terlapor I sementar ?ﬂleliharaan Mesin
MTU memang sudah harus dilak untuk kepentingan

pemeliharaan aset negara dan kea n para personel Ditjen

Bea dan Cukai yang men an kapal bermesin MTU
tersebut. -----------------ooo-—- R e
Bahwa sebagaimana dalamf prinsip persaingan usaha, adanya
persaingan usaha y ehat akan menekan biaya sehingga
akan diperoleh ?j»ang relatif lebih rendah dengan layanan
yang lebih bai ingga bila Tender Pemeliharaan Mesin MTU di
Ditjen B% n Cukai Tahun 2024 terlaksana dengan
mekani persaingan yang sehat maka negara akan dapat
mempeéyoleh nilai manfaat berupa efisiensi biaya pemeliharaan
I MTU. oo
ahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I dan Telapor II
tersebut di atas telah memberikan dampak negatif kepada pasar
Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun
2024 karena dengan sengaja menyingkirkan pelaku wusaha
pesaing Terlapor I yang mengakibatkan pasar menjadi tidak
kompetitif karena tidak ada pelaku usaha lain selain Terlapor I
dan Terlapor I dapat bebas tanpa kuatir mengajukan harga
penawaran hingga 99,99% mendekati HPS karena ketiadaan
pelaku usaha pesaing yang telah disingkirkan terlebih dahulu

melalui persekongkolan antara Terlapor I dan Telapor II. ----------
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8.24.15.

8.24.16.

8.25.
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9.1.1.
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Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan konspirasi antara
Terlapor I dan Terlapor II dengan dampak negatif sebagaimana

diuraikan di atas memenuhi unsur menghambat persaingan

Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I sebagaimana
diuraikan di atas memenuhi unsur menghambat persaingan
usaha dan dengan terpenuhinya unsur menghambat persaingan
usaha maka Majelis Komisi tidak perlu untuk melakukan
analisis terhadap unsur tidak jujur dan unsur melawan hu%sm
dalam unsur mengakibatkan persaingan usaha.---------- Ol
Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan &%ingan
usaha tidak sehat telah terpenuhi. ----------------- ——5 ——————————
Bahwa berdasarkan:------------------mmmm -
1) wuraian dalam butir 8.9, unsur u usaha telah

terpenuhi; ----------------mmmmmmm a 6: ———————————————————————

2) uraian dalam butir 8.10, @Jr bersekongkol telah

terpenuhi; —------mmmmm A ) s
3) uraian dalam butir 8. nsur pelaku usaha lain telah
terpenuhi; —————————————Q— ———————————————————————————————————————————
4) wuraian dalam 8.23, unsur mengatur dan/atau
menentuka nang tender telah terpenuhi; ---------------

5) uraian d 1%17butir 8.24, unsur mengakibatkan persaingan
usah & sehat telah terpenuhi,-----------------omcmmmcmmo
maka h unsur yang perlu dibuktikan untuk menentukan

telﬁl jadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah

@e e

nalisis Sanksi Pelanggaran;---------------—-—————ommmmmee e
Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1. jo. Pasal 47 ayat (1) UU No.
S Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023), Komisi
berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif
terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa: ---
Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. ----—--—-—----



9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.

9.1.7.

9.2.

O
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Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi
vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.---------—---——————-
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan
yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan
persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan
Pasal 27.-------—-mmmrmr e

Perintah  kepada pelaku wusaha untuk menghentikan
penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksu«%&m
Pasal 25, ---—--mmmmmmmm XYoo
Penetapan pembatalan atas penggabungan a %peleburan
badan wusaha dan pengambilalihan sah% sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28. ----------------—— —%’ ————————————————————
Penetapan pembayaran ganti rugi; dan@— ———————————————————————
Pengenaan denda paling sedikit Rp ]%}9.000.000,00 (satu miliar

Bahwa berdasarkan Pasal %aturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2021 tentang Pele@anaan Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usakha Jidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021),
perintah kepada %u

yang terbukti %onimbulkan praktik monopoli, menyebabkan

usaha untuk menghentikan kegiatan

persainga a tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat
sebagai@l dimaksud dalam butir 9.1.3 tersebut di atas,
berupayr———--— o

p
&enghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan

@ atas produksi atau pemasaran barang atau jasa; ------------

2) penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas
barang atau jasa;------------—--—mmmmmmmmm

3) penghentian penolakan atau tindakan menghalangi Pelaku

Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang
4) penghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen atau

pelanggan Pelaku Usaha pesaing dalam melakukan

hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu; -----
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S5) penghentian kegiatan. yang membatasi peredaran atau
penjualan barang atau Jasa di Pasar Bersangkutan; ---------
6) penghentian diskriminasi; -----------==-=——=——cmmmmmm
7) penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang
sangat rendah;----------m-mmommmm
8) penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi

dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau

9) penghentian Persekongkolan untuk mengatur tau
menentukan pemenang tender;---------------------———- %ﬁ

10) penghentian Persekongkolan untuk mendapatk rmasi
kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang %ﬂ?ﬁkamkan

sebagai rahasia perusahaan;---------------&=;-----------------

11) penghentian Persekongkolan untuk g ambat produksi

dan/atau pemasaran Pelaku Usa aing; ------------------
12) perintah kepada Pelaku Us ntuk memberhentikan
direksi atau komisaris yar@ bat rangkap; dan/atau ----
13) perintah kepada Pel saha yang terafiliasi untuk
melepaskan kepemlh saham silang. ------------—-—mmmemmm -

Bahwa Pasal 5 PP No' 44 Tahun 2021 mensyaratkan sanksi
administratif ya %j:ltuhkan oleh Komisi sesuai dengan
tingkatan pe ran dan memperhitungkan dampak yang
terjadi a anggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha,
tldak %abkan berhentinya kegiatan usaha namun efektif
un uk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau
ggaran lainnya yang akan dilakukan oleh pelaku usaha,

n disertai dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang
rinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur. ----
Bahwa Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan tindakan
administratif berupa denda merupakan denda dasar dengan
besaran maksimal 50% (lima puluh persen) dari keuntungan
bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan
atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada
Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya
pelanggaran terhadap Undang-Undang. ----------------—-—cmmcmeum

Bahwa Perket No. 4 Tahun 2022 menentukan durasi waktu

dapat menjadi penghitungan dalam menentukan besaran sanksi
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denda. Adanya frasa “dapat” mengakibatkan penentuan durasi

waktu dalam dugaan persekongkolan tidak harus dilakukan

namun untuk terangnya peristiwa, maka Majelis Komisi
menentukan persekongkolan Tender Pemeliharaan Mesin Induk

MTU di Ditjen Bea dan Cukai terjadi pada Tahun 2024. -----------

9.3.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 14
PP No. 44 Tahun 2021 yang mensyaratkan penentuan besaran

denda didasarkan atas: ----------------m-mmmmmmm

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; -g---

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ---------------- %YZ-

c. faktor yang meringankan; --------------------o-———— XYoo

d. faktor yang memberatkan; dan/atau -------- ———5 ——————————

e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membasead, -----------------

9.3.4. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 4 Per t%. 2 Tahun 2023
memberikan definisi dampak negati lah dampak yang
ditimbulkan akibat perilaku pelang UU No. 5 Tahun 1999

yang berupa berkurangnya at, ilangnya persaingan secara
substansial, yaitu kondisi t Inya penurunan atau hilangnya

jumlah pesaing yang dianggap sebagai kendala bagi perusahaan

lainnya dalam meng an kekuatan pasar yang dimilikinya
sehingga mempe %kesejahteraan konsumen. ----------------

9.3.5. Bahwa Pasal .6 Pasal 7 jo. Pasal 1 angka 7 Perket No. 2
Tahun 2 enentukan indikator utama dalam menilai
dampal@ atif adalah harga tidak wajar yaitu anomali harga

ya iduga terjadi akibat praktik monopoli dan persaingan

l}i tidak sehat. Selain itu juga terdapat indikator lain yaitu: -

@. struktur pasar yang semakin terkonsentrasi; ------------------

O b. terdapat hambatan Pelaku Usaha pesaing atau Pelaku
%’ Usaha potensial masuk dalam pasar; -------------=------——————
c. berkurangnya Pelaku Usaha penyedia barang dan/atau jasa

yang ada di pasar; -----------mmmmmmm o

d. perilaku kolusif antar Pelaku Usaha; --------------=—-=-o -

e. pilihan atau variasi barang dan/atau jasa berkurang; -------

f.  produksi menjadi tidak efisien; dan/atau------------------——-—-

g. pasar yang tidak efisien. ------------——-——mmmommm

9.3.6. Bahwa dalam proses tender pengadaan, HPS merupakan alat

untuk menilai kewajaran harga penawaran/satuan dan dasar

321



9.3.7.

9.3.8.

O
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untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam
pengadaan, oleh karena itu walaupun harga penawaran yang
diajukan oleh Terlapor I tidak melebihi HPS tetapi merupakan
satu-satunya pelaku usaha peserta Tender Pemeliharaan Mesin
MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang menawarkan
harga dan tidak terdapat pembanding harga lainnya. -------------
Bahwa Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha ternyata
terjadi bukan karena mekanisme pasar melalui persaingan yang
sehat tetapi terbentuk karena tindakan persekongkolan Terlgpor
I dengan Terlapor II yang tidak memberikan surat d an
penawaran kepada Saksi PT AIR, padahal Saksi PT ampu
menjadi pesaing Terlapor I karena pernah memea@%an tender
serupa sebelumnya, misalnya Tender Pemeli an Mesin MTU
di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 20 V?ng berlokasi di
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan C ipe A Tanjung Balai
Karimun dan Tender Pemeliharaan @n MTU di Ditjen Bea dan
Cukai Tahun 2023 yang berlo@ Pangkalan Sarana Operasi
Bea dan Cukai Tipe A Tanh@ alai Karimun. Persekongkolan
Terlapor I dengan Terlap
dukungan kepada &a PT AIR untuk mengikuti Tender
hU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024

I yang tidak memberikan surat

Pemeliharaan Me
mengakibatk ?struktur pasar terkonsentrasi hanya pada
Terlapor I mampu memenuhi seluruh persyaratan tender
pengad@ ehingga memenuhi indikator struktur pasar yang
sempakip terkonsentrasi. ------------mmmmmmm oo
ongkolan Terlapor I dengan Terlapor II yang tidak
emberikan surat dukungan kepada Saksi PT AIR juga
menghambat pelaku usaha pesaing/potensial Terlapor I yaitu PT
AIR untuk memasuki pasar yaitu Tender Pemeliharaan Mesin
Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi
di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dan
di Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam dan juga memenuhi
indikator terdapat hambatan Pelaku Usaha pesaing atau Pelaku
Usaha potensial masuk dalam pasar yang pasti juga memenuhi
indikator berkurangnya Pelaku Usaha penyedia barang

dan/atau jasa yang ada di pasar, karena ketiadaan surat
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9.3.9.

9.3.10.

9.3.11.

O

9.3.12.
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dukungan mengakibatkan Saksi PT AIR tidak dapat mengikuti
proses tender. —-------mm oo oo
Persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II yang tidak
memberikan surat dukungan kepada Saksi PT AIR memenuhi
indikator perilaku kolusif antar pelaku usaha yang
mengakibatkan pilihan jasa bagi Ditjen Bea dan Cukai
berkurang sehingga juga memenuhi indikator pilihan atau
variasi barang dan/atau jasa berkurang. ---------------——-——com——-
Bahwa Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 6 (empam)
bentuk faktor yang meringankan, yaitu: -----------------—-- c %
a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang kkan

adanya upaya kepatuhan terhadap prin 'm?ersaingan
usaha sehat yang meliputi kode %ik, pelatihan,
penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisn@%’ ————————————————————

b. pelaku usaha menghentikan sec arela atas perilaku

anti kompetitif sejak tlmbulnya ara;-----------------------—-

c. pelaku usaha belum per @ lakukan pelanggaran yang
rangan praktek monopoli dan

sama atau sejenis ter
persaingan usaha t1 sehat sebagaimana diatur dalam
UU No. 5 TahunIQY; --------------mmmmm oo
d. pelaku usa@ ak melakukan pelanggaran atas dasar
kesengajaaly----------mmm oo oo
e. pela &ha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran;
o
f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan. -

a Terlapor I dan Terlapor II tidak tercatat dalam daftar
tusan Komisi sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan
pelanggaran persekongkolan tender sebagaimana dilarang oleh
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -
Bahwa Pasal 16 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 2 (dua)
bentuk faktor yang memberatkan, yaitu: ---------------=—~- oo
a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama
atau sejenis sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun
1999 dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun
berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
dan/atau ----------mm oo

b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.
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9.3.14.

9.3.15.

9.3.16.

O

9.3.17.
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Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.1., butir 3.2.,
butir 3.3., dan butir 3.4. Terlapor I dan Terlapor II tidak tercatat
dalam daftar putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum
tetap dalam 8 (delapan) tahun terakhir sebagai pelaku usaha
yang pernah melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.-----
Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pelanggaran yang
dilakukan Terlapor I merupakan tindakan yang secara nyata
menghalangi pelaku usaha pesaingnya untuk berpartisipasi
dalam Tender Pemeliharaan terhadap Mesin MTU di DitjenJBea
dan Cukai Tahun 2024, sehingga memenuhi unsur seba&
dimaksud Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Nam ikian
dalam menentukan besaran sanksi, Majelis Komi Ltnga menilai
sejumlah faktor yang relevan dan proporsi 1. Salah satu
pertimbangan penting karena telah ter Yéha pemeliharaan
Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai T 024 oleh Terlapor I.
Selain itu Majelis Komisi juga mem tikan penjatuhan denda
administratif oleh Majelis Komist”tiinduk pada batasan denda
minimum sebagaimana di dalam tata cara penegakan
hukum persaingan usaha A o
Bahwa berdasarkan 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 jo.
Pasal 11 ayat (2 %ran KPPU No. 2 Tahun 2021, Terlapor
wajib menye jaminan bank paling banyak 20% (dua
puluh pe f}dari besaran denda yang dijatuhkan kepada
Terlapo& Terlapor mengajukan keberatan terhadap Putusan
Koguisy-—----------mmmmmmmmm e
a Pasal 13 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 mengatur
indakan administratif berupa denda yang tercantum dalam
putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas
negara sebagai penerimaan negara bukan pajak” dan ditegaskan
kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, yang menyatakan jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup denda administratif. -----
Bahwa denda persaingan usaha merupakan PNBP sehingga

tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
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2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sehingga Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban Terlapor
untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2%
(dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP terutang, jika
terlambat melakukan pembayaran. ----------------—-mcmmcmmemm -
10. Rekomendasi;-------=—-===—————— oo
Bahwa pengadaan barang dan/atau jasa yang penyedianya lebih
dari satu akan memberikan hasil terbaik bagi pihak yang

memerlukan barang dan/jasa tersebut bila proses per:c?lg&n
a

dilakukan melalui sistem seleksi yang berkompetisi h
satunya melalui metode tender yang menerap rinsip
transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akunta Ite?h karena
itu  berdasarkan  fakta = persidangan, jelis  Komisi
merekomendasikan kepada Ketua Komigi ?ﬁtuk memberikan
saran kepada Direktur Jenderal Be §}Cukai Kementerian
Keuangan dalam hal terdapat leblh satu pelaku usaha yang
mampu menyediakan barang asa yang diperlukan oleh
Direktorat Jenderal Bea da % maka Direktur Jenderal Bea
dan Cukai agar mener 31stem pengadaan barang dan/atau
jasa yang memberik %sempatan kepada para pelaku usaha

yang mampu akan barang dan/jasa untuk saling

bersaing den hat, transparan, dan akuntabel. ---------------
Menimbang bahwa &sarkan alat bukti, fakta yang terungkap dalam
persidangan, an Y kesimpulan, dan penilaian di atas, serta mengingat

Pasal 43 aya,\ U No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:------------------——-—

1. & Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan

MEMUTUSKAN

meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2. Memerintahkan Terlapor I memberikan kesempatan usaha yang

sama kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk

mendapatkan dukungan dari Terlapor I. ----------———=——ommmemee e~
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3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode
penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha). ----------mmmmmmmmmm e

4. Memerintahkan Terlapor II untuk tidak membatasi keikutsertaan
authorized service dealer Terlapor II dalam mengikuti tender
pengadaan barang dan/atau Jasa. —----------m-mmmmmmmm oo -

S. Memerintahkan Terlapor II memberikan kesempatan usa ng
sama kepada pelaku usaha yang memenuhi persyar%?’untuk
mendapatkan dukungan dari Terlapor II.--------------—--4-NTooocmmeom

6. Menghukum Terlapor I membayar da sebesar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus j!@?ﬁpiah) yang harus

disetor ke Kas Negara sebagai setoran pend denda pelanggaran

di bidang persaingan usaha Satuan Kerj U melalui bank dengan

kode penerimaan 425812 (Pendapa nda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha). ---------------- R e T

7. Memerintahkan Terlapor I me&rahkan jaminan bank sebesar 20%

(dua puluh persen) dari ®i enda ke Komisi maksimal 14 (empat
belas) hari setelah rima pemberitahuan Putusan ini jika
mengajukan keber t%xr ———————————————————————————————————————————————————————
8. Memerintahka apor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20%
(dua pulu@ n) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (empat
belas) harly setelah menerima pemberitahuan Putusan ini jika
me ém keberatan. -------------mm o
0. intahkan Terlapor I membayar denda keterlambatan sebesar

@o (dua persen) per bulan dari nilai denda sebagaimana amar ke-3,
%ﬁika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda. -----------------
10. Memerintahkan Terlapor II membayar denda keterlambatan sebesar

2% (dua persen) per bulan dari nilai denda sebagaimana amar ke-6,

jika Terlapor II terlambat melakukan pembayaran denda.---------------

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Sidang Majelis
Komisi pada hari Senin, 29 Desember 2025 dan dibacakan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Mohammad Reza, sebagai Ketua
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Majelis Komisi; Eugenia Mardanugraha dan Hilman Pujana, masing-
masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Lugman
Nurdhiansyah, Dewi Meryati, dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing

sebagai Panitera.
Ketua Majelis Komisi,

ttd

Mohammad Reza «bi
Anggota Majelis Komisi, Anggota Majeli@ 1si,

ttd C}%
Eugenia Mardanugraha 'glgﬂman Pujana
Pani%%

?’ td
: man Nurdhiansyah
QQ)E ttd

i Meryati Fajar Ardhi Saputra

<
@Q

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kepala Panitera,

Akhmad Muhari
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